
 
 

i 

TECHNOPRENEUR 
UNIVERSITY STRATEGY: 

Ekosistem Inovasi berbasis Visi, 
Stakeholder dan Data 

 
 
 
 

 
Dr. Fuad Abdillah, ST., MT. 

Dr. Slamet, S.Pd., M.Pd., M.Si. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

ii 

TECHNOPRENEUR UNIVERSITY STRATEGY: 
Ekosistem Inovasi berbasis Visi, Stakeholder dan Data 
 
Copyrights © 2026. All Rights Reserved 
Hak cipta dilindungi undang-undang 
 
Penulis: 
Dr. Fuad Abdillah, ST., MT. 
Dr. Slamet, S.Pd., M.Pd., M.Si. 
 
Penyunting: 
Dr. Dhega Febiharsa, S.ST., M.Pd. 
 
Desain & Tata Letak: 
Tim Penerbit Cerdas Ulet Kreatif 
 
ISBN :  
Cetakan Pertama : 2026 
Penerbit : 
CV. Cerdas Ulet Kreatif 
Jl. Manggis 72 RT 03 RW 04 Jember Lor - Patrang 
Jember - Jawa Timur 68118 
Telp. 0331-4431347, 412387 Faks. 4431347 
e-mail : info@cerdas.co.id 
 
Distributor Tunggal: 
CV. Cerdas Ulet Kreatif 
Jl. Manggis 72 RT 03 RW 04 Jember Lor - Patrang 
Jember - Jawa Timur 68118 
Telp. 0331-4431347, 412387 Faks. 4431347 
e-mail : info@cerdas.co.id 
 

 

 

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 

Ketentuan Pidana 
Pasal 72 (ayat 2) 
Barang Siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual 

kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 



 
 

v 

KATA PENGANTAR 

 
 
 
 

Disrupsi teknologi digital menuntut transformasi 
fundamental pendidikan tinggi menuju ekosistem inovasi 
berkelanjutan. Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 menggeser 
paradigma universitas dari menara gading akademik menjadi 
pusat inovasi bernilai ekonomi dan sosial. Buku ini menawarkan 
kerangka strategis untuk mendefinisikan ulang peran universitas 
sebagai ekosistem pendukung technopreneur melalui integrasi 
kewirausahaan teknologi dalam Tridharma Perguruan Tinggi. 
Konsep Technopreneur University berorientasi pada output yang 
melampaui publikasi ilmiah menuju komersialisasi teknologi 
melalui pilar innovation ecosystem. Research commercialization dan 
technology transfer menjadi jembatan vital antara laboratorium 
akademik dan pasar industri. Transformasi ini memerlukan Vision 
Statement yang jelas sebagai kompas arah organisasi untuk 
menjamin organizational alignment. Proses formulasi visi 
melibatkan identifikasi input stakeholder dan environmental 
scanning untuk memastikan relevansi tren masa depan. 
Keberhasilan strategi bergantung pada pemetaan pihak 
berkepentingan melalui stakeholder mapping dan engagement 
terstruktur. Kategorisasi stakeholder internal dan eksternal 
dianalisis menggunakan matriks power dan interest untuk 
memprioritaskan kolaborasi strategis. 
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Pengambilan keputusan berbasis data menjadi standar baru 
manajemen pendidikan tinggi yang akuntabel. Fondasi data-driven 
management dibahas melalui analisis perbedaan pendekatan 
intuitif versus berbasis bukti empiris. Learning analytics 
dimanfaatkan untuk meningkatkan student outcomes, sementara 
research analytics memantau produktivitas riset secara objektif. 
Perencanaan strategis dan penetapan tujuan terukur merupakan 
langkah operasional setelah fondasi visi dan data terbentuk. Teknik 
environmental scanning menggunakan analisis-analisis yang 
membantu universitas memahami lingkungan eksternal secara 
holistik. Goal setting dijelaskan menggunakan teknik SMART goal 
setting dan framework OKR untuk memastikan alignment institusi. 
Dukungan tata kelola organisasi dan kepemimpinan kuat menjadi 
kunci keberlanjutan inisiatif technopreneurship. Governance 
structure dibahas untuk mendukung fleksibilitas inovasi, 
sedangkan leadership competencies difokuskan pada karakteristik 
transformational leadership. 

Pengukuran kinerja dan evaluasi berkelanjutan diperlukan 
untuk memastikan strategi berjalan akuntabel. Framework 
performance measurement dijelaskan dengan indikator spesifik 
dan benchmark metrics dari universitas terkemuka. Impact 
assessment dilakukan untuk mengukur dampak universitas 
terhadap society dan economy secara kualitatif maupun 
kuantitatif. Feedback loops dibangun untuk memastikan umpan 
balik stakeholders diubah menjadi tindakan perbaikan nyata 
melalui metodologi PDCA cycle.  

Buku ini disusun sebagai referensi akademis dan panduan 
praktis bagi pimpinan universitas, pembuat kebijakan, dosen, serta 
praktisi. Bahasa yang digunakan tetap ilmiah, namun dapat 
dipahami oleh berbagai kalangan. Setiap bab saling berkaitan 
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membentuk kesatuan utuh strategi membangun technopreneur 
university. Penulis menyadari konteks setiap universitas berbeda 
sehingga framework dapat diadaptasi sesuai kondisi lokal. Semoga 
buku ini memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan 
tinggi di Indonesia. 

        
Semarang, 3 Februari 2026 
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BAB 1:  

FONDASI TECHNOPRENEUR 
UNIVERSITY 

 
 
 
 

1.1 Definisi dan Konsep Technopreneur University 

Transformasi dari universitas tradisional menjadi 
universitas technopreneur mewakili perubahan signifikan dalam 
lanskap pendidikan tinggi di seluruh dunia. Perubahan ini 
didorong oleh kebutuhan yang mendesak untuk menyelaraskan 
lembaga akademik dengan tuntutan ekonomi modern yang 
semakin kompleks dan dinamis. Universitas tradisional terutama 
berfokus pada pendidikan dan penelitian dasar sebagai misi utama 
mereka dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sementara itu, 
universitas technopreneur mengintegrasikan kewirausahaan dan 
inovasi ke dalam misi inti mereka secara lebih komprehensif dan 
terstruktur. Lembaga pendidikan jenis ini membina hubungan 
yang lebih dekat dengan industri dan pasar untuk memastikan 
relevansi output yang dihasilkan. Transisi ini menjadi sangat 
penting di era digital, di mana kemajuan teknologi dan 
pembangunan ekonomi saling terkait erat satu sama lain. 
Perguruan tinggi tidak lagi dapat berdiri sebagai menara gading 
yang terpisah dari realitas perkembangan zaman. Mereka dituntut 
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untuk berperan aktif dalam menciptakan nilai ekonomi dan sosial 
melalui inovasi yang dihasilkan. 

Perbedaan Mendasar Antara Universitas Tradisional dan 
Technopreneur 

Perbedaan antara universitas tradisional dan technopreneur 
dapat dilihat dari berbagai aspek fundamental yang membedakan 
orientasi dan cara kerja keduanya. Perbedaan tersebut tersaji dalam 
tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 Perbedaan Universitas Tradisional dan Technopreneur 

Aspek  
Universitas 
Tradisional 

Universitas Technopreneur 

Misi dan 
Fokus 
Utama 

Menekankan 
pendidikan dan 
penelitian dasar 
sebagai prioritas 
utama dalam 
alokasi sumber 
daya. 

1. Menambahkan misi 
pembangunan ekonomi melalui 
transfer teknologi dan 
kewirausahaan yang terintegrasi.  

2. Menuntut pengetahuan tidak 
hanya dihasilkan, tetapi juga 
dikomersialisasikan. 
 

Kolaborasi 
Industri 

Cenderung lebih 
pasif dalam 
menjalin hubungan 
dengan industri 
dan lebih fokus 
pada aspek 
akademik murni. 

1. Cara untuk aktif terlibat dengan 
sektor bisnis melalui kemitraan 
saling menguntungkan. 

2. Memfasilitasi komersialisasi 
penelitian dengan mekanisme 
transfer teknologi terstandardisasi 
serta mendorong ekosistem 
inovasi multi-stakeholder.  

3. Kolaborasi bersifat strategis 
jangka panjang. 
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Kurikulum 
dan Metode 
Pengajaran 

Lebih berfokus 
pada pemberian 
pengetahuan 
teoritis. 

1. Menggabungkan pendidikan 
kewirausahaan praktis secara 
sistematis dan terukur. 

2. Menggunakan metode 
pembelajaran inovatif untuk 
menghadapi tantangan dunia 
nyata. 

3. Melatih mahasiswa berpikir kritis, 
kreatif, dan inovatif serta 
meningkatkan kemampuan kerja 
(employability). 

 

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa universitas tradisional dan 
technopreneur berbeda pada tiga aspek utama. Pertama, misi. 
Tradisional fokus pada pendidikan dan penelitian dasar, 
sedangkan technopreneur menambahkan misi pembangunan 
ekonomi melalui komersialisasi pengetahuan Feola et al.,(2021); 
Piqué et al. (2020). Kedua, kolaborasi industri. Technopreneur aktif 
bermitra strategis dengan bisnis untuk ekosistem inovasi, 
sementara tradisional cenderung pasif dan akademis (Magumba, 
2023). Ketiga, kurikulum. Technopreneur mengintegrasikan 
kewirausahaan praktis dan metode inovatif untuk meningkatkan 
keterampilan nyata lulusan, berbeda dengan pendekatan teoritis 
tradisional (Badzińska, 2020), Secara keseluruhan, technopreneur 
lebih berorientasi pada dampak ekonomi dan aplikasi praktis. 

Karakteristik Utama Ekosistem Technopreneur di Perguruan 
Tinggi 

Ekosistem technopreneur di perguruan tinggi memiliki 
karakteristik khusus yang membedakannya dari ekosistem 
akademik tradisional. Karakteristik pertama yang paling menonjol 
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adalah keberadaan pusat inovasi yang berfungsi sebagai jantung 
dari aktivitas kewirausahaan. Pembentukan laboratorium dan 
pusat inovasi ini berfungsi sebagai inkubator untuk ide-ide baru 
dan startup yang potensial. Sebagaimana dijelaskan oleh Magumba 
(2023), pusat-pusat ini menyediakan ruang fisik dan virtual bagi 
mahasiswa dan dosen untuk mengembangkan ide mereka. Fasilitas 
ini dilengkapi dengan peralatan modern dan akses ke jaringan 
mentor yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Mereka 
juga menyediakan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk 
mengembangkan prototipe dan produk awal. Pusat inovasi ini 
menjadi tempat bertemunya berbagai disiplin ilmu untuk 
menciptakan solusi yang holistik dan inovatif. 

Karakteristik kedua adalah tingkat keterlibatan pemangku 
kepentingan yang tinggi dan beragam dalam ekosistem tersebut. 
Kolaborasi dengan pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi 
tulang punggung dalam mendukung inovasi dan kewirausahaan. 
Yamamoto (2020) menekankan bahwa keterlibatan multipihak ini 
menciptakan sinergi yang kuat untuk mempercepat komersialisasi 
hasil penelitian. Pemerintah berperan dalam menciptakan regulasi 
yang mendukung dan menyediakan insentif untuk aktivitas 
kewirausahaan. Industri memberikan akses ke pasar, teknologi, 
dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan produk 
dan layanan. Masyarakat berperan sebagai penerima manfaat 
sekaligus sumber inspirasi untuk inovasi yang relevan dengan 
kebutuhan nyata. Ketiganya bekerja sama dalam kerangka triple 
helix yang saling memperkuat dan melengkapi. 

Karakteristik ketiga yang tidak kalah penting adalah 
ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung 
kegiatan kewirausahaan. Akses ke pendanaan, bimbingan, dan 
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infrastruktur menjadi faktor penentu kesuksesan ekosistem 
technopreneur. Guimarães (2021) menjelaskan bahwa tanpa 
sumber daya yang memadai, ide-ide inovatif sulit direalisasikan 
menjadi produk yang viable. Pendanaan dapat berasal dari 
berbagai sumber seperti dana internal universitas, investor ventura, 
dan program pemerintah. Bimbingan diberikan oleh mentor yang 
berpengalaman dalam membangun dan mengembangkan bisnis. 
Infrastruktur yang memadai mencakup laboratorium, ruang kerja 
bersama, dan akses ke teknologi terkini. Semua sumber daya ini 
harus terintegrasi dengan baik untuk menciptakan lingkungan 
yang kondusif bagi pertumbuhan startup. 

Contoh Universitas Technopreneur Terkemuka di Dunia 

Beberapa universitas di dunia telah berhasil 
mengimplementasikan model technopreneur dengan sangat 
sukses dan menjadi rujukan global. Universitas Stanford 
merupakan salah satu contoh paling menonjol dari keberhasilan 
transformasi ini. Dikenal karena perannya yang sangat penting 
dalam pengembangan Lembah Silikon, Stanford memiliki fokus 
yang kuat pada transfer teknologi dan pendidikan kewirausahaan. 
Sebagaimana dicatat oleh Piqué et al. (2020) universitas ini telah 
melahirkan ratusan perusahaan startup yang berhasil go public dan 
menciptakan nilai ekonomi yang sangat besar. Stanford berhasil 
menciptakan ekosistem yang memungkinkan ide-ide inovatif 
berkembang menjadi perusahaan yang sustainable. Kolaborasi 
yang erat dengan industri teknologi di Silicon Valley menjadi kunci 
kesuksesan model yang dikembangkan. Universitas ini juga 
memiliki program akselerator dan inkubator yang sangat terkenal 
di kalangan mahasiswa dan alumni. 
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Massachusetts Institute of Technology (MIT) merupakan 
contoh lain dari universitas technopreneur yang sangat sukses. 
Penekanan MIT pada inovasi dan kewirausahaan telah 
menyebabkan banyak startup yang sukses dan kemajuan teknologi 
yang signifikan. Piqué et al.(2020) mencatat bahwa lulusan dan 
fakultas MIT telah mendirikan ribuan perusahaan yang 
menciptakan jutaan lapangan kerja. MIT memiliki pendekatan 
yang sangat sistematis dalam mendukung kewirausahaan melalui 
berbagai program dan fasilitas. Mereka memiliki kantor transfer 
teknologi yang sangat profesional dalam mengelola hak kekayaan 
intelektual. Program mentoring dan networking yang kuat 
membantu mahasiswa dan peneliti dalam mengomersialisasikan 
hasil penelitian mereka. Budaya inovasi yang tertanam kuat di 
seluruh tingkatan organisasi menjadi fondasi kesuksesan MIT. 

University of California, Berkeley juga merupakan contoh 
universitas yang berhasil membangun ekosistem technopreneur 
yang kuat. Universitas ini secara aktif terlibat dalam transfer 
teknologi dan memiliki ekosistem yang kuat yang mendukung 
startup dan inovasi. Piqué et al. (2020) menjelaskan bahwa Berkeley 
berhasil menciptakan sinergi antara keunggulan akademik dan 
orientasi kewirausahaan. Universitas ini memiliki berbagai pusat 
penelitian yang fokus pada pengembangan teknologi yang dapat 
dikomersialisasikan. Mereka juga memiliki program pendidikan 
kewirausahaan yang terintegrasi di berbagai fakultas dan 
departemen. Kolaborasi dengan industri di kawasan San Francisco 
Bay Area memberikan akses yang luas ke pasar dan sumber daya. 
Keberhasilan ketiga universitas ini menunjukkan bahwa model 
technopreneur dapat diimplementasikan dengan berbagai 
pendekatan yang berbeda. 
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Urgensi Transformasi Menjadi Technopreneur University di Era 
Digital 

Transformasi universitas menjadi technopreneur university 
menjadi sangat mendesak di era digital saat ini. Era digital 
menuntut universitas untuk berkontribusi pada pertumbuhan 
ekonomi dengan mendorong inovasi dan kewirausahaan secara 
aktif. Feola et al. (2021) menjelaskan bahwa universitas tidak dapat 
lagi hanya berfokus pada aspek akademik tanpa 
mempertimbangkan dampak ekonominya. Perubahan teknologi 
yang cepat mengharuskan universitas untuk beradaptasi dan 
mempersiapkan siswa untuk tantangan dan peluang baru. 
Badzińska, (2020) menekankan bahwa lulusan harus dibekali 
dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri di 
era digital. Universitas yang tidak beradaptasi akan tertinggal dan 
kehilangan relevansinya dalam menghadapi persaingan global. 
Mereka harus mampu menghasilkan inovasi yang dapat menjawab 
tantangan masyarakat modern yang semakin kompleks. 

Aspek kompetitivitas global juga menjadi faktor pendorong 
yang sangat penting dalam transformasi ini. Universitas harus 
berkembang untuk tetap kompetitif dalam skala global, menarik 
bakat dan investasi yang berkualitas. Abroad (2021) menjelaskan 
bahwa persaingan antaruniversitas semakin ketat di era globalisasi 
ini. Universitas technopreneur memiliki daya tarik yang lebih besar 
bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan potensi 
kewirausahaan mereka. Investor dan industri juga lebih tertarik 
untuk berkolaborasi dengan universitas yang memiliki orientasi 
pada inovasi dan komersialisasi. Reputasi universitas di mata 
internasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam 
menghasilkan inovasi yang berdampak. Oleh karena itu, 
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transformasi menjadi technopreneur university bukan lagi pilihan, 
tetapi sebuah keharusan strategis. 

Dampak ekonomi dari universitas technopreneur juga 
sangat signifikan dalam mendorong pembangunan regional dan 
nasional. Mereka berperan sebagai motor penggerak inovasi yang 
menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Melalui 
komersialisasi hasil penelitian, universitas dapat menciptakan 
produk dan layanan baru yang meningkatkan daya saing bangsa. 
Startup yang lahir dari universitas menciptakan lapangan kerja 
baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Transfer teknologi ke 
industri meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor 
produktif. Universitas technopreneur juga berperan dalam 
mengurangi kesenjangan antara dunia akademik dan dunia 
industri. Sinergi ini menciptakan ekosistem inovasi yang 
berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi 
masyarakat. 

Tantangan dan Peluang Implementasi Technopreneur 
University 

Implementasi model technopreneur university menghadapi 
berbagai tantangan yang kompleks dan memerlukan strategi yang 
tepat. Tantangan pertama yang paling signifikan adalah pergeseran 
budaya yang harus terjadi di dalam universitas. Transisi ke model 
technopreneur membutuhkan perubahan budaya yang signifikan 
di dalam universitas, yang sering kali dipenuhi dengan perlawanan 
dari berbagai pihak. Abroad (2021) menjelaskan bahwa dosen dan 
staf yang terbiasa dengan budaya akademik tradisional mungkin 
merasa tidak nyaman dengan orientasi kewirausahaan. Perubahan 
mindset dari fokus pada publikasi ilmiah semata menjadi fokus 
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pada dampak ekonomi memerlukan waktu dan upaya yang 
konsisten. Resistensi terhadap perubahan ini harus dikelola dengan 
baik melalui komunikasi yang efektif dan melibatkan semua 
pemangku kepentingan. Leadership yang kuat diperlukan untuk 
memimpin transformasi budaya ini secara berkelanjutan. 

Tantangan kedua berkaitan dengan alokasi sumber daya 
yang memadai untuk mendukung kegiatan kewirausahaan. 
Memastikan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk 
mendukung kegiatan kewirausahaan dapat menjadi tantangan 
yang serius. Guimarães (2021) menjelaskan bahwa membangun 
ekosistem technopreneur memerlukan investasi yang besar dalam 
jangka panjang. Universitas harus mengalokasikan dana untuk 
membangun fasilitas inkubasi, merekrut mentor profesional, dan 
menyediakan modal awal untuk startup. Sumber daya manusia 
yang kompeten dalam bidang kewirausahaan juga perlu 
dikembangkan melalui program pelatihan dan rekrutmen. 
Keterbatasan anggaran sering kali menjadi hambatan utama dalam 
implementasi model ini, terutama di universitas negeri. Oleh 
karena itu, diversifikasi sumber pendanaan menjadi strategi yang 
penting untuk diimplementasikan. 

Tantangan ketiga adalah pengembangan sistem pengukuran 
dan evaluasi yang tepat untuk menilai dampak kegiatan 
kewirausahaan. Mengembangkan metrik untuk menilai dampak 
kegiatan kewirausahaan itu kompleks dan memerlukan 
pendekatan yang komprehensif. Badzińska (2020) menjelaskan 
bahwa metrik tradisional seperti jumlah publikasi dan sitasi tidak 
cukup untuk mengukur dampak kewirausahaan. Universitas perlu 
mengembangkan indikator kinerja baru yang mencakup jumlah 
startup yang didirikan, nilai investasi yang diperoleh, dan 



 

 
 

10 

lapangan kerja yang diciptakan. Sistem evaluasi ini juga harus 
mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas 
kewirausahaan terhadap perekonomian dan masyarakat. 
Pengembangan sistem pengukuran yang tepat memerlukan 
kolaborasi dengan ahli evaluasi dan pemangku kepentingan 
terkait. 

Peluang Signifikan dari Transformasi Technopreneur 
University 

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, transformasi ke 
universitas technopreneur juga menawarkan peluang signifikan 
untuk pertumbuhan dan pembangunan. Peluang pertama adalah 
peningkatan kualitas dan kesiapan kerja lulusan. Lulusan dari 
universitas technopreneur lebih siap untuk menghadapi pasar 
kerja, dengan keterampilan dalam inovasi dan kewirausahaan yang 
mumpuni. Badzińska (2020) menjelaskan bahwa mahasiswa yang 
terpapar pendidikan kewirausahaan memiliki daya saing yang 
lebih tinggi di dunia kerja. Mereka tidak hanya mampu mencari 
pekerjaan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja sendiri melalui 
startup yang mereka dirikan. Keterampilan berpikir kritis, kreatif, 
dan inovatif yang dikembangkan sangat berharga di era ekonomi 
pengetahuan saat ini. Lulusan seperti ini menjadi aset berharga 
bagi pembangunan ekonomi bangsa. 

Peluang kedua adalah peningkatan akses terhadap sumber 
pendanaan untuk penelitian dan pengembangan. Kolaborasi 
dengan industri dan pemerintah dapat menyebabkan peningkatan 
peluang pendanaan untuk penelitian dan pengembangan. 
Magumba (2023) menjelaskan bahwa industri semakin tertarik 
untuk berinvestasi dalam penelitian universitas yang memiliki 
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potensi komersial. Sumber pendanaan ini dapat berasal dari 
berbagai skema seperti kontrak penelitian, lisensi teknologi, dan 
ekuitas di startup. Diversifikasi sumber pendanaan ini 
meningkatkan kemandirian finansial universitas dan mengurangi 
ketergantungan pada anggaran pemerintah. Dengan sumber daya 
yang lebih memadai, universitas dapat meningkatkan kualitas 
penelitian dan pengabdiannya kepada masyarakat. Hal ini 
menciptakan siklus virtuosa yang saling memperkuat antara 
keunggulan akademik dan dampak ekonomi. 

Peluang ketiga adalah peningkatan dampak sosial yang 
dapat diberikan universitas kepada masyarakat. Universitas dapat 
memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan masyarakat 
melalui inovasi teknologi dan sosial. Menter (2023) menjelaskan 
bahwa universitas technopreneur memiliki kapasitas untuk 
menciptakan solusi inovatif bagi masalah-masalah sosial yang 
kompleks. Inovasi yang dihasilkan tidak hanya bernilai ekonomi, 
tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat. 
Universitas dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah 
seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial 
melalui pendekatan kewirausahaan sosial. Dampak positif ini 
meningkatkan legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap 
keberadaan universitas. Dengan demikian, transformasi menjadi 
technopreneur university bukan hanya menguntungkan secara 
ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi 
pembangunan berkelanjutan. 
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Gambar 1.1 Peluang Transformasi Universitas Technopreneur 

 

Sementara transformasi ke universitas technopreneur 
menghadirkan tantangan yang tidak mudah, ia juga menawarkan 
peluang signifikan untuk pertumbuhan dan pembangunan yang 
berkelanjutan. Integrasi kewirausahaan dan inovasi ke dalam 
kerangka akademik dapat meningkatkan relevansi dan dampak 
universitas di era digital yang kompetitif. Namun, transisi ini 
membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat untuk 
mengatasi tantangan terkait budaya dan sumber daya yang ada. 
Universitas harus memastikan bahwa mereka dapat secara efektif 
berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan masyarakat secara 
berkelanjutan. Komitmen dari seluruh pemangku kepentingan 
menjadi kunci kesuksesan dalam implementasi model 
technopreneur university ini. Dengan strategi yang tepat dan 
pelaksanaan yang konsisten, transformasi ini akan membawa 
manfaat besar bagi semua pihak yang terlibat. 
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1.2 Evolusi Peran Universitas di Era Digital 

Peran universitas telah berkembang secara signifikan dari 
waktu ke waktu, beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan 
kemajuan teknologi yang pesat. Awalnya, universitas adalah 
lembaga elit yang berfokus pada pengejaran pengetahuan, tetapi 
mereka telah berubah menjadi entitas akses massal dan sekarang 
berkembang menjadi pusat kewirausahaan yang berjaringan. 
Evolusi ini didorong oleh tuntutan era digital, yang ditandai 
dengan Revolusi Industri Keempat (4IR) dan Masyarakat 5.0, yang 
menekankan inovasi dan keberlanjutan yang berpusat pada 
manusia. Perubahan ini telah menyebabkan pergeseran paradigma 
dari universitas pengajaran tradisional ke universitas wirausaha, 
mengintegrasikan teknologi digital ke dalam fungsi inti mereka 
dan mempersiapkan tren masa depan dalam teknopreneurship. 
Proses transformasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan 
melalui tahapan historis yang panjang dan kompleks yang 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Setiap tahapan 
mencerminkan respons institusi pendidikan tinggi terhadap 
dinamika sosial ekonomi yang terjadi di sekitarnya secara 
langsung. Pemahaman terhadap evolusi ini sangat penting untuk 
merumuskan strategi pengembangan universitas technopreneur 
yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis mendalam 
mengenai sejarah dan arah masa depan universitas menjadi 
landasan utama dalam pembahasan ini. 

Menelusuri Sejarah Perkembangan Peran Universitas dari Masa 
ke Masa 

Universitas dimulai sebagai institusi elit selama Pencerahan, 
berfokus pada pengetahuan demi kepentingannya sendiri tanpa 
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terlalu memedulikan aplikasi praktis. Abad ke-20 melihat mereka 
berkembang menjadi lembaga-lembaga akses massal, didorong 
oleh keterlibatan pemerintah nasional dan kebangkitan ekonomi 
pengetahuan. Pergeseran dari menara gading ke akses massal 
menandakan demokratisasi pendidikan tinggi untuk kalangan 
yang lebih luas di masyarakat. Namun, tren saat ini adalah menuju 
universitas jaringan yang diintegrasikan ke dalam jaringan 
teknologi dan sosial yang kompleks. Model universitas jaringan ini 
mencerminkan pendekatan neoliberal dan keterkaitan global yang 
semakin erat antarbangsa di seluruh dunia. Matthews (2023) 
menjelaskan bahwa integrasi ini mengharuskan universitas untuk 
tidak lagi berdiri sendiri, melainkan berkolaborasi dalam ekosistem 
yang luas. Jaringan ini memungkinkan aliran pengetahuan, sumber 
daya, dan inovasi bergerak lebih cepat lintas batas geografis yang 
ada. Transformasi historis ini menunjukkan bahwa universitas 
harus terus berubah agar tetap relevan dengan tuntutan zaman 
yang dinamis. 

Integrasi ke dalam jaringan teknologi dan sosial yang 
kompleks menuntut universitas untuk memiliki konektivitas yang 
tinggi dengan berbagai institusi lain. Hubungan ini mencakup 
kemitraan dengan universitas lain, industri, pemerintah, dan 
organisasi masyarakat sipil yang beragam.  Matthews (2023) 
Menekankan bahwa pendekatan neoliberal dalam model ini 
mendorong efisiensi dan kompetisi antarinstitusi pendidikan 
tinggi. Keterkaitan global memungkinkan mahasiswa dan dosen 
untuk mengakses sumber daya belajar dari berbagai belahan dunia 
dengan mudah. Hal ini menciptakan lingkungan akademik yang 
lebih dinamis dan terbuka terhadap ide-ide baru dari berbagai 
budaya. Universitas yang tidak terhubung dalam jaringan ini 
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berisiko terisolasi dan kehilangan peluang untuk berkembang 
secara signifikan. Oleh karena itu, membangun jaringan yang kuat 
menjadi strategi prioritas dalam evolusi peran universitas modern. 
Konektivitas ini menjadi fondasi bagi universitas untuk berperan 
sebagai pusat inovasi yang berjaringan. 

Dampak Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 terhadap 
Pendidikan Tinggi 

Revolusi Industri 4.0 telah mengaburkan batas antara alam 
fisik dan digital, mengharuskan universitas untuk beradaptasi 
dengan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam operasi 
mereka. Ogunlela (2021) Menekankan bahwa adaptasi ini bukan 
sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan dalam 
ekosistem pendidikan modern. Integrasi teknologi mencakup 
berbagai aspek mulai dari infrastruktur hingga metode 
pengelolaan data akademik yang kompleks. Universitas yang gagal 
mengadopsi teknologi ini berisiko tertinggal dalam kompetisi 
global yang semakin ketat dan tidak kenal batas. Batas yang kabur 
antara fisik dan digital menciptakan peluang baru untuk inovasi 
dalam pembelajaran dan penelitian yang mendalam. Hal ini juga 
menuntut perubahan dalam kompetensi dosen dan mahasiswa 
agar melek teknologi digital secara menyeluruh. Proses adaptasi ini 
memerlukan investasi yang signifikan dalam hal sumber daya dan 
pelatihan SDM yang kompeten. Tanpa integrasi yang matang, 
universitas akan kesulitan memenuhi harapan stakeholder di era 
industri 4.0 ini. 

Masyarakat 5.0 menempatkan manusia di pusat inovasi, 
selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan 
mengharuskan universitas untuk menghasilkan pengetahuan 
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untuk teknologi baru dan inovasi sosial. (2022) menjadi fokus pada 
manusia, yang menjadi kunci dalam menghadapi tantangan sosial 
yang kompleks. Universitas dituntut untuk tidak hanya 
menciptakan teknologi canggih, tetapi juga memastikan teknologi 
tersebut bermanfaat bagi kemanusiaan secara luas. Konsep ini 
sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang menjadi agenda global 
dalam pembangunan masa depan yang inklusif. Pengetahuan yang 
dihasilkan harus mampu menjawab masalah nyata yang dihadapi 
oleh masyarakat luas secara inklusif dan adil. Inovasi sosial 
menjadi sama pentingnya dengan inovasi teknologi dalam 
paradigma Masyarakat 5.0 ini bagi semua pihak. Peran universitas 
sebagai agen perubahan sosial semakin kuat dengan adopsi konsep 
ini dalam strategi institusional mereka. Hal ini memastikan bahwa 
kemajuan teknologi tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan 
yang mendasar dalam prosesnya. 

Pergeseran Paradigma dari Teaching University ke 
Entrepreneurial University 

Universitas semakin terlibat dengan sektor swasta, 
mengomersialkan penelitian, dan mendorong pertumbuhan 
teknologi, sehingga berubah menjadi entitas kewirausahaan. 
Yurevich (2021) mencatat bahwa fokus wirausaha ini menjadi ciri 
khas utama dari universitas modern di abad ke-21. Pergeseran ini 
merupakan fenomena global, dengan universitas di seluruh dunia 
mengadopsi model kewirausahaan untuk memenuhi permintaan 
pasar dan meningkatkan dampak ekonomi mereka. Keterlibatan 
dengan sektor swasta membuka peluang pendanaan baru yang 
sebelumnya tidak tersedia bagi institusi akademik murni. 
Komersialisasi penelitian memungkinkan hasil ilmu pengetahuan 
memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat yang 
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membutuhkan. Pertumbuhan teknologi yang didorong oleh 
universitas menciptakan ekosistem startup yang sehat dan 
berkelanjutan di berbagai wilayah. Model ini mengubah cara 
universitas memandang nilai dari aktivitas penelitian dan 
pengabdian mereka secara fundamental. Dampak ekonomi 
menjadi salah satu metrik keberhasilan yang semakin penting 
dalam evaluasi kinerja universitas saat ini. 

Fenomena global ini menunjukkan bahwa tidak ada 
universitas yang dapat tinggal diam tanpa mengadopsi elemen 
kewirausahaan dalam strategi mereka. Yurevich (2021) 
menjelaskan bahwa tekanan pasar menuntut universitas untuk 
lebih responsif terhadap kebutuhan industri yang berubah cepat. 
Meningkatkan dampak ekonomi mereka menjadi tujuan strategis 
yang harus dicapai melalui berbagai program inovasi yang terukur. 
Universitas yang berhasil menerapkan model ini akan memiliki 
keunggulan kompetitif yang signifikan di tingkat internasional. 
Mereka mampu menarik mahasiswa dan peneliti terbaik yang 
ingin terlibat dalam aktivitas kewirausahaan yang nyata. 
Dukungan pemerintah juga sering kali mengarah pada institusi 
yang mampu menunjukkan kontribusi ekonomi yang nyata. Oleh 
karena itu, adopsi model kewirausahaan menjadi standar baru 
dalam penilaian kualitas universitas global. Tren ini akan terus 
berlanjut seiring dengan semakin eratnya hubungan antara 
pendidikan dan ekonomi kreatif. 

Integrasi Teknologi Digital dalam Tridharma Perguruan Tinggi 

Universitas menggabungkan teknologi digital ke dalam 
pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 
meningkatkan daya saing dan keberlanjutan mereka. Teker et al. 
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(2022) Menjelaskan bahwa transformasi digital ini menyentuh 
seluruh pilar Tridharma Perguruan Tinggi secara menyeluruh dan 
terintegrasi. Adopsi platform dan alat digital sangat penting untuk 
memodernisasi penyampaian pendidikan dan meningkatkan 
literasi digital di kalangan siswa dan fakultas. Dalam bidang 
penelitian, teknologi digital memungkinkan kolaborasi 
internasional yang lebih efisien dan akses data yang lebih luas bagi 
peneliti. Pengabdian kepada masyarakat juga menjadi lebih efektif 
dengan penggunaan alat digital untuk menjangkau wilayah yang 
lebih luas dan terpencil. Peningkatan daya saing ini sangat krusial 
di tengah persaingan pendidikan tinggi yang semakin global dan 
kompetitif. Keberlanjutan institusi bergantung pada kemampuan 
mereka untuk memanfaatkan teknologi dalam operasional sehari-
hari secara optimal. Tanpa transformasi digital yang komprehensif, 
universitas akan kesulitan mempertahankan relevansinya di masa 
depan yang tidak pasti. 

Metode pengajaran inovatif menjadi bagian integral dari 
transformasi digital yang sedang berlangsung di berbagai 
universitas modern. Teker et al. (2022) menyoroti bahwa 
penggunaan alat digital harus disertai dengan perubahan pedagogi 
yang sesuai untuk hasil maksimal. Literasi digital di kalangan 
siswa dan fakultas perlu ditingkatkan melalui program pelatihan 
yang berkelanjutan dan terstruktur. Platform pembelajaran daring 
memungkinkan fleksibilitas waktu dan tempat yang sangat 
dibutuhkan oleh mahasiswa dewasa ini. Interaksi antara dosen dan 
mahasiswa juga berubah menjadi lebih kolaboratif melalui 
penggunaan teknologi komunikasi terkini. Evaluasi pembelajaran 
pun menjadi lebih data-driven dengan bantuan analitik 
pembelajaran yang tersedia dalam sistem digital. Hal ini 
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memungkinkan perbaikan kualitas pengajaran secara terus-
menerus berdasarkan umpan balik yang akurat. Dengan demikian, 
modernisasi penyampaian pendidikan adalah kunci untuk 
menghasilkan lulusan yang siap menghadapi era digital. 

Tren Masa Depan Pendidikan Tinggi Berbasis 
Technopreneurship 

Universitas diharapkan menjadi pusat teknopreneurship, 
mendorong inovasi dan kewirausahaan melalui kemitraan dengan 
industri dan pemerintah. Gorina & Polyakova,(2021) Memprediksi 
bahwa peran ini akan semakin dominan dalam lanskap pendidikan 
tinggi masa depan yang cerah. Kemitraan strategis dengan industri 
dan pemerintah menjadi kunci dalam membangun ekosistem 
teknopreneurship yang robust dan saling mendukung. Universitas 
tidak lagi hanya menjadi tempat belajar, melainkan tempat 
menciptakan bisnis berbasis teknologi yang viable dan 
berkelanjutan. Dorongan inovasi ini memerlukan infrastruktur 
pendukung yang memadai seperti inkubator dan akselerator bisnis 
yang profesional. Kewirausahaan menjadi kompetensi inti yang 
harus dimiliki oleh lulusan dari berbagai disiplin ilmu tanpa 
terkecuali. Harapan ini menuntut perubahan kurikulum dan 
metode pembelajaran yang lebih praktis dan berorientasi pasar 
secara nyata. Pusat teknopreneurship akan menjadi hub yang 
menghubungkan ide akademik dengan realitas komersial yang 
menantang. Tabel 1.2 berikut merangkum dinamika evolusi peran 
universitas dari institusi akademik tradisional menuju 
technopreneur university yang adaptif, dengan tetap menekankan 
pentingnya menjaga keseimbangan antara orientasi ekonomi, 
keberlanjutan, dan integritas akademik. 
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Tabel 1.2 Evolusi Peran Universitas di Era Digital dan Technopreneur 

Tema Utama Poin-Poin Kunci Tantangan 

Universitas  
sebagai Pusat 
Technopreneurship 

1. Kemitraan strategis 
dengan industri dan 
pemerintah 

2. Pembangunan 
ekosistem inovasi yang 
robust 

3. Penyediaan 
infrastruktur: 
inkubator & akselerator 
bisnis 

4. Kewirausahaan sebagai 
kompetensi inti lintas 
disiplin 

5. Integrasi kurikulum 
praktis berorientasi 
pasar 

Universitas 
bertransformasi dari 
tempat belajar 
menjadi pencipta 
bisnis berbasis 
teknologi yang viable 
dan berkelanjutan 

Fokus pada 
Keberlanjutan & 
Inovasi Human-
Centered 

1. Pemanfaatan 
transformasi digital 
untuk solusi sosial-
lingkungan 

2. Inovasi tepat guna 
untuk tantangan: iklim, 
ketimpangan 

3. Universitas sebagai 
laboratorium hidup 
solusi keberlanjutan 

4. Penguatan peran 
sebagai mitra strategis 
pemerintah 

Pertumbuhan 
ekonomi harus 
seimbang dengan 
keadilan 
antargenerasi; 
teknologi harus 
melayani kebutuhan 
manusia secara 
inklusif 

Tantangan 
Transformasi Digital 

1. Laju perubahan 
teknologi menuntut 
adaptasi berkelanjutan 

2. Kesenjangan kesiapan 
antara negara maju dan 
berkembang 

3. Hambatan 
infrastruktur dan SDM 
yang kurang terlatih 

Diperlukan strategi 
mitigasi dan investasi 
strategis agar tidak 
terjadi pelebaran gap 
kualitas institusi 
pendidikan tinggi 
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4. Risiko kehilangan daya 
saing global 

Risiko 
Komersialisasi & 
Penjagaan Nilai 
Akademik 

1. Potensi komodifikasi 
pengetahuan dan 
Pendidikan 

2. Pengabaian penelitian 
fundamental demi riset 
terapan 

3. Tekanan profit vs. 
integritas akademik 

4. Perlunya regulasi 
internal untuk 
melindungi kebebasan 
akademik 

Keseimbangan antara 
misi ekonomi dan 
akademik harus 
dijaga agar 
transformasi tidak 
menggerus nilai luhur 
pendidikan tinggi 

Keseimbangan 
Strategis Menuju 
Masa Depan 

1. Integrasi harmonis 
dengan ekosistem 
inovasi global 

2. Kolaborasi multi-
stakeholder sebagai 
kunci transformasi 

3. Komitmen pada 
inovasi, 
keberlanjutan, dan 
nilai inti akademik 

4. Transformasi sebagai 
babak baru, bukan 
akhir perjalanan 

Kesuksesan 
universitas abad ke-21 
ditentukan oleh 
kemampuan 
menavigasi dinamika 
digital sambil 
mempertahankan 
relevansi dan dampak 
sosial 

 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa universitas masa depan akan 
fokus pada pembangunan berkelanjutan dan inovasi yang berpusat 
pada manusia, memanfaatkan transformasi digital untuk 
mengatasi tantangan masyarakat. 2021) kembali menegaskan 
bahwa keberlanjutan adalah tema utama dalam evolusi universitas 
berikutnya yang penting. Pemanfaatan transformasi digital harus 
diarahkan untuk solusi yang ramah lingkungan dan sosial bagi 
semua lapisan masyarakat. Tantangan masyarakat seperti 
perubahan iklim dan ketimpangan sosial memerlukan intervensi 
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dari universitas melalui inovasi yang tepat guna. Fokus pada 
pembangunan berkelanjutan memastikan bahwa pertumbuhan 
ekonomi tidak mengorbankan generasi masa depan yang akan 
datang. Inovasi yang berpusat pada manusia menjamin bahwa 
teknologi melayani kebutuhan dasar manusia secara adil dan 
merata. Universitas menjadi laboratorium hidup untuk menguji 
dan menerapkan solusi keberlanjutan tersebut dalam skala nyata. 
Hal ini memperkuat posisi universitas sebagai mitra strategis 
pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang 
mulia. 

Sementara era digital menghadirkan banyak peluang bagi 
universitas, itu juga menimbulkan tantangan yang tidak bisa 
diabaikan begitu saja. Laju perubahan teknologi yang cepat 
mengharuskan universitas untuk terus beradaptasi dan berinovasi 
tanpa henti setiap saat. Tidak semua institusi sama-sama siap 
untuk transformasi ini, terutama di daerah-daerah seperti Amerika 
Latin, di mana integrasi teknologi sangat berbeda. Gaibor (2020) 
menyoroti bahwa kesenjangan kesiapan ini dapat memperlebar 
jarak kualitas antara universitas di negara maju dan berkembang. 
Infrastruktur yang tidak memadai menjadi hambatan utama bagi 
banyak institusi untuk mengadopsi teknologi digital secara optimal 
dan efisien. Sumber daya manusia yang kurang terlatih juga 
menjadi kendala dalam implementasi transformasi digital yang 
efektif dan berkelanjutan. Ketidaksiapan ini dapat menyebabkan 
universitas kehilangan peluang untuk bersaing di kancah global 
yang semakin ketat. Oleh karena itu, strategi mitigasi diperlukan 
untuk memastikan semua universitas dapat berpartisipasi dalam 
evolusi ini secara adil. 
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Selain itu, pergeseran ke arah model kewirausahaan dapat 
menyebabkan peningkatan komersialisasi pendidikan, 
peningkatan kekhawatiran tentang komodifikasi pengetahuan dan 
potensi pengabaian penelitian fundamental. Saritaş dan  Aş (2023) 
memperingatkan bahwa fokus berlebihan pada profit dapat 
menggerus nilai-nilai akademik yang luhur dan mulia. 
Kekhawatiran tentang komodifikasi pengetahuan muncul ketika 
pendidikan dianggap semata-mata sebagai barang dagangan yang 
diperjualbelikan. Potensi pengabaian penelitian fundamental 
terjadi karena penelitian terapan sering kali lebih menarik bagi 
investor swasta yang mencari keuntungan. Keseimbangan antara 
misi ekonomi dan misi akademik harus dijaga dengan sangat hati-
hati oleh pimpinan universitas yang bijaksana. Risiko ini 
memerlukan regulasi dan kebijakan internal yang kuat untuk 
melindungi integritas akademik dari tekanan komersial. 
Universitas harus memastikan bahwa komersialisasi tidak 
mengorbankan kebebasan akademik dalam mengejar kebenaran 
ilmiah. Kritik ini penting untuk dipertimbangkan agar transformasi 
menuju technopreneur university tetap berada pada jalur yang 
benar. 

Meskipun demikian, evolusi universitas yang sedang 
berlangsung sangat penting untuk relevansi dan dampaknya yang 
berkelanjutan di dunia yang berubah dengan cepat. Proses ini 
memerlukan keseimbangan yang cermat antara adopsi teknologi 
dan penjagaan nilai-nilai inti pendidikan tinggi yang luhur. 
Universitas harus mampu menavigasi tantangan sambil 
memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digital yang 
penuh dinamika. Kolaborasi antara berbagai pemangku 
kepentingan menjadi kunci untuk mengatasi hambatan yang ada 
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dalam proses transformasi ini. Masa depan universitas terletak 
pada kemampuannya untuk berintegrasi dengan ekosistem inovasi 
global secara harmonis dan saling menguntungkan. Transformasi 
ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru 
dalam sejarah pendidikan tinggi yang menjanjikan. Komitmen 
terhadap inovasi dan keberlanjutan akan menentukan kesuksesan 
universitas di abad ke-21 yang penuh tantangan. Dengan demikian, 
evolusi peran universitas adalah sebuah keniscayaan yang harus 
dihadapi dengan strategi yang matang dan terukur. 

 

1.3 Pilar Utama Technopreneur University 

Konsep Universitas Technopreneur dibangun di atas 
beberapa pilar dasar yang mengintegrasikan inovasi, 
komersialisasi penelitian, inkubasi startup, kolaborasi industri-
akademisi, dan sinergi antara pendidikan, penelitian, dan 
penciptaan bisnis. Elemen-elemen ini secara kolektif 
menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan 
teknologi dan kesuksesan kewirausahaan di dalam ekosistem 
akademik yang dinamis. Setiap pilar memainkan peran penting 
dalam membentuk ekosistem universitas, mendorong inovasi 
teknologi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. 
Inovasi adalah pusat Universitas Technopreneur, berfungsi sebagai 
katalis untuk kemajuan teknologi dan masyarakat yang semakin 
kompleks. Universitas semakin dipandang sebagai pusat inovasi, 
di mana integrasi interdisipliner dan kolaborasi dengan pemangku 
kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, dan dermawan 
sangat penting untuk mendorong ekosistem inovasi. Magumba 
(2023) menekankan bahwa tanpa kolaborasi multipihak ini, 
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universitas akan kesulitan untuk menciptakan dampak yang 
signifikan bagi perekonomian nasional. Melembagaan 
laboratorium inovasi dan hub di dalam universitas dapat secara 
signifikan meningkatkan peran mereka dalam sistem inovasi 
nasional dan global, memungkinkan mereka untuk 
mengembangkan solusi dan produk yang berdampak. Dengan 
adanya fasilitas tersebut, universitas dapat menjadi tuan rumah 
bagi berbagai proyek riset terapan yang langsung menyentuh 
kebutuhan industri. Hal ini memastikan bahwa setiap inovasi yang 
lahir tidak hanya berhenti di tingkat prototipe, tetapi juga dapat 
dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, pilar inovasi menjadi 
fondasi utama yang menopang seluruh bangunan universitas 
technopreneur yang kokoh dan berkelanjutan. 

Pilar Inovasi sebagai Katalis Kemajuan 

Peran universitas sebagai pusat inovasi juga menuntut 
adanya budaya organisasi yang mendukung eksperimen dan 
pengambilan risiko yang terukur di semua level. Dosen dan 
mahasiswa harus didorong untuk berpikir keluar dari kotak 
konvensional dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh 
industri secara nyata. Integrasi interdisipliner menjadi kunci 
karena masalah dunia nyata jarang sekali hanya berada dalam satu 
disiplin ilmu tertentu saja. Kolaborasi dengan pemangku 
kepentingan seperti pemerintah membantu dalam penyusunan 
kebijakan yang mendukung komersialisasi hasil riset secara efektif. 
Sektor swasta memberikan masukan mengenai tren pasar yang 
sedang berkembang sehingga riset tidak kehilangan arah 
komersialnya sama sekali. Dermawan atau filantropis dapat 
menyediakan dana awal untuk ide-ide yang belum terbukti 
viabilitasnya di pasar. Magumba (2023) Menyatakan bahwa 
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laboratorium inovasi berfungsi sebagai jembatan antara teori 
akademik dan praktik industri yang sesungguhnya. Keberadaan 
hub inovasi ini juga memfasilitasi pertemuan rutin antara peneliti 
dan praktisi bisnis untuk bertukar pikiran secara konstruktif. 
Melalui mekanisme ini, universitas dapat secara aktif berkontribusi 
pada sistem inovasi nasional yang lebih luas dan terintegrasi. 
Dengan demikian, pilar inovasi tidak berdiri sendiri, melainkan 
terhubung erat dengan pilar lainnya dalam ekosistem yang 
terintegrasi secara penuh. 

Komersialisasi Penelitian dan Transfer Teknologi 

Komersialisasi penelitian yang efektif dan transfer teknologi 
sangat penting untuk mengubah penelitian akademis menjadi 
produk dan layanan yang dapat dipasarkan oleh industri. 
Universitas spin-off (USOs) adalah mekanisme utama untuk 
mencapai hal ini, meskipun mereka sering menghadapi tantangan 
pada tahap awal perkembangan yang kritis. (2020) mencatat bahwa 
banyak USOs gagal bukan karena teknologi yang buruk, melainkan 
karena kurangnya pemahaman tentang model bisnis yang tepat. 
Penelitian kolaboratif antara industri dan akademisi, difasilitasi 
oleh kerangka kerja seperti Proof-of-Concept (PoC), dapat 
menjembatani kesenjangan antara penelitian dan komersialisasi, 
memastikan bahwa hasil penelitian ditransfer secara efektif ke 
perusahaan. (2023) menjelaskan bahwa PoC membantu 
memvalidasi secara teknis dan komersial sebuah temuan sebelum 
investasi besar dilakukan. Tanpa tahapan validasi ini, banyak 
teknologi hebat hanya akan menjadi dokumen di perpustakaan 
universitas tanpa pernah dimanfaatkan oleh siapa pun. Transfer 
teknologi juga memerlukan keahlian khusus dalam negosiasi hak 
kekayaan intelektual yang melindungi kepentingan inventor dan 
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institusi secara adil. Proses ini harus dikelola secara profesional 
agar tidak menghambat aliran pengetahuan dari laboratorium ke 
pasar global yang kompetitif. Oleh karena itu, mekanisme 
komersialisasi harus dirancang untuk meminimalkan risiko 
kegagalan di tahap awal pengembangan produk secara signifikan. 
Keberhasilan dalam hal ini akan meningkatkan reputasi universitas 
sebagai sumber inovasi yang dapat diandalkan oleh mitra industri. 

Tantangan dalam komersialisasi sering kali terkait dengan 
perbedaan budaya antara akademisi yang mengejar kebenaran 
ilmiah dan industri yang mengejar profit maksimal. Menjembatani 
kesenjangan antara penelitian dan komersialisasi memerlukan 
mediator yang memahami bahasa kedua belah pihak secara 
mendalam dan akurat. Sako & Uchihira (2023) menyarankan 
adanya metode manajemen khusus untuk mengelola interaksi 
industri agar lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian harus 
ditransfer secara efektif ke perusahaan agar dapat segera 
diproduksi dan didistribusikan ke konsumen akhir dengan cepat. 
Universitas perlu memiliki kantor transfer teknologi yang stafnya 
kompeten dalam menilai potensi pasar dari sebuah penemuan 
baru. Selain itu, insentif bagi dosen yang berhasil mengomersialkan 
riset harus jelas untuk memotivasi partisipasi mereka dalam 
kegiatan tersebut. Skute (2020) mengingatkan bahwa tantangan 
pada tahap awal perkembangan USOs sering kali berkaitan dengan 
akses modal dan jaringan pemasaran yang terbatas. Dukungan 
institusi sangat diperlukan untuk membantu founder akademik 
dalam navigasi di dunia bisnis yang kompetitif dan penuh tekanan. 
Dengan mengatasi hambatan ini, universitas dapat memastikan 
bahwa investasi penelitian memberikan kembali nilai ekonomi 
yang nyata bagi stakeholders. Pada akhirnya, komersialisasi yang 
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sukses akan mendanai penelitian selanjutnya sehingga 
menciptakan siklus inovasi yang berkelanjutan dan mandiri. 

Program Inkubasi dan Akselerasi Startup 

Program inkubasi dan akselerasi startup sangat penting 
untuk memelihara perusahaan tahap awal, memberi mereka 
dukungan yang diperlukan untuk mengurangi risiko dan 
mencapai kelangsungan keuangan. Lyken-segosebe et 
al.m(2020)Menjelaskan bahwa tanpa dukungan terstruktur, banyak 
startup universitas akan gagal sebelum mereka mencapai titik 
impas operasional. Program-program ini sering mencakup taman 
sains dan teknologi, inkubator, dan inisiatif kewirausahaan yang 
memfasilitasi transfer teknologi dan komersialisasi penelitian dan 
kekayaan intelektual. Fasilitas taman sains menyediakan ruang 
fisik yang kondusif bagi pertumbuhan perusahaan rintisan yang 
membutuhkan infrastruktur khusus dan mahal. Inkubator 
memberikan bimbingan bisnis yang intensif kepada pendiri startup 
yang mungkin ahli teknologi namun kurang pengalaman 
manajerial. Inisiatif kewirausahaan juga membantu dalam 
perlindungan intellectual property agar tidak disalahgunakan oleh 
pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Semakin populernya 
akselerator yang berfokus pada program jangka pendek untuk 
proyek tahap awal menyoroti pentingnya inisiatif ini dalam 
ekosistem startup. Gorina & Polyakova,(2021)Mencatat bahwa 
akselerator membantu startup untuk tumbuh cepat dalam waktu 
yang relatif singkat melalui mentoring yang padat dan terarah. 
Dukungan yang diperlukan untuk mengurangi risiko mencakup 
akses ke jaringan investor yang siap mendanai ide-ide yang 
potensial dan menjanjikan. Dengan mencapai kelangsungan 
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keuangan, startup ini dapat menjadi mandiri dan berkontribusi 
pada ekonomi melalui pajak dan lapangan kerja yang diciptakan. 

Fungsi inkubator tidak hanya terbatas pada penyediaan 
ruang kerja, tetapi juga pada pembentukan mentalitas 
kewirausahaan yang tangguh dan resilien. Lyken-Segosebe et al. 
(2021) menekankan bahwa fasilitasi transfer teknologi harus 
berjalan beriringan dengan pengembangan kapasitas sumber daya 
manusia secara simultan. Komersialisasi penelitian dan kekayaan 
intelektual memerlukan strategi hukum yang kuat untuk 
melindungi aset intelektual universitas dari pelanggaran. Program 
akselerasi biasanya memiliki durasi tertentu yang memaksa startup 
untuk mencapai milestone tertentu dalam waktu singkat yang 
ditentukan. Polyakov (2020) menyatakan bahwa pentingnya 
inisiatif ini dalam ekosistem startup terlihat dari tingkat 
keberhasilan lulusan program akselerator yang tinggi. Startup yang 
lulus dari program ini biasanya memiliki valuasi yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program serupa sama 
sekali. Mereka juga memiliki jaringan yang lebih luas yang 
memudahkan mereka dalam mencari mitra strategis dan 
pelanggan pertama. Universitas harus memastikan bahwa kriteria 
seleksi untuk masuk inkubator transparan dan berbasis pada 
potensi dampak ekonomi yang jelas. Monitoring dan evaluasi 
kinerja startup yang diinkubasi juga penting untuk perbaikan 
program secara berkelanjutan dan akuntabel. Melalui program ini, 
universitas membuktikan komitmennya dalam menciptakan 
wirausaha baru yang inovatif dan kompetitif di pasar global. 

Kerangka Kerja Kolaborasi Industri-Akademi 
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Kerangka kerja kolaborasi industri-akademisi yang kuat 
sangat penting untuk pengembangan teknologi dan komersialisasi 
yang sukses di era modern ini. Model Kolaborasi Industri 
Universitas (UIC), yang mencakup kemitraan trilateral dengan 
pengguna akhir, meningkatkan keselarasan pengembangan 
produk dengan kebutuhan pasar. El-ferik & Al-naser 
(2021)Berpendapat bahwa melibatkan pengguna akhir memastikan 
bahwa teknologi yang dikembangkan memecahkan masalah nyata 
yang dihadapi oleh industri secara efektif. Kolaborasi semacam itu 
memberikan paparan berharga bagi industri, bagi peneliti 
universitas, dan menciptakan peluang pelatihan dan magang bagi 
siswa, membina ekonomi berbasis pengetahuan. Peneliti 
universitas mendapatkan wawasan langsung tentang tantangan 
teknis yang dihadapi oleh lini produksi industri sehari-hari. Siswa 
mendapatkan kesempatan untuk menerapkan teori yang mereka 
pelajari di kelas dalam setting dunia nyata yang penuh tekanan. El-
Ferik & Al-Naser (2021) menambahkan bahwa membina ekonomi 
berbasis pengetahuan memerlukan aliran talenta yang lancar dari 
universitas ke industri. Kemitraan trilateral memastikan bahwa 
tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses kerja sama 
yang dibangun secara sukarela. Pengembangan produk menjadi 
lebih efisien karena umpan balik dari pengguna akhir dapat 
diterima sejak tahap desain awal. Dengan demikian, kerangka kerja 
kolaborasi ini menjadi tulang punggung bagi relevansi penelitian 
universitas terhadap kebutuhan sektor produktif. 

Keberhasilan kolaborasi industri-akademisi sering kali 
bergantung pada kepercayaan mutual yang dibangun melalui 
interaksi jangka panjang yang konsisten dan jujur. El-Ferik & Al-
Naser (2021) menyoroti bahwa peluang pelatihan dan magang bagi 
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mahasiswa adalah salah satu output paling nyata dari kerja sama 
ini. Membina ekonomi berbasis pengetahuan tidak bisa dilakukan 
oleh universitas saja tanpa keterlibatan aktif dari sektor swasta 
yang mapan. Industri mendapatkan akses ke talenta segar yang 
telah terpapar dengan budaya kerja perusahaan sebelum mereka 
lulus secara resmi dari kampus. Universitas mendapatkan akses ke 
dana riset dan fasilitas canggih yang mungkin tidak dimiliki oleh 
anggaran kampus biasa. Keselarasan pengembangan produk 
dengan kebutuhan pasar mengurangi risiko produk gagal saat 
diluncurkan ke publik secara massal. Kemitraan trilateral dengan 
pengguna akhir memastikan bahwa solusi yang dikembangkan 
benar-benar dapat diadopsi dengan mudah oleh pengguna. Tanpa 
kerangka kerja yang kuat, kolaborasi sering kali berakhir setelah 
proyek penelitian selesai tanpa tindak lanjut komersial yang nyata. 
Oleh karena itu, perjanjian kerja sama harus dirancang untuk 
menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem 
inovasi. Hal ini menjamin keberlanjutan hubungan kemitraan yang 
saling menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang 
stabil. 

Sinergi Pendidikan, Penelitian, dan Penciptaan Bisnis 

Tabel 1.3 menggambarkan bagaimana sinergi antara 
pendidikan, penelitian, dan kewirausahaan yang diperkaya 
dengan dimensi inovasi sosial membentuk model Universitas 
Technopreneur yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi 
juga legitimit secara sosial dan berkelanjutan secara lingkungan 
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Table 1.3  Sinergi Pendidikan, Penelitian, dan Bisnis dalam Model 
Universitas Technopreneur 

Dimensi Kunci Dampak 

Integrasi Tri Dharma 
Berbasis 
Technopreneurship 

1. Sinergi pendidikan, 
penelitian, dan 
penciptaan bisnis 
sebagai fondasi model 
ideal 

2. Fokus pada inovasi 
teknologi dan sosial 
secara simultan 

3. Universitas berperan 
aktif dalam ekosistem 
inovasi nasional 

Menciptakan nilai 
tambah yang lebih 
besar daripada 
jumlah masing-
masing bagian yang 
berdiri sendiri 
(synergistic value) 

Kontribusi Ekonomi 
dan Peningkatan 
Prestise 

1. Pembangunan ekonomi 
melalui lahirnya 
perusahaan rintisan 
(startups) dari kampus 

2. Penciptaan lapangan 
kerja untuk lulusan dan 
masyarakat sekitar 

3. Peningkatan prestise 
institusi menarik 
mahasiswa berkualitas 
global 

Universitas tidak 
hanya menjadi 
menara gading, 
tetapi mesin 
penggerak ekonomi 
lokal dan regional 
yang berkelanjutan 

Inovasi Sosial dan 
Tanggung Jawab 
Lingkungan 

1. Inovasi sosial mengatasi 
tantangan lingkungan 
dan ketimpangan 

2. Promosi pertumbuhan 
berkelanjutan yang tidak 
mengorbankan generasi 
mendatang 

3. Fokus pada 
kesejahteraan 
masyarakat luas, bukan 
sekadar profit 

Universitas modern 
diposisikan sebagai 
institusi yang peduli 
lingkungan dan 
memiliki tanggung 
jawab sosial yang 
tinggi 

Legitimasi Sosial dan 
Penyelarasan dengan 
Masyarakat 

1. Penyelarasan tujuan 
universitas dengan 
kebutuhan dan harapan 
Masyarakat 

Legitimasi sosial 
memperkuat 
dukungan kebijakan 
pemerintah dan 
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2. Pendekatan holistik 
dalam merancang 
program akademik dan 
riset 

3. Program pengabdian 
masyarakat berbasis 
teknologi yang inklusif 

membangun 
reputasi universitas 
sebagai institusi 
yang etis dan 
bertanggung jawab 

Dampak Holistik dan 
Lima Pilar Utama 

1. Integrasi dimensi sosial 
ke dalam strategi inovasi 

2. Memastikan kemajuan 
teknologi tidak 
meninggalkan 
kelompok rentan 

3. Kolaborasi kelima pilar 
untuk menciptakan 
dampak peradaban 

Universitas 
technopreneur yang 
ideal unggul secara 
akademik sekaligus 
berdampak nyata 
bagi kesejahteraan 
manusia dan 
keberlanjutan bumi 

 

Sinergi antara pendidikan, penelitian, dan penciptaan bisnis 
yang ditunjukkan dalam Tabel 1.3 sangat penting bagi model 
Universitas Technopreneur yang ideal dan berkelanjutan. 
Universitas kewirausahaan semakin berfokus pada inovasi 
teknologi dan sosial, mengatasi tantangan sosial dan 
mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Menter (2023) 
menyatakan bahwa mengatasi tantangan sosial menjadi bagian 
integral dari misi universitas modern yang peduli lingkungan. 
Integrasi ini memungkinkan universitas untuk memainkan peran 
yang lebih luas dalam ekosistem inovasi, berkontribusi pada 
pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan 
peningkatan prestise universitas. Librelato & Lacerda (2021) 
menambahkan bahwa peningkatan prestise universitas akan 
menarik mahasiswa berkualitas tinggi dari berbagai negara untuk 
belajar. Kontribusi pada pembangunan ekonomi terlihat dari 
jumlah perusahaan baru yang lahir dari rahim kampus setiap 
tahunnya. Penciptaan lapangan kerja tidak hanya untuk lulusan, 
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tetapi juga untuk masyarakat sekitar kampus yang terlibat dalam 
rantai pasok. Promosi pertumbuhan yang berkelanjutan 
memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak lingkungan 
untuk generasi masa depan. Fokus pada inovasi sosial 
menunjukkan bahwa universitas tidak hanya mengejar profit, 
tetapi juga kesejahteraan masyarakat luas. Dengan demikian, 
sinergi ini menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar 
daripada jumlah masing-masing bagian yang berdiri sendiri. 

Sementara model Universitas Technopreneur menekankan 
inovasi teknologi dan kewirausahaan, penting juga untuk 
mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas dari kegiatan 
ini. Inovasi sosial yang mengatasi tantangan lingkungan dan sosial 
menjadi bagian integral dari misi universitas yang bertanggung 
jawab. Dengan memasukkan dimensi sosial ke dalam strategi 
inovasi mereka, universitas dapat berkontribusi pada 
pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, 
menyelaraskan tujuan mereka dengan kebutuhan dan harapan 
masyarakat. Menter (2023) menegaskan bahwa menyelaraskan 
tujuan mereka dengan kebutuhan dan harapan masyarakat adalah 
kunci legitimasi sosial universitas. Pertumbuhan yang lebih 
berkelanjutan dan inklusif memerlukan pendekatan yang holistik 
dalam merancang program akademik dan riset. Universitas dapat 
berkontribusi pada pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan 
inklusif melalui program pengabdian masyarakat yang berbasis 
teknologi. Penyelarasan tujuan ini juga membantu universitas 
dalam mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah 
maupun pusat. Kegiatan ini memastikan bahwa kemajuan 
teknologi tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang rentan 
secara ekonomi. Dengan memperhatikan dampak sosial, 
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universitas technopreneur dapat membangun reputasi sebagai 
institusi yang etis dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, kelima 
pilar utama ini bekerja sama untuk menciptakan universitas yang 
tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga berdampak nyata 
bagi peradaban manusia. 

 

1.4 Benchmarking Universitas Technopreneur Global 

Benchmarking Universitas Technopreneur Global 
melibatkan pemahaman praktik terbaik dari lembaga-lembaga 
terkemuka seperti MIT, Stanford, dan KAIST secara mendalam dan 
komprehensif. Proses ini juga mencakup analisis faktor 
keberhasilan universitas technopreneur di Asia dan Eropa untuk 
mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang standar 
internasional. Selain itu, identifikasi model bisnis dan aliran 
pendapatan menjadi bagian krusial dalam memahami 
keberlanjutan finansial institusi tersebut dalam jangka panjang. 
Melakukan analisis komparatif antara universitas di negara 
berkembang dan negara maju membantu dalam memetakan 
kesenjangan yang ada secara akurat. Proses ini bertujuan untuk 
mengekstrak pelajaran yang dapat disesuaikan dengan konteks 
Indonesia secara efektif dan efisien tanpa meniru secara membabi 
buta. Meningkatkan peran universitas sebagai pendorong inovasi 
dan kewirausahaan adalah tujuan utama dari kegiatan 
benchmarking ini bagi pembangunan nasional. Tanpa pemahaman 
yang baik tentang standar global, universitas lokal akan kesulitan 
untuk bersaing di kancah internasional yang semakin ketat dan 
kompetitif. Oleh karena itu, studi banding ini menjadi langkah 
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strategis dalam perencanaan transformasi menuju universitas 
technopreneur yang unggul dan berkelanjutan. 

Praktik Terbaik dari Lembaga Terkemuka Dunia 

MIT, Stanford, dan KAIST merupakan lembaga-lembaga 
yang mencontohkan model universitas kewirausahaan dengan 
sangat baik di seluruh dunia saat ini. Mereka telah berhasil 
mengintegrasikan transfer teknologi dan komersialisasi ke dalam 
misi inti mereka sebagai prioritas utama institusi yang jelas. 
Mereka telah membangun ekosistem yang kuat yang mendukung 
inovasi melalui program inkubasi dan akselerasi yang terstruktur 
dengan rapi dan profesional. Program-program ini mendorong 
kolaborasi universitas-industri yang kuat sehingga penelitian tidak 
hanya berhenti di laboratorium saja tanpa aplikasi nyata. Mentel 
(2023)  dan Yurevich (2021) menegaskan bahwa kekuatan 
ekosistem ini adalah kunci utama keberhasilan mereka dalam 
melahirkan startup unicorn yang bernilai tinggi. Universitas-
universitas ini bertindak sebagai ‘broker teknologi’ yang aktif 
memfasilitasi transfer inovasi ke pasar secara profesional dan 
terukur. Hal ini merupakan komponen penting dari keberhasilan 
mereka dalam menciptakan dampak ekonomi yang nyata bagi 
wilayah sekitarnya secara signifikan. Dengan peran tersebut, 
mereka mampu menjembatani kesenjangan antara penemuan 
ilmiah dan aplikasi komersial yang dibutuhkan oleh industri 
global. 

Transfer teknologi menjadi fungsi vital yang membedakan 
universitas technopreneur dari universitas tradisional yang hanya 
berfokus pada publikasi ilmiah semata. Sebagai broker teknologi, 
universitas memastikan bahwa setiap paten yang dihasilkan 
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memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk nyata yang 
bermanfaat. Mentel (2023) menjelaskan bahwa fasilitasi transfer 
inovasi ke pasar memerlukan keahlian khusus dalam negosiasi dan 
valuasi teknologi yang akurat. Tanpa mekanisme ini, banyak 
penelitian hebat akan berakhir sebagai dokumen arsip tanpa 
pernah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. 
Keberhasilan dalam transfer teknologi juga bergantung pada 
hubungan kepercayaan yang dibangun dengan sektor swasta 
selama bertahun-tahun secara konsisten. Universitas harus 
memiliki kantor khusus yang menangani hak kekayaan intelektual 
dengan prosedur yang jelas dan transparan bagi semua pihak. Hal 
ini melindungi kepentingan peneliti sekaligus memastikan 
universitas mendapatkan bagian yang adil dari komersialisasi yang 
berhasil dilakukan. Pada akhirnya, efisiensi transfer teknologi 
menjadi indikator kinerja utama dalam benchmarking universitas 
technopreneur global yang diakui secara internasional. 

Faktor Keberhasilan di Asia dan Eropa 

Universitas teknopreneur yang sukses di Asia dan Eropa 
telah mengembangkan ekosistem komprehensif yang mencakup 
kemitraan dengan industri dan pemerintah secara aktif dan 
berkelanjutan. Garc & Paños-castro (2020) dan Leonteva & Burtsev 
(2022)  menyatakan bahwa kemitraan ini mendorong lingkungan 
yang kondusif untuk inovasi yang berkelanjutan dan relevan. 
Ekosistem tersebut tidak hanya melibatkan pertukaran dana, tetapi 
juga pertukaran pengetahuan dan sumber daya manusia yang 
berkualitas tinggi. Penyelarasan program pendidikan dengan 
kebutuhan industri, terutama dalam kompetensi digital, sangat 
penting untuk kesuksesan lulusan di pasar kerja yang kompetitif. 
Leonteva & Burtsev et al.(2022) menekankan bahwa kurikulum 
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harus dinamis mengikuti perkembangan teknologi yang sangat 
cepat di era modern ini agar tetap relevan. Kehadiran misi dan 
strategi yang jelas yang menekankan kewirausahaan sangat 
berkorelasi dengan hasil sukses yang dicapai oleh institusi tersebut 
secara statistik. Bezanilla et al. (2020) menambahkan bahwa tanpa 
strategi internal yang kuat, ekosistem eksternal tidak akan dapat 
dimanfaatkan secara optimal oleh sivitas akademika. Oleh karena 
itu, faktor sukses ini merupakan kombinasi dari kebijakan internal 
dan jaringan eksternal yang saling memperkuat satu sama lain. 

Keberhasilan universitas di wilayah ini juga ditunjang oleh 
dukungan kebijakan pemerintah yang memahami pentingnya 
inovasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Regulasi yang 
fleksibel memungkinkan universitas untuk mendirikan 
perusahaan spin-off tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan dan 
merugikan. Pemerintah sering kali menyediakan dana matching 
untuk riset yang melibatkan kolaborasi langsung dengan sektor 
swasta yang produktif. Hal ini menciptakan insentif yang kuat bagi 
dosen untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan selain 
mengajar dan meneliti. Universitas di Eropa khususnya sangat kuat 
dalam aspek keberlanjutan dan inovasi sosial yang sejalan dengan 
tujuan pembangunan global. Sementara itu, universitas di Asia 
unggul dalam kecepatan komersialisasi dan skalabilitas bisnis yang 
dihasilkan dari riset kampus. Pembelajaran dari kedua wilayah ini 
memberikan perspektif yang baik bagi universitas di negara 
berkembang seperti Indonesia untuk diadopsi. Kombinasi antara 
dukungan kebijakan dan strategi internal yang kuat menjadi resep 
utama keberhasilan ekosistem technopreneur di kawasan ini. 
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Model Bisnis dan Aliran Pendapatan Institusi 

Inkubator universitas berfungsi sebagai jembatan antara 
akademisi dan industri dalam ekosistem kewirausahaan yang 
sedang berkembang pesat saat ini. Ini menyediakan platform bagi 
mahasiswa dan peneliti untuk mengomersialkan inovasi mereka 
dengan dukungan mentor yang berpengalaman di bidangnya. 
Keberhasilan inkubator ini sering dikaitkan dengan kemampuan 
mereka untuk mendorong kolaborasi antara universitas, bisnis, dan 
entitas pemerintah secara sinergis dan efektif. Unisinos & Leopoldo 
(2019) menjelaskan bahwa kolaborasi triple helix ini menciptakan 
nilai tambah yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat dalam 
ekosistem. Universitas menghasilkan pendapatan melalui kontrak 
penelitian, konsultasi, dan komersialisasi kekayaan intelektual 
yang dikelola dengan baik dan profesional. Mentel (2023) dan 
Dániel & Porkoláb (2021) mencatat bahwa aliran pendapatan ini 
menjadi sumber pendanaan alternatif yang sangat penting bagi 
operasional universitas modern. Diversifikasi sumber pendapatan 
mengurangi ketergantungan universitas pada dana pemerintah 
yang sering kali terbatas dan tidak fleksibel penggunaannya. 
Dengan model bisnis yang beragam, universitas dapat lebih leluasa 
dalam mengalokasikan sumber daya untuk riset berisiko tinggi 
yang berpotensi besar. 

Model pendapatan yang sehat memungkinkan universitas 
untuk berinvestasi kembali pada fasilitas riset yang lebih canggih 
dan menarik talenta terbaik. Pendapatan dari konsultasi 
menunjukkan bahwa keahlian dosen diakui oleh industri sebagai 
solusi atas masalah teknis yang kompleks. Komersialisasi kekayaan 
intelektual memerlukan manajemen portofolio yang cerdas untuk 
memilih paten mana yang layak dikomersialkan secara massal. 
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Penelitian kontrak sering kali menjadi sumber pendapatan terbesar 
karena volumenya yang konsisten setiap tahun anggaran 
akademik. Universitas harus memiliki sistem akuntansi yang 
transparan untuk mengelola aliran dana dari berbagai sumber 
bisnis ini dengan akuntabel. Hal ini membangun kepercayaan 
donor dan mitra industri bahwa dana mereka dikelola dengan 
prinsip tata kelola yang baik. Keberlanjutan finansial adalah 
prasyarat bagi universitas untuk dapat mewujudkan program 
kewirausahaan dalam jangka panjang tanpa gangguan. Oleh 
karena itu, pemahaman tentang model bisnis ini sangat krusial 
dalam perencanaan strategis universitas technopreneur. 

Analisis Komparatif Negara Berkembang dan Maju 

Tabel 1.4 berikut menyoroti bahwa meskipun terdapat 
kesenjangan struktural, universitas di negara berkembang 
termasuk Indonesia dapat mengoptimalkan transformasi 
technopreneur melalui strategi adaptif, kolaborasi regional, dan 
pemanfaatan peluang leapfrogging teknologi, sambil tetap menjaga 
relevansi sosial dan keberlanjutan institusi 

Tabel 1.4 Perbandingan Transformasi Technopreneur:  
Universitas Negara Maju vs. Negara Berkembang 

 
Aspek 

Perbandingan 
Negara Maju Negara Berkembang Strategi  

Sumber Daya 
dan Jaringan 

1. Memiliki 
sumber daya 
finansial dan 
jaringan yang 
mapan 

2. Ekosistem 
kewirausahaan 
matang dan 
stabil 

1. Tantangan 
pendanaan dan 
infrastruktur 
terbatas 

2. Ketergantungan 
tinggi pada 
pendanaan 
pemerintah 

Kesenjangan 
sumber daya 
mempengaruhi 
kecepatan 
adopsi model 
technopreneur 
secara 
signifikan  
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3. Infrastruktur 
digital merata 
mendukung 
komersialisasi 

3.  Rentan 
terhadap 
perubahan 
kebijakan 
politik 

Akses 
Pendanaan 
dan Investasi 

1. Akses mudah 
ke modal 
ventura untuk 
startup tahap 
awal 

2. Diversifikasi 
pendapatan 
dari industri 
dan 
komersialisasi 
riset 

1. Pendapatan 
mandiri dari 
industri masih 
terbatas 

2. Risiko 
anggaran 
operasional 
akibat fluktuasi 
kebijakan 

Diperlukan 
strategi 
diversifikasi 
pendanaan dan 
penguatan 
kemitraan 
industri untuk 
mengurangi 
ketergantungan 
fiskal 

Strategi 
Adaptasi dan 
Inovasi 

1. Fokus pada 
inovasi frontier 
dan teknologi 
tinggi 

2. Komersialisasi 
produk TIK 
yang sudah 
teruji pasar 

1. Strategi 
penyesuaian 
dengan 
kebutuhan dan 
kendala local 

2. Fokus pada 
industri spesifik 
atau 
pemanfaatan 
dukungan 
pemerintah 
lokal 

Adaptasi 
kontekstual 
memastikan 
relevansi solusi 
dengan 
masalah 
masyarakat 
sekitar  

Peluang 
Kolaborasi 
dan 
Leapfrogging 

Menjadi hub inovasi 
global dan penentu 
standar teknologi 

1. Peluang 
leapfrogging 
dengan 
mengadopsi 
solusi digital 
yang sudah 
terbukti 

2. Kolaborasi 
Selatan-Selatan 
untuk berbagi 
sumber daya 
dan 
pengetahuan 

Pembelajaran 
komparatif 
membantu 
universitas 
Indonesia 
memposisikan 
diri secara 
realistis dalam 
peta kompetisi 
global 
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Rekomendasi 
Strategis 
untuk 
Indonesia 

(Sebagai benchmark/ 
benchmarking) 

1. Maksimalkan 
kekuatan lokal 
(kearifan lokal, 
SDM adaptif) 

2. Minimalkan 
kelemahan 
struktural 
melalui 
kebijakan 
afirmatif 

3. Bangun 
ekosistem 
inovasi yang 
inklusif dan 
berkelanjutan 

Analisis 
komparatif 
memberikan 
wawasan 
untuk 
merancang 
strategi tepat 
sasaran dengan 
mengadopsi 
best practice 
tanpa 
mengabaikan 
konteks lokal 

 
 

Universitas di negara maju sering memiliki lebih banyak 
sumber daya dan jaringan yang mapan, yang memfasilitasi 
pengembangan ekosistem kewirausahaan yang matang dan stabil. 
Sebaliknya, universitas di negara berkembang mungkin 
menghadapi tantangan seperti pendanaan dan infrastruktur yang 
terbatas dalam upaya transformasi mereka menuju technopreneur. 
Huu et al. (2020) Menyoroti bahwa kesenjangan sumber daya ini 
mempengaruhi kecepatan adopsi model technopreneur di berbagai 
wilayah secara signifikan. Namun, keterbatasan ini tidak selalu 
menjadi penghalang mutlak bagi terciptanya inovasi yang 
berdampak bagi masyarakat luas di negara berkembang. Model 
yang sukses di negara berkembang sering kali melibatkan strategi 
penyesuaian dengan kebutuhan dan kendala lokal yang spesifik 
dan unik. Novela (2021) menyarankan bahwa berfokus pada 
industri tertentu atau memanfaatkan dukungan pemerintah lokal 
dapat menjadi solusi strategis yang efektif. Adaptasi terhadap 
konteks lokal memastikan bahwa solusi yang dikembangkan 
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relevan dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitar 
secara langsung. Dengan demikian, analisis komparatif ini 
memberikan wawasan tentang bagaimana mengatasi keterbatasan 
dengan strategi yang tepat sasaran dan efisien. 

Negara maju memiliki keunggulan dalam hal akses ke 
modal ventura yang siap mendanai startup universitas pada tahap 
awal yang berisiko. Infrastruktur digital yang merata di negara 
maju juga mempercepat proses komersialisasi produk teknologi 
informasi dan komunikasi. Di negara berkembang, ketergantungan 
pada pendanaan pemerintah masih sangat tinggi dibandingkan 
dengan pendapatan mandiri dari industri. Hal ini membuat 
universitas di negara berkembang lebih rentan terhadap perubahan 
kebijakan politik yang dapat memengaruhi anggaran operasional. 
Namun, negara berkembang memiliki peluang untuk melakukan 
leapfrogging teknologi dengan mengadopsi solusi digital yang 
sudah terbukti di negara lain. Kolaborasi Selatan-Selatan antara 
universitas di negara berkembang juga dapat menjadi alternatif 
untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan. Pembelajaran dari 
perbedaan ini membantu universitas Indonesia untuk 
memposisikan diri secara realistis dalam peta kompetisi global. 
Strategi yang diambil harus memaksimalkan kekuatan lokal sambil 
meminimalkan kelemahan struktural yang ada saat ini. 

Pelajaran Strategis untuk Indonesia 

Universitas di Indonesia dapat memperoleh manfaat dari 
menanamkan pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum 
mereka secara sistematis dan terukur di semua fakultas. Orcid & 
Adhi (2020) Menyarankan bahwa membina kolaborasi universitas-
bisnis akan meningkatkan kemampuan kerja lulusan secara 
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signifikan dan nyata. Pendidikan kewirausahaan tidak hanya 
mengajarkan cara membuat bisnis, tetapi juga cara berpikir inovatif 
dalam menyelesaikan masalah kompleks yang dihadapi bangsa. 
Menciptakan ekosistem pendukung yang mencakup inkubator dan 
akselerator dapat membantu menjembatani kesenjangan antara 
akademisi dan industri secara efektif dan efisien. Dániel & Porkoláb 
(2021) menyatakan bahwa promosi inovasi dan kewirausahaan 
memerlukan infrastruktur fisik dan virtual yang memadai dan 
mudah diakses. Menekankan keterampilan digital dan 
menyelaraskan program pendidikan dengan kebutuhan industri 
dapat meningkatkan relevansi dan dampak universitas Indonesia 
dalam ekonomi global. 2022) menegaskan bahwa relevansi ini 
adalah kunci untuk menarik investasi dan talenta terbaik ke dalam 
kampus untuk berkembang. Pendekatan ini dapat membantu 
perguruan tinggi Indonesia menjadi kontributor signifikan bagi 
pembangunan ekonomi nasional dan regional yang berkelanjutan 
dan inklusif. 

Penting bagi universitas Indonesia untuk mulai membangun 
budaya inovasi yang menghargai kegagalan sebagai bagian dari 
proses pembelajaran yang wajar. Dosen perlu diberikan insentif 
yang jelas untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan tanpa 
takut kehilangan jabatan akademik mereka. Kerja sama dengan 
alumni yang sukses menjadi wirausaha dapat menjadi modal sosial 
yang sangat berharga bagi pengembangan ekosistem kampus. 
Pemerintah perlu didorong untuk memberikan insentif pajak bagi 
industri yang berinvestasi dalam riset universitas domestik. Hal ini 
akan menciptakan permintaan pasar yang kuat terhadap hasil 
penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi lokal. Universitas 
juga harus aktif dalam mempromosikan keberhasilan startup 
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mereka kepada media untuk membangun narasi kesuksesan yang 
inspiratif. Dengan langkah-langkah konkret ini, Indonesia dapat 
mempercepat transformasi universitas menuju model 
technopreneur yang kompetitif. Pada akhirnya, keberhasilan ini 
akan diukur dari seberapa besar kontribusi universitas terhadap 
penciptaan lapangan kerja baru. 

Adaptasi Strategi Global ke Konteks Lokal 

Sementara transformasi menjadi universitas kewirausahaan 
adalah tren global, strategi dan model spesifik harus disesuaikan 
dengan konteks lokal masing-masing negara secara hati-hati. Bagi 
Indonesia, ini berarti fokus pada pengembangan kapasitas, 
membina kolaborasi, dan memanfaatkan teknologi digital untuk 
menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kuat. Penyesuaian 
strategi diperlukan karena kondisi sosial ekonomi di Indonesia 
berbeda dengan negara-negara maju yang sudah mapan 
infrastrukturnya sejak lama. Pengembangan kapasitas mencakup 
pelatihan dosen dan staf untuk memahami dinamika bisnis dan 
teknologi yang berubah dengan cepat setiap harinya. Membina 
kolaborasi memerlukan pendekatan yang persuasif untuk 
meyakinkan industri bahwa universitas adalah mitra yang 
menguntungkan bagi mereka secara bisnis. Pemanfaatan teknologi 
digital memungkinkan universitas untuk menjangkau pasar yang 
lebih luas tanpa batasan geografis yang ketat dan menghambat. 
Pendekatan ini dapat membantu perguruan tinggi Indonesia 
menjadi kontributor signifikan bagi pembangunan ekonomi 
nasional dan regional yang stabil. Dengan demikian, benchmarking 
bukan tentang meniru secara membabi buta, melainkan tentang 
mengadaptasi prinsip universal ke dalam konteks lokal yang 
spesifik. 
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Kearifan lokal dapat menjadi sumber inovasi yang unik yang 
tidak dimiliki oleh universitas di negara lain di dunia ini. 
Universitas di daerah dapat fokus pada potensi sumber daya alam 
setempat untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah 
tinggi. Hal ini menciptakan keunggulan kompetitif yang berbasis 
pada kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh wilayah 
tersebut. Strategi ini juga mendukung pemerataan pembangunan 
ekonomi yang tidak hanya terpusat di kota-kota besar saja. 
Universitas harus berperan sebagai agen pembangunan wilayah 
yang membawa teknologi ke daerah terpencil yang membutuhkan. 
Dengan demikian, model technopreneur university di Indonesia 
harus memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari model 
Barat. Identitas ini akan menjadi brand equity yang kuat di mata 
mitra internasional yang mencari keunikan solusi. Adaptasi yang 
berhasil akan menjadikan universitas Indonesia sebagai contoh 
bagi negara berkembang lainnya di dunia. 

Komitmen Jangka Panjang dan Budaya Organisasi 

Pembelajaran dari lembaga terkemuka seperti MIT dan 
Stanford menunjukkan bahwa komitmen jangka panjang adalah 
kunci keberhasilan transformasi institusi yang sesungguhnya. 
Mereka tidak membangun ekosistem technopreneur dalam waktu 
semalam, melainkan melalui dekade konsistensi dalam kebijakan 
dan eksekusi program. Yurevich (2021) mengingatkan bahwa 
perubahan budaya organisasi memerlukan waktu dan kesabaran 
dari seluruh pimpinan universitas yang visioner. Indonesia dapat 
belajar dari ketekunan mereka dalam menjaga fokus pada misi 
kewirausahaan meskipun menghadapi tantangan ekonomi global 
yang fluktuatif. Konsistensi ini membangun reputasi yang kuat di 
mata investor dan mitra industri yang mencari kepastian dalam 
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berkolaborasi jangka panjang. Selain itu, evaluasi berkala terhadap 
program kewirausahaan diperlukan untuk memastikan efektivitas 
dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada secara optimal. 
Universitas harus berani melakukan pivoting strategi jika 
ditemukan bahwa suatu model tidak lagi relevan dengan 
perkembangan zaman yang cepat. Hal ini memastikan bahwa 
universitas tetap lincah dan responsif terhadap perubahan 
lingkungan eksternal yang dinamis dan tidak pasti. 

Budaya organisasi yang mendukung inovasi harus 
dibangun dari tingkat paling bawah hingga pimpinan puncak 
universitas secara menyeluruh. Reward system harus dirancang 
untuk mengakui kontribusi kewirausahaan setara dengan 
kontribusi publikasi ilmiah yang tradisional. Mahasiswa harus 
diberi ruang untuk gagal dan mencoba lagi tanpa stigma negatif 
yang menghambat kreativitas mereka. Dosen perlu diberikan 
beban kerja yang fleksibel agar dapat membagi waktu antara 
mengajar dan mengembangkan bisnis startup. Staf administrasi 
juga harus dilatih untuk melayani kebutuhan kewirausahaan 
dengan cepat dan tanpa birokrasi yang berbelit. Semua elemen ini 
membentuk kultur organisasi yang kondusif bagi tumbuhnya 
semangat technopreneur di seluruh sivitas akademika. Tanpa 
budaya yang mendukung, kebijakan terbaik pun akan sulit 
diimplementasikan secara efektif di lapangan. Oleh karena itu, 
pembangunan budaya adalah investasi jangka panjang yang paling 
penting dalam transformasi ini. 

Keberlanjutan Finansial dan Manajemen Pendapatan 

Analisis terhadap aliran pendapatan universitas 
technopreneur global memberikan wawasan tentang keberlanjutan 
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finansial institusi pendidikan tinggi yang sehat. Diversifikasi 
pendapatan melalui komersialisasi kekayaan intelektual menjadi 
strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada sumber 
dana tunggal yang berisiko. Mentel (2023) menjelaskan bahwa 
pendapatan dari penelitian kontrak dapat menjadi sumber dana 
yang stabil jika dikelola dengan profesionalisme tinggi dan 
transparan. Universitas di Indonesia perlu mulai memikirkan 
model bisnis yang memungkinkan mereka menghasilkan 
pendapatan mandiri dari aktivitas Tridharma yang dilakukan. Hal 
ini akan memberikan otonomi lebih besar dalam menentukan arah 
pengembangan institusi tanpa tekanan birokrasi yang berlebihan 
dari pusat. Namun, pencarian pendapatan tidak boleh 
mengorbankan integritas akademik dan kebebasan ilmiah yang 
menjadi dasar keberadaan universitas sebagai institusi pendidikan. 
Keseimbangan antara misi sosial dan misi ekonomi harus dijaga 
dengan hati-hati oleh para pemangku kebijakan di tingkat tertinggi 
institusi. Dengan manajemen keuangan yang sehat, universitas 
dapat berinvestasi lebih banyak pada fasilitas riset yang canggih 
untuk mendukung inovasi yang berkelanjutan. 

Pengelolaan dana endowment juga menjadi praktik baik 
yang dapat diadopsi dari universitas technopreneur global yang 
sudah mapan dan kaya. Dana ini dapat diinvestasikan kembali 
untuk menghasilkan bunga yang digunakan untuk mendanai riset-
riset dasar yang belum siap dikomersialkan. Universitas perlu 
membentuk dewan investasi yang kompeten untuk mengelola aset 
keuangan tersebut dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. 
Laporan keuangan harus diaudit secara independen untuk 
memastikan akuntabilitas penggunaan dana yang berasal dari 
berbagai sumber pendapatan. Transparansi ini akan meningkatkan 
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kepercayaan donor dan mitra industri untuk terus berinvestasi 
dalam pengembangan universitas di masa depan. Keberlanjutan 
finansial adalah fondasi bagi kemandirian universitas dalam 
mengejar keunggulan akademik dan inovasi teknologi secara 
bersamaan. Tanpa kestabilan keuangan, program-program 
strategis akan sulit untuk dijalankan secara konsisten dalam jangka 
panjang. Oleh karena itu, manajemen pendapatan adalah 
kompetensi inti yang harus dimiliki oleh pimpinan universitas 
technopreneur modern. 

 

1.5 Kerangka Regulasi dan Kebijakan Pendukung 

Kerangka peraturan dan kebijakan pendukung untuk 
perguruan tinggi kewirausahaan dan teknopreneurship sangat 
penting untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi 
secara berkelanjutan di suatu negara. Kerangka kerja ini mencakup 
peraturan pemerintah, hak kekayaan intelektual, insentif fiskal dan 
nonfiskal, dan struktur tata kelola yang komprehensif dan 
terintegrasi. Masing-masing elemen ini memainkan peran penting 
dalam membentuk lingkungan untuk kewirausahaan dan inovasi 
dalam lembaga pendidikan tinggi dan ekonomi yang lebih luas. 
Bagian berikut mempelajari aspek-aspek ini, memberikan wawasan 
dan rekomendasi berdasarkan makalah penelitian yang disediakan 
secara mendalam dan kritis. Tanpa dukungan regulasi yang kuat, 
upaya transformasi universitas akan menghadapi hambatan 
birokrasi yang signifikan di lapangan operasional sehari-hari. 
Kebijakan yang jelas memberikan kepastian hukum bagi dosen dan 
mahasiswa yang ingin memulai bisnis berbasis teknologi tanpa rasa 
khawatir. Selain itu, regulasi yang mendukung juga menarik 
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investasi swasta untuk masuk ke dalam ekosistem kampus yang 
sedang berkembang pesat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam 
tentang kerangka kebijakan ini menjadi fondasi utama bagi 
perencanaan strategis universitas technopreneur yang sukses. 

Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Wirausaha 

Perguruan tinggi kewirausahaan semakin dipandang 
sebagai komponen penting dari sistem inovasi nasional di berbagai 
negara berkembang maupun maju. Di Vietnam, misalnya, 
universitas negeri didorong untuk mengadopsi model 
kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan tata kelola dan 
inovasi mereka secara signifikan dan terukur. Kerangka kerja 
peraturan sering berfokus pada otonomi dan kemampuan untuk 
terlibat dalam kegiatan komersial, yang penting untuk 
menumbuhkan semangat kewirausahaan dalam lembaga 
akademik. Dinh et al.(2021)Menekankan bahwa otonomi ini 
memungkinkan universitas untuk mengambil keputusan cepat 
tanpa menunggu persetujuan birokrasi yang berlapis-lapis dan 
memakan waktu. Kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan 
komersial memberikan fleksibilitas finansial yang diperlukan 
untuk mendanai riset terapan yang mahal dan berisiko tinggi. 
Tanpa otonomi yang cukup, universitas akan kesulitan merespons 
peluang pasar yang berubah dengan sangat cepat setiap harinya 
secara efektif. Dorongan pemerintah ini menunjukkan adanya 
pengakuan resmi terhadap peran strategis universitas dalam 
pembangunan ekonomi nasional yang inklusif. Dengan demikian, 
peraturan pemerintah bukan sekadar aturan pembatas, melainkan 
fasilitas untuk mempercepat pertumbuhan institusi pendidikan 
tinggi. 
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Implementasi regulasi ini memerlukan perubahan mindset 
dari pimpinan universitas agar selaras dengan tujuan pemerintah 
dalam membangun ekosistem inovasi. Otonomi yang diberikan 
harus dimanfaatkan untuk menciptakan unit bisnis yang dikelola 
secara profesional layaknya korporasi swasta. Dinh (2021) juga 
menyarankan bahwa struktur pemerintahan yang mendukung 
otonomi dan inovasi harus menjadi prioritas dalam reformasi 
kebijakan pendidikan tinggi. Hal ini berarti bahwa universitas 
harus memiliki kebebasan dalam menentukan mitra industri yang 
paling sesuai dengan kompetensi inti mereka. Kegiatan komersial 
tidak boleh dianggap sebagai aktivitas sampingan, melainkan 
sebagai bagian integral dari misi Tridharma Perguruan Tinggi. 
Pemerintah perlu memantau pelaksanaan otonomi ini agar tidak 
menyimpang dari tujuan utama pendidikan dan pengabdian 
masyarakat. Keseimbangan antara kebebasan akademik dan 
tuntutan komersial harus dijaga melalui regulasi yang bijak dan 
transparan. Pada akhirnya, peraturan pemerintah yang 
mendukung akan menciptakan landasan hukum yang kuat bagi 
universitas untuk bertransformasi menjadi entitas kewirausahaan. 

Hak Kekayaan Intelektual dan Kebijakan Lisensi Teknologi 

Hak kekayaan intelektual (IP) sangat penting untuk 
komersialisasi inovasi yang dikembangkan di universitas sebagai 
aset berharga yang harus dilindungi. Di Turki, ambiguitas hukum 
dan kesenjangan peraturan telah diidentifikasi sebagai hambatan 
untuk manajemen IP dan transfer teknologi yang efektif. Ye et al., 
(2022)Menyoroti bahwa ketidakjelasan ini sering membuat peneliti 
ragu untuk mematenkan temuan mereka karena takut kehilangan 
hak kepemilikan. Di Polandia, peningkatan penggunaan IP 
dipandang sebagai strategi untuk memperkuat ekosistem inovasi 
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yang sudah ada sebelumnya secara fundamental. Rekomendasi 
termasuk menyederhanakan prosedur IP dan mempromosikan 
valorisasi IP untuk memfasilitasi transfer teknologi dari universitas 
ke sektor bisnis. Ye et al. (2022)Dinyatakan bahwa prosedur yang 
rumit sering kali menjadi penghalang utama bagi dosen yang tidak 
memiliki latar belakang hukum yang memadai. Promosi valorisasi 
IP membantu peneliti memahami nilai ekonomi dari penemuan 
mereka di pasar global yang kompetitif dan dinamis. Transfer 
teknologi yang lancar memerlukan kejelasan kepemilikan antara 
universitas, peneliti, dan mitra industri yang terlibat dalam proyek 
riset. 

Kebijakan lisensi teknologi harus dirancang untuk 
menguntungkan semua pihak agar kerja sama dapat berlangsung 
dalam jangka waktu yang panjang. Ketidakpastian hukum dapat 
menghambat aliran investasi ke dalam proyek-proyek riset yang 
berpotensi komersial tinggi. Baykal & Şahin (2022) menyarankan 
bahwa mengatasi ambiguitas hukum dalam hak IP akan 
memfasilitasi proses transfer teknologi yang lebih lancar dan 
efisien. Universitas perlu memiliki kantor transfer teknologi yang 
stafnya kompeten dalam menegosiasikan perjanjian lisensi yang 
adil bagi semua pihak. Prosedur yang disederhanakan akan 
mengurangi waktu yang dibutuhkan dari penemuan hingga 
komersialisasi produk di pasar. “Enhancing intellectual property 
use for…” (2023) juga merekomendasikan melaksanakan 
kampanye informasi dan program pelatihan untuk meningkatkan 
kesadaran tentang manfaat IP dan inovasi. Peneliti harus diedukasi 
tentang cara melindungi ide mereka agar tidak dicuri oleh pihak 
lain yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, kebijakan IP 
yang kuat adalah kunci untuk memastikan bahwa inovasi 
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universitas memberikan kembali nilai ekonomi bagi institusi dan 
negara. 

Insentif Fiskal dan Non-Fiskal untuk Teknopreneurship 

Insentif fiskal, seperti keringanan pajak dan dukungan 
keuangan, sangat penting untuk mempromosikan kewirausahaan 
teknologi di kalangan akademisi dan mahasiswa. Di Rusia, 
berbagai bentuk dukungan negara, termasuk peraturan perpajakan 
dan lembaga keuangan, telah dianalisis untuk efektivitasnya dalam 
membina kewirausahaan teknologi.  Kuznetsova G.Y. (2020) 
Menjelaskan bahwa insentif ini mengurangi beban finansial awal 
yang sering kali menjadi penghalang bagi startup universitas yang 
baru lahir. Insentif nonfiskal, seperti dukungan untuk penelitian 
dan pengembangan (R&D) dan penguasaan teknologi, juga penting 
untuk keberlanjutan jangka panjang bisnis. Di Vietnam, kebijakan 
disarankan untuk meningkatkan kemampuan teknologi melalui 
dukungan R&D dan pengembangan sumber daya manusia yang 
memadai dan berkualitas. Can et al. (2020) Menambahkan bahwa 
pengembangan sumber daya manusia memastikan adanya talenta 
yang siap mengoperasikan teknologi baru tersebut dengan 
kompeten. Kombinasi antara insentif fiskal dan nonfiskal 
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis 
berbasis inovasi yang berkelanjutan. Tanpa dukungan keuangan 
yang memadai, banyak ide brilian akan gagal sebelum mencapai 
tahap komersialisasi yang menguntungkan bagi pendirinya. 

Evaluasi efektivitas insentif ini perlu dilakukan secara 
berkala untuk memastikan dana negara digunakan secara tepat 
sasaran. Kuznetsova (2020) mencatat bahwa meskipun ada 
dukungan, kewirausahaan teknologi di Rusia belum mencapai 
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potensi penuhnya karena minat yang tidak mencukupi dari 
universitas. Hal ini menunjukkan bahwa insentif saja tidak cukup 
tanpa adanya budaya kewirausahaan yang kuat di dalam kampus. 
Perlu juga ada kebutuhan investasi swasta yang memadai untuk 
melengkapi dukungan yang diberikan oleh negara. Can et al. (2020) 
menyoroti bahwa di Vietnam, tingkat teknologi perusahaan tetap 
rendah, menunjukkan perlunya implementasi kebijakan yang lebih 
efektif dan terukur. Insentif harus dirancang untuk mendorong 
kolaborasi antara universitas dan perusahaan agar transfer 
teknologi dapat terjadi secara nyata. Pajak yang rendah akan 
meningkatkan margin keuntungan startup sehingga mereka dapat 
melakukan reinvestasi untuk pertumbuhan yang lebih cepat. 
Dengan demikian, paket insentif yang komprehensif adalah kunci 
untuk memicu motivasi kewirausahaan di lingkungan kampus 
yang akademis. 

Kerangka Tata Kelola dan Struktur Organisasi 

Kerangka kerja tata kelola yang efektif diperlukan untuk 
transformasi universitas menjadi entitas kewirausahaan yang 
mandiri dan profesional dalam mengelola aset. Di Vietnam, 
kebijakan menekankan perlunya struktur pemerintahan yang 
mendukung otonomi dan inovasi dalam pengambilan keputusan 
strategis. Dinh (2021) berpendapat bahwa struktur tata kelola harus 
menyeimbangkan kebebasan akademik dengan efisiensi komersial 
agar berhasil di era modern. Struktur organisasi yang memfasilitasi 
kolaborasi antara universitas dan industri sangat penting untuk 
aliran pengetahuan yang lancar dan bermanfaat. Di Rusia, 
pembentukan ekosistem universitas yang terlibat dengan 
perusahaan lokal dan global disorot sebagai faktor kunci dalam 
mempromosikan kewirausahaan teknologi. Kurakova & Tsvetkova 
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(2021) mencatat bahwa keterlibatan dengan perusahaan global 
membawa standar praktik terbaik internasional ke dalam kampus 
untuk diadopsi. Kolaborasi ini juga membuka akses ke pasar yang 
lebih luas untuk produk teknologi yang dihasilkan oleh universitas 
secara signifikan. Struktur organisasi yang kaku akan menghambat 
interaksi dinamis yang diperlukan untuk inovasi yang cepat dan 
tepat sasaran bagi industri. 

Pengembangan kerangka kerja tata kelola yang 
mempromosikan otonomi dan kolaborasi antara akademisi dan 
industri adalah fondasi jangka panjang. Dinh (2021) dan Kurakova 
& Tsvetkova (2021) sepakat bahwa kolaborasi adalah kunci untuk 
relevansi riset terhadap kebutuhan pasar yang sebenarnya. 
Universitas harus memiliki unit khusus yang bertugas 
menjembatani komunikasi antara dosen dan mitra industri secara 
profesional. Unit ini akan membantu menerjemahkan kebutuhan 
bisnis menjadi topik riset yang dapat dikerjakan oleh mahasiswa 
dan dosen. Tata kelola yang baik juga memastikan transparansi 
dalam pembagian keuntungan dari hasil komersialisasi produk 
teknologi. Hal ini akan membangun kepercayaan antara 
universitas dan industri untuk menjalin kemitraan yang lebih 
strategis di masa depan. Fleksibilitas struktur organisasi 
memungkinkan universitas untuk membentuk tim proyek yang 
lintas disiplin ilmu dengan cepat. Oleh karena itu, desain tata kelola 
harus fleksibel namun tetap akuntabel dalam mengelola sumber 
daya institusi yang terbatas. 

Rekomendasi Kebijakan dan Tantangan Implementasi 

Untuk mempercepat transformasi perguruan tinggi 
kewirausahaan dan teknopreneurship, beberapa rekomendasi 
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kebijakan diusulkan oleh para ahli terkait untuk diadopsi. 
Mengatasi ambiguitas hukum dalam hak IP untuk memfasilitasi 
proses transfer teknologi yang lebih lancar merupakan langkah 
pertama yang kritis dan mendesak. Ye et al. (2022)Menekankan 
bahwa kepastian hukum akan meningkatkan kepercayaan investor 
untuk mendanai komersialisasi hasil riset universitas. 
Melaksanakan kampanye informasi dan program pelatihan untuk 
meningkatkan kesadaran tentang manfaat IP dan inovasi juga 
sangat diperlukan bagi sivitas akademika. (2023) menyatakan 
bahwa banyak peneliti tidak menyadari potensi ekonomi dari karya 
intelektual mereka sendiri secara maksimal. Meningkatkan insentif 
fiskal dan merampingkan prosedur untuk mengakses dukungan 
keuangan untuk mendorong inovasi teknologi akan mengurangi 
hambatan masuk bagi wirausaha baru. Kuznetsova (2020) 
menyarankan bahwa prosedur yang sederhana akan mendorong 
lebih banyak pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas yang 
tersedia dengan optimal. Mengembangkan kerangka kerja tata 
kelola yang mempromosikan otonomi dan kolaborasi antara 
akademisi dan industri adalah fondasi jangka panjang yang kokoh. 

Sementara fokusnya adalah pada peningkatan lingkungan 
peraturan dan kebijakan untuk kewirausahaan, penting juga untuk 
mempertimbangkan tantangan dan keterbatasan yang melekat 
dalam sistem ini. Tantangan-tantangan ini menyoroti pentingnya 
evaluasi berkelanjutan dan adaptasi kebijakan untuk memastikan 
mereka memenuhi kebutuhan ekosistem kewirausahaan yang 
berkembang. Kebijakan yang statis tidak akan mampu mengikuti 
dinamika perubahan teknologi yang terjadi sangat cepat di era 
digital ini secara efektif. Evaluasi berkala memungkinkan pembuat 
kebijakan untuk memperbaiki celah yang ditemukan selama 
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implementasi di lapangan yang sebenarnya. Kuznetsova (2020) 
mengidentifikasi bahwa minat yang rendah sering kali disebabkan 
oleh budaya akademik yang masih tradisional dan resisten 
terhadap perubahan bisnis. Can et al. (2020) menyoroti bahwa 
kebijakan yang ada mungkin belum sepenuhnya menyentuh akar 
masalah yang dihadapi oleh industri lokal yang beragam. Oleh 
karena itu, fleksibilitas dalam regulasi adalah syarat mutlak untuk 
keberhasilan jangka panjang ekosistem technopreneur yang 
dinamis. Dengan implementasi rekomendasi ini, transformasi 
universitas dapat berjalan lebih cepat dan efisien sesuai target yang 
ditetapkan oleh pemerintah. 

Secara keseluruhan, kerangka regulasi dan kebijakan 
pendukung merupakan tulang punggung bagi keberhasilan 
universitas technopreneur di era modern ini. Setiap elemen dari 
peraturan pemerintah hingga insentif fiskal harus dirancang secara 
koheren untuk saling memperkuat satu sama lain. Pengalaman dari 
negara seperti Vietnam, Turki, Polandia, dan Rusia memberikan 
pelajaran berharga tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. 
Pembelajaran ini dapat diadaptasi oleh Indonesia untuk 
menghindari kesalahan yang sama dalam proses transformasi 
pendidikan tinggi yang kompleks. Penting untuk diingat bahwa 
regulasi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai 
dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi bangsa. Tanpa 
implementasi yang konsisten, kebijakan terbaik pun hanya akan 
menjadi dokumen di atas kertas tanpa realisasi nyata di lapangan. 
Komitmen dari semua pemangku kepentingan diperlukan untuk 
memastikan bahwa kerangka kebijakan ini berjalan efektif dan 
efisien. Dengan demikian, universitas dapat benar-benar berperan 
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sebagai motor penggerak inovasi dan kewirausahaan nasional 
yang berkelanjutan dan berdampak luas. 
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BAB 2: 

VISION STATEMENT DAN ARAH 
STRATEGIS 

 
 
 
 

2.1 Filosofi dan Pentingnya Vision Statement 

Pernyataan visi dalam organisasi universitas berfungsi 
sebagai bintang penuntun yang sangat krusial bagi arah institusi 
dalam jangka panjang. Dokumen ini mengartikulasikan aspirasi 
jangka panjang lembaga secara menyeluruh dan menyediakan 
kerangka kerja untuk perencanaan strategis yang matang dan 
terukur. Ini adalah komponen penting yang membantu 
menyelaraskan tujuan universitas dengan misi dan nilai-nilainya 
secara harmonis untuk menciptakan kesatuan gerak. Hal ini 
memastikan bahwa semua pemangku kepentingan bekerja menuju 
masa depan bersama tanpa adanya kebingungan arah yang berarti. 
Pernyataan visi berbeda dari misi dan nilai-nilai, yang masing-
masing berfokus pada tujuan institusi saat ini dan prinsip-prinsip 
etika yang mendasar. Pernyataan visi yang efektif menginspirasi 
dan praktis memotivasi pemangku kepentingan sambil 
memberikan arah yang jelas untuk pertumbuhan di masa depan. 
Jawaban ini akan mengeksplorasi definisi dan fungsi pernyataan 
visi secara mendalam dalam konteks pendidikan tinggi yang 
semakin kompleks. Selain itu, analisis akan mencakup dampak dari 
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visi yang jelas pada penyelarasan organisasi yang melibatkan 
banyak lapisan birokrasi. 

Definisi dan Fungsi Pernyataan Visi 

Pernyataan visi mengartikulasikan tujuan jangka panjang 
dan aspirasi organisasi dengan sangat jelas dan terukur bagi 
seluruh sivitas akademika. Menurut Kantabutra (2023), fungsi 
utamanya adalah berfungsi sebagai peta jalan untuk 
pengembangan masa depan yang berkelanjutan dan terarah. Tanpa 
adanya peta jalan ini, universitas akan kesulitan menentukan 
langkah strategis mana yang harus diambil terlebih dahulu dalam 
alokasi sumber daya. Peta jalan tersebut memberikan konteks bagi 
setiap keputusan investasi yang dilakukan oleh pimpinan 
universitas untuk kemajuan institusi. Aspirasi yang tertuang dalam 
visi haruslah mencerminkan keinginan luhur untuk kemajuan ilmu 
pengetahuan dan masyarakat luas secara signifikan. Dokumen ini 
juga menjadi acuan utama ketika universitas menghadapi 
perubahan lingkungan eksternal yang drastis dan tidak terduga. 
Keberadaan visi yang tertulis membantu menjaga konsistensi arah 
meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di tingkat rektorat. 
Oleh karena itu, perumusan visi tidak boleh dilakukan secara 
sembarangan tanpa melibatkan pemikiran strategis yang 
mendalam dan partisipatif. 

Dalam lingkungan universitas, mereka memandu 
perencanaan strategis dan pengambilan keputusan dengan sangat 
efektif dan efisien. Education & Discourse (2022) menekankan 
bahwa memastikan bahwa semua kegiatan selaras dengan tujuan 
menyeluruh institusi adalah kunci keberhasilan transformasi. 
Ketika setiap fakultas dan departemen memiliki pemahaman yang 
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sama tentang visi, koordinasi menjadi jauh lebih mudah dan lancar. 
Hal ini mengurangi silo organisasi yang sering kali menghambat 
inovasi di perguruan tinggi besar yang memiliki banyak unit kerja. 
Pengambilan keputusan menjadi lebih cepat karena ada standar 
evaluasi yang jelas berdasarkan visi tersebut sebagai acuan utama. 
Kegiatan akademik maupun nonakademik dapat diprioritaskan 
berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian visi jangka 
panjang yang telah ditetapkan. Tanpa panduan ini, sumber daya 
universitas mungkin terbuang untuk program yang tidak relevan 
dengan tujuan utama institusi. Fungsi visi sebagai panduan 
operasional sangat vital bagi efisiensi manajemen universitas 
modern yang kompetitif. 

Pernyataan visi membantu universitas mengomunikasikan 
aspirasinya kepada para pemangku kepentingan secara transparan 
dan terbuka. Stolze & Sailer, (2022)Menyatakan bahwa komunikasi 
ini mencakup mahasiswa, fakultas, dan mitra eksternal yang 
beragam latar belakangnya. Mahasiswa perlu mengetahui arah 
universitas agar mereka dapat menyesuaikan rencana studi dan 
karier mereka dengan peluang masa depan. Fakultas memerlukan 
kejelasan visi untuk mengarahkan topik penelitian mereka agar 
lebih berdampak bagi masyarakat dan industri. Mitra eksternal 
seperti industri dan pemerintah juga membutuhkan informasi ini 
untuk menentukan potensi kolaborasi yang saling 
menguntungkan. Komunikasi yang baik membangun kepercayaan 
antara universitas dan komunitas di sekitarnya secara signifikan 
dan berkelanjutan. Visi yang disampaikan dengan baik dapat 
menarik donor dan investor yang memiliki nilai serupa dengan 
institusi pendidikan tersebut. Dengan demikian, visi berfungsi 
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sebagai alat pemasaran strategis untuk membangun reputasi 
institusi di mata publik global. 

Perbedaan Antara Visi, Misi, dan Nilai 

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi 
universitas menuju technopreneur university tidak hanya ditentukan 
oleh kejelasan visi dan misi, tetapi juga oleh kekuatan nilai-nilai 
etika yang diinternalisasi. Integrasi ketiganya menciptakan fondasi 
strategis yang memungkinkan universitas berinovasi secara 
ambisius tanpa mengorbankan integritas akademik dan tanggung 
jawab sosial 

Tabel 2.1  Perbedaan dan Integrasi Visi, Misi, dan Nilai dalam Universitas 

Komponen 
Strategis 

Definisi dan 
Karakteristik 

Fungsi Utama 
Implikasi bagi Tata 
Kelola Universitas 

Visi 

1. Berfokus pada 
masa depan 
jangka panjang 
(10-20 tahun) 

2. Bersifat ambisius, 
inspiratif, dan 
menggambarkan 
keadaan ideal 

3. Mendorong 
universitas 
melampaui batas 
pencapaian saat 
ini 

Memberikan 
arah strategis 
dan motivasi 
untuk 
mencapai 
standar 
keunggulan 
yang lebih 
tinggi di masa 
depan 

Mencegah 
universitas 
terjebak pada 
operasional rutin 
tanpa panduan 
arah jangka 
panjang; menjadi 
kompas 
transformasi 
institusi 

Misi 

1. Menjelaskan 
tujuan 
operasional dan 
fungsi utama 
lembaga saat ini 

2. Berfokus pada 
pelaksanaan Tri 
Dharma: 
pendidikan, 

Menjaga 
konsistensi 
pelaksanaan 
fungsi dasar 
universitas 
dengan 
kualitas 
layanan yang 

Memastikan 
universitas tetap 
menjalankan 
peran 
fundamentalnya 
secara efektif 
sambil mengejar 
ambisi masa 
depan 
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penelitian, 
pengabdian 
Masyarakat 

3. Bersifat praktis 
dan terukur 
dalam aktivitas 
harian 

baik setiap 
hari 

Nilai 
(Values) 

1. Prinsip etika dan 
keyakinan moral 
yang memandu 
tindakan dan 
pengambilan 
Keputusan 

2. Contoh: integritas, 
kejujuran, 
keunggulan, 
akuntabilitas 

3. Merupakan 
"aturan main" 
yang tidak boleh 
dilanggar 

Menjadi 
fondasi moral 
bagi seluruh 
sivitas 
akademika 
dalam 
bertindak; 
menjamin cara 
pencapaian 
visi-misi yang 
etis dan 
bertanggung 
jawab 

Tanpa nilai yang 
kuat, pencapaian 
target dapat 
dilakukan dengan 
cara tidak etis; 
nilai memperkuat 
kredibilitas dan 
kepercayaan 
publik 

Integrasi 
Visi-Misi-
Nilai 

1. Visi = tujuan akhir, 
Misi = cara 
mencapainya, Nilai 
= prinsip yang 
memandu cara 
tersebut 

2. Ketiganya saling 
melengkapi dan 
tidak dapat 
dipisahkan 

3. Membentuk 
identitas institusi 
yang koheren dan 
konsisten 

Menciptakan 
keseimbangan 
antara kinerja 
operasional 
saat ini dan 
ambisi 
strategis masa 
depan, 
dengan tetap 
berpegang 
pada 
integritas 
moral 

1. Mencegah 
kebingungan 
dalam budaya 
organisasi yang 
kompleks 

2. Memungkinkan 
stakeholder 
menilai 
konsistensi 
antara 
perkataan dan 
tindakan 
universitas 

3. Membangun 
identitas 
institusi yang 
kokoh, 
dipercaya, dan 
berkelanjutan 
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Tabel 2.1 menjelaskan bahwa visi berfokus pada masa depan 
dan pada apa yang ingin dicapai lembaga dalam jangka panjang 
secara ambisius dan inspiratif. (2023) membedakan hal ini dengan 
misi yang menjelaskan tujuan utama lembaga saat ini secara 
operasional. Sering kali misi berfokus pada pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat sebagai aktivitas harian yang 
rutin dilakukan. Sementara visi menggambarkan keadaan ideal 
yang ingin dicapai sepuluh atau dua puluh tahun mendatang 
dengan jelas. Perbedaan ini penting agar universitas tidak terjebak 
hanya pada operasional rutin tanpa arah strategis yang 
membimbing. Visi mendorong universitas untuk melampaui batas-
batas pencapaian yang sudah ada saat ini menuju standar yang 
lebih tinggi. Misi menjaga agar universitas tetap menjalankan 
fungsi dasarnya dengan baik setiap hari tanpa mengabaikan 
kualitas layanan. Keduanya harus saling melengkapi agar institusi 
dapat berjalan seimbang antara kinerja saat ini dan ambisi masa 
depan yang besar. 

Nilai mewakili prinsip-prinsip etika dan keyakinan yang 
memandu tindakan dan proses pengambilan keputusan institusi 
secara moral. Davis (2023)Menjelaskan bahwa nilai-nilai ini 
menjadi fondasi moral bagi seluruh sivitas akademika dalam 
bertindak sehari-hari. Jika visi adalah tujuan dan misi adalah cara, 
maka nilai adalah aturan main yang tidak boleh dilanggar oleh 
siapa pun. Nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan keunggulan 
harus tercermin dalam setiap upaya pencapaian visi yang 
dilakukan oleh staf. Tanpa nilai yang kuat, pencapaian visi bisa saja 
dilakukan dengan cara yang tidak etis atau merugikan pihak lain. 
Pemahaman yang jelas tentang perbedaan ketiganya mencegah 
kebingungan dalam budaya organisasi universitas yang kompleks. 
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Stakeholder dapat menilai apakah universitas konsisten antara apa 
yang dikatakan dan apa yang dilakukan dalam praktik nyata. Oleh 
karena itu, integrasi antara visi, misi, dan nilai menciptakan 
identitas institusi yang kokoh dan dipercaya oleh masyarakat. 

Karakteristik Pernyataan Visi yang Efektif 

 

Gambar 2. 1. karakteristik visi yang efektif 

 

Kejelasan adalah karakteristik utama yang harus dimiliki 
oleh pernyataan visi yang efektif dan berdampak luas bagi 
organisasi. Kantabutra (2023) menekankan bahwa visi harus 
dengan jelas mengartikulasikan tujuan dan aspirasi jangka panjang 
institusi tanpa ambigu. Kalimat yang ambigu akan menyebabkan 
interpretasi yang berbeda-beda di antara berbagai unit kerja di 
universitas yang beragam. Selain kejelasan, visi juga harus 
memiliki kemampuan untuk memberikan inspirasi bagi semua 
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pihak yang terlibat di dalamnya. Stolze & Sailer (2021) Menyatakan 
bahwa visi harus memotivasi dan melibatkan pemangku 
kepentingan dengan menghadirkan masa depan yang menarik. 
Masa depan yang digambarkan haruslah sesuatu yang layak untuk 
diperjuangkan bersama oleh seluruh komunitas kampus dengan 
semangat tinggi. Inspirasi ini menjadi bahan bakar emosional yang 
mendorong orang bekerja lebih keras melampaui kewajiban formal 
mereka sehari-hari. Kombinasi antara kejelasan intelektual dan 
inspirasi emosional membuat visi menjadi alat kepemimpinan 
yang powerful dan efektif. 

Meskipun aspirasional, visi juga harus dapat dicapai dan 
realistis untuk menghindari kekecewaan di kemudian hari bagi 
semua pihak. Fazey et al.(2020) Mengingatkan bahwa visi yang 
terlalu muluk tanpa dasar realitas akan kehilangan kredibilitasnya 
di mata publik. Penyelarasan juga merupakan karakteristik kritis 
yang tidak boleh diabaikan dalam perumusan visi universitas yang 
strategis. Pietilä & Pinheiro (2021); Menyatakan bahwa visi harus 
konsisten dengan misi dan nilai-nilai lembaga untuk memastikan 
koherensi internal. Ketidakselarasan antara visi dan misi akan 
menciptakan konflik internal yang menghambat progress 
organisasi secara signifikan. Perencanaan strategis harus dapat 
menerjemahkan visi besar menjadi target-target kecil yang dapat 
diukur keberhasilannya. Realisme dalam visi memastikan bahwa 
sumber daya yang tersedia memadai untuk mencapainya tanpa 
membebani institusi secara berlebihan. Dengan demikian, 
karakteristik efektif ini menjamin bahwa visi bukan sekadar slogan 
kosong di dinding kantor rektorat. 
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Contoh Pernyataan Visi dari Universitas Technopreneur 
Terkemuka 

Banyak universitas technopreneur terkemuka menekankan 
inovasi, kewirausahaan, dan dampak sosial dalam pernyataan visi 
mereka secara eksplisit. Coskun et al. (2022) mengamati bahwa 
fokus ini mencerminkan tuntutan era ekonomi pengetahuan yang 
semakin kompetitif dan dinamis. Visi mereka tidak hanya berbicara 
tentang keunggulan akademik, tetapi juga tentang penciptaan nilai 
ekonomi yang nyata bagi negara. Kata-kata seperti inovasi dan 
kewirausahaan menjadi kata kunci yang sering muncul dalam 
dokumen strategis mereka setiap tahun. Hal ini menunjukkan 
pergeseran orientasi dari menara gading akademik menjadi pusat 
solusi masyarakat yang praktis. Dampak sosial juga menjadi 
ukuran keberhasilan yang semakin penting bagi universitas 
modern yang peduli terhadap lingkungan. Contoh-contoh ini 
dapat menjadi referensi bagi universitas lain yang ingin 
bertransformasi menjadi technopreneur dengan langkah pasti. 
Namun, setiap universitas harus menyesuaikan penekanan ini 
dengan konteks lokal masing-masing agar relevan. 

Misalnya, universitas yang mengadopsi model Universitas 
3.0 fokus pada mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan 
kewirausahaan dalam satu napas. Education & Discourse (2022) 
menjelaskan bahwa integrasi ini bertujuan untuk mendorong 
pembangunan regional dan global secara simultan dan terukur. 
Lembaga-lembaga ini sering menyoroti komitmen mereka 
terhadap kemajuan teknologi dan transformasi masyarakat yang 
berkelanjutan. Stolze & Sailer (2022) menambahkan bahwa 
transformasi masyarakat adalah outcome yang diharapkan dari 
aktivitas universitas yang relevan. Visi semacam ini menempatkan 
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universitas sebagai agen perubahan yang aktif, bukan hanya 
penghasil lulusan untuk pasar kerja. Teknologi menjadi enabler 
utama dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan 
bagi generasi masa depan. Komitmen terhadap kemajuan teknologi 
harus diterjemahkan ke dalam infrastruktur dan kurikulum yang 
relevan dengan kebutuhan industri. Contoh visi dari lembaga-
lembaga ini memberikan bukti empiris bahwa model 
technopreneur dapat berhasil diterapkan dengan baik. 

Dampak Visi yang Jelas pada Keselarasan Organisasi 

Visi yang jelas mendorong keselarasan organisasi dengan 
memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami dan 
bekerja menuju tujuan bersama. Stolze & Sailer (2021) menegaskan 
bahwa pemahaman bersama ini mengurangi friksi atau gesekan 
internal dalam organisasi yang kompleks. Ketika semua orang 
mendayung ke arah yang sama, energi organisasi tidak terbuang 
untuk konflik yang tidak perlu dan merugikan. Keselarasan ini 
menciptakan sinergi di mana hasil kerja kolektif lebih besar dari 
jumlah bagian-bagiannya secara eksponensial. Universitas menjadi 
lebih lincah dalam merespons peluang karena tidak ada keraguan 
tentang arah strategis yang harus diambil. Pemangku kepentingan 
merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diri 
mereka sendiri secara pribadi. Rasa kepemilikan terhadap visi 
meningkatkan komitmen mereka untuk berkontribusi secara 
maksimal bagi kemajuan institusi. Oleh karena itu, investasi waktu 
untuk membangun pemahaman visi sangatlah worthwhile bagi 
pimpinan universitas yang visioner. 

Ini meningkatkan proses pengambilan keputusan, karena 
tindakan dapat dievaluasi berdasarkan keselarasan mereka dengan 
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visi yang ada Pietilä & Pinheiro, (2021) mencatat bahwa evaluasi 
berbasis visi membuat prioritas program menjadi lebih objektif dan 
transparan. Visi yang diartikulasikan dengan baik juga dapat 
meningkatkan keterlibatan dan motivasi pemangku kepentingan 
secara signifikan dan nyata. Fazey et al. (2020) menjelaskan bahwa 
hal ini karena visi memberikan rasa tujuan dan arah yang jelas bagi 
individu. Manusia secara alami cenderung lebih termotivasi ketika 
mereka mengetahui alasan di balik pekerjaan mereka setiap hari. 
Motivasi intrinsik ini lebih penting dibandingkan dengan motivasi 
ekstrinsik berupa hadiah materi semata yang bersifat sementara. 
Keterlibatan yang tinggi menghasilkan produktivitas yang lebih 
baik dan kualitas kerja yang lebih unggul di semua lini. Dengan 
demikian, dampak visi melampaui aspek administratif dan 
menyentuh aspek psikologis organisasi secara mendalam. 

Sementara pernyataan visi sangat penting untuk 
membimbing organisasi universitas, mereka harus dilengkapi 
dengan kepemimpinan yang efektif dan adaptif. Stolze & Sailer 
(2021) menekankan bahwa peran kepemimpinan dalam membina 
kesepakatan tentang visi dan tujuan sangat penting untuk sukses. 
Kepemimpinan diperlukan untuk memajukan misi lembaga dan 
menanggapi tantangan eksternal yang terus berubah setiap saat. 
Selain itu, universitas harus terus mengevaluasi dan memperbarui 
pernyataan visi mereka agar tetap relevan dengan zaman. Fazey et 
al. (2020) menyatakan bahwa responsivitas terhadap kebutuhan 
masyarakat adalah kunci keberlanjutan institusi dalam jangka 
panjang. Visi yang statis akan menjadi usang seiring dengan 
percepatan perubahan teknologi dan sosial yang terjadi sangat 
cepat. Kemampuan dinamis untuk beradaptasi dengan lingkungan 
yang berubah adalah syarat mutlak bagi universitas technopreneur 
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yang ingin bertahan. Dengan kombinasi visi yang jelas dan 
kepemimpinan yang adaptif, universitas dapat mencapai potensi 
penuhnya bagi bangsa. 

 

2.2 Proses Formulasi Vision Statement 

Perumusan pernyataan visi adalah proses strategis yang 
melibatkan beberapa langkah dan pemangku kepentingan untuk 
memastikannya selaras dengan tujuan organisasi dan lingkungan 
eksternal. Proses ini sangat penting untuk menetapkan arah yang 
jelas dan menginspirasi para pemangku kepentingan menuju masa 
depan bersama. Bagian berikut merinci komponen kunci dari 
proses perumusan pernyataan visi, termasuk masukan pemangku 
kepentingan, pemindaian lingkungan, perencanaan skenario, 
analisis SWOT, dan validasi. Tanpa proses yang terstruktur, visi 
berisiko menjadi dokumen statis yang tidak memiliki dampak 
nyata bagi organisasi universitas. 

 

Gambar 2.2 proses perumusan pernyataan Visi 
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Langkah-langkah pada Gambar 2.2 ini harus dilakukan 
secara berurutan untuk memastikan koherensi antara kapasitas 
internal dan tuntutan eksternal. Setiap tahap memerlukan waktu 
dan sumber daya yang memadai agar hasilnya dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademis dan praktis. Keterlibatan 
berbagai pihak menjamin bahwa visi tidak hanya dimiliki oleh 
pimpinan puncak saja, melainkan oleh seluruh sivitas akademika. 
Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang proses ini menjadi 
kunci keberhasilan formulasi visi yang efektif dan berkelanjutan. 

Masukan Pemangku Kepentingan dalam Proses Perumusan Visi 

Stakeholder Internal: Karyawan, manajemen, dan anggota 
dewan sangat penting karena mereka memberikan wawasan 
tentang kemampuan dan aspirasi organisasi. Hollebeek et al. (2023) 
menekankan bahwa pengetahuan internal ini krusial untuk 
memahami batasan dan potensi nyata institusi pendidikan tinggi. 
Mereka mengetahui budaya kerja yang ada serta sumber daya yang 
tersedia untuk mewujudkan cita-cita besar di masa depan. Tanpa 
masukan mereka, visi bisa menjadi terlalu ambisius tanpa dasar 
kekuatan internal yang memadai untuk eksekusi. Pemangku 
Kepentingan Eksternal: Pelanggan, pemasok, mitra, dan anggota 
masyarakat menawarkan perspektif tentang kebutuhan pasar dan 
peluang eksternal. Filipe et al. (2022) menyatakan bahwa perspektif 
eksternal ini mencegah universitas menjadi terlalu inward-looking 
atau tertutup terhadap realitas. Mereka memberikan sinyal dini 
tentang perubahan permintaan sosial yang harus direspons oleh 
universitas secara cepat dan tepat. Masukan ini memastikan 
relevansi visi terhadap dinamika masyarakat yang semakin 
kompleks dan penuh tantangan. 
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Teknik Keterlibatan: Keterlibatan pemangku kepentingan 
difasilitasi melalui lokakarya, wawancara, dan survei untuk 
mengumpulkan beragam masukan dan menumbuhkan rasa 
kepemilikan. Hollebeek et al. (2022) dan Filipe et al. (2022) sepakat 
bahwa metode partisipatif ini meningkatkan komitmen terhadap 
hasil akhir formulasi visi. Lokakarya memungkinkan diskusi 
mendalam sementara survei menjangkau responden dalam jumlah 
yang lebih besar secara efisien. Wawancara memberikan nuansa 
kualitatif yang tidak tertangkap oleh angka statistik semata dalam 
proses pengumpulan data. Rasa kepemilikan yang tumbuh akan 
memudahkan implementasi visi pada tahap selanjutnya setelah 
disahkan secara resmi. Proses ini mengubah visi dari dokumen 
administratif menjadi janji kolektif yang dipegang teguh oleh 
semua pihak. Dengan demikian, keterlibatan stakeholder adalah 
fondasi utama dalam formulasi visi yang inklusif dan demokratis. 
Metode yang tepat akan menentukan kualitas masukan yang 
diterima oleh tim perumus visi strategis. 

Teknik Pemindaian Lingkungan dan Analisis Tren 

Pemindaian lingkungan melalui analisis PEST dan 
pemantauan tren—yang didukung data berkualitas dan tim 
dedikasi —merupakan fondasi kritis untuk merumuskan visi 
universitas yang realistis, adaptif, dan berkelanjutan. Proses ini 
harus bersifat kontinu, bukan insidental, agar universitas dapat 
secara proaktif menavigasi disrupsi dan memanfaatkan peluang di 
era perubahan cepat yang tersaji dalam Tabel 2.2 berikut : 
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Tabel 2.2 Analisis Tren untuk Formulasi Visi Universitas 

Teknis 
Analisis 

Deskripsi dan 
Karakteristik 

Fungsi dan 
Manfaat Utama 

Implikasi Strategis 
bagi Universitas 

Analisis 
PEST 
(Political, 
Economic, 
Social, 
Technologic
al) 

1. Analisis PEST: 
regulasi, 
pendanaan, 
relevansi 
program, dan 
metode 
pembelajaran 

2. Mengidentifik
asi peluang 
dan ancaman 
eksternal 
secara 
sistematis 

1. Membantu 
universitas 
memahami 
lingkungan 
makro yang 
mempengaru
hi 
operasional 

2. Mencegah 
blind spot 
dalam 
perencanaan 
strategis 
dengan 
mempertimb
angkan 
keempat 
dimensi 
secara 
holistik 

1. Faktor politik & 
ekonomi 
mempengaruhi 
regulasi dan 
ketersediaan 
riset 

2. Aspek sosial & 
teknologi 
menentukan 
relevansi dan 
efektivitas 
program 

3. Pengabaian satu 
faktor dapat 
berisiko pada 
kegagalan 
strategi jangka 
panjang 

Analisis 
Tren 
(Trend 
Monitoring) 

1. Pemantauan 
berkelanjutan 
terhadap tren 
industri dan 
teknologi 
yang muncul 

2. Fokus pada 
antisipasi 
perubahan 
masa depan, 
bukan hanya 
reaktif 
terhadap 
kondisi saat 
ini 

1. Mengantisipa
si disrupsi 
teknologi dan 
perubahan 
permintaan 
pasar 

2. Menyesuaika
n strategi 
institusi agar 
tetap relevan 
dan 
kompetitif di 
tengah 
dinamika 
global 

1. Pemantauan 
harus 
berkelanjutan, 
bukan hanya 
saat perumusan 
visi periodic 

2. Universitas yang 
proaktif 
terhadap tren 
akan lebih 
tangguh 
menghadapi 
disrupsi 

3. Hasil analisis 
menjadi dasar 
adaptasi 
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kurikulum dan 
model bisnis 

Sumber dan 
Kualitas 
Data 

1. Memanfaatk
an laporan 
resmi, riset 
pasar, 
publikasi 
ilmiah, dan 
pendapat 
ahli 

2. Integrasi 
data 
kuantitatif 
dan 
kualitatif 
dari 
berbagai 
sumber 
terpercaya 

1. Menyediakan 
fondasi 
empiris yang 
kuat untuk 
pengambilan 
keputusan 
strategis 

2. Meminimalka
n risiko 
spekulasi 
dalam 
perencanaan 
jangka 
panjang 

1. Data yang akurat 
dan 
komprehensif 
adalah prasyarat 
validitas 
keputusan 
strategis 

2. Integrasi multi-
sumber 
memungkinkan 
pemetaan posisi 
kompetitif 
universitas 
secara utuh 

3. Tanpa data 
berkualitas, 
analisis 
lingkungan 
hanya menjadi 
asumsi berisiko 
tinggi 

Integrasi 
dan 
Translasi 
Strategis 

1. Hasil 
pemindaian 
diterjemahka
n menjadi 
implikasi 
strategis 
yang jelas 

2. Output 
analisis 
menjadi 
input kritis 
bagi tahap 
perencanaan 
skenario dan 
formulasi 
visi 

1. Menghubun
gkan 
pemahaman 
lingkungan 
eksternal 
dengan 
perumusan 
visi jangka 
panjang 

2. Memastikan 
visi yang 
dihasilkan 
realistis, 
adaptif, dan 
responsif 
terhadap 
perubahan 

1. Diperlukan tim 
khusus yang 
bertanggung 
jawab 
melakukan 
pemindaian 
secara rutin dan 
sistematis 

2. Visi inspiratif 
dan 
implementatif 
berawal dari 
pemahaman 
lingkungan 
eksternal. 

3. Visi yang adaptif 
meningkatkan 
ketahanan 
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institusi dalam 
menghadapi 
ketidakpastian 
global 

 

Teknik Pemindaian Lingkungan dan Analisis Tren: Analisis 
PEST memeriksa faktor Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi 
untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. Rijavec et 
al. (2023) menjelaskan bahwa kerangka ini membantu universitas 
memetakan lingkungan makro yang memengaruhi operasional 
mereka. Analisis Tren: Melibatkan pemantauan tren industri dan 
teknologi yang muncul untuk mengantisipasi perubahan di masa 
depan dan menyesuaikan strategi sesuai. Abrahamsen et al. (2022) 
menekankan bahwa antisipasi ini penting agar universitas tidak 
tertinggal oleh disrupsi teknologi yang cepat. Pemantauan ini harus 
dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya saat proses 
perumusan visi saja setiap beberapa tahun. Sumber Data: 
Memanfaatkan laporan, riset pasar, dan pendapat ahli untuk 
mengumpulkan data komprehensif untuk dianalisis secara 
mendalam. Rijavec et al. (2023) menyatakan bahwa data yang kuat 
adalah dasar dari keputusan strategis yang valid dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Tanpa data yang akurat, analisis 
lingkungan hanya akan menjadi spekulasi yang berisiko tinggi bagi 
masa depan institusi. 

Integrasi data dari berbagai sumber memungkinkan 
universitas melihat gambaran besar tentang posisi mereka di 
tengah persaingan global. Hasil pemindaian lingkungan harus 
diterjemahkan menjadi implikasi strategis yang jelas bagi 
perumusan visi jangka panjang. Faktor politik dapat memengaruhi 
regulasi pendidikan, sedangkan faktor ekonomi memengaruhi 
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ketersediaan pendanaan riset. Aspek sosial menentukan relevansi 
program pendidikan, sedangkan teknologi menentukan metode 
delivery pembelajaran yang efektif. Mengabaikan salah satu faktor 
dalam analisis PEST dapat menyebabkan blind spot yang 
berbahaya bagi perencanaan strategis. Universitas harus memiliki 
tim khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan pemindaian 
ini secara rutin dan sistematis. Output dari analisis ini menjadi 
input kritis bagi tahap perencanaan skenario berikutnya dalam 
proses formulasi. Dengan demikian, pemahaman lingkungan 
eksternal adalah kunci untuk menciptakan visi yang realistis dan 
adaptif terhadap perubahan. 

Metode Perencanaan Skenario untuk Visi Jangka Panjang 

Metode Perencanaan Skenario untuk Visi Jangka Panjang: 
Perencanaan Skenario Partisipatif (PSP) melibatkan pemangku 
kepentingan dalam membayangkan beberapa skenario masa depan 
untuk mengeksplorasi jalur strategis yang berbeda. Thorn et al. 
(2020) menyatakan bahwa pendekatan partisipatif ini memastikan 
bahwa berbagai perspektif dipertimbangkan dalam perencanaan. 
Pengembangan Skenario: Melibatkan pembuatan narasi untuk 
skenario kasus terbaik, kasus terburuk, dan moderat untuk 
mempersiapkan berbagai kemungkinan masa depan. Ottesen et al. 
(2023) menjelaskan bahwa narasi ini membantu stakeholder 
memahami implikasi dari setiap pilihan strategis yang diambil. 
Skenario kasus terbaik memberikan gambaran tentang potensi 
maksimal yang bisa dicapai jika semua kondisi mendukung. 
Skenario kasus terburuk mempersiapkan universitas untuk 
bertahan dalam kondisi krisis yang tidak terduga. Skenario 
moderat memberikan jalur tengah yang paling mungkin terjadi 
berdasarkan data tren saat ini. Kombinasi ketiga skenario ini 
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memberikan ketahanan strategis bagi universitas dalam 
menghadapi ketidakpastian global. 

Aplikasi: Skenario digunakan untuk menguji keputusan 
strategis dan membangun konsensus di antara para pemangku 
kepentingan tentang arah masa depan yang disukai. Orcid & Adhi 
(2020) menekankan bahwa pengujian ini mencegah pengambilan 
keputusan yang impulsif tanpa pertimbangan matang. Proses ini 
memungkinkan universitas untuk melihat konsekuensi jangka 
panjang dari visi yang mereka rumuskan sekarang. Konsensus 
yang dibangun melalui skenario mengurangi resistensi saat 
implementasi visi dimulai di lapangan. Stakeholder dapat melihat 
secara visual bagaimana masa depan akan terbentuk berdasarkan 
pilihan mereka hari ini. Hal ini meningkatkan transparansi dalam 
proses perencanaan strategis yang sering kali dianggap tertutup 
oleh sebagian pihak. Universitas menjadi lebih siap menghadapi 
berbagai kemungkinan daripada hanya berharap pada satu hasil 
tertentu. Dengan demikian, perencanaan skenario adalah alat vital 
untuk memastikan visi tetap relevan di berbagai kondisi. 

Kerangka Analisis SWOT untuk Penentuan Posisi Strategis 

Kerangka Analisis SWOT untuk Penentuan Posisi Strategis: 
Kekuatan dan Kelemahan: Analisis internal untuk 
mengidentifikasi kemampuan organisasi dan area untuk 
perbaikan. Rijavec et al. (2023) menyatakan bahwa analisis internal 
ini harus jujur dan objektif agar hasilnya dapat ditindaklanjuti. 
Kekuatan menjadi modal utama untuk mencapai visi, sedangkan 
kelemahan harus diperbaiki atau diminimalkan dampaknya. 
Peluang dan Ancaman: Analisis eksternal untuk mengenali 
peluang pasar dan tantangan potensial yang dihadapi institusi. 
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Rijavec et al. (2023) menambahkan bahwa mengenali peluang 
memungkinkan universitas memanfaatkan momentum yang ada 
di lingkungan eksternal. Ancaman harus diidentifikasi sejak dini 
agar dapat dibuatkan strategi mitigasi yang efektif sebelum 
terlambat. Analisis ini memberikan peta yang jelas tentang di mana 
universitas berdiri saat ini sebelum melangkah ke masa depan. 
Tanpa pemahaman posisi saat ini, visi hanya akan menjadi hayalan 
tanpa pijakan realitas yang kuat. 

Integrasi: Analisis SWOT menginformasikan pilihan 
strategis dan menyelaraskan visi dengan kekuatan organisasi dan 
peluang pasar. Rijavec et al. (2023) menjelaskan bahwa 
penyelarasan ini memaksimalkan peluang keberhasilan 
implementasi visi di masa depan. Strategi yang dipilih harus 
memanfaatkan kekuatan internal untuk menangkap peluang 
eksternal yang tersedia. Visi tidak boleh bertentangan dengan 
realitas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi 
universitas. Jika visi terlalu jauh dari kekuatan saat ini, maka 
diperlukan rencana pengembangan kapasitas yang masif dan 
bertahap. Integrasi SWOT memastikan bahwa visi tidak hanya 
inspiratif tetapi juga feasible untuk dicapai dengan sumber daya 
yang ada. Hasil analisis ini menjadi dasar bagi penyusunan rencana 
strategis operasional yang lebih detail dan terukur. Dengan 
demikian, SWOT adalah jembatan antara analisis lingkungan dan 
perumusan visi yang konkret. 

Validasi dan Persetujuan Pernyataan Visi 

Validasi dan Persetujuan Pernyataan Visi: Proses 
Peninjauan: Rancangan pernyataan visi ditinjau oleh pemangku 
kepentingan utama untuk memastikan keselarasan dengan tujuan 
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strategis dan harapan pemangku kepentingan. Hollebeek et al. 
(2023) menekankan bahwa peninjauan ini penting untuk 
menangkap kesalahan atau ketidakselarasan sebelum disahkan 
secara resmi. Mekanisme Umpan Balik: Menggabungkan umpan 
balik dari pemangku kepentingan untuk menyempurnakan dan 
meningkatkan pernyataan visi. Hollebeek et al. (2022) menyatakan 
bahwa umpan balik ini menjadikan visi lebih robust dan dapat 
diterima oleh semua pihak. Masukan dari peninjau dapat 
mengidentifikasi kata-kata yang ambigu atau terlalu umum dalam 
draf awal visi. Revisi berdasarkan umpan balik menunjukkan 
bahwa pimpinan universitas menghargai kontribusi dari seluruh 
elemen organisasi. Proses ini juga berfungsi sebagai sosialisasi awal 
sebelum visi diluncurkan secara publik kepada masyarakat luas. 
Dengan demikian, validasi adalah tahap quality control yang kritis 
dalam proses formulasi visi strategis. 

Persetujuan: Persetujuan akhir biasanya dicari dari 
manajemen puncak atau dewan direksi untuk memastikan 
komitmen organisasi. Hollebeek et al. (2022)  menjelaskan bahwa 
komitmen puncak ini diperlukan untuk mengalokasikan sumber 
daya bagi implementasi visi. Tanpa persetujuan formal, visi tidak 
memiliki kekuatan hukum dan legitimasi untuk dijalankan oleh 
seluruh unit kerja. Dewan direksi bertanggung jawab untuk 
memastikan visi sesuai dengan mandat pendirian universitas dan 
regulasi yang berlaku. Proses persetujuan juga menandai 
dimulainya fase transisi dari perencanaan ke pelaksanaan 
operasional di lapangan. Tanda tangan persetujuan menjadi simbol 
komitmen kolektif untuk mewujudkan masa depan yang telah 
digambarkan dalam visi. Setelah disetujui, visi menjadi dokumen 
resmi yang mengikat seluruh kebijakan dan program universitas ke 
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depannya. Oleh karena itu, tahap persetujuan adalah penutup 
formal dari proses perumusan yang panjang dan melelahkan. 

 

2.3 Penyelarasan Visi dengan Technopreneurship 
Goals 

Penyelarasan visi dengan tujuan technopreneurship 
merupakan proses strategis yang sangat menentukan keberhasilan 
organisasi dalam menghadapi tantangan inovasi dan dinamika 
teknologi. Visi organisasi berfungsi sebagai kompas jangka panjang 
yang menggambarkan arah, nilai, dan aspirasi utama yang ingin 
dicapai. Namun demikian, visi tidak akan memberikan dampak 
signifikan apabila tidak diterjemahkan secara sistematis ke dalam 
tujuan yang dapat ditindaklanjuti. Dalam konteks 
technopreneurship, penyelarasan visi menjadi semakin kompleks 
karena melibatkan integrasi antara aspek teknologi, 
kewirausahaan, pendidikan, dan kinerja organisasi. Oleh karena 
itu, diperlukan pendekatan strategis yang mampu menjembatani 
visi makro dengan implementasi mikro di berbagai level 
organisasi. Proses penyelarasan ini menuntut pemahaman 
komprehensif mengenai teknik kaskade visi, kerangka penetapan 
tujuan, matriks penyelarasan, serta indikator kinerja utama. Tanpa 
mekanisme tersebut, tujuan technopreneurship berpotensi berjalan 
secara parsial dan tidak terkoordinasi. Dengan demikian, aligning 
vision dengan technopreneurship goals merupakan fondasi utama 
bagi keberlanjutan dan daya saing organisasi. 

Penyelarasan visi dengan tujuan technopreneurship juga 
berperan penting dalam memastikan konsistensi antara 
perencanaan strategis dan pelaksanaan operasional. Dalam 
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praktiknya, banyak organisasi memiliki visi yang progresif dan 
inovatif, tetapi gagal dalam mengimplementasikannya secara 
nyata. Hal ini sering terjadi karena tidak adanya mekanisme yang 
jelas untuk menerjemahkan visi ke dalam tujuan strategis yang 
terukur. Technopreneurship, sebagai pendekatan kewirausahaan 
berbasis teknologi, membutuhkan arah strategis yang jelas agar 
inovasi yang dikembangkan memiliki nilai dan relevansi jangka 
panjang. Penyelarasan visi membantu organisasi memprioritaskan 
inisiatif technopreneurship yang paling selaras dengan tujuan 
strategis. Selain itu, proses ini juga meningkatkan keterlibatan 
seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai visi bersama. 
Dengan adanya penyelarasan yang kuat, organisasi dapat 
menghindari fragmentasi strategi dan pemborosan sumber daya. 
Oleh karena itu, aligning vision dengan technopreneurship goals 
bukan hanya kebutuhan manajerial, tetapi juga kebutuhan strategis 
yang bersifat fundamental. 

Teknik Cascade Vision ke Strategic Objectives 

Teknik cascade vision ke strategic objectives merupakan 
pendekatan sistematis untuk menerjemahkan visi organisasi yang 
bersifat luas dan abstrak ke dalam tujuan strategis yang konkret 
dan operasional.  
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Gambar 2.1 Teknik Cascade Vision 

 

Proses kaskade ini dilakukan dengan memecah visi ke 
dalam sasaran strategis yang dapat diterapkan di berbagai tingkat 
organisasi. Melalui teknik ini, setiap unit kerja dan individu dapat 
memahami kontribusinya terhadap pencapaian visi organisasi. 
Dalam konteks technopreneurship, cascade vision memungkinkan 
organisasi menghubungkan visi inovasi teknologi dengan tujuan 
strategis seperti pengembangan produk, inkubasi startup, dan 
peningkatan kapasitas kewirausahaan. Teknik ini juga berfungsi 
sebagai alat komunikasi strategis yang menyatukan persepsi dan 
arah kerja seluruh organisasi. Dengan adanya kaskade visi, risiko 
distorsi interpretasi visi dapat diminimalkan. Setiap tujuan 
strategis menjadi bagian integral dari visi besar organisasi. Oleh 
karena itu, teknik cascade vision menjadi elemen kunci dalam 
penyelarasan visi dan tujuan technopreneurship (Kantabutra, 
2023). 

Lebih lanjut, teknik cascade vision memastikan bahwa visi 
tidak berhenti pada level pimpinan, tetapi terinternalisasi hingga 
level operasional. Proses ini menciptakan hubungan vertikal yang 
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kuat antara visi, strategi, dan tindakan. Dalam technopreneurship, 
hubungan vertikal ini sangat penting karena inovasi sering kali 
muncul dari level operasional. Dengan kaskade visi yang jelas, 
inovasi yang dihasilkan tetap berada dalam koridor strategis 
organisasi. Selain itu, teknik ini meningkatkan akuntabilitas karena 
setiap unit memiliki tujuan strategis yang selaras dengan visi. 
Kaskade visi juga membantu organisasi dalam mengelola 
perubahan dan transformasi digital. Setiap perubahan strategis 
dapat diturunkan secara sistematis ke dalam tujuan baru yang 
relevan. Dengan demikian, cascade vision berfungsi sebagai 
mekanisme penyelarasan dan pengendalian strategis. Hal ini 
menegaskan pentingnya teknik kaskade visi dalam mendukung 
keberhasilan technopreneurship (Kantabutra, 2023). 

Penggunaan alat perencanaan strategis seperti Balanced 
Scorecard dapat memperkuat implementasi teknik cascade vision. 
Balanced Scorecard menyediakan pendekatan terstruktur untuk 
menerjemahkan visi ke dalam tujuan yang terukur melalui 
berbagai perspektif kinerja. Dalam konteks technopreneurship, 
Balanced Scorecard membantu organisasi menyeimbangkan antara 
tujuan inovasi teknologi, pembelajaran organisasi, dan pencapaian 
kinerja. Alat ini memungkinkan organisasi memantau keterkaitan 
antara visi jangka panjang dan hasil jangka pendek. Dengan 
indikator yang jelas, organisasi dapat menilai efektivitas strategi 
technopreneurship secara objektif. Balanced Scorecard juga 
meningkatkan koordinasi antarunit kerja dalam mencapai tujuan 
strategis. Selain itu, alat ini membantu organisasi menjaga fokus 
pada visi meskipun menghadapi tekanan operasional. Oleh karena 
itu, penggunaan Balanced Scorecard menjadi pendukung penting 
dalam proses cascade vision ke strategic objectives (Chang, 2022). 
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Metode Goal Setting Menggunakan SMART Framework 

Metode goal setting menggunakan SMART framework 
merupakan pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam 
menetapkan tujuan strategis yang selaras dengan visi organisasi. 
SMART merupakan akronim dari Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, 
Relevan, dan Terbatas Waktu. Kerangka ini membantu organisasi 
merumuskan tujuan yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh 
pemangku kepentingan. Dalam konteks technopreneurship, 
SMART framework memungkinkan organisasi menetapkan tujuan 
inovasi teknologi secara realistis dan terarah. Tujuan yang spesifik 
menghindarkan organisasi dari ambiguitas arah. Aspek terukur 
memudahkan evaluasi dan pengendalian kinerja. Dengan 
demikian, SMART framework berfungsi sebagai jembatan antara 
visi strategis dan implementasi operasional (Chudziński et al., 
2023). 

Penerapan SMART framework juga memastikan bahwa 
tujuan technopreneurship dapat dicapai sesuai dengan kapasitas 
organisasi. Dalam lingkungan teknologi yang cepat berubah, 
organisasi sering menghadapi risiko menetapkan tujuan yang 
terlalu ambisius atau tidak realistis. SMART membantu menyaring 
tujuan agar tetap relevan dan dapat diwujudkan. Selain itu, tujuan 
yang relevan memastikan bahwa setiap inisiatif technopreneurship 
berkontribusi langsung terhadap visi organisasi. Batasan waktu 
dalam SMART framework mendorong disiplin dan fokus dalam 
pelaksanaan strategi. Dengan adanya tenggat waktu yang jelas, 
organisasi dapat memantau kemajuan secara berkala. Kerangka ini 
juga memungkinkan penyesuaian tujuan berdasarkan hasil 
evaluasi. Oleh karena itu, SMART framework menjadi alat penting 
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dalam menjaga konsistensi antara visi dan tujuan strategis (Oliver, 
2023). 

SMART framework tidak hanya berfungsi sebagai alat 
perencanaan, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran 
organisasi. Melalui evaluasi tujuan yang terukur, organisasi dapat 
mengidentifikasi praktik terbaik dan area yang perlu diperbaiki. 
Dalam technopreneurship, proses pembelajaran ini sangat penting 
untuk meningkatkan kapasitas inovasi.  

 

Gambar 2.3 SMART Framework 

Tujuan yang dirumuskan dengan SMART memungkinkan 
organisasi bereksperimen secara terkontrol. Selain itu, SMART 
framework membantu organisasi mengelola risiko inovasi. Dengan 
tujuan yang jelas dan terukur, risiko dapat diidentifikasi dan 
dikelola secara lebih efektif. Kerangka ini juga meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan strategi. Dengan 
demikian, SMART framework berkontribusi secara signifikan 
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terhadap keberhasilan penyelarasan visi dan tujuan 
technopreneurship (Chudziński et al., 2023; López & Oliver, 2023). 

Penyelarasan Matrix antara Visi dan Program Kerja 

Alignment matrix antara visi dan program kerja merupakan 
alat strategis yang digunakan untuk memetakan hubungan antara 
visi organisasi dan berbagai program atau inisiatif operasional. 
Matriks ini membantu organisasi memastikan bahwa setiap 
program kerja memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian 
visi. Dalam konteks technopreneurship, alignment matrix 
memungkinkan organisasi mengevaluasi kesesuaian program 
inovasi teknologi dengan tujuan strategis. Alat ini juga membantu 
mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan dan 
implementasi. Dengan adanya alignment matrix, organisasi dapat 
menghindari duplikasi program yang tidak relevan. Matriks ini 
berfungsi sebagai instrumen pengambilan keputusan strategis. 
Selain itu, alignment matrix meningkatkan koherensi strategi di 
seluruh organisasi. Oleh karena itu, matriks penyelarasan menjadi 
komponen penting dalam pengelolaan technopreneurship 
(Romme et al., 2023). 

Alignment matrix juga berperan dalam meningkatkan 
efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. Dengan 
memetakan keterkaitan antara visi dan program kerja, organisasi 
dapat memprioritaskan inisiatif yang paling strategis. Dalam 
technopreneurship, prioritisasi ini sangat penting karena 
keterbatasan sumber daya dan tingginya biaya inovasi. Matriks 
penyelarasan membantu organisasi mengalokasikan sumber daya 
secara optimal. Selain itu, alat ini mendukung evaluasi kinerja 
program secara sistematis. Program yang tidak memberikan 
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kontribusi signifikan terhadap visi dapat direvisi atau dihentikan. 
Dengan demikian, alignment matrix membantu menjaga fokus 
organisasi pada tujuan strategis. Hal ini menegaskan peran matriks 
penyelarasan sebagai alat kontrol strategis (Romme et al., 2023) 

Peninjauan dan pembaruan alignment matrix secara berkala 
menjadi kebutuhan strategis dalam lingkungan technopreneurship 
yang dinamis. Perubahan teknologi dan pasar dapat memengaruhi 
relevansi program kerja terhadap visi organisasi. Dengan 
memperbarui matriks secara rutin, organisasi dapat menyesuaikan 
strategi operasionalnya. Proses ini juga memungkinkan organisasi 
mengintegrasikan inovasi baru yang lebih relevan. Selain itu, 
pembaruan alignment matrix mendukung pembelajaran 
organisasi. Dengan demikian, organisasi dapat terus meningkatkan 
kualitas penyelarasan visi dan program kerja. Matriks 
penyelarasan yang dinamis memastikan bahwa strategi 
technopreneurship tetap adaptif. Oleh karena itu, alignment matrix 
menjadi alat strategis yang berkelanjutan (Fabac, 2022). 

Integrasi Visi dalam Curriculum Development 

Integrasi vision dalam curriculum development merupakan 
strategi penting dalam menyelaraskan tujuan technopreneurship 
dengan proses pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai sarana 
utama untuk mentransfer nilai dan tujuan strategis organisasi 
kepada peserta didik. Dalam konteks technopreneurship, 
kurikulum harus mencerminkan visi inovasi teknologi dan 
kewirausahaan. Integrasi visi dalam kurikulum memastikan 
bahwa proses pembelajaran mendukung pencapaian tujuan 
strategis. Kurikulum yang selaras dengan visi membantu 
menyiapkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri dan 
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teknologi. Selain itu, integrasi visi memperkuat identitas organisasi 
pendidikan. Dengan demikian, curriculum development menjadi 
instrumen strategis dalam pengembangan technopreneurship 
(Zhong et al., 2022). 

Integrasi visi dalam kurikulum juga berperan dalam 
membangun kompetensi keberlanjutan dan kewirausahaan. 
Kurikulum yang dirancang berdasarkan visi organisasi mendorong 
pengembangan keterampilan inovatif dan kreatif. Dalam konteks 
technopreneurship, kompetensi ini sangat penting untuk 
menghadapi tantangan global. Integrasi visi memastikan bahwa 
pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif. 
Selain itu, kurikulum yang selaras dengan visi mendorong 
pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman. Hal ini 
meningkatkan kesiapan lulusan untuk berkontribusi dalam 
ekosistem technopreneurship. Dengan demikian, integrasi visi 
dalam kurikulum memiliki dampak jangka panjang terhadap 
kualitas sumber daya manusia (Riekki, 2021). 

Lebih lanjut, integrasi visi dalam curriculum development 
mendukung kesinambungan antara pendidikan dan tujuan 
organisasi. Kurikulum yang terintegrasi membantu menciptakan 
keselarasan antara visi institusi dan aspirasi peserta didik. Dalam 
technopreneurship, kesinambungan ini penting untuk 
menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Integrasi visi 
juga memperkuat hubungan antara organisasi pendidikan dan 
dunia industri. Dengan demikian, kurikulum menjadi alat strategis 
untuk mewujudkan visi organisasi secara nyata. Hal ini 
menegaskan bahwa curriculum development bukan sekadar 
aktivitas akademik, tetapi juga aktivitas strategis (Zhong et al., 
2022; Riekki & Mammela, 2021). 
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Indikator Kinerja Utama yang Selaras dengan Visi 

Indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators 
(KPI) merupakan alat penting untuk mengukur pencapaian visi 
organisasi secara objektif dan terukur. KPI menyediakan metrik 
yang mencerminkan keberhasilan tujuan strategis. Dalam konteks 
technopreneurship, KPI dapat mencakup indikator inovasi, 
pengembangan teknologi, dan dampak kewirausahaan. KPI yang 
selaras dengan visi memungkinkan organisasi memantau 
kemajuan secara sistematis. Selain itu, KPI berfungsi sebagai alat 
pengendalian dan evaluasi kinerja. KPI yang efektif harus memiliki 
keterkaitan langsung dengan visi dan tujuan strategis. Dengan 
demikian, KPI menjadi instrumen utama dalam penyelarasan visi 
dan tujuan technopreneurship (Grande-torraleja et al., 2023). 

Identifikasi KPI yang tepat juga membantu organisasi dalam 
pengambilan keputusan strategis. Dengan data kinerja yang 
terukur, organisasi dapat mengevaluasi efektivitas strategi 
technopreneurship. KPI memungkinkan organisasi 
mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selain itu, KPI 
membantu organisasi menilai dampak inovasi terhadap 
pencapaian visi. Dalam technopreneurship, pengukuran kinerja 
sangat penting karena tingginya tingkat ketidakpastian. KPI yang 
selaras dengan visi membantu mengelola ketidakpastian tersebut. 
Dengan demikian, KPI berfungsi sebagai alat navigasi strategis 
(Utrilla et al., 2022). 

Peninjauan KPI secara berkala merupakan praktik penting 
dalam menjaga relevansi strategi organisasi. Lingkungan bisnis 
dan teknologi yang dinamis menuntut organisasi untuk terus 
menyesuaikan indikator kinerja. Dengan meninjau KPI secara 
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rutin, organisasi dapat memastikan bahwa pengukuran kinerja 
tetap selaras dengan visi. Proses ini juga memungkinkan 
penyesuaian target sesuai dengan perubahan lingkungan. Selain 
itu, peninjauan KPI mendukung pembelajaran organisasi dan 
peningkatan berkelanjutan. Dengan demikian, organisasi dapat 
tetap adaptif tanpa kehilangan arah strategis. Praktik ini 
menegaskan bahwa penyelarasan visi dan tujuan 
technopreneurship bersifat dinamis dan berkelanjutan (Yuan et al., 
2023). 

 

2.4 Komunikasi dan Sosialisasi Visi 

Strategi komunikasi visi sangat penting untuk 
menyelaraskan pemangku kepentingan dengan tujuan organisasi 
dan memastikan implementasi yang sukses secara menyeluruh. 
Komunikasi yang efektif dari suatu visi melibatkan tidak hanya 
menyampaikan visi itu sendiri, tetapi juga membuatnya dapat 
dihubungkan dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pemangku 
kepentingan. Hal ini dapat dicapai melalui penceritaan strategis, 
penggunaan saluran media yang tepat, dan kepemimpinan yang 
kuat dan konsisten. Selain itu, mengatasi resistensi terhadap visi 
baru membutuhkan strategi khusus untuk melibatkan dan 
membujuk pemangku kepentingan agar mau berubah. Dalam 
konteks universitas technopreneur, penyampaian visi tidak bisa 
dilakukan secara sepihak, melainkan harus menjadi dialog yang 
konstruktif dan bermakna. Tanpa strategi yang matang, visi yang 
mulia hanya akan menjadi dokumen mati yang tidak menginspirasi 
perubahan nyata di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman 
mendalam tentang mekanisme komunikasi menjadi fondasi utama 
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dalam transformasi institusi pendidikan tinggi yang kompleks. 
Setiap langkah komunikasi harus dirancang untuk membangun 
kepercayaan dan komitmen jangka panjang dari seluruh sivitas 
akademika yang terlibat. 

Instrumen dan proses narasi memainkan peran krusial 
dalam mengatur pemangku kepentingan di sekitar agenda 
bersama yang telah ditetapkan oleh pimpinan universitas. 
Memanfaatkan cerita, label, dan perbandingan dapat membantu 
dalam mengatur pemangku kepentingan di sekitar agenda 
bersama yang strategis. Instrumen-instrumen ini dapat 
dimobilisasi melalui proses seperti mengulangi, mendukung, 
membuat humor, dan bertindak, seperti yang ditunjukkan dalam 
megaprojek High Speed Two (HS2) di Inggris. Penerapan teknik 
narasi semacam ini memungkinkan universitas untuk 
menyederhanakan kompleksitas visi technopreneur menjadi pesan 
yang mudah dicerna oleh semua orang. Pengulangan pesan kunci 
secara konsisten akan memperkuat ingatan kolektif mengenai arah 
masa depan institusi di benak setiap individu. Dukungan dari 
tokoh kunci akan memberikan legitimasi tambahan terhadap 
narasi yang dibangun oleh pimpinan universitas secara 
berkelanjutan. Humor dapat digunakan sebagai alat untuk 
mencairkan ketegangan selama proses perubahan yang sering kali 
menimbulkan kecemasan di kalangan staf. Tindakan nyata yang 
selaras dengan cerita akan membuktikan keseriusan universitas 
dalam mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan (Thorn et al., 
2020) 

Mengembangkan rencana keterlibatan terstruktur yang 
mencakup komunikasi dua arah dan mengantisipasi harapan 
masyarakat dapat mendorong penerimaan visi baru. Pendekatan 
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ini merupakan bagian dari Responsible Research and Innovation 
(RRI) yang menekankan tanggung jawab sosial dalam setiap 
langkah strategis. Resistensi terhadap perubahan adalah hal yang 
wajar dan harus dikelola dengan pendekatan yang sistematis dan 
empatik secara profesional. Komunikasi dua arah memungkinkan 
universitas untuk mendengar keluhan dan saran dari mereka yang 
merasa terdampak langsung oleh kebijakan baru. Antisipasi 
harapan masyarakat membantu universitas untuk menyesuaikan 
langkah strategis agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang 
negatif. Kerangka RRI memastikan bahwa inovasi yang dibawa 
oleh visi technopreneur tetap bertanggung jawab secara etis dan 
moral. Rencana yang terstruktur memberikan kejelasan bagi semua 
pihak mengenai tahapan dan mekanisme keterlibatan mereka 
dalam proses ini. Dengan demikian, transparansi dalam 
komunikasi akan mengurangi ketidakpastian yang sering menjadi 
sumber utama kecemasan organisasi (S. H. Id et al., 2022). 

Visi harus dirancang agar dapat ditindaklanjuti oleh semua 
lapisan organisasi tanpa terkecuali, dari dosen hingga mahasiswa. 
Jika visi terlalu abstrak, maka staf akan kesulitan 
menerjemahkannya menjadi tindakan operasional sehari-hari yang 
konkret. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam 
komunikasi visi harus lugas dan menghindari jargon yang 
membingungkan bagi awam. Setiap unit kerja harus memiliki 
panduan jelas tentang bagaimana kontribusi mereka mendukung 
pencapaian visi besar universitas. Keterlibatan awal dalam 
perumusan visi akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap 
target yang telah ditetapkan bersama. Universitas pun perlu 
menyediakan saluran umpan balik agar stakeholder dapat 
melaporkan hambatan dalam implementasi visi. Evaluasi berkala 
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terhadap pemahaman visi harus dilakukan untuk memastikan 
tidak terjadi distorsi pesan di tingkat bawah. Komitmen terhadap 
aksi nyata akan membedakan universitas yang serius 
bertransformasi dari yang hanya sekadar wacana belaka. 

Penyelarasan tujuan organisasi dengan harapan pemangku 
kepentingan adalah kunci legitimasi sosial universitas di mata 
publik. Ketika visi selaras dengan kebutuhan masyarakat, 
dukungan eksternal akan mengalir lebih deras kepada institusi. 
Hal ini memerlukan pemetaan stakeholder yang akurat untuk 
mengetahui siapa saja yang memiliki pengaruh signifikan. 
Universitas harus proaktif dalam mengomunikasikan manfaat visi 
bagi masing-masing kelompok pemangku kepentingan yang 
berbeda. Jangan sampai ada kelompok yang merasa dirugikan atau 
diabaikan dalam proses transformasi besar ini. Konsistensi pesan 
dari berbagai saluran komunikasi akan memperkuat keyakinan 
stakeholder terhadap arah perubahan yang diambil. Kepercayaan 
yang terbentuk akan menjadi modal sosial berharga saat 
universitas menghadapi krisis di masa depan. Pada akhirnya, 
strategi komunikasi yang inklusif akan menciptakan ekosistem 
yang mendukung pertumbuhan universitas secara berkelanjutan. 

Teknik Storytelling untuk Membuat Visi Lebih Relatable 

Melibatkan pemangku kepentingan dalam menciptakan 
cerita bersama dapat menumbuhkan empati dan hubungan yang 
lebih dalam dengan visi. Pendekatan ini telah efektif dalam konteks 
keberlanjutan, di mana pemangku kepentingan menciptakan 
narasi yang mencakup perspektif manusia dan bukan manusia. 
Dalam setting universitas, mahasiswa dan dosen dapat dilibatkan 
secara aktif untuk menyumbang perspektif mereka mengenai masa 
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depan kampus yang diinginkan. Keterlibatan ini menciptakan rasa 
kepemilikan yang kuat terhadap visi yang sedang dikembangkan 
bersama-sama secara kolaboratif. Empati yang tumbuh akan 
mengurangi jarak antara pimpinan universitas dan komunitas 
akademik di tingkat akar rumput, yang penting. Narasi yang 
inklusif memastikan bahwa tidak ada kelompok yang merasa 
terpinggirkan dalam proses transformasi besar ini. Hasilnya adalah 
komitmen yang lebih organik karena visi tersebut dirasakan 
sebagai milik bersama, bukan sekadar perintah atasan. Cerita 
bersama ini akan menjadi pengikat emosional yang kuat saat 
tantangan implementasi mulai muncul di lapangan (Talgorn & 
Ullerup, 2023). 

Bercerita partisipatif yang mencakup perspektif yang 
beragam dapat membantu mengatasi perlawanan dengan 
menumbuhkan empati dan rasa tujuan bersama di antara para 
pemangku kepentingan. Ketika berbagai suara didengar, perasaan 
terancam oleh perubahan dapat dikurangi secara signifikan dan 
drastis. Empati memungkinkan pihak yang berbeda pendapat 
untuk memahami alasan di balik keputusan strategis universitas 
yang diambil. Rasa tujuan bersama akan mengalihkan fokus dari 
perbedaan individu menuju pencapaian tujuan organisasi yang 
lebih besar dan mulia. Proses ini mengubah oposisi menjadi 
partisipasi aktif dalam co-creation solusi atas masalah yang 
dihadapi bersama. Dengan demikian, resistensi tidak lagi dilihat 
sebagai hambatan, melainkan sebagai masukan berharga untuk 
perbaikan strategi. Strategi ini memperkuat kohesi sosial dalam 
organisasi universitas yang sedang bertransformasi menuju 
keunggulan global. Keberagaman perspektif akan memperkaya 
narasi visi sehingga lebih relevan bagi semua kalangan. 
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Menulis cerita prospektif dapat melibatkan pemangku 
kepentingan dalam proses transformasi dengan memfasilitasi 
penyebaran pengetahuan dan mendorong perilaku baru. Metode 
ini telah terbukti efektif dalam manajemen perubahan organisasi 
yang sedang mengalami transisi signifikan. Cerita tentang masa 
depan yang diinginkan dapat memicu imajinasi dan motivasi 
untuk meninggalkan cara-cara lama yang tidak lagi relevan. 
Penyebaran pengetahuan melalui narasi membuat informasi teknis 
tentang technopreneurship menjadi lebih mudah dipahami oleh 
awam secara umum. Perilaku baru yang diharapkan dapat 
dimodelkan melalui karakter atau skenario yang digambarkan 
dalam cerita tersebut dengan jelas. Universitas dapat 
menggunakan metode ini untuk melatih mindset kewirausahaan 
bagi seluruh komunitas akademiknya tanpa terkecuali. Efektivitas 
metode ini terletak pada kemampuannya menyentuh aspek 
emosional manusia secara mendalam selain aspek kognitif. 
Transformasi mindset adalah langkah awal yang krusial sebelum 
perubahan struktural dapat dilakukan dengan sukses (Talgorn & 
Ullerup, 2023). 

Penggunaan platform digital dan media sosial untuk 
mendongeng memungkinkan penemuan kembali narasi agar 
sesuai dengan pola konsumsi modern. Pendekatan ini 
memungkinkan partisipasi aktif dari pengguna, membuat visi 
lebih relevan dan segera bagi audiens muda. Generasi mahasiswa 
saat ini mengonsumsi informasi melalui layar gadget, sehingga 
strategi komunikasi harus beradaptasi dengan kebiasaan tersebut. 
Platform digital memungkinkan interaksi dua arah yang instan 
antara penyampai visi dan penerima pesan di seluruh dunia. 
Narasi dapat diperbarui secara real-time untuk merespons isu-isu 
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yang sedang hangat di masyarakat kampus secara cepat. Relevansi 
visi akan terjaga karena konten dapat disesuaikan dengan tren 
yang sedang berlangsung di media sosial populer. Ketersegera 
informasi memastikan bahwa visi tetap hidup dalam percakapan 
sehari-hari mahasiswa dan dosen yang sibuk. Adaptasi terhadap 
pola konsumsi digital adalah syarat mutlak agar pesan visi tidak 
dianggap ketinggalan zaman (Marcos-garcía et al., 2021). 

Storytelling yang efektif harus mampu menjembatani 
kesenjangan antara visi abstrak dan realitas operasional harian. 
Cerita yang baik akan memberikan contoh nyata bagaimana visi 
tersebut memengaruhi pekerjaan sehari-hari seorang dosen atau 
mahasiswa. Tanpa contoh konkret, visi akan dianggap sebagai 
slogan pemasaran yang kosong tanpa substansi nyata. Oleh karena 
itu, pelatihan kemampuan bercerita harus diberikan kepada para 
pemimpin unit kerja di universitas. Mereka akan menjadi corong 
yang meneruskan narasi visi kepada tim mereka masing-masing 
dengan bahasa yang sesuai. Konsistensi cerita dari berbagai 
pemimpin unit akan menciptakan harmoni dalam pemahaman visi 
secara keseluruhan. Evaluasi terhadap efektivitas cerita harus 
dilakukan secara berkala untuk memastikan pesan tetap 
tersampaikan dengan baik. Pada akhirnya, storytelling adalah seni 
memanusiakan data dan strategi agar dapat diterima oleh hati 
nurani manusia. 

Media dan Channel Komunikasi yang Efektif 

Dalam lanskap media saat ini, memanfaatkan beragam 
platform seperti media sosial, situs video, dan klien seluler sangat 
penting. Platform ini memiliki tingkat eksposur yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan media tradisional, membuatnya efektif 
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untuk menjangkau audiens yang luas. Universitas tidak bisa lagi 
hanya mengandalkan mading fisik atau surat edaran resmi untuk 
menyosialisasikan visi besar mereka. Situs video seperti YouTube 
dapat digunakan untuk menampilkan profil sukses alumni 
technopreneur yang menginspirasi mahasiswa saat ini. Klien 
seluler memastikan bahwa informasi visi dapat diakses kapan saja 
dan di mana saja oleh sivitas akademika yang mobile. Tingkat 
eksposur yang tinggi meningkatkan peluang visi tersebut menjadi 
bagian dari kesadaran kolektif kampus secara signifikan. 
Diversifikasi saluran komunikasi juga meminimalkan risiko pesan 
tidak sampai kepada kelompok tertentu yang terisolasi. Strategi 
media menuntut kreativitas dalam mengemas konten agar menarik 
perhatian di tengah banjir informasi (Jin et al., 2023). 

Alat seperti Presenter Akademik dapat mengubah data 
kompleks menjadi cerita yang menarik secara visual, membuatnya 
dapat diakses oleh khalayak yang beragam. Pendekatan ini sangat 
berguna di bidang-bidang seperti penelitian energi dan iklim yang 
sarat dengan data teknis. Data mengenai dampak ekonomi dari 
universitas technopreneur sering kali terlalu rumit untuk dipahami 
tanpa bantuan visualisasi yang baik. Dengan mengubah angka 
menjadi grafik atau infografis yang menarik, pesan menjadi lebih 
persuasif dan mudah diingat oleh semua orang. Khalayak yang 
beragam, termasuk mahasiswa dari disiplin nonteknik, dapat 
memahami pentingnya inovasi teknologi melalui visual ini. 
Visualisasi yang baik dapat menjembatani kesenjangan 
pemahaman antara ahli teknologi dan pemangku kepentingan 
umum dengan efektif. Hal ini mendukung transparansi dan 
akuntabilitas dalam pelaporan kemajuan pencapaian visi 
universitas kepada publik. Kemampuan menyajikan data secara 
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visual adalah kompetensi penting bagi tim komunikasi universitas 
modern (Aliabadi et al., 2023). 

Integrasi antara media tradisional dan digital akan 
menciptakan jangkauan komunikasi yang maksimal dan 
menyeluruh. Meskipun media digital dominan, media tradisional 
masih memiliki tempat bagi kelompok stakeholder tertentu yang 
kurang melek teknologi. Surat kabar kampus atau majalah internal 
masih dapat menjadi sarana dokumentasi resmi yang berharga bagi 
sejarah institusi. Kombinasi kedua jenis media ini akan memastikan 
tidak ada celah informasi yang tertinggal dalam proses sosialisasi. 
Pesan yang konsisten di semua saluran akan memperkuat 
kredibilitas informasi yang disampaikan oleh pimpinan 
universitas. Evaluasi terhadap efektivitas setiap saluran harus 
dilakukan untuk mengalokasikan sumber daya komunikasi secara 
efisien. Universitas pun perlu mempertimbangkan preferensi 
media dari berbagai generasi yang ada di dalam kampus. 
Fleksibilitas dalam penggunaan media akan meningkatkan 
adaptabilitas strategi komunikasi terhadap perubahan teknologi. 

Kecepatan distribusi informasi melalui saluran digital 
memungkinkan respons cepat terhadap isu yang berkembang di 
lingkungan kampus. Hoaks atau misinformasi mengenai visi 
universitas dapat diluruskan dengan segera melalui saluran resmi 
yang terpercaya. Keberadaan saluran komunikasi yang responsif 
akan membangun kepercayaan stakeholder terhadap transparansi 
manajemen universitas. Namun, kecepatan ini juga menuntut 
ketelitian agar tidak terjadi kesalahan informasi yang dapat 
merusak reputasi institusi. Tim komunikasi harus siap siaga untuk 
mengelola krisis komunikasi yang mungkin timbul akibat 
misinterpretasi visi. Protokol komunikasi krisis harus disiapkan 
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sejak awal sebelum masalah benar-benar terjadi di lapangan. 
Pelatihan bagi juru bicara universitas akan memastikan pesan yang 
keluar tetap terjaga konsistensinya dan akurasinya. Manajemen 
saluran komunikasi yang profesional adalah investasi penting bagi 
keberlangsungan reputasi universitas di masa depan. 

Pemilihan saluran komunikasi harus disesuaikan dengan 
karakteristik pesan dan target audiens yang ingin dicapai. Pesan 
yang bersifat emosional mungkin lebih cocok disampaikan melalui 
video atau cerita visual yang menyentuh hati. Sementara itu, pesan 
yang bersifat teknis memerlukan dokumen tertulis atau presentasi 
data yang rinci dan akurat. Pemetaan audiens akan membantu tim 
komunikasi menentukan mix media yang paling optimal untuk 
setiap kampanye visi. Tidak ada satu saluran pun yang dapat 
diandalkan sepenuhnya untuk menjangkau seluruh pemangku 
kepentingan yang heterogen. Oleh karena itu, strategi komunikasi 
harus bersifat multimodal untuk memastikan inklusivitas 
penerimaan pesan. Monitoring terhadap engagement di setiap 
saluran akan memberikan data berharga untuk perbaikan strategi 
di masa mendatang. Efektivitas saluran komunikasi akan 
menentukan seberapa jauh visi dapat meresap ke dalam budaya 
organisasi universitas. 

Peran Kepemimpinan dalam Memperjuangkan Visi 

Kepemimpinan yang efektif melibatkan membangun 
kepercayaan dan menciptakan lingkungan kolaboratif di antara 
para pemangku kepentingan yang beragam. Pemimpin harus 
menyelaraskan agenda yang berbeda dan menumbuhkan jaringan 
kerja sama untuk memastikan implementasi visi yang sukses. 
Tanpa kepercayaan dari bawah, visi sebesar apa pun akan sulit 
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untuk dieksekusi di lapangan secara konsisten dan benar. 
Lingkungan kolaboratif memungkinkan terjadinya pertukaran ide 
yang bebas untuk menyempurnakan strategi implementasi visi 
yang ada. Pemimpin universitas harus bertindak sebagai jembatan 
yang menghubungkan berbagai kepentingan fakultas dan unit 
kerja yang berbeda. Penyelarasan agenda mencegah terjadinya 
konflik internal yang dapat menghambat laju transformasi institusi 
secara serius. Jaringan kerja sama yang kuat akan menjadi modal 
sosial utama dalam menghadapi tantangan eksternal yang dinamis. 
Kepemimpinan tempat memerlukan kepekaan terhadap konteks 
lokal di mana universitas tersebut beroperasi dan berkembang 
(Ganske & Carbon, 1993). 

Pemimpin dapat menggunakan cerita strategis untuk 
menciptakan rasa supremasi moral dan identitas kolektif di antara 
para pemangku kepentingan. Narasi yang dibangun oleh 
pemimpin harus mampu menyentuh nilai-nilai luhur yang 
dipegang oleh komunitas universitas secara mendalam. Rasa 
supremasi moral ini bukan tentang kesombongan melainkan 
tentang keyakinan pada misi mulia pendidikan tinggi untuk 
bangsa. Identitas kolektif yang terbentuk akan memperkuat 
solidaritas antaranggota organisasi dalam mencapai tujuan 
bersama yang ambisius. Ketika pemimpin bercerita secara autentik, 
pengikut akan merasa terhubung secara emosional dengan arah 
yang dituju dengan pasti. Alat ini sangat ampuh untuk menggalang 
dukungan saat sumber daya sedang terbatas atau saat menghadapi 
krisis yang berat. Konsistensi antara cerita pemimpin dan tindakan 
nyata akan menentukan kredibilitas kepemimpinan tersebut di 
mata semua. Cerita strategis adalah senjata utama pemimpin untuk 



 

 
 

101 

menggerakkan massa menuju perubahan yang diinginkan 
(Hartley, 2023). 

Kepemimpinan harus adaptif dan responsif terhadap 
kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang berkembang 
untuk mempertahankan keterlibatan dan dukungan. Pemimpin 
yang kaku akan gagal mempertahankan dukungan ketika 
dinamika eksternal berubah dengan cepat dan tidak terduga. 
Kemampuan mendengarkan menjadi kunci bagi pemimpin untuk 
menangkap sinyal perubahan dari lingkungan internal maupun 
eksternal. Fleksibilitas dalam strategi tidak berarti mengorbankan 
visi utama, melainkan menyesuaikan cara pencapaiannya dengan 
kondisi nyata. Pemimpin harus berani mengambil keputusan sulit 
demi keberlanjutan institusi di tengah tekanan yang beragam. 
Keteladanan pemimpin dalam menjalankan nilai-nilai visi akan 
menjadi contoh bagi seluruh anggota organisasi untuk diikuti. 
Komunikasi terbuka dari pemimpin akan mengurangi spekulasi 
liar yang dapat merusak moral kerja sivitas akademika. 
Kepemimpinan yang visioner adalah tentang kemampuan melihat 
masa depan sambil tetap memijak pada realitas saat ini. 

Visi harus diperjuangkan oleh pemimpin bukan hanya 
melalui kata-kata, tetapi juga melalui alokasi sumber daya yang 
nyata. Komitmen pemimpin terlihat dari seberapa besar anggaran 
yang dialokasikan untuk program-program yang mendukung visi 
tersebut. Tanpa dukungan sumber daya, visi hanya akan menjadi 
janji manis yang tidak pernah terwujud menjadi kenyataan. 
Pemimpin harus mampu meyakinkan donor dan pemerintah untuk 
mendukung agenda strategis universitas yang telah dirumuskan. 
Prioritas anggaran harus mencerminkan prioritas strategis yang 
tertuang dalam dokumen visi institusi secara jelas. Transparansi 
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dalam penggunaan sumber daya akan meningkatkan akuntabilitas 
pemimpin di mata pemangku kepentingan internal. Evaluasi 
kinerja pemimpin harus mencakup indikator pencapaian visi, 
bukan hanya indikator keuangan semata. Kepemimpinan yang 
bertanggung jawab akan memastikan bahwa setiap rupiah yang 
dikeluarkan berkontribusi pada visi jangka panjang. 

Kolaborasi antara pemimpin dan manajer tingkat menengah 
sangat penting untuk menerjemahkan visi menjadi aksi 
operasional. Manajer tingkat menengah adalah ujung tombak yang 
berinteraksi langsung dengan staf pelaksana sehari-hari. Mereka 
perlu dibekali pemahaman yang cukup mendalam tentang visi 
agar dapat menjelaskannya kepada tim mereka. Pemimpin puncak 
harus secara rutin bertemu dengan manajer tingkat menengah 
untuk memastikan_alignment pesan dan strategi. Forum dialog 
antara pemimpin dan manajer akan menjadi sarana untuk 
mengatasi hambatan implementasi di tingkat lapangan. Dukungan 
terhadap pengembangan kapasitas manajer akan meningkatkan 
efektivitas penyebaran visi ke seluruh lapisan organisasi. 
Pengakuan terhadap kontribusi manajer dalam visi akan 
memotivasi mereka untuk terus berkinerja terbaik. Sinergi antara 
pemimpin puncak dan manajer menengah adalah kunci 
keberhasilan eksekusi strategi universitas. 

Strategi Mengatasi Resistance Terhadap Visi Baru 

Mengembangkan rencana keterlibatan terstruktur yang 
mencakup komunikasi dua arah dan mengantisipasi harapan 
masyarakat dapat mendorong penerimaan visi baru. Pendekatan 
ini merupakan bagian dari Responsible Research and Innovation 
(RRI) yang menekankan tanggung jawab sosial. Resistensi terhadap 
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perubahan adalah hal yang wajar dan harus dikelola dengan 
pendekatan yang sistematis dan empatik secara profesional. 
Komunikasi dua arah memungkinkan universitas untuk 
mendengar keluhan dan saran dari mereka yang merasa 
terdampak langsung. Antisipasi harapan masyarakat membantu 
universitas untuk menyesuaikan langkah strategis agar tidak 
menimbulkan gejolak sosial yang negatif. Kerangka RRI 
memastikan bahwa inovasi yang dibawa oleh visi technopreneur 
tetap bertanggung jawab secara etika dan moral. Rencana yang 
terstruktur memberikan kejelasan bagi semua pihak mengenai 
tahapan dan mekanisme keterlibatan mereka dalam proses ini. 
Dengan demikian, transparansi dalam komunikasi akan 
mengurangi ketidakpastian yang sering menjadi sumber utama 
kecemasan organisasi (Hollmann et al., 2022). 

Bercerita partisipatif yang mencakup perspektif yang 
beragam dapat membantu mengatasi perlawanan dengan 
menumbuhkan empati dan rasa tujuan bersama. Ketika berbagai 
suara didengar, perasaan terancam oleh perubahan dapat 
dikurangi secara signifikan dan drastis. Empati memungkinkan 
pihak yang berbeda pendapat untuk memahami alasan di balik 
keputusan strategis universitas yang diambil. Rasa tujuan bersama 
akan mengalihkan fokus dari perbedaan individu menuju 
pencapaian tujuan organisasi yang lebih besar. Proses ini 
mengubah oposisi menjadi partisipasi aktif dalam co-creation 
solusi atas masalah yang dihadapi bersama. Dengan demikian, 
resistensi tidak lagi dilihat sebagai hambatan, melainkan sebagai 
masukan berharga untuk perbaikan strategi. Strategi ini 
memperkuat kohesi sosial dalam organisasi universitas yang 
sedang bertransformasi menuju keunggulan global. Keberagaman 
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perspektif akan memperkaya narasi visi sehingga lebih relevan 
bagi semua kalangan (Talgorn & Ullerup, 2023). 

Sementara strategi ini memberikan pendekatan 
komprehensif untuk berkomunikasi dan menerapkan visi, penting 
untuk mempertimbangkan potensi tantangan dan keterbatasan. 
Misalnya, efektivitas mendongeng dan saluran media dapat 
bervariasi tergantung pada faktor budaya dan kontekstual dari 
pemangku kepentingan yang terlibat. Selain itu, sementara 
kepemimpinan memainkan peran penting, kepemimpinan harus 
adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan pemangku 
kepentingan yang berkembang. Tidak ada satu ukuran yang cocok 
untuk semua dalam strategi komunikasi visi universitas yang 
kompleks dan beragam. Faktor budaya lokal dapat memengaruhi 
bagaimana pesan diterima dan ditafsirkan oleh komunitas 
akademik yang heterogen. Kepemimpinan yang kaku akan gagal 
mempertahankan dukungan ketika dinamika eksternal berubah 
dengan cepat dan tidak terduga. Oleh karena itu, evaluasi 
berkelanjutan terhadap strategi komunikasi harus dilakukan untuk 
memastikan relevansinya sepanjang waktu. Keberhasilan akhir 
bergantung pada kemampuan institusi untuk belajar dan 
beradaptasi sepanjang proses implementasi visi yang panjang. 

Pendidikan dan pelatihan mengenai perubahan harus 
diberikan kepada stakeholder untuk mengurangi ketakutan akan 
ketidakmampuan beradaptasi. Banyak resistensi muncul karena 
stakeholder merasa tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan 
untuk visi baru yang menuntut keterampilan berbeda. Universitas 
harus menyediakan program upskilling dan reskilling untuk 
mempersiapkan SDM menghadapi tuntutan technopreneurship. 
Dukungan psikologis juga diperlukan bagi mereka yang merasa 



 

 
 

105 

tertekan dengan beban perubahan yang terlalu cepat. Menciptakan 
lingkungan yang aman untuk gagal akan mendorong inovasi dan 
mengurangi ketakutan akan hukuman atas kesalahan. 
Penghargaan terhadap usaha adaptasi akan memotivasi 
stakeholder untuk terus mencoba meskipun menghadapi kesulitan 
awal. Komunikasi yang jujur mengenai tantangan yang akan 
dihadapi akan mempersiapkan mental stakeholder untuk 
perjalanan yang tidak mudah. Dukungan holistik terhadap 
stakeholder adalah kunci untuk mengubah resistensi menjadi 
energi positif untuk perubahan. 

Evaluasi pasca-implementasi komunikasi visi penting untuk 
mengukur tingkat penerimaan dan pemahaman stakeholder secara 
akurat. Survei dan fokus group discussion dapat digunakan untuk 
mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif mengenai persepsi 
visi. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar untuk revisi strategi 
komunikasi pada periode berikutnya agar lebih efektif. Universitas 
pun perlu merayakan kemenangan kecil dalam proses 
implementasi visi untuk menjaga momentum perubahan tetap 
hidup. Pengakuan terhadap kontribusi individu dalam visi akan 
memperkuat budaya kinerja yang berorientasi pada tujuan 
bersama. Pembelajaran dari kegagalan komunikasi harus 
didokumentasikan sebagai lessons learned untuk perbaikan di 
masa depan. Komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan akan 
menunjukkan keseriusan universitas dalam mewujudkan visi yang 
telah dicanangkan. Pada akhirnya, mengatasi resistensi adalah 
proses terus-menerus yang memerlukan kesabaran dan ketekunan 
dari seluruh pimpinan universitas. 
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2.5 Review dan Adaptasi Pernyataan Visi 

Siklus tinjauan pernyataan visi yang ideal sangat penting 
bagi organisasi untuk tetap relevan dan responsif terhadap 
perubahan lingkungan yang dinamis setiap saat. Siklus ini harus 
sistematis, melibatkan penilaian dan pembaruan rutin untuk 
memastikan keselarasan dengan tujuan organisasi dan kondisi 
eksternal yang berubah secara signifikan. Proses peninjauan harus 
partisipatif, melibatkan beragam pemangku kepentingan untuk 
menangkap berbagai perspektif dan wawasan yang berharga bagi 
institusi pendidikan tinggi. Pendekatan ini tidak hanya 
meningkatkan relevansi pernyataan visi, tetapi juga 
menumbuhkan rasa kepemilikan di antara para pemangku 
kepentingan yang terlibat secara aktif. Bagian berikut menguraikan 
komponen kunci dari siklus tinjauan pernyataan visi yang efektif, 
termasuk titik pemicu untuk revisi, metode pemantauan, audit 
partisipatif, dan strategi manajemen perubahan. Tanpa mekanisme 
tinjauan yang jelas, visi organisasi berisiko menjadi usang dan tidak 
lagi mampu mengarahkan strategi jangka panjang dengan efektif 
dan efisien. Organisasi yang gagal memperbarui visinya sering kali 
kehilangan arah di tengah turbulensi pasar yang semakin 
kompleks dan tidak terduga bagi semua pihak. Oleh karena itu, 
pemahaman mendalam tentang mekanisme review menjadi 
fondasi utama dalam transformasi institusi pendidikan tinggi yang 
kompleks dan berlapis. 

Pernyataan visi harus ditinjau secara berkala, seperti setiap 
tahun atau dua tahunan, untuk memastikan mereka tetap selaras 
dengan tujuan strategis organisasi dan perubahan lingkungan 
eksternal. Abrahamsen et al. (2023) menekankan bahwa interval 
reguler ini mencegah visi menjadi statis di tengah dinamika global 
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yang bergerak sangat cepat dan tanpa henti. Perubahan signifikan 
dalam lingkungan eksternal, seperti kemajuan teknologi, 
perubahan peraturan, atau pergeseran dinamika pasar, harus 
memicu tinjauan pernyataan visi secara segera dan tepat. Loorbach 
(2022) dan Rieg et al. (2023)  menyoroti bahwa titik pemicu ini 
penting agar organisasi tidak tertinggal oleh disrupsi yang terjadi 
tiba-tiba dan merusak tatanan. Jika organisasi menunggu jadwal 
rutin saja tanpa merespons pemicu eksternal, mereka mungkin 
kehilangan peluang strategis yang krusial untuk pertumbuhan 
berkelanjutan. Sebaliknya, reaksi yang terlalu sering terhadap 
setiap perubahan kecil dapat menyebabkan ketidakstabilan arah 
strategis organisasi dalam jangka panjang yang merugikan. 
Keseimbangan antara jadwal tetap dan responsivitas terhadap 
pemicu khusus adalah kunci keberhasilan manajemen visi yang 
adaptif dan tangguh. Proses ini memerlukan sistem peringatan dini 
yang mampu mendeteksi sinyal perubahan dari lingkungan 
eksternal secara akurat dan tepat waktu untuk tindakan lanjut. 

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk 
karyawan, pelanggan, dan mitra, dalam proses peninjauan 
memastikan bahwa perspektif yang beragam dipertimbangkan 
dengan serius dan adil. Hara et al.(2023) Dan Hollebeek et al. (2022) 
menyatakan bahwa keterlibatan ini meningkatkan relevansi dan 
penerimaan visi di seluruh lapisan organisasi secara signifikan dan 
nyata. Ketika pemangku kepentingan merasa didengar, mereka 
cenderung lebih mendukung implementasi visi baru yang telah 
disepakati bersama dalam forum diskusi yang terbuka. Partisipasi 
aktif juga membantu mengidentifikasi blind spot yang mungkin 
tidak terlihat oleh pimpinan puncak yang berada di menara gading 
manajemen yang tinggi. Diversitas pandangan dari berbagai 
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kelompok memastikan bahwa visi tidak hanya menguntungkan 
satu pihak saja, melainkan seluruh ekosistem organisasi yang luas. 
Proses inklusif ini membangun legitimasi sosial bagi visi tersebut 
sehingga lebih mudah dikomunikasikan kepada publik luas 
dengan keyakinan penuh. Tanpa keterlibatan stakeholder, revisi 
visi berisiko dianggap sebagai keputusan sepihak yang tidak 
memperhatikan kebutuhan nyata di lapangan operasional. Oleh 
karena itu, mekanisme partisipasi harus dirancang secara 
demokratis dan transparan untuk semua pihak yang terlibat dalam 
proses strategis ini. 

Memantau Relevansi dengan Perubahan Waktu 

Pemindaian lingkungan secara teratur membantu organisasi 
mengidentifikasi tren dan perubahan yang dapat memengaruhi 
visi mereka secara fundamental dan mendalam setiap waktunya. 
Ini termasuk pemantauan faktor teknologi, ekonomi, sosial, dan 
politik yang membentuk konteks operasional organisasi setiap 
harinya tanpa terkecuali. Abrahamsen et al. (2023) kembali 
menegaskan bahwa data dari pemindaian ini adalah input kritis 
untuk menilai apakah visi masih relevan atau perlu disesuaikan 
dengan kondisi. Membangun mekanisme umpan balik, seperti 
survei dan kelompok fokus, memungkinkan organisasi untuk 
mengumpulkan wawasan dari pemangku kepentingan tentang 
relevansi dan efektivitas visi. Winden et al. (2023) menjelaskan 
bahwa umpan balik langsung dari pengguna layanan memberikan 
gambaran nyata tentang dampak visi terhadap kehidupan mereka 
sehari-hari. Data kualitatif dari diskusi kelompok sering kali 
mengungkapkan nuansa yang tidak tertangkap oleh survei 
kuantitatif semata, sehingga perlu dikombinasikan dengan hati-
hati. Integrasi kedua jenis data ini memberikan pemahaman 
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holistik tentang posisi organisasi di tengah perubahan waktu yang 
terus berjalan tanpa henti. Hasil analisis ini harus 
didokumentasikan dengan rapi sebagai dasar objektif untuk 
keputusan revisi visi di masa mendatang yang kritis. 

Memanfaatkan pendekatan Teori Perubahan dapat 
membantu organisasi memantau dan mengevaluasi dampak visi 
mereka secara sistematis dan terukur dengan baik. Winden et al. 
(2023) menyatakan bahwa metode ini memastikan visi tetap selaras 
dengan tujuan strategis dan dapat beradaptasi dengan perubahan 
yang terjadi di lapangan. Teori Perubahan menghubungkan 
aktivitas organisasi dengan hasil yang diharapkan melalui rantai 
kausalitas yang logis dan dapat diuji validitasnya secara ilmiah. 
Jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan jalur yang dipetakan, 
maka organisasi perlu meninjau kembali asumsi dasar dalam visi 
mereka dengan segera. Evaluasi dampak ini bukan hanya tentang 
angka kinerja, melainkan juga tentang perubahan sosial yang ingin 
diciptakan oleh organisasi untuk masyarakat. Pendekatan ini 
memaksa pimpinan untuk berpikir kritis tentang apakah strategi 
saat ini benar-benar mengarah pada tujuan akhir yang diinginkan 
bersama. Fleksibilitas dalam menyesuaikan teori perubahan 
memungkinkan organisasi untuk belajar dari kegagalan dan 
keberhasilan yang dialami selama implementasi visi. Dengan 
demikian, visi menjadi dokumen hidup yang berkembang seiring 
dengan pembelajaran organisasi yang berkelanjutan dari waktu ke 
waktu secara alami. 

Proses Audit Partisipatif 

Tabel 2.5 berikut merangkum mekanisme kunci dalam 
proses review visi, di mana audit partisipatif fokus pada aspek 
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manusia dan nilai melalui dialog, sementara pendekatan tingkat 
meso fokus pada aspek struktural dan kontekstual untuk 
memastikan implementasi yang efisien dan kohesif 

Tabel 2.5  Proses Audit Partisipatif 

Komponen 
Utama 

Mekanisme & Deskripsi Manfaat & Implikasi Strategis 

Dialog 
Pemangku 
Kepentingan 
dan Audit 
Partisipatif 

1. Dialog Terbuka: 
Menjadi jantung dari 
proses audit 
partisipatif yang 
sehat dan konstruktif 
bagi semua pihak 

2. Integrasi Audit & 
Umpan Balik: 
Menggabungkan 
proses pemeriksaan 
dengan mekanisme 
umpan balik secara 
simultan. 

3. Diskusi Sejawat: 
Melibatkan 
pertukaran 
pandangan antara 
rekan sejawat untuk 
memperkaya 
perspektif. 

1. Refleksi & Kepemilikan: 
Mendorong refleksi 
mendalam yang 
menumbuhkan rasa 
kepemilikan yang kuat 
terhadap hasil akhir visi. 

2. Pembelajaran Bersama: 
Audit diposisikan sebagai 
momen belajar bersama 
mengenai arah masa 
depan organisasi yang 
lebih baik. 

3. Benchmarking Internal: 
Memungkinkan berbagi 
praktik terbaik antarunit 
kerja untuk mewujudkan 
visi secara efektif. 

4. Identifikasi Kesenjangan: 
Membantu menemukan 
jarak antara nilai yang 
dinyatakan dalam visi 
dengan nilai yang 
dipraktikkan sehari-hari. 

5. Transparansi & 
Kepercayaan: 
Meningkatkan 
kepercayaan publik 
terhadap integritas 
organisasi dalam 
menjalankan misi mulia. 

Pendekatan 
Tingkat Meso 

1. KKerangka Kerja 
Lima Pilar: 
Menggunakan 

1. RElevansi Lokal: 
Memastikan pernyataan 
visi memenuhi kebutuhan 
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struktur spesifik 
untuk 
mengidentifikasi 
area utama 
keterlibatan 
pemangku 
kepentingan. 

2. Posisi Strategis: 
Berfungsi sebagai 
jembatan yang 
menghubungkan 
strategi 
makroorganisasi 
dengan 
implementasi mikro 
di tingkat unit kerja. 

3. Fokus Kontekstual: 
Menitikberatkan 
pada kondisi lokal 
yang unik dan 
beragamnya 
karakteristik. 

spesifik di setiap wilayah 
tanpa terasa asing. 

2. Efisiensi Sumber Daya: 
Mencegah pemborosan 
pada aktivitas yang tidak 
memberikan dampak 
signifikan bagi 
pencapaian visi utama. 

3. Koordinasi Departemen: 
Memudahkan sinergi 
antara berbagai 
departemen yang 
memiliki fungsi berbeda 
namun tujuan yang sama. 

4. Adaptasi Operasional: 
Menyesuaikan visi global 
agar tetap relevan dengan 
realitas operasional 
sehari-hari yang dihadapi 
staf. 

5. Kohesi Organisasi: 
Memperkuat kesatuan 
organisasi dengan 
menyelaraskan berbagai 
bagian menjadi satu 
kesatuan yang utuh. 

 

Melakukan dialog dengan pemangku kepentingan 
memfasilitasi pertukaran ide dan umpan balik, memastikan bahwa 
pernyataan visi mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai kolektif 
organisasi. Fazey et al. (2020) menekankan bahwa dialog terbuka 
adalah jantung dari proses audit partisipatif yang sehat dan 
konstruktif bagi semua pihak yang terlibat. Menggabungkan 
proses audit dan umpan balik, dikombinasikan dengan diskusi 
sejawat, dapat meningkatkan kualitas dan relevansi pernyataan visi 
dengan mendorong refleksi mendalam. Winden et al. (2023) 
menambahkan bahwa refleksi yang lebih dalam di antara para 
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pemangku kepentingan menumbuhkan rasa kepemilikan yang 
kuat terhadap hasil akhir. Audit bukan sekadar pemeriksaan 
kepatuhan, melainkan momen untuk belajar bersama mengenai 
arah masa depan organisasi yang lebih baik dan mulia. Diskusi 
sejawat memungkinkan benchmarking internal antarunit kerja 
untuk berbagi praktik terbaik dalam mewujudkan visi tersebut 
secara efektif. Proses ini juga membantu mengidentifikasi 
kesenjangan antara nilai yang dinyatakan dalam visi dan nilai yang 
benar-benar dipraktikkan sehari-hari oleh staf. Transparansi dalam 
proses audit akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap 
integritas organisasi dalam menjalankan misi mulianya dengan 
penuh tanggung jawab. 

Menerapkan pendekatan tingkat meso, seperti kerangka 
kerja Lima Pilar, dapat membantu mengidentifikasi area utama 
untuk keterlibatan pemangku kepentingan secara efektif dan tepat. 
O’Hara et al. (2023) menyarankan bahwa pendekatan ini 
memastikan bahwa pernyataan visi memenuhi kebutuhan lokal 
dan kontekstual yang spesifik di setiap wilayah. Tingkat meso 
menjembatani kesenjangan antara strategi makroorganisasi dan 
implementasi mikro di tingkat unit kerja atau individu yang 
beragam. Dengan fokus pada level ini, organisasi dapat 
menyesuaikan visi global agar tetap relevan dengan kondisi lokal 
yang unik dan beragam karakternya. Identifikasi area keterlibatan 
yang tepat mencegah pemborosan sumber daya pada aktivitas 
yang tidak memberikan dampak signifikan bagi pencapaian visi 
utama. Kerangka kerja yang terstruktur memudahkan koordinasi 
antara berbagai departemen yang memiliki fungsi berbeda namun 
tujuan yang sama untuk dicapai. Adaptasi kontekstual ini penting 
agar visi tidak terasa asing atau terlalu jauh dari realitas 
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operasional sehari-hari yang dihadapi staf. Pada akhirnya, 
pendekatan tingkat meso memperkuat kohesi organisasi dengan 
menyelaraskan berbagai bagian menjadi satu kesatuan yang utuh 
dan kuat. 

Manajemen Perubahan dalam Transisi Visi 

Strategi komunikasi yang jelas sangat penting untuk 
mengelola transisi ke visi baru agar tidak menimbulkan 
kebingungan di kalangan internal organisasi. Ini termasuk 
mengartikulasikan alasan perubahan dan manfaat yang akan 
dibawanya bagi organisasi dan para pemangku kepentingannya 
secara rinci dan jelas. Rieg et al. (2023)Menegaskan bahwa 
komunikasi yang buruk sering menjadi penyebab utama kegagalan 
dalam adopsi visi baru di banyak institusi pendidikan. 
Memberikan pelatihan dan dukungan kepada pemangku 
kepentingan membantu mereka memahami dan merangkul visi 
baru dengan lebih mudah dan cepat daripada sebelumnya. 
Asadzadeh et al. (2022) menjelaskan bahwa pelatihan yang 
memadai mengurangi resistensi dan memfasilitasi transisi yang 
lebih mulus tanpa gejolak yang merugikan. Dukungan psikologis 
juga diperlukan bagi mereka yang merasa tertekan dengan beban 
perubahan yang terlalu cepat dan mendadak dalam proses ini. 
Menciptakan lingkungan yang aman untuk gagal akan mendorong 
inovasi dan mengurangi ketakutan akan hukuman atas kesalahan 
selama transisi visi berlangsung. Komunikasi yang jujur mengenai 
tantangan yang akan dihadapi akan mempersiapkan mental 
stakeholder untuk perjalanan yang tidak mudah ini dengan siap. 

Menerapkan perubahan secara bertahap memungkinkan 
organisasi untuk mengelola transisi dengan lebih efektif dan 
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terkendali sesuai rencana yang telah disusun. Membuat 
penyesuaian sesuai kebutuhan berdasarkan umpan balik 
pemangku kepentingan dan perubahan lingkungan adalah kunci 
dari pendekatan inkremental ini. Ottaviani et al.(2023) menyoroti 
bahwa implementasi bertahap memberikan ruang bagi organisasi 
untuk belajar dan beradaptasi di setiap tahapannya dengan baik. 
Jika terjadi kesalahan dalam tahap awal, dampaknya dapat 
diminimalkan sebelum meluas ke seluruh sistem organisasi dan 
merusak. Pendekatan ini juga memungkinkan adanya perayaan 
kemenangan kecil yang dapat memotivasi staf untuk terus 
bergerak maju menuju visi besar. Fleksibilitas dalam jadwal 
implementasi memungkinkan organisasi untuk merespons 
kendala sumber daya yang mungkin muncul tiba-tiba di tengah 
jalan. Evaluasi berkala di setiap tahap implementasi memastikan 
bahwa organisasi tetap berada di jalur yang benar menuju tujuan 
akhir yang diharapkan. Dengan demikian, risiko kegagalan total 
dapat dikurangi secara signifikan melalui manajemen transisi yang 
hati-hati dan terukur dengan cermat. 

Tantangan dan Fleksibilitas Kontekstual 

Sementara strategi yang diuraikan memberikan kerangka 
kerja yang kuat untuk meninjau dan mengadaptasi pernyataan visi, 
penting untuk menyadari bahwa setiap organisasi beroperasi 
dalam konteks yang unik. Oleh karena itu, fleksibilitas dan 
kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk memastikan bahwa 
pernyataan visi tetap relevan dan efektif di segala situasi yang ada. 
Selain itu, organisasi harus memperhatikan tantangan potensial, 
seperti resistensi pemangku kepentingan atau kendala sumber 
daya, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah ini 
secara proaktif. Tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua 
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dalam strategi review visi universitas yang kompleks dan beragam 
secara budaya dan sosial. Faktor budaya lokal dapat memengaruhi 
bagaimana proses audit diterima dan ditafsirkan oleh komunitas 
akademik yang heterogen di seluruh wilayah. Kepemimpinan yang 
kaku akan gagal mempertahankan dukungan ketika dinamika 
eksternal berubah dengan cepat dan tidak terduga di lapangan 
operasional. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan terhadap 
strategi komunikasi harus dilakukan untuk memastikan 
relevansinya sepanjang waktu pelaksanaan visi tersebut. 
Keberhasilan akhir bergantung pada kemampuan institusi untuk 
belajar dan beradaptasi sepanjang proses implementasi visi yang 
panjang ini dengan penuh komitmen. 
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BAB 3: 

STAKEHOLDER MAPPING DAN 
ENGAGEMENT 

 
 
 
 

3.1 Identifikasi Stakeholder Universitas 

Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan universitas 
sangat penting untuk tata kelola yang efektif dan perencanaan 
strategis di pendidikan tinggi. Pemangku kepentingan dapat 
dikategorikan ke dalam kelompok internal dan eksternal, masing-
masing dengan kebutuhan dan harapan yang berbeda secara 
signifikan. Memahami dinamika ini, terutama di era digital, sangat 
penting bagi universitas untuk beradaptasi dan berkembang dalam 
lingkungan yang kompetitif. Tanpa pemahaman yang mendalam 
mengenai siapa saja yang terlibat secara aktif, universitas akan 
kesulitan dalam menyusun strategi yang inklusif dan berkelanjutan 
bagi seluruh sivitas akademika yang beragam. Proses identifikasi 
ini menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan yang 
harmonis antara institusi pendidikan dengan berbagai pihak yang 
berkepentingan secara langsung. Setiap kelompok pemangku 
kepentingan memiliki peran unik yang berkontribusi terhadap 
keberhasilan misi universitas dalam jangka panjang yang visioner. 
Oleh karena itu, pendekatan yang sistematis diperlukan untuk 
memetakan semua pihak yang memiliki pengaruh terhadap 
operasional universitas sehari-hari. Kegagalan dalam 
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mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci dapat 
menyebabkan kegagalan dalam implementasi visi dan misi 
institusi secara keseluruhan. Universitas pun harus memastikan 
bahwa semua suara terdengar agar keputusan yang diambil dapat 
diterima dengan baik oleh seluruh pihak. 

Kategorisasi Pemangku Kepentingan Internal 

Dosen merupakan kelompok internal yang sangat penting 
dalam memberikan pendidikan dan melakukan penelitian 
berkualitas tinggi bagi mahasiswa. Kebutuhan mereka termasuk 
kebebasan akademik, pendanaan penelitian, dan peluang 
pengembangan profesional yang memadai untuk karier mereka. 
Mereka mengharapkan struktur administrasi dan sumber daya 
yang mendukung untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan 
penelitian secara konsisten. (2023) menekankan bahwa dukungan 
institusi terhadap dosen akan berdampak langsung pada output 
akademik yang dihasilkan. Tanpa lingkungan yang mendukung, 
dosen mungkin kesulitan untuk menghasilkan inovasi penelitian 
yang relevan dengan kebutuhan masyarakat luas. Fasilitas 
penelitian yang memadai juga menjadi prasyarat utama bagi dosen 
untuk bersaing di tingkat global yang semakin ketat. Pengakuan 
terhadap kontribusi akademik dosen harus menjadi bagian dari 
sistem penghargaan yang transparan dan adil bagi semua. Selain 
itu, keseimbangan antara beban mengajar dan penelitian perlu 
dikelola dengan baik agar kinerja dosen tetap optimal. Dosen yang 
puas akan cenderung lebih berdedikasi dalam membimbing 
mahasiswa menuju keberhasilan akademik mereka. 

Mahasiswa sebagai penerima manfaat utama layanan 
pendidikan membutuhkan pendidikan yang berkualitas, 
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dukungan karier, dan lingkungan belajar yang kondusif. Harapan 
mereka termasuk akses ke teknologi pembelajaran modern dan 
peluang untuk pertumbuhan pribadi dan profesional selama studi. 
Romero et al. (2023) menyatakan bahwa kepuasan siswa sangat 
bergantung pada ketersediaan fasilitas yang memadai dan relevan 
dengan zaman. Di sisi lain, staf administrasi dan pendukung sangat 
penting untuk kelancaran fungsi universitas dalam operasional 
sehari-hari. Mereka membutuhkan keamanan kerja, 
pengembangan profesional, dan lingkungan kerja yang 
mendukung produktivitas mereka secara maksimal. Harapan 
mereka sering berkisar pada praktik manajemen yang efisien dan 
pengakuan atas kontribusi mereka terhadap institusi pendidikan. 
Kolaborasi yang baik antara siswa dan staf akan menciptakan 
ekosistem kampus yang harmonis dan efektif untuk semua pihak. 
Kedua kelompok ini saling bergantung dalam menciptakan 
pengalaman universitas yang positif dan bermakna bagi semua 
pihak. Tanpa dukungan staf yang memadai, pengalaman belajar 
siswa dapat terganggu oleh hambatan administratif yang tidak 
perlu. 

Kategorisasi Pemangku Kepentingan Eksternal 

Industri berkolaborasi dengan universitas untuk penelitian 
dan pengembangan, dan mereka mengharapkan lulusan yang 
terampil dan hasil penelitian yang inovatif. Mereka membutuhkan 
saluran komunikasi yang efektif dan kemitraan yang selaras 
dengan tujuan strategis mereka untuk pertumbuhan bisnis. (2022) 
menyoroti bahwa keterlibatan industri sangat krusial untuk 
memastikan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. 
Sementara itu, pemerintah menyediakan pendanaan dan kerangka 
peraturan yang mengatur operasional universitas secara nasional. 
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Mereka mengharapkan universitas untuk berkontribusi pada 
tujuan pembangunan nasional, seperti pengembangan tenaga kerja 
dan inovasi teknologi. Kepatuhan terhadap kebijakan dan 
akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya adalah kebutuhan 
kritis yang harus dipenuhi oleh universitas. (2023) menegaskan 
bahwa hubungan dengan pemerintah menentukan stabilitas 
pendanaan dan legitimasi institusi pendidikan tinggi. Sinergi 
antara industri dan pemerintah menciptakan ekosistem yang 
mendukung kemajuan universitas secara holistik dan terukur. 
Universitas yang mampu menjembatani kedua pihak ini akan 
memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi negara. 

Alumni sangat penting untuk penggalangan dana dan 
jaringan profesional yang dapat mendukung perkembangan 
universitas di masa depan. Mereka mengharapkan peluang 
keterlibatan dan nilai dari hubungan mereka dengan universitas 
sepanjang hayat mereka. Kebutuhan mereka termasuk pengakuan 
dan keterlibatan dalam kegiatan universitas yang dapat 
memperkuat ikatan emosional dengan alma mater. Seki et al. 
(2022)Menjelaskan bahwa alumni yang terlibat aktif cenderung 
memberikan kontribusi finansial yang lebih besar kepada institusi. 
Di sisi lain, komunitas lokal mengharapkan universitas untuk 
berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi wilayah 
sekitarnya. Mereka membutuhkan universitas untuk mengatasi 
masalah lokal dan memberikan kesempatan pendidikan bagi 
anggota komunitas yang kurang mampu. Menekankan bahwa 
universitas memiliki tanggung jawab sosial untuk memberdayakan 
masyarakat sekitar kampus. Hubungan yang baik dengan 
komunitas akan memperkuat reputasi universitas sebagai institusi 
yang peduli terhadap lingkungan sosial. Pengabaian terhadap 
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komunitas dapat menimbulkan konflik sosial yang menghambat 
operasional universitas di wilayah tersebut. 

Matriks Pemetaan Pemangku Kepentingan 

Matriks Pemetaan Pemangku Kepentingan Universitas 
disajikan untuk menggambarkan aktor-aktor kunci yang terlibat 
dalam penyelenggaraan dan pengembangan universitas. Matriks 
ini menunjukkan tingkat kepentingan, pengaruh, serta peran 
strategis masing-masing pemangku kepentingan dalam 
mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi secara 
berkelanjutan. Matrik pemetaan tersebut dapat dilihat  gambarkan 
dalam gambar kuadran pada gambar 3.1 berikut: 

 

  
Keterangan 
• Daya/Power (sumbu X) 
• Kepentingan (Sumbu Y) 

 
Gambar 3.1 Kuadran Daya dan Pemangku kepentingan 
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Dari Tabel 3.1 kuadran daya dan pemangku kepentingan, 
selanjutnya dapat dijelaskan dalam bentuk matriks pemetaan 
pemangku kepentingan. Tujuannya membantu universitas dalam 
memprioritaskan engagement berdasarkan daya dan kepentingan 
mereka. 

Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Pemangku Kepentingan Universitas 

Kuadran 
Matriks 

Kategori 
Pemangku 

Kepentingan 

Karakteristik Daya 
& Kepentingan 

Implikasi Strategis & 
Manajemen 
Engagement 

Daya Tinggi, 
Kepentingan 
Tinggi 
(Manage 
Closely) 

•Pemerintah 
• Industri 

1. Memiliki 
pengaruh 
signifikan 
terhadap 
kebijakan, 
pendanaan, dan 
regulasi 
universitas 

2. Memiliki 
kepentingan 
pribadi yang 
kuat dalam hasil 
dan output 
universitas 
(lulusan, riset, 
inovasi) 

3. Keterlibatan 
langsung dalam 
pengambilan 
keputusan 
strategis 

1. Manajemen 
Intensif: 
Memerlukan 
pendekatan 
hubungan yang 
strategis, proaktif, 
dan berkelanjutan 

2. Komunikasi Rutin: 
Forum dialog 
berkala, laporan 
kinerja, dan 
konsultasi 
kebijakan 

3. Kemitraan 
Strategis: 
Mengembangkan 
MoU, proyek riset 
bersama, dan 
program link-and-
match kurikulum 

4. Akuntabilitas 
Tinggi: 
Transparansi 
dalam 
penggunaan 
sumber daya dan 
pencapaian target 
bersama 
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Daya Tinggi, 
Kepentingan 
Rendah 
(Keep 
Satisfied) 

• Alumni 1. Memiliki daya 
pengaruh 
melalui donasi, 
jaringan 
profesional, dan 
reputasi public 

2. Kepentingan 
terhadap 
operasional 
harian relatif 
rendah 

3. Potensi dampak 
besar melalui 
advokasi dan 
filantropi 

1. Jaga Kepuasan: 
Fokus pada 
pemenuhan 
ekspektasi tanpa 
membebani 
dengan detail 
operasional rutin 

2. Engagement 
Selektif: 
Undangan ke 
acara prestisius, 
laporan dampak 
alumni, dan 
program 
networking 
eksklusif 

3. Pengakuan & 
Apresiasi: 
Pemberian 
penghargaan, fitur 
kisah sukses, dan 
pelibatan simbolis 
dalam governance 

4. Komunikasi 
Efisien: Newsletter 
berkala dan 
platform digital 
yang mudah 
diakses 

Daya 
Rendah, 
Kepentingan 
Tinggi 
(Keep 
Informed) 

• Mahasiswa 
• Staf  
akademik &  
kependidikan) 

1. Secara 
langsung 
terdampak 
oleh kebijakan, 
kurikulum, 
dan 
lingkungan 
kerja/kuliah 
universitas 

2. Minat tinggi 
terhadap 
kualitas 

1. Informasi 
Adekuat: Pastikan 
aliran informasi 
yang transparan, 
tepat waktu, dan 
mudah dipahami 
mengenai 
perubahan 
kebijakan 

2. Mekanisme 
Umpan Balik: 
Survei kepuasan, 
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layanan dan 
pengembangan 
diri 

3. Kekuatan 
pengambilan 
keputusan 
formal terbatas 

forum diskusi, 
dan saluran 
pengaduan yang 
responsive 

3. Pemberdayaan 
Partisipatif: 
Libatkan dalam 
co-creation solusi, 
komite 
mahasiswa, atau 
tim perbaikan 
proses 

4. Dukungan 
Pengembangan: 
Akses pelatihan, 
konseling karir, 
dan fasilitas 
penunjang 
produktivitas 

Daya 
Rendah, 
Kepentingan 
Rendah 
(Monitor) 

•Anggota 
Komunitas 
Lokal 

1. Tidak terlibat 
langsung 
dalam 
governance 
atau 
operasional 
universitas 

2. Minat terhadap 
aktivitas 
kampus 
umumnya 
pasif atau 
situasional 

3. Tetap 
terdampak 
oleh 
keberadaan 
universitas 
(ekonomi lokal, 
lingkungan, 
sosial) 

1. Pemantauan 
Rutin: Lakukan 
scanning 
lingkungan untuk 
mengidentifikasi 
potensi dampak 
positif/negatif 
kegiatan 
universitas 

2. Komunikasi 
Preventif: 
Sosialisasi 
program yang 
berpotensi 
mempengaruhi 
komunitas 
(konstruksi, event 
besar) 

3. Engagement 
Minimal-Efektif: 
Keterlibatan 
melalui CSR, 
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pengabdian 
masyarakat, dan 
open day kampus 

4. Mitigasi Risiko: 
Pastikan aktivitas 
universitas tidak 
merugikan 
kepentingan dasar 
masyarakat sekitar 

 

Pemangku kepentingan pemerintah dan industri 
dikategorikan sebagai memiliki daya tinggi dan kepentingan tinggi 
karena mereka memiliki pengaruh yang signifikan dan 
kepentingan pribadi terhadap hasil universitas. Chen et al. (2021) 
dan Bacon & Williams (2021) sepakat bahwa kelompok ini 
memerlukan manajemen hubungan yang intensif dan strategis. 
Alumni dikategorikan memiliki daya tinggi tetapi bunga rendah, 
yang dapat memengaruhi melalui donasi dan jaringan, tetapi 
mungkin tidak terlibat dalam operasi sehari-hari. Seki et al. (2022) 
menyarankan bahwa strategi untuk kelompok ini adalah menjaga 
kepuasan mereka tanpa membebani dengan operasional rutin. 
Mahasiswa dan staf memiliki daya rendah namun minat tinggi, 
yang secara langsung terpengaruh oleh kebijakan universitas, 
tetapi memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang terbatas. 
Romero et al. (2022) mencatat bahwa kelompok ini perlu diberi 
informasi yang memadai agar tetap termotivasi dan mendukung 
perubahan. Anggota komunitas memiliki daya rendah dan minat 
rendah, yang mungkin tidak terlibat langsung tetapi dipengaruhi 
oleh kegiatan universitas. Kliskey et al. (2021) Menyarankan 
pemantauan rutin untuk memastikan kegiatan universitas tidak 
merugikan kepentingan masyarakat sekitar. 
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Analisis Kebutuhan dan Harapan Stakeholder 

Analisis kebutuhan dan harapan memberikan gambaran 
mendalam mengenai apa yang diinginkan oleh setiap kelompok 
pemangku kepentingan utama. Dosen dan staf membutuhkan 
lingkungan yang mendukung pengajaran dan penelitian, dengan 
harapan pertumbuhan dan pengakuan profesional yang jelas. 
Holmes et al. (2023) menegaskan bahwa kesejahteraan staf 
akademik berbanding lurus dengan kualitas output pendidikan 
yang dihasilkan. Siswa menuntut pendidikan berkualitas dan 
dukungan karier, mengharapkan fasilitas modern dan teknologi 
pembelajaran yang mutakhir. Romero et al. (2022) menambahkan 
bahwa harapan siswa terus berkembang seiring dengan kemajuan 
teknologi informasi global. Industri dan pemerintah mencari 
lulusan yang terampil dan penelitian inovatif, mengharapkan 
universitas untuk selaras dengan tujuan ekonomi dan kebijakan 
nasional. Chen et al. (2021) dan Bacon & Williams (2021) 
menyatakan bahwa keselarasan ini adalah kunci untuk 
keberlanjutan pendanaan dan relevansi lulusan. Alumni dan 
komunitas ingin keterlibatan dan pengakuan dan mengharapkan 
universitas untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan 
ekonomi wilayah. Seki et al. (2022) dan Kliskey et al. (2021) 
menyimpulkan bahwa kepuasan kelompok eksternal bergantung 
pada dampak nyata yang dirasakan. 

Lanskap Pemangku Kepentingan Dinamis di Era Digital 

Lanskap pemangku kepentingan dinamis di era digital telah 
membentuk kembali interaksi pemangku kepentingan secara 
fundamental dan menyeluruh. Universitas harus beradaptasi 
dengan model pembelajaran online dan hibrida yang 
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membutuhkan strategi baru untuk keterlibatan dan kolaborasi 
yang efektif. Integrasi teknologi dalam pendidikan telah 
meningkatkan kebutuhan akan literasi digital di antara semua 
pemangku kepentingan dan telah memperluas jangkauan 
universitas melampaui batas tradisional. Romero et al. (2022) 
menyoroti bahwa transformasi ini memerlukan evaluasi ulang 
peran dan harapan pemangku kepentingan secara berkala. 
Pergeseran ini menekankan pentingnya fleksibilitas dan inovasi 
dalam manajemen pemangku kepentingan untuk tetap relevan. 
Platform digital memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, 
namun juga menuntut transparansi yang lebih tinggi dari institusi 
pendidikan. Universitas yang gagal beradaptasi dengan lanskap 
digital berisiko kehilangan keterlibatan dari pemangku 
kepentingan generasi muda. Oleh karena itu, strategi digital harus 
menjadi bagian integral dari rencana manajemen pemangku 
kepentingan jangka panjang. Adaptasi ini bukan pilihan melainkan 
keharusan untuk bertahan dalam ekosistem pendidikan tinggi 
yang modern. 

Sementara era digital menghadirkan peluang untuk 
meningkatkan keterlibatan dan efisiensi, itu juga menimbulkan 
tantangan seperti kesenjangan digital dan masalah etika yang 
terkait dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan. 
Menyeimbangkan aspek-aspek ini sangat penting bagi universitas 
untuk mempertahankan hubungan pemangku kepentingan yang 
efektif dan mencapai tujuan strategis mereka. Kesenjangan akses 
teknologi dapat menciptakan ketidakadilan bagi sebagian 
pemangku kepentingan yang tidak memiliki fasilitas memadai. 
Masalah etika terkait privasi data juga menjadi concern utama 
dalam penggunaan platform digital untuk interaksi universitas. 
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Universitas harus mengembangkan kebijakan yang jelas untuk 
melindungi data pribadi seluruh pemangku kepentingan yang 
terlibat. Pelatihan literasi digital perlu diberikan secara merata 
untuk memastikan semua pihak dapat berpartisipasi secara 
optimal. Evaluasi risiko teknologi harus dilakukan secara berkala 
untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul. 
Dengan mengelola tantangan ini, universitas dapat 
memaksimalkan peluang yang ditawarkan oleh era digital untuk 
kemajuan bersama. Keberhasilan manajemen tantangan digital 
akan menentukan keberlanjutan hubungan universitas dengan 
pemangku kepentingannya. 

Identifikasi pemangku kepentingan yang komprehensif 
merupakan langkah awal yang krusial dalam membangun tata 
kelola universitas yang baik dan berkelanjutan. Pemahaman yang 
mendalam tentang kebutuhan internal dan eksternal 
memungkinkan universitas untuk menyusun strategi yang 
responsif dan inklusif. Matriks pemetaan daya dan kepentingan 
membantu pimpinan dalam mengalokasikan sumber daya 
engagement secara efisien dan tepat sasaran. Analisis kebutuhan 
yang akurat mencegah miskomunikasi yang dapat menghambat 
pencapaian visi institusi di masa depan. Adaptasi terhadap era 
digital menjadi syarat mutlak agar universitas tetap kompetitif 
dalam menarik dan mempertahankan pemangku kepentingan 
kunci. Kolaborasi yang kuat antara semua pihak akan menciptakan 
ekosistem pendidikan yang inovatif dan berdampak luas bagi 
masyarakat. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas 
akan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap 
manajemen universitas. Pada akhirnya, keberhasilan universitas 
diukur dari kemampuannya memenuhi harapan berbagai pihak 
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secara seimbang dan berkelanjutan. Strategi yang matang dalam 
pengelolaan pemangku kepentingan akan menjamin masa depan 
universitas yang cerah. 

 

3.2 Stakeholder Analysis Framework 

Analisis pemangku kepentingan adalah komponen penting 
dalam manajemen proyek dan strategi organisasi secara 
keseluruhan. Proses ini memberikan wawasan mendalam tentang 
kepentingan, pengaruh, dan saling ketergantungan dari berbagai 
pemangku kepentingan yang terlibat. Analisis ini membantu dalam 
memahami bagaimana melibatkan pemangku kepentingan secara 
efektif untuk mencapai tujuan proyek yang telah ditetapkan. 
Bagian berikut mengeksplorasi berbagai teknik dan kerangka kerja 
untuk analisis pemangku kepentingan, keterlibatan, dan prioritas 
secara rinci. Identifikasi saling ketergantungan dan hubungan 
pemangku kepentingan menjadi kunci dalam membangun 
kolaborasi yang berkelanjutan. Tanpa analisis yang matang, 
organisasi berisiko kehilangan dukungan dari pihak-pihak kunci 
yang menentukan keberhasilan strategi. Oleh karena itu, 
pemahaman yang komprehensif tentang dinamika pemangku 
kepentingan menjadi fondasi utama dalam perencanaan strategis. 
Setiap langkah dalam analisis ini harus dilakukan dengan cermat 
untuk memastikan tidak ada pihak yang terabaikan secara tidak 
sengaja. 

Penting untuk menyadari bahwa setiap pemangku 
kepentingan memiliki motivasi unik yang mendorong partisipasi 
mereka dalam organisasi. Beberapa pihak mungkin tertarik pada 
hasil finansial sementara yang lain lebih peduli pada dampak sosial 
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atau lingkungan. Variasi motivasi ini memerlukan pendekatan 
yang berbeda dalam pengelolaan dan pelibatan mereka dalam 
proses keputusan. Mengabaikan perbedaan ini dapat 
menyebabkan konflik yang tidak perlu yang menghambat 
kemajuan proyek secara signifikan. Oleh sebab itu, analisis awal 
harus mampu menggali lapisan kepentingan yang mungkin tidak 
terlihat secara permukaan. Hal ini akan memungkinkan manajer 
proyek untuk mengantisipasi potensi resistensi sebelum masalah 
tersebut muncul ke permukaan. Dengan pemahaman yang baik, 
strategi mitigasi dapat dirancang untuk menangani keberatan dari 
berbagai pihak terkait. Pada akhirnya, tujuan utama adalah 
menciptakan harmoni antara berbagai kepentingan yang ada 
dalam ekosistem organisasi. 

Jaringan Daya Minat 

Jaringan kepentingan daya adalah alat umum yang 
digunakan untuk mengkategorikan pemangku kepentingan 
berdasarkan tingkat kekuatan dan minat mereka dalam suatu 
proyek. Ini membantu dalam menentukan jenis strategi 
keterlibatan yang diperlukan untuk setiap kelompok pemangku 
kepentingan yang telah diidentifikasi. Pemangku kepentingan 
dengan kekuatan tinggi dan minat tinggi adalah pemain kunci dan 
harus dikelola dengan ketat dan secara intensif. Mereka yang 
memiliki daya tinggi tetapi bunga rendah perlu tetap puas agar 
tidak menjadi penghambat bagi jalannya proyek. Sedangkan 
mereka yang memiliki daya rendah dan minat tinggi harus tetap 
mendapat informasi agar merasa dihargai kontribusinya. 
Pemangku kepentingan dengan daya rendah dan bunga rendah 
membutuhkan usaha minimal, namun tetap perlu dipantau secara 
berkala. Rambaree et al. (2021) menegaskan bahwa kategorisasi ini 
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memungkinkan alokasi sumber daya manajemen yang lebih efisien 
dan tepat sasaran. Penggunaan matriks ini mencegah pemborosan 
waktu pada pihak yang tidak memiliki dampak signifikan 
terhadap hasil akhir. 

Penerapan jaringan daya minat memerlukan ketelitian 
dalam menilai tingkat pengaruh setiap pihak secara objektif dan 
adil. Penilaian yang subjektif dapat menyebabkan kesalahan 
klasifikasi yang berakibat fatal pada strategi keterlibatan yang 
dipilih. Misalnya, menganggap seorang pemangku kepentingan 
memiliki minat rendah padahal ia sangat peduli dapat memicu 
konflik di kemudian hari. Sebaliknya, memberikan perhatian 
berlebihan pada pihak yang tidak berpengaruh dapat mengalihkan 
fokus dari isu-isu kritis yang sebenarnya. Oleh karena itu, data 
yang digunakan untuk memetakan posisi mereka harus berasal 
dari sumber yang terpercaya dan valid. Proses pemetaan ini 
sebaiknya dilakukan secara berkala karena posisi pemangku 
kepentingan dapat berubah seiring waktu. Fleksibilitas dalam 
memperbarui matriks ini sangat penting untuk menjaga relevansi 
strategi manajemen yang diterapkan. Dengan demikian, organisasi 
dapat tetap responsif terhadap pergeseran dinamika kekuasaan 
dan kepentingan yang terjadi. 

Dalam konteks universitas, penerapan jaringan ini 
membantu membedakan antara dosen, mahasiswa, pemerintah, 
dan industri berdasarkan posisi mereka. Dosen dan pemerintah 
mungkin berada di kuadran daya tinggi karena peran mereka 
dalam kebijakan dan akademik. Mahasiswa mungkin memiliki 
minat tinggi tetapi daya rendah tergantung pada struktur 
governance yang berlaku di institusi tersebut. Industri sering kali 
memiliki daya tinggi karena ia menyediakan pendanaan dan 
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penyerapan lulusan bagi universitas. Pemahaman ini 
memungkinkan universitas untuk merancang pendekatan 
komunikasi yang berbeda untuk setiap kelompok tersebut. Strategi 
yang disesuaikan akan meningkatkan efektivitas keterlibatan dan 
mengurangi risiko kesalahpahaman antar pihak. Hal ini sejalan 
dengan prinsip efisiensi yang ditawarkan oleh alat analisis ini 
dalam literatur manajemen proyek. Akhirnya, matriks ini menjadi 
panduan visual yang mudah dipahami oleh seluruh tim 
manajemen strategis. 

Pemetaan Pengaruh Pemangku Kepentingan 

Pemetaan pengaruh pemangku kepentingan melibatkan 
identifikasi pengaruh yang dimiliki setiap pemangku kepentingan 
terhadap suatu proyek dan bagaimana mereka dapat memengaruhi 
hasilnya. Metode ini membantu dalam memahami dinamika antara 
pemangku kepentingan dan dampak potensial dari tindakan 
mereka terhadap organisasi. Penggunaan pendekatan jaringan 
tematik, seperti model PESTEL, dapat membantu dalam menyusun 
pengaruh pemangku kepentingan secara sistematis. Model ini 
mengkategorikan pengaruh ke dalam tema politik, ekonomi, sosial, 
teknologi, lingkungan, dan hukum secara komprehensif. Rambaree 
et al. (2021) menyatakan bahwa kerangka ini memberikan struktur 
yang jelas untuk menganalisis faktor eksternal yang kompleks. 
Dengan memecah pengaruh menjadi kategori spesifik, analis dapat 
melihat pola yang mungkin tidak terlihat dalam pandangan sekilas. 
Hal ini memungkinkan identifikasi risiko regulasi atau peluang 
ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Pada akhirnya, 
pemetaan pengaruh memberikan gambaran holistik tentang 
lingkungan operasional proyek. 
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Analisis pengaruh tidak hanya berhenti pada identifikasi 
faktor, tetapi juga pada bagaimana faktor tersebut berinteraksi satu 
sama lain. Misalnya, perubahan kebijakan politik dapat 
memengaruhi kondisi ekonomi yang pada gilirannya mengubah 
perilaku sosial masyarakat. Interkoneksi ini harus dipetakan 
dengan hati-hati untuk memahami efek domino yang mungkin 
terjadi pada proyek. Tanpa pemahaman ini, organisasi mungkin 
hanya mengobati gejala tanpa menyelesaikan akar masalah yang 
sebenarnya. Oleh karena itu, pendekatan sistemik sangat 
diperlukan dalam melakukan pemetaan pengaruh pemangku 
kepentingan secara mendalam. Tim analisis harus memiliki 
kompetensi yang memadai untuk menafsirkan hubungan 
antarvariabel yang kompleks tersebut. Dokumentasi yang rapi 
tentang pemetaan ini akan menjadi referensi berharga untuk 
evaluasi di masa mendatang. Kejelasan dalam pemetaan pengaruh 
akan memperkuat dasar pengambilan keputusan strategis oleh 
pimpinan organisasi. 

Kerangka Penilaian Keterlibatan Pemangku Kepentingan 

Kerangka penilaian keterlibatan pemangku kepentingan 
mengevaluasi efektivitas strategi keterlibatan pemangku 
kepentingan yang telah dijalankan sebelumnya. Ini melibatkan 
mengidentifikasi pemangku kepentingan, memahami kebutuhan 
dan harapan mereka, dan menilai tingkat keterlibatan yang 
diperlukan secara akurat. Metodologi Analisis Multi-Criteria 
Multi-Aktor (MAMCA) adalah contoh kerangka kerja yang 
menghubungkan tujuan keterlibatan dengan alat dan teknik 
tertentu. Metode ini memfasilitasi pendekatan partisipatif di 
seluruh fase proyek untuk memastikan inklusivitas proses. 
Communities (2023) menjelaskan bahwa MAMCA membantu 
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dalam menyelaraskan kriteria evaluasi dengan nilai-nilai yang 
dipegang oleh masing-masing aktor. Dengan demikian, keputusan 
yang diambil tidak hanya berdasarkan efisiensi teknis tetapi juga 
penerimaan sosial. Pendekatan ini sangat berguna dalam proyek-
proyek yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang 
beragam. Evaluasi yang berkelanjutan memastikan bahwa strategi 
keterlibatan tetap relevan sepanjang siklus hidup proyek. 

Penilaian keterlibatan juga berfungsi sebagai mekanisme 
umpan balik untuk memperbaiki hubungan dengan pemangku 
kepentingan di masa depan. Jika suatu strategi terbukti tidak 
efektif, organisasi dapat segera melakukan penyesuaian sebelum 
kerugian menjadi lebih besar. Hal ini memerlukan budaya 
organisasi yang terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai 
pihak terkait. Transparansi dalam proses penilaian akan 
meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap 
integritas organisasi. Mereka akan merasa bahwa suara mereka 
didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan 
penting. Tanpa mekanisme penilaian yang jelas, organisasi 
mungkin terus menggunakan metode yang sudah usang dan tidak 
relevan. Oleh karena itu, integrasi kerangka penilaian ke dalam 
siklus manajemen proyek adalah suatu keharusan. Hasil penilaian 
harus didokumentasikan sebagai pelajaran organisasi untuk 
peningkatan kapasitas di masa mendatang. 

Teknik Prioritas dan Segmentasi Pemangku Kepentingan 

Prioritas pemangku kepentingan melibatkan 
pemeringkatan pemangku kepentingan berdasarkan kepentingan 
mereka terhadap proyek yang sedang berjalan. Peringkat ini dapat 
ditentukan oleh kekuatan, minat, dan pengaruh mereka terhadap 
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hasil akhir organisasi. Stratifikasi pemangku kepentingan, seperti 
yang terlihat dalam tata kelola pesisir, melibatkan klasifikasi 
organisasi oleh lembaga mereka. Klasifikasi ini meliputi skala, 
sumber daya, dan kekuasaan yang dimiliki oleh setiap entitas 
pemangku kepentingan. Rivers et al. (2023) menyatakan bahwa hal 
ini membantu dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan 
yang paling relevan untuk keterlibatan aktif. Dengan mengetahui 
siapa yang paling relevan, organisasi dapat memfokuskan upaya 
komunikasi pada pihak-pihak kunci tersebut. Prioritas yang jelas 
mencegah kebingungan dalam alokasi waktu dan sumber daya 
manajemen yang terbatas. Hal ini memastikan bahwa isu-isu kritis 
ditangani oleh pihak yang memiliki kapasitas untuk 
menyelesaikannya. 

Segmentasi juga memungkinkan organisasi untuk 
mengelompokkan pemangku kepentingan berdasarkan 
karakteristik demografis atau fungsional mereka. Kelompok yang 
memiliki karakteristik serupa mungkin dapat dikelola dengan 
strategi komunikasi yang sama untuk efisiensi. Namun, penting 
untuk tidak menggeneralisasi terlalu jauh karena setiap individu 
tetap memiliki keunikan tersendiri. Keseimbangan antara efisiensi 
segmentasi dan personalisasi pendekatan adalah kunci 
keberhasilan manajemen pemangku kepentingan. Organisasi harus 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan strategi jika terdapat 
pengecualian dalam kelompok yang telah disegmentasi. Evaluasi 
terhadap efektivitas segmentasi harus dilakukan secara berkala 
untuk memastikan akurasi pengelompokan. Kesalahan dalam 
segmentasi dapat menyebabkan pesan yang tidak tepat sasaran dan 
mengurangi dampak komunikasi. Oleh karena itu, data yang 
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digunakan untuk segmentasi harus selalu diperbarui sesuai 
dengan kondisi terbaru. 

Ketergantungan dan Hubungan Pemangku Kepentingan 

Bagian ini menguraikan ketergantungan dan hubungan 
antarpemangku kepentingan sebagai suatu sistem yang saling 
terkait dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Setiap 
pemangku kepentingan memiliki peran, kepentingan, dan 
kontribusi yang saling memengaruhi, sehingga membentuk pola 
interaksi yang menentukan efektivitas tata kelola, pengambilan 
keputusan, serta keberlanjutan pengembangan institusi 

 

Gambar 3.2 Analisis ketergantungan Pemangku Kepentingan 

 

Memahami saling ketergantungan pemangku kepentingan 
pada Gambar 3.2 sangat penting untuk proyek kolaboratif karena 
menyoroti sumber daya bersama. Hal ini juga menyoroti tujuan 
bersama dan tugas bersama di antara para pemangku kepentingan 
yang terlibat. Dalam proyek inovasi kolaboratif, model 
ketergantungan aktor dapat digunakan untuk menganalisis saling 
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ketergantungan secara mendalam. Model ini mengungkapkan 
kedua keuntungan, seperti berbagi pengalaman, dan kerugian, 
seperti penundaan tugas yang mungkin terjadi. Khan et al. (2022) 
menekankan bahwa analisis ini membantu dalam memitigasi risiko 
yang timbul dari ketergantungan antarpihak. Dengan memahami 
ketergantungan, organisasi dapat merancang mekanisme 
koordinasi yang lebih robust dan tahan terhadap gangguan. Hal ini 
mencegah terjadinya bottleneck yang disebabkan oleh 
keterlambatan dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Pada 
akhirnya, pengelolaan ketergantungan yang baik akan 
meningkatkan kecepatan dan kualitas hasil proyek secara 
keseluruhan. 

Yuan et al. (2023) mencatat bahwa tanpa kerja sama erat, 
tujuan keberlanjutan sulit untuk dicapai secara efektif. Saling 
ketergantungan ini menciptakan kebutuhan akan komunikasi yang 
transparan dan aliran informasi yang lancar antarinstansi. Jika satu 
pihak gagal memenuhi komitmennya, pihak lain akan merasakan 
dampak negatifnya secara langsung. Oleh karena itu, perjanjian 
kerja sama harus dirancang dengan 133 risiko ketergantungan ini 
secara serius. Mekanisme penegakan kesepakatan perlu diperkuat 
untuk memastikan semua pihak bertanggung jawab atas peran 
mereka. Kolaborasi yang didasarkan pada pemahaman 
ketergantungan akan lebih tahan lama dan produktif bagi semua 
pihak. 

Identifikasi hubungan ini juga membantu dalam 
membangun jaringan dukungan yang kuat saat menghadapi 
tantangan eksternal. Ketika pemangku kepentingan menyadari 
bahwa mereka saling membutuhkan, mereka cenderung lebih mau 
berkompromi. Rasa saling membutuhkan ini dapat menjadi dasar 
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untuk membangun kepercayaan jangka panjang antara organisasi 
dan mitra. Kepercayaan ini adalah modal sosial yang sangat 
berharga dalam lingkungan bisnis yang penuh dengan 
ketidakpastian. Organisasi yang mampu memetakan jaringan 
ketergantungan akan memiliki keunggulan strategis dibandingkan 
dengan kompetitor mereka. Mereka dapat memanfaatkan 
hubungan ini untuk mengakses sumber daya yang mungkin tidak 
tersedia secara terbuka. Selain itu, jaringan yang kuat dapat 
berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi krisis. 
Dengan demikian, analisis hubungan bukan hanya alat 
administratif, melainkan aset strategis yang vital. 

Dinamika dan Adaptasi Strategi Keterlibatan 

Sementara kerangka kerja dan teknik analisis pemangku 
kepentingan memberikan pendekatan terstruktur untuk mengelola 
hubungan pemangku kepentingan, penting untuk 
mempertimbangkan sifat dinamis. Hubungan ini bersifat 
berkembang dari waktu ke waktu sehingga memerlukan perhatian 
yang konsisten dan berkelanjutan. Dinamika dan adaptasinya 
tersaji dalam tabel 3.2 berikut:  

Tabel 3.2 Dinamika dan Adaptasi dalam Kerangka Analisis Pemangku 
Kepentingan 

Dimensi Analisis 
Poin-Poin Kunci & 

Deskripsi 
Implikasi Strategis bagi 

Organisasi 

Sifat Dinamis 
Hubungan 
Stakeholder 

1. Hubungan 
pemangku 
kepentingan bersifat 
berkembang dan 
tidak statis seiring 
waktu 

1. Strategi keterlibatan 
harus fleksibel dan 
responsif, tidak kaku atau 
satu arah 

2. Organisasi perlu 
membangun sistem early 
warning untuk 
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2. Kepentingan dan 
pengaruh dapat 
berubah akibat 
pergeseran 
lingkungan 
eksternal (politik, 
ekonomi, teknologi) 

3. Diperlukan 
pemantauan 
berkelanjutan untuk 
mendeteksi sinyal 
perubahan sejak dini 

mengantisipasi 
pergeseran kepentingan 
stakeholder 

3. Review berkala terhadap 
matriks daya-minat dan 
peta pengaruh menjadi 
keharusan operasional 

Integrasi 
Perspektif 
Beragam untuk 
Inovasi 

1. Proyek kompleks 
(mis. manajemen 
lingkungan) 
memerlukan 
akomodasi berbagai 
sudut pandang 
pemangku 
kepentingan 

2. Keberagaman 
perspektif memicu 
ide-ide baru yang 
tidak terpikirkan 
dalam pendekatan 
homogen 

3. Inklusi suara 
minoritas atau pihak 
yang kurang 
berdaya dapat 
mengungkap blind 
spot strategis 

1. Proses perencanaan harus 
partisipatif dan inklusif, 
bukan elitis atau eksklusif 

2. Fasilitasi dialog multi-
stakeholder untuk 
menggali solusi inovatif 
dari sintesis perbedaan 

3. Hasil proyek lebih 
berkualitas dan 
berkelanjutan ketika 
berbagai kebutuhan 
diakomodasi sejak awal 

Pembelajaran 
Organisasi & 
Adaptasi Strategi 

1. Lessons learned dari 
proyek sebelumnya 
harus diintegrasikan 
ke dalam 
perencanaan baru 
untuk menghindari 
kesalahan berulang 

2. Kemampuan 
membaca sinyal 

1. Bangun mekanisme 
dokumentasi dan 
diseminasi pembelajaran 
organisasi yang sistematis 

2. Kembangkan budaya 
continuous improvement 
yang terbuka terhadap 
kritik dan umpan balik 
konstruktif 
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perubahan dan 
merespons sebelum 
menjadi krisis 
adalah kompetensi 
inti manajer 
stakeholder 

3. Pelatihan 
berkelanjutan 
meningkatkan 
kapasitas adaptasi 
tim manajemen 
secara kolektif 

3. Investasi pada 
pengembangan kapasitas 
SDM sebagai fondasi 
ketangguhan organisasi 
jangka panjang 

Sinerji Komponen 
Kerangka 
Analisis 

1. Jaringan daya-minat 
memberikan 
kejelasan prioritas 
engagement 

2. Pemetaan pengaruh 
mengungkap 
dinamika eksternal 
yang kompleks 

3. Kerangka penilaian 
keterlibatan 
memastikan 
efektivitas strategi 
komunikasi 

4. Teknik segmentasi 
mengoptimalkan 
alokasi sumber daya 
terbatas 

5. Identifikasi saling 
ketergantungan 
membuka peluang 
kolaborasi 
mendalam 

1. Setiap alat analisis saling 
melengkapi; penggunaan 
parsial berisiko 
menghasilkan gambaran 
yang tidak utuh 

2. Integrasi holistik seluruh 
komponen menciptakan 
fondasi kokoh untuk 
manajemen strategis yang 
efektif 

3. Organisasi dapat 
membangun ekosistem 
stakeholder yang resilient 
dan berkelanjutan melalui 
pendekatan komprehensif 

Prinsip Utama 
Manajemen 
Stakeholder 
Adaptif 

1. Fleksibilitas lebih 
diutamakan 
daripada kekakuan 
strategi dalam 
menghadapi 
ketidakpastian 

1. Hindari dogma 
manajerial; terapkan 
pendekatan 
eksperimental dan iteratif 
dalam engagement 

2. Jadikan adaptasi sebagai 
nilai inti budaya 
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2. Vigilansi 
(kewaspadaan aktif) 
diperlukan karena 
dinamika hubungan 
terus berubah tanpa 
henti 

3. Keberhasilan diukur 
dari kemampuan 
organisasi untuk 
bertahan (survive) 
dan berkembang 
(thrive) di tengah 
perubahan 

organisasi, bukan sekadar 
taktik situasional 

3. Ukur kinerja tidak hanya 
dari output proyek, tetapi 
juga dari kekuatan 
jaringan stakeholder yang 
terbangun 

 

Kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan dapat 
berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan 
lingkungan eksternal. Perubahan ini memerlukan keterlibatan 
berkelanjutan dan adaptasi strategi yang cepat dan tepat sasaran. 
Selain itu, integrasi perspektif pemangku kepentingan yang 
beragam, terutama dalam proyek-proyek kompleks seperti 
manajemen lingkungan, dapat mengarah pada solusi inovatif. 
Mussehl et al. (2022) menyatakan bahwa keberagaman perspektif 
sering kali memicu ide-ide baru yang tidak terpikirkan 
sebelumnya. Hasil proyek yang lebih baik dapat dicapai ketika 
berbagai sudut pandang diakomodasi dalam proses perencanaan. 
Oleh karena itu, kekakuan dalam strategi harus dihindari demi 
fleksibilitas yang lebih besar. Adaptasi strategi juga memerlukan 
kemampuan organisasi untuk belajar dari pengalaman masa lalu 
secara sistematis dan terstruktur. Lessons learned dari proyek 
sebelumnya harus diintegrasikan ke dalam perencanaan proyek 
baru untuk menghindari kesalahan yang sama. Organisasi yang 
gagal beradaptasi akan tertinggal dari perubahan yang terjadi di 
sekitar mereka dengan cepat. Kemampuan beradaptasi ini menjadi 



 

 
 

142 

kompetensi inti bagi manajer pemangku kepentingan di era 
modern yang serba cepat. Mereka harus mampu membaca sinyal 
perubahan dan meresponsnya sebelum menjadi krisis yang tidak 
terkendali. Pelatihan berkelanjutan bagi tim manajemen akan 
meningkatkan kapasitas adaptasi organisasi secara keseluruhan. 
Budaya belajar ini akan menciptakan organisasi yang tangguh dan 
siap menghadapi berbagai tantangan masa depan. Pada akhirnya, 
keberhasilan analisis pemangku kepentingan diukur dari 
kemampuan organisasi untuk bertahan dan berkembang. 

Secara keseluruhan, kerangka analisis pemangku 
kepentingan menyediakan fondasi yang kokoh untuk manajemen 
strategis yang efektif. Setiap komponen dari analisis ini saling 
melengkapi dan memperkuat pemahaman organisasi tentang 
lingkungan operasionalnya. Penggunaan alat seperti jaringan daya 
minat dan pemetaan pengaruh memberikan kejelasan dalam 
prioritas tindakan manajerial. Sementara itu, kerangka penilaian 
keterlibatan memastikan bahwa hubungan dengan pihak eksternal 
tetap terjaga dengan baik. Teknik prioritas dan segmentasi 
membantu dalam optimasi sumber daya yang dimiliki oleh 
organisasi secara maksimal. Identifikasi saling ketergantungan 
membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih mendalam dan 
saling menguntungkan bagi semua pihak. Dinamika hubungan 
yang terus berubah menuntut vigilansi dan kemauan untuk 
beradaptasi tanpa henti setiap saat. Dengan menerapkan semua 
elemen ini, organisasi dapat membangun ekosistem pemangku 
kepentingan yang berkelanjutan dan resilient. 
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3.3 Strategi Engagement dengan Industri 

Strategi keterlibatan yang efektif antara universitas dan 
industri sangat penting untuk mendorong inovasi dan 
pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Kolaborasi ini dapat 
mengambil berbagai bentuk, termasuk kemitraan penelitian, 
transfer teknologi, dan program magang yang terstruktur dengan 
baik. Setiap model memiliki manfaat dan tantangan yang unik, dan 
memahami ini dapat membantu dalam membangun hubungan 
jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua belah 
pihak. Universitas perlu menyadari bahwa industri memiliki 
kebutuhan spesifik yang harus diakomodasi dalam setiap rencana 
kerja sama yang disusun. Tanpa pemahaman yang mendalam, 
kemitraan sering kali berakhir sebelum mencapai tujuan strategis 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pendekatan 
yang sistematis diperlukan untuk mengelola ekspektasi dari semua 
pihak yang terlibat dalam ekosistem inovasi. Hubungan yang kuat 
akan menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar daripada 
jumlah masing-masing bagian yang berdiri sendiri. Komitmen 
terhadap inovasi dan keberlanjutan akan menentukan kesuksesan 
kolaborasi ini di abad ke-21 yang penuh tantangan. 

Penting untuk mengakui bahwa dinamika hubungan antara 
akademisi dan praktisi industri sering kali kompleks dan 
memerlukan pengelolaan yang hati-hati. Perbedaan dalam budaya 
organisasi dapat menjadi hambatan utama jika tidak dikelola 
dengan strategi komunikasi yang tepat dan efektif. Namun, ketika 
kedua pihak berhasil menemukan titik temu, dampak yang 
dihasilkan dapat sangat transformatif bagi perkembangan wilayah 
sekitarnya. Mahasiswa menjadi pihak yang paling diuntungkan 
karena mereka mendapatkan akses langsung ke dunia kerja yang 
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sebenarnya. Dosen juga memperoleh wawasan baru yang dapat 
memperkaya materi pengajaran mereka di dalam kelas setiap 
semester. Industri mendapatkan akses ke talenta segar dan ide-ide 
inovatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh tim internal mereka. 
Sinergi ini menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan 
ekonomi berbasis pengetahuan yang berkelanjutan dan inklusif. 
Dengan demikian, strategi engagement harus dirancang untuk 
memaksimalkan potensi positif dari setiap interaksi yang terjadi. 

Model Kolaborasi Industri-Universitas 

Pendekatan Inovasi Bersama Trilateral merupakan model 
yang melibatkan kolaborasi antara akademisi, industri, dan 
pengguna akhir secara simultan. Model ini menyelaraskan 
pengembangan produk dengan kebutuhan pelanggan untuk 
meningkatkan keberhasilan produk baru di pasar yang kompetitif. 
Ini memberikan paparan industri bagi peneliti universitas yang 
selama ini mungkin hanya berfokus pada teori akademik semata. 
Selain itu, model ini menciptakan peluang pelatihan bagi siswa 
untuk mengalami langsung proses inovasi dari hulu ke hilir. El-
Ferik & Al-Naser (2021) menyatakan bahwa keterlibatan pengguna 
akhir memastikan solusi yang dikembangkan benar-benar relevan 
dengan masalah nyata. Tanpa melibatkan pengguna akhir, produk 
yang dihasilkan berisiko tidak diterima oleh pasar sasaran yang 
dituju. Kolaborasi trilateral ini juga memfasilitasi aliran 
pengetahuan yang lebih lancar antara ketiga pilar utama inovasi 
tersebut. Hasilnya adalah solusi yang lebih robust dan siap untuk 
diimplementasikan dalam skala yang lebih besar dan luas. 
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Gambar 3.3. Sinergi dan Kolaborasi Trilateral  

 

Pengembangan Kolaborasi Bertahapan menjelaskan bahwa 
kolaborasi yang sukses berkembang melalui fase seperti embrionik, 
inisiasi, keterlibatan, dan pembentukan yang jelas. Setiap fase 
memiliki hambatan dan pendorong khusus, seperti masalah 
kepercayaan dan perjanjian kekayaan intelektual, yang perlu 
dikelola dengan tepat. O’Dwyer et al. (2022) menekankan bahwa 
kegagalan dalam mengelola transisi antarfase dapat 
mengakibatkan putusnya hubungan kemitraan di tengah jalan. 
Pada fase embrionik, fokus utama adalah membangun 
kepercayaan dasar antara perwakilan universitas dan perusahaan 
industri yang bersangkutan. Fase inisiasi melibatkan penyepakatan 
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tujuan bersama yang jelas dan terukur untuk menghindari 
kesalahpahaman di kemudian hari. Keterlibatan penuh terjadi 
ketika sumber daya mulai dialokasikan dan aktivitas penelitian 
atau pengembangan dimulai secara nyata. Finally, fase 
pembentukan mengonsolidasikan hubungan menjadi kemitraan 
strategis yang tahan lama dan saling menguntungkan. Pemahaman 
tentang tahapan ini memungkinkan manajer kolaborasi untuk 
mengantisipasi risiko sebelum menjadi masalah yang serius. 

Kemitraan Penelitian dan Proyek Bersponsor 

Penelitian Berbasis Konsorsium membangun konsorsium 
dengan beberapa mitra industri yang dapat mengarah pada inovasi 
proses yang signifikan dan berdampak luas. Model ini melibatkan 
tata kelola bersama dan visi bersama serta memilih topik penelitian 
yang menguntungkan tujuan akademik dan industri secara 
seimbang. Lavikka et al. (2020) menjelaskan bahwa keberagaman 
mitra dalam konsorsium memperkaya perspektif yang dibawa ke 
dalam meja diskusi penelitian. Dengan berbagi sumber daya, biaya 
penelitian yang tinggi dapat ditanggung bersama sehingga 
mengurangi beban finansial masing-masing institusi. Konsorsium 
juga memungkinkan skalabilitas hasil penelitian karena dapat diuji 
di berbagai lingkungan industri yang berbeda karakteristiknya. 
Koordinasi yang efektif antaranggota konsorsium adalah kunci 
untuk memastikan bahwa semua pihak tetap termotivasi hingga 
proyek selesai. Hasil inovasi dari konsorsium sering kali lebih 
kompleks dan komprehensif dibandingkan dengan penelitian yang 
dilakukan secara individu atau tunggal. Oleh karena itu, model ini 
sangat disarankan untuk proyek-proyek besar yang memerlukan 
sumber daya multidisiplin yang ekstensif. 
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Kemampuan manajemen Aliansi Universitas-industri yang 
efektif sangat penting untuk transfer teknologi yang sukses dan 
berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini melibatkan 
pengembangan rutinitas dan sistem manajemen yang memfasilitasi 
kolaborasi dan inovasi di antara para peneliti dan praktisi. 
Leischnig & Geigenmüller (2020) menyoroti bahwa tanpa 
kemampuan manajemen yang memadai, potensi teknologi sering 
kali tidak pernah sampai ke tahap komersialisasi. Rutinitas yang 
dikembangkan harus mencakup mekanisme komunikasi reguler 
untuk memantau progres dan menyelesaikan hambatan yang 
muncul. Sistem manajemen juga perlu mengatur pembagian tugas 
yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan yang tidak 
efisien. Pelatihan bagi staf manajemen aliansi diperlukan untuk 
memastikan mereka memahami dinamika kedua belah pihak 
secara mendalam. Investasi dalam kemampuan manajemen ini 
akan menghasilkan return on investment yang lebih tinggi 
daripada aktivitas penelitian yang dilakukan. Pada akhirnya, 
manajemen aliansi yang kuat adalah tulang punggung dari 
keberhasilan kemitraan penelitian yang kompleks. 

Program Magang dan Penempatan 

Program Magang dan Penempatan memberikan kolaborasi 
universitas-industri yang memberi siswa paparan praktis dan 
peluang pelatihan yang sangat berharga. Hal ini meningkatkan 
kemampuan kerja mereka dan menyelaraskan kurikulum 
akademik dengan kebutuhan industri yang terus berubah setiap 
saat. El-ferik & Al-naser (2021) menambahkan bahwa pengalaman 
langsung di tempat kerja membantu mahasiswa memahami 
konteks aplikasi ilmu yang mereka pelajari. Paparan ini juga 
memungkinkan mahasiswa untuk membangun jaringan 
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profesional yang akan berguna bagi karier mereka setelah lulus 
nanti. Industri juga mendapat keuntungan karena dapat menilai 
potensi calon karyawan sebelum membuat keputusan perekrutan 
yang tepat. Program ini mengurangi risiko kesalahan rekrutmen 
bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja berkualitas 
tinggi. Mahasiswa menjadi lebih percaya diri karena mereka telah 
terbiasa dengan budaya kerja profesional sebelum memasuki dunia 
kerja sepenuhnya. Dengan demikian, program magang adalah 
jembatan vital antara dunia pendidikan teoritis dan dunia praktis 
yang menuntut kinerja nyata. 

Program terstruktur mengembangkan program magang dan 
penempatan terstruktur sebagai bagian dari kolaborasi yang dapat 
membantu menjembatani kesenjangan antara pembelajaran 
akademik dan persyaratan industri. Hait & Stoffels (2021) 
menyatakan bahwa struktur yang jelas memastikan bahwa 
mahasiswa mendapatkan pengalaman yang relevan dan terukur 
kualitasnya. Tanpa struktur, magang sering kali hanya menjadi 
pekerjaan administratif rutin yang tidak memberikan nilai 
pembelajaran yang signifikan. Program terstruktur harus memiliki 
tujuan pembelajaran yang spesifik dan mentor yang ditunjuk dari 
pihak industri untuk membimbing mahasiswa. Evaluasi kinerja 
mahasiswa selama magang harus dilakukan secara berkala untuk 
memastikan mereka mencapai kompetensi yang diharapkan. 
Universitas perlu bekerja sama dengan industri untuk merancang 
kurikulum magang yang selaras dengan standar kompetensi 
nasional yang berlaku. Feedback dari mahasiswa dan industri 
harus dikumpulkan untuk perbaikan berkelanjutan dari program 
magang yang dijalankan setiap tahunnya. Dengan pendekatan 
terstruktur, magang berubah dari sekadar kewajiban akademik 
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menjadi pengalaman transformasional bagi perkembangan karir 
siswa. 

Transfer Teknologi dan Komersialisasi 

Transfer Teknologi dan Komersialisasi menuntut 
Universitas perlu memperkuat kemampuan manajemen mereka 
untuk memfasilitasi transfer teknologi yang sukses secara efektif. 
Ini termasuk mengembangkan rutinitas yang mendukung 
kolaborasi antar organisasi yang memiliki budaya kerja yang 
berbeda secara fundamental. Leischnig & Geigenmüller (2020) 
menekankan bahwa transfer teknologi bukan hanya tentang 
menyerahkan dokumen paten melainkan tentang memindahkan 
pengetahuan tacit juga. Proses ini memerlukan interaksi intensif 
antara peneliti dan insinyur industri untuk memastikan teknologi 
dapat diadaptasi ke lini produksi. Hambatan bahasa teknis sering 
kali menjadi kendala yang harus diatasi melalui komunikasi yang 
intensif dan berkelanjutan. Fasilitas pendukung seperti 
laboratorium bersama dapat mempercepat proses adaptasi 
teknologi dari skala laboratorium ke skala industri. Dukungan 
administratif yang cepat juga diperlukan untuk mengurus 
perizinan dan regulasi yang terkait dengan komersialisasi produk 
baru. Tanpa kemampuan manajemen yang kuat, teknologi unggul 
pun bisa gagal mencapai pasar karena hambatan operasional yang 
tidak terduga. 

Manajemen Kekayaan Intelektual menetapkan perjanjian 
kekayaan intelektual yang jelas sangat penting untuk melindungi 
inovasi dan memastikan distribusi manfaat yang adil antar mitra. 
Dwyer et al. (2023) memperingatkan bahwa ketidakjelasan dalam 
kepemilikan IP sering menjadi sumber konflik utama dalam 
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kemitraan universitas-industri. Perjanjian harus mendefinisikan 
siapa yang memiliki hak atas penemuan yang dihasilkan selama 
periode kolaborasi berlangsung. Selain itu, mekanisme pembagian 
royalti atau keuntungan dari komersialisasi harus disepakati sejak 
awal sebelum penelitian dimulai. Perlindungan inovasi 
memastikan bahwa investasi yang dikeluarkan oleh industri untuk 
penelitian tidak dicuri oleh pihak kompetitor secara tidak sah. 
Universitas juga perlu memastikan bahwa hak akademik untuk 
mempublikasikan hasil penelitian tidak terhambat oleh 
kerahasiaan industri yang berlebihan. Negosiasi yang adil akan 
menciptakan suasana kepercayaan yang memungkinkan kedua 
pihak untuk berinvestasi lebih banyak di masa depan. Kejelasan 
hukum ini adalah fondasi bagi keberlanjutan hubungan kemitraan 
yang saling menghormati hak masing-masing pihak. 

Membangun Hubungan Industri Jangka Panjang 

Membangun Hubungan Industri Jangka Panjang melalui 
Kegiatan Koordinasi dimana Perusahaan dapat menggunakan 
kegiatan koordinasi terstruktur untuk menyelaraskan tujuan 
mereka dengan tujuan universitas. Hal ini membina hubungan 
yang lebih kuat dan meningkatkan pengembangan pengetahuan 
yang bermanfaat bagi kedua belah pihak secara signifikan. Isaeva 
et al. (2021) menjelaskan bahwa koordinasi yang baik mencegah 
duplikasi usaha dan memastikan sumber daya digunakan seefisien 
mungkin. Pertemuan rutin antara manajemen universitas dan 
industri diperlukan untuk mengevaluasi progres dan 
menyesuaikan strategi jika diperlukan. Penyelarasan tujuan 
memastikan bahwa kedua pihak bergerak ke arah yang sama tanpa 
menarik ke arah yang berlawanan satu sama lain. Hubungan yang 
kuat juga memungkinkan kedua pihak untuk saling mendukung 
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saat menghadapi tantangan eksternal yang sulit diprediksi 
sebelumnya. Pengembangan pengetahuan bersama menciptakan 
aset intelektual yang dimiliki bersama dan sulit ditiru oleh 
kompetitor lain di pasar. Dengan demikian, kegiatan koordinasi 
adalah investasi strategis untuk menjaga vitalitas kemitraan dalam 
jangka waktu yang panjang. 

Praktik Mikro untuk Mempertahankan Kolaborasi 
mencakup praktik seperti jaringan, kemitraan, dan pembuatan 
budaya yang sangat penting untuk memulai dan mempertahankan 
kolaborasi. Praktik-praktik ini membantu dalam membangun 
kepercayaan dan menyelaraskan tujuan antara mitra yang memiliki 
latar belakang berbeda. Cirella & Murphy (2022) menyatakan 
bahwa interaksi informal sering kali sama pentingnya dengan 
perjanjian formal dalam menjaga kehangatan hubungan. Jaringan 
profesional memungkinkan pertukaran informasi yang cepat 
tentang peluang baru yang mungkin muncul di pasar industri. 
Kemitraan yang didasarkan pada nilai-nilai bersama akan lebih 
tahan terhadap guncangan ekonomi yang mungkin terjadi 
sewaktu-waktu. Pembuatan budaya kolaboratif memerlukan 
upaya sadar untuk menghormati perbedaan dan merayakan 
keberhasilan bersama secara berkala. Tanpa praktik mikro ini, 
kemitraan bisa menjadi kaku dan birokratis sehingga kehilangan 
semangat inovasi yang awalnya menjadi daya tarik utamanya. Oleh 
karena itu, perhatian terhadap detail interaksi sehari-hari sangat 
krusial untuk keberlangsungan hubungan strategis ini. 

Tantangan dan Dukungan Kebijakan 

Sementara strategi ini memberikan kerangka kerja untuk 
kolaborasi universitas-industri yang efektif, tantangan seperti 
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perbedaan budaya, tujuan yang tidak selaras, dan kebocoran 
pengetahuan tetap ada. Mengatasi tantangan ini membutuhkan 
upaya berkelanjutan dan adaptasi strategi dengan konteks 
kolaborasi spesifik yang sedang dijalankan. O’Dwyer et al. (2022) 
mencatat bahwa perbedaan budaya organisasi sering kali menjadi 
sumber miskomunikasi yang paling sulit untuk diatasi secara 
tuntas. Tujuan yang tidak selaras dapat menyebabkan frustrasi 
ketika satu pihak merasa kontribusinya tidak dihargai oleh pihak 
lainnya dengan layak. Kebocoran pengetahuan merupakan risiko 
serius yang harus dikelola dengan protokol keamanan informasi 
yang ketat dan dapat diperdagangkan. Strategi mitigasi harus 
dirancang untuk meminimalkan risiko ini tanpa menghambat 
aliran informasi yang diperlukan untuk inovasi. Fleksibilitas dalam 
pendekatan manajemen konflik diperlukan untuk menyelesaikan 
sengketa yang mungkin muncul selama proses kolaborasi. 
Pembelajaran dari tantangan sebelumnya harus didokumentasikan 
untuk mencegah terulangnya masalah yang sama di proyek masa 
depan. 

Selain itu, peran pendanaan publik dan dukungan kebijakan 
tidak dapat diremehkan dalam memelihara kolaborasi ini dan 
memastikan keberhasilan jangka panjangnya. Tian et al. (2021) 
menegaskan bahwa insentif finansial dari pemerintah dapat 
menjadi katalisator yang mempercepat pembentukan kemitraan 
baru. Kebijakan yang mendukung perlindungan IP dan 
kemudahan birokrasi akan membuat industri lebih tertarik untuk 
berinvestasi di universitas. Tanpa dukungan kebijakan yang 
kondusif, banyak inisiatif kolaborasi mungkin gagal karena 
hambatan regulasi yang terlalu rumit dan memakan waktu. 
Pendanaan publik juga membantu mengurangi risiko finansial bagi 
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universitas dalam melakukan penelitian berisiko tinggi yang 
berpotensi inovatif. Sinergi antara kebijakan publik dan inisiatif 
swasta menciptakan ekosistem yang lebih robust untuk inovasi 
nasional. Evaluasi kebijakan harus dilakukan secara berkala untuk 
memastikan relevansinya dengan dinamika industri yang berubah 
cepat. Dengan dukungan yang tepat, kolaborasi universitas-
industri dapat menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi 
berbasis pengetahuan yang berkelanjutan. Tantangan dan 
dukungan kebijakan dalam kolaborasi antara Universitas dengan 
dunia industry tersaji dalam tabel 3.3 berikut: 

Tabel 3.3 Tantangan dan Dukungan Kebijakan dalam  
Kolaborasi Universitas-Industri 

Dimensi 
Analisis 

Tantangan & Isu 
Kunci 

Strategi Mitigasi & 
Solusi 

Implikasi 
Strategis 

Tantangan 
Operasional 
Kolaborasi 

1. Perbedaan 
Budaya 
Organisasi: 
Sumber 
miskomunikasi 
paling sulit 
diatasi karena 
perbedaan 
nilai, norma, 
dan cara kerja 
antara 
akademisi dan 
praktisi 
industry 

2. Tujuan Tidak 
Selaras: 
Menyebabkan 
frustrasi ketika 
kontribusi satu 

1. Adaptasi 
Kontekstual: 
Menyesuaikan 
strategi 
engagement 
dengan 
karakteristik 
spesifik masing-
masing 
kemitraan 

2. Protokol 
Keamanan 
Informasi: 
Menerapkan 
mekanisme ketat 
dan enforceable 
untuk 
melindungi data 
sensitif tanpa 

1. Tanpa 
mitigasi yang 
tepat, 
tantangan 
operasional 
dapat 
mengikis 
kepercayaan 
dan 
mengakhiri 
kemitraan 
sebelum 
mencapai 
tujuan 
strategis 

2. Investasi 
dalam 
manajemen 
hubungan 
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pihak tidak 
dihargai atau 
dipahami oleh 
pihak lain 

3. Kebocoran 
Pengetahuan: 
Risiko serius 
hilangnya aset 
intelektual ke 
pihak 
kompetitor 
melalui aliran 
informasi yang 
tidak 
terkendali 

menghambat 
inovasi 

3. Manajemen 
Konflik 
Fleksibel: 
Pendekatan 
resolusi sengketa 
yang adaptif 
untuk 
menyelesaikan 
perbedaan tanpa 
merusak 
hubungan 
jangka panjang 

4. Dokumentasi 
Lessons 
Learned: 
Mencatat 
pembelajaran 
dari tantangan 
sebelumnya 
untuk mencegah 
terulangnya 
masalah serupa 
di proyek masa 
depan 

sama 
pentingnya 
dengan 
investasi 
dalam 
substansi 
penelitian 

3. Fleksibilitas 
strategi 
menjadi 
kompetensi 
inti untuk 
menjaga 
keberlanjuta
n kolaborasi 
di tengah 
dinamika 
organisasi 

Peran 
Pendanaan 
Publik 

1. Risiko finansial 
tinggi pada 
penelitian 
inovatif yang 
belum terbukti 
secara 
komersial 

2. Keterbatasan 
sumber daya 
internal 

1. Insentif 
Finansial 
Pemerintah: 
Berfungsi 
sebagai 
katalisator yang 
mempercepat 
pembentukan 
kemitraan baru 
dan 

1. Pendanaan 
publik 
mengurangi 
hambatan 
awal 
kolaborasi 
dan 
memungkink
an eksplorasi 
ide inovatif 
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universitas 
untuk memulai 
kemitraan 
skala besar 

3. Ketidakpastian 
ROI jangka 
pendek yang 
membuat 
industri 
enggan 
berinvestasi 
tanpa insentif 

mengurangi 
entry barrier 

2. Skema 
Pendanaan 
Risiko-
Bersama: 
Membagi 
beban finansial 
antara publik, 
universitas, dan 
industri untuk 
proyek berisiko 
tinggi 

3. Grant 
Kompetitif 
Berbasis 
Kolaborasi: 
Mendorong 
universitas dan 
industri untuk 
mengajukan 
proposal 
bersama 
sebagai syarat 
pendanaan 

yang berisiko 
bagi sektor 
swasta. 

2. Sinergi 
pendanaan 
menciptakan 
ekosistem 
riset yang 
lebih robust 
dan tahan 
terhadap 
fluktuasi 
ekonomi 
 

Dukungan 
Kebijakan 
dan 
Regulasi 

1. Hambatan 
birokrasi yang 
rumit dan 
memakan 
waktu dalam 
proses 
administrasi 
kemitraan 

2. Ketidakjelasan 
regulasi 
perlindungan 

1. Kebijakan 
Proteksi IP 
yang Jelas: 
Memberikan 
kepastian 
hukum atas 
kepemilikan 
dan distribusi 
manfaat inovasi 

2. Kemudahan 
Birokrasi: 

1. Kebijakan 
yang 
kondusif 
meningkatka
n daya tarik 
investasi 
industri di 
ekosistem 
universitas 

2. Kepastian 
hukum 
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Kekayaan 
Intelektual (IP) 
yang 
menimbulkan 
ketidakpastian 
hukum 

3. Regulasi yang 
tidak responsif 
terhadap 
dinamika 
industri yang 
berubah cepat 

Penyederhanaa
n prosedur 
administratif 
untuk 
mempercepat 
inisiasi dan 
implementasi 
kolaborasi 

3. Evaluasi 
Kebijakan 
Berkala: 
Memastikan 
regulasi tetap 
relevan dengan 
perkembangan 
teknologi dan 
kebutuhan 
industri 

memperkuat 
kepercayaan 
mitra untuk 
berkomitmen 
jangka 
panjang 
dalam 
kemitraan 
strategis 

3. Regulasi 
yang adaptif 
memungkink
an inovasi 
kebijakan 
seiring 
dengan 
evolusi 
model 
kolaborasi 
baru 

Sinerji 
Ekosistem 
Inovasi 
Nasional 

1. Fragmentasi 
inisiatif 
kolaborasi 
yang tidak 
terkoordinasi 
antar institusi 

2. Kurangnya 
platform 
integrasi antara 
kebijakan 
publik, riset 
akademis, dan 
aplikasi 
industry 

3. Tantangan 
dalam 

1. Integrasi 
Kebijakan 
Publik-Inisiatif 
Swasta: 
Menciptakan 
keselarasan 
strategis antara 
agenda 
pemerintah 
dan kebutuhan 
pasar 

2. Platform 
Kolaborasi 
Multi-
Stakeholder: 
Memfasilitasi 

1. Sinergi yang 
kuat 
menciptakan 
ekosistem 
inovasi 
nasional 
yang lebih 
kompetitif di 
kancah 
global 

2. Kolaborasi 
universitas-
industri 
berbasis 
kebijakan 
menjadi 
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mengukur 
dampak 
kolektif 
kolaborasi 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi 
berbasis 
pengetahuan 

pertemuan 
rutin antara 
pembuat 
kebijakan, 
akademisi, dan 
praktisi 
industry 

3. Indikator 
Dampak 
Terstandarisasi: 
Mengembangk
an metrik 
untuk 
mengevaluasi 
kontribusi 
kolaborasi 
terhadap 
inovasi 
nasional dan 
pembangunan 
ekonomi 

mesin 
pertumbuha
n ekonomi 
pengetahuan 
berkelanjuta
n. 

3. Pendekatan 
holistik 
memastikan 
bahwa 
investasi 
dalam riset 
memberikan 
dampak 
sosial-
ekonomi 
yang luas 
dan inklusif 

 
 

3.4 Engagement dengan Pemerintah dan Regulator 

Hubungan pemerintah sangat penting untuk 
pengembangan universitas karena pemerintah memfasilitasi akses 
ke sumber daya yang krusial bagi operasional institusi. Mereka 
juga menyediakan dukungan kebijakan yang diperlukan untuk 
menjalankan fungsi pendidikan tinggi yang kompleks dan berlapis 
di masyarakat. Peluang kolaboratif yang dapat meningkatkan 
kemampuan pendidikan dan penelitian sering kali berasal dari 
jaringan strategis yang dibangun dengan regulator. Universitas 
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terlibat dengan entitas pemerintah untuk mengadvokasi kebijakan 
yang mendukung misi mereka secara aktif dan terukur setiap 
tahun. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan adalah langkah 
wajib yang tidak bisa diabaikan oleh manajemen puncak 
universitas mana pun. Mengeksplorasi kemitraan yang dapat 
mengarah pada perkembangan inovatif menjadi tujuan strategis 
jangka panjang bagi pimpinan institusi. Keterlibatan ini beragam, 
melibatkan advokasi, kepatuhan, kolaborasi, dan kemitraan 
strategis yang terintegrasi dalam rencana induk universitas. Di 
bawah ini, aspek-aspek ini dieksplorasi secara rinci untuk 
memberikan pemahaman yang komprehensif bagi seluruh 
pemangku kepentingan. 

Hubungan pemerintah membantu universitas 
mengamankan dana dan sumber daya yang diperlukan untuk 
infrastruktur dan pengembangan penelitian yang berkelanjutan. 
Misalnya, kemitraan publik-swasta dapat berperan penting dalam 
pengadaan infrastruktur cerdas yang modern dan efisien. 
Infrastruktur ini meningkatkan fasilitas pendidikan dan 
kemampuan penelitian secara signifikan bagi seluruh sivitas 
akademika yang ada. Jayasena & Chan (2022) menekankan bahwa 
akses terhadap sumber daya publik adalah kunci pertumbuhan 
institusi pendidikan tinggi di era modern. Terlibat dengan badan-
badan pemerintah memungkinkan universitas untuk 
memengaruhi pembuatan kebijakan secara langsung dan 
substantif. Memastikan bahwa kebijakan pendidikan selaras 
dengan tujuan strategis dan kebutuhan masyarakat mereka 
menjadi prioritas utama manajemen. Kuzemko (2022) menyatakan 
bahwa pengaruh kebijakan ini menentukan arah perkembangan 
sektor pendidikan tinggi secara nasional. Universitas dapat 
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memanfaatkan hubungan pemerintah untuk mempromosikan 
tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) secara global dan lokal. 

Promosi tujuan pembangunan berkelanjutan terlihat dalam 
kasus universitas Italia yang bekerja menuju pembangunan 
berkelanjutan teritorial yang inklusif. Marchigiani, 
(2023)Menjelaskan bahwa kontribusi terhadap SDGs memperkuat 
legitimasi universitas di mata publik dan pemerintah. Hubungan 
yang kuat dengan regulator memastikan bahwa universitas tidak 
hanya mengikuti aturan, tetapi juga membentuk masa depan 
pendidikan. Tanpa dukungan pemerintah, banyak inisiatif 
penelitian besar mungkin tidak akan pernah terwujud karena 
keterbatasan dana internal. Oleh karena itu, membangun jaringan 
dengan pejabat pemerintah harus menjadi bagian dari strategi 
korporat universitas yang serius. Komunikasi yang terbuka dan 
jujur akan membangun kepercayaan yang diperlukan untuk 
kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan. 
Universitas yang proaktif dalam engagement pemerintah akan 
memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan institusi 
yang pasif menunggu bantuan. Pada akhirnya, hubungan ini 
adalah fondasi bagi keberlanjutan operasional dan akademik 
institusi pendidikan tinggi yang unggul. 

Strategi Advokasi untuk Kebijakan Pendukung 

Universitas dapat mengadvokasi kebijakan yang 
mendukung dengan berpartisipasi dalam proses pembuatan 
kebijakan secara aktif dan konstruktif. membentuk aliansi dengan 
lembaga pendidikan lain untuk menyajikan suara terpadu akan 
memperkuat posisi tawar di hadapan pembuat undang-undang. 
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Gambar 3.4  Advokasi kebijakan Universitas 

 

Márquez-ramos (2020) menyoroti bahwa suara kolektif lebih 
didengar oleh pembuat keputusan daripada suara individu yang 
terisolasi. Terlibat dalam wacana publik dan menggunakan hasil 
penelitian untuk memengaruhi keputusan kebijakan dapat 
membantu universitas secara signifikan. Mengadvokasi perubahan 
yang menguntungkan sektor pendidikan memerlukan data yang 
kuat dan argumen yang persuasif serta berbasis bukti. El-Ferik & 
Al-Naser (2021) menambahkan bahwa bukti empiris dari penelitian 
meningkatkan kredibilitas advokasi yang dilakukan oleh 
akademisi. Universitas harus mampu menerjemahkan temuan 
akademik menjadi rekomendasi kebijakan yang praktis dan dapat 
diterapkan oleh birokrat. Hal ini memerlukan keterampilan 
komunikasi khusus yang dimiliki oleh tim hubungan pemerintah 
yang profesional dan terlatih. 

Mendirikan kantor atau komite khusus untuk fokus pada 
hubungan pemerintah dan advokasi kebijakan dapat 
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merampingkan upaya koordinasi. Meningkatkan efektivitas 
komunikasi dengan regulator adalah tujuan utama dari 
pembentukan struktur khusus ini dalam organisasi universitas. 
Opara et al. (2022) menyarankan bahwa spesialisasi dalam 
advokasi meningkatkan kualitas interaksi dengan pemerintah 
secara drastis. Tim khusus ini bertanggung jawab untuk memantau 
perkembangan regulasi yang mungkin memengaruhi operasional 
universitas sehari-hari. Mereka juga bertugas untuk menyiapkan 
respons strategis terhadap perubahan kebijakan yang diusulkan 
oleh pemerintah pusat atau daerah. Koordinasi antara kantor ini 
dan fakultas-fakultas sangat penting untuk memastikan 
konsistensi pesan yang disampaikan ke eksternal. Tanpa struktur 
yang jelas, upaya advokasi bisa menjadi terfragmentasi dan kurang 
berdampak signifikan terhadap perubahan kebijakan. Investasi 
dalam sumber daya manusia untuk tim ini akan memberikan 
return yang tinggi bagi institusi dalam jangka panjang. 

Advokasi yang efektif juga memerlukan pemahaman 
mendalam tentang proses politik yang berlaku di negara tersebut 
secara komprehensif. Universitas harus mengetahui siapa saja 
pemangku kepentingan kunci yang memengaruhi keputusan 
kebijakan pendidikan nasional. Membangun hubungan pribadi 
dengan pembuat kebijakan dapat memfasilitasi dialog yang lebih 
terbuka dan konstruktif antarpihak. Namun, hubungan ini harus 
tetap menjaga integritas akademik dan tidak melanggar etika 
lobbying yang berlaku ketat. Transparansi dalam kegiatan 
advokasi akan melindungi reputasi universitas dari tuduhan 
konflik kepentingan yang merugikan nama baik institusi. Evaluasi 
berkala terhadap strategi advokasi diperlukan untuk memastikan 
relevansinya dengan dinamika politik yang berubah dengan cepat. 
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Keberhasilan advokasi diukur dari sejauh mana kebijakan yang 
dihasilkan mendukung misi universitas secara nyata. Dengan 
demikian, advokasi adalah alat strategis untuk menciptakan 
lingkungan eksternal yang kondusif bagi pertumbuhan institusi. 

Mekanisme Kepatuhan dengan Peraturan yang Berlaku 

Universitas harus menetapkan kerangka kerja kepatuhan 
yang kuat untuk mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku 
secara nasional. Hal ini dapat mencakup audit rutin, program 
pelatihan, dan pengembangan kebijakan internal yang selaras 
dengan persyaratan hukum yang ada. Steele et al. (2020) 
menekankan bahwa kepatuhan adalah fondasi untuk menghindari 
sanksi hukum dan reputasi negatif yang merusak. Kolaborasi 
dengan pakar hukum dan lembaga pemerintah dapat membantu 
universitas tetap mengetahui perubahan peraturan yang kompleks. 
Memastikan kepatuhan yang berkelanjutan memerlukan sistem 
pemantauan yang aktif dan responsif terhadap update regulasi 
terbaru. Milton (2021) menyatakan bahwa keahlian hukum 
eksternal sering diperlukan untuk interpretasi regulasi yang 
kompleks dan ambigu. Universitas tidak boleh menganggap 
kepatuhan sebagai beban, melainkan sebagai standar operasional 
yang wajib dipenuhi oleh semua unit. Pelatihan staf secara berkala 
akan memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami 
kewajiban hukum mereka dengan baik. 

Menerapkan mekanisme pelaporan transparan dan struktur 
akuntabilitas dapat lebih mendukung upaya kepatuhan secara 
keseluruhan dan sistematis. Marchigiani, (2023) Menjelaskan 
bahwa transparansi membangun kepercayaan antara universitas 
dan regulator pemerintah yang mengawasi. Struktur akuntabilitas 
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yang jelas menentukan siapa yang bertanggung jawab atas 
pelanggaran kepatuhan yang mungkin terjadi di lapangan. Sistem 
pelaporan harus memungkinkan whistleblowing yang aman bagi 
staf yang menemukan ketidaksesuaian prosedur internal. Hal ini 
membantu mendeteksi masalah kepatuhan sejak dini sebelum 
berkembang menjadi krisis yang lebih besar dan sulit dikendalikan. 
Dokumentasi yang rapi mengenai semua aktivitas kepatuhan akan 
memudahkan proses audit oleh pihak eksternal yang berwenang. 
Universitas perlu menunjuk pejabat kepatuhan utama yang 
memiliki wewenang untuk menegakkan aturan internal tanpa 
takut. Budaya kepatuhan harus ditanamkan dari tingkat pimpinan 
puncak hingga staf operasional paling bawah secara konsisten. 

Kepatuhan terhadap peraturan juga mencakup aspek 
perlindungan data dan privasi yang semakin ketat saat ini di era 
digital. Universitas mengelola data sensitif mahasiswa dan 
penelitian yang memerlukan pengamanan tingkat tinggi sesuai 
hukum yang berlaku. Kegagalan dalam melindungi data dapat 
mengakibatkan denda besar dan kehilangan kepercayaan publik 
secara permanen dan sulit dipulihkan. Oleh karena itu, investasi 
dalam teknologi keamanan informasi adalah bagian dari strategi 
kepatuhan yang vital dan mendesak. Regulator sering kali 
memperbarui standar perlindungan data yang harus diikuti oleh 
institusi pendidikan tinggi setiap tahunnya. Universitas harus 
proaktif dalam mengadopsi standar baru ini sebelum tenggat 
waktu yang ditetapkan berlaku secara resmi. Kerja sama dengan 
badan perlindungan data nasional dapat memberikan panduan 
terbaik dalam implementasi teknis pengamanan informasi. Pada 
akhirnya, kepatuhan yang kuat adalah benteng pertahanan bagi 
keberlanjutan reputasi dan operasional universitas di masa depan. 
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Peluang Kolaborasi dalam Program Pemerintah 

Program pemerintah sering menawarkan kesempatan bagi 
universitas untuk terlibat dalam proyek penelitian dan 
pengembangan kolaboratif yang bergengsi. Proyek-proyek ini 
dapat mengarah pada kemajuan teknologi dan inovasi yang 
bermanfaat bagi masyarakat luas secara nyata. Sadykova (2021) 
mencatat bahwa pendanaan pemerintah untuk riset sering kali 
memiliki skala yang lebih besar daripada sektor swasta. Partisipasi 
dalam inisiatif yang dipimpin pemerintah, seperti Bantuan 
Kemitraan Pendidikan di Tiongkok, dapat meningkatkan 
pengembangan universitas. Menyediakan akses ke sumber daya 
dan keahlian yang mungkin tidak tersedia secara internal bagi 
institusi pendidikan tinggi. Ding (2022) menjelaskan bahwa 
program bantuan tersebut memperkuat kapasitas institusi 
penerima secara signifikan dan terukur. Universitas dapat 
bertindak sebagai laboratorium hidup dan pusat transfer 
pengetahuan bagi program pemerintah yang strategis. Bekerja 
sama dengan program pemerintah yang ditujukan untuk 
pembangunan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat adalah 
tujuan mulia institusi. 

Keterlibatan dalam program pemerintah memungkinkan 
universitas untuk menguji teori akademik dalam setting dunia 
nyata yang kompleks. Hal ini memberikan validasi empiris 
terhadap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di 
berbagai disiplin ilmu. Masyarakat juga mendapat manfaat 
langsung dari solusi inovatif yang dihasilkan melalui kolaborasi ini 
dengan pemerintah daerah. Universitas perlu menyusun proposal 
yang kompetitif untuk memenangkan kesempatan pendanaan dari 
program pemerintah tersebut secara efektif. Persaingan untuk 
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mendapatkan grant pemerintah biasanya sangat ketat sehingga 
memerlukan persiapan yang matang dan detail teknis. Tim peneliti 
harus memahami kriteria evaluasi yang digunakan oleh 
pemerintah dalam seleksi proposal proyek penelitian. Keberhasilan 
dalam mendapatkan proyek pemerintah akan meningkatkan 
prestise universitas di mata komunitas akademik internasional 
yang luas. Dampak sosial dari proyek-proyek ini sering kali 
menjadi indikator kinerja utama bagi universitas modern yang 
berorientasi pada dampak. 

Kolaborasi dalam program pemerintah juga membuka 
peluang bagi mobilitas mahasiswa dan dosen antarinstitusi 
pendidikan tinggi. Pertukaran pengetahuan yang terjadi selama 
proyek bersama memperkaya wawasan semua pihak yang terlibat 
dalam ekosistem inovasi. Universitas harus memastikan bahwa 
administrasi proyek dikelola dengan akuntabilitas keuangan yang 
tinggi dan transparan. Pelaporan kemajuan proyek harus 
dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan pemerintah pemberi dana. Kegagalan dalam 
administrasi dapat mengakibatkan penghentian pendanaan dan 
blacklist dari program masa depan yang berpotensi merugikan. 
Oleh karena itu, dukungan administratif yang profesional adalah 
kunci keberhasilan pelaksanaan proyek pemerintah yang 
kompleks. Hasil penelitian dari program ini harus disebarluaskan 
untuk memaksimalkan dampak pengetahuan bagi publik secara 
luas. Dengan demikian, partisipasi dalam program pemerintah 
adalah strategi ganda untuk pendanaan dan dampak sosial yang 
positif. 
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Strategi Kemitraan Publik-Swasta 

Kemitraan publik-swasta atau Public-private partnerships 
(PPP) adalah kolaborasi strategis yang dapat memberi universitas 
sumber daya dan keahlian tambahan yang vital. Proyek 
infrastruktur dan penelitian sering kali memerlukan modal besar 
yang hanya bisa dipenuhi melalui skema PPP yang tepat. Jayasena 
et al. (2022) menyatakan bahwa PPP memungkinkan berbagi risiko 
antara sektor publik dan swasta secara adil. Universitas dapat 
memanfaatkan PPP untuk meningkatkan kemampuan penelitian 
mereka dan mengembangkan teknologi baru yang inovatif. 
Mengembangkan teknologi yang memenuhi kebutuhan 
masyarakat adalah tujuan akhir dari banyak kemitraan ini dengan 
sektor industri. El-Ferik & Al-Naser (2021) menambahkan bahwa 
PPP mempercepat komersialisasi hasil penelitian universitas 
menjadi produk nyata. Namun, pengelolaan PPP memerlukan 
keahlian khusus dalam negosiasi dan manajemen kontrak yang 
kompleks dan mengikat. Universitas harus berhati-hati agar 
kepentingan akademik tidak dikorbankan demi keuntungan 
komersial mitra swasta yang dominan. 

PPP yang sukses membutuhkan kerangka hukum yang jelas, 
mekanisme pembagian risiko, dan penyelarasan tujuan antara 
entitas publik dan swasta. Opara et al. (2022) menekankan bahwa 
ketidakjelasan hukum sering menjadi penyebab kegagalan 
kemitraan strategis jangka panjang. Mekanisme pembagian risiko 
harus adil sehingga tidak ada pihak yang menanggung beban 
berlebihan secara tidak proporsional dalam proyek. Penyelarasan 
tujuan memastikan bahwa kedua pihak bergerak ke arah yang 
sama tanpa konflik kepentingan internal yang merusak. 
Universitas perlu melakukan due diligence yang mendalam 
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sebelum menandatangani perjanjian kemitraan publik-swasta 
jangka panjang yang mengikat. Evaluasi terhadap rekam jejak 
mitra swasta sangat penting untuk memastikan integritas dan 
kapasitas finansial mereka secara akurat. Komunikasi yang 
transparan selama pelaksanaan proyek akan mencegah 
miskomunikasi yang dapat merusak hubungan kemitraan yang 
sudah dibangun. Review berkala terhadap kinerja PPP diperlukan 
untuk memastikan bahwa tujuan awal masih relevan dan tercapai 
sesuai rencana. 

Manfaat PPP tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik, 
tetapi juga pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia 
yang unggul. Program pelatihan bersama dapat dirancang untuk 
meningkatkan keterampilan staf universitas dan karyawan mitra 
swasta secara simultan. Transfer teknologi dari industri ke 
universitas juga dapat terjadi melalui mekanisme kemitraan ini 
secara efektif dan efisien. Universitas harus memastikan bahwa hak 
kekayaan intelektual diatur dengan jelas dalam perjanjian 
kemitraan tersebut sejak awal. Perlindungan IP penting untuk 
memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan dapat 
dikomersialisasikan dengan benar dan menguntungkan kedua 
pihak. Kemitraan ini juga dapat membuka akses bagi mahasiswa 
terhadap fasilitas industri yang canggih untuk pembelajaran 
praktis. Dengan strategi yang tepat, PPP menjadi alat powerful 
untuk transformasi universitas menuju model technopreneur yang 
mandiri. Keberhasilan PPP diukur dari keberlanjutan manfaat yang 
dihasilkan setelah periode kemitraan formal berakhir secara resmi. 
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Tantangan dan Pertimbangan Strategis 

Sementara hubungan pemerintah menawarkan banyak 
manfaat bagi pengembangan universitas, tantangan seperti 
pengaruh politik dan kompleksitas peraturan dapat menimbulkan 
hambatan. Misalnya, pengaruh industri yang tidak semestinya 
melalui entitas pihak ketiga dapat memengaruhi integritas 
penelitian dan hasil kebijakan yang objektif. Memerlukan 
pengelolaan konflik kepentingan yang cermat untuk menjaga 
kredibilitas akademik universitas tetap utuh dan terpercaya. Steele 
et al. (2020) memperingatkan bahwa kompromi integritas dapat 
merusak reputasi universitas secara permanen di mata publik 
global. Universitas harus memiliki protokol etika yang ketat untuk 
mengelola interaksi dengan lobbyist dan pihak berkepentingan 
politik yang beragam. Transparansi dalam sumber pendanaan 
penelitian adalah syarat mutlak untuk mempertahankan 
kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas ilmu pengetahuan 
yang dihasilkan. Pimpinan universitas harus berani mengambil 
sikap independen ketika tekanan politik bertentangan dengan nilai 
akademik yang luhur. Menjaga otonomi akademik di tengah 
ketergantungan pendanaan pemerintah adalah tantangan strategis 
yang terus-menerus dihadapi pimpinan. 

Selain itu, keberlanjutan program yang didukung 
pemerintah, seperti Bantuan Kemitraan Pendidikan di Tiongkok, 
bergantung pada pembangunan kapasitas lembaga penerima. 
Daripada hanya mengandalkan dukungan eksternal yang mungkin 
suatu saat akan dihentikan oleh pemerintah pusat karena 
perubahan prioritas. Ding & You (2022) menyarankan bahwa 
universitas harus menggunakan masa bantuan untuk membangun 
kemandirian finansial dan operasional yang kuat. Ketergantungan 
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yang berlebihan pada satu sumber pendanaan pemerintah 
menciptakan kerentanan strategis bagi institusi pendidikan tinggi 
yang bersangkutan. Diversifikasi sumber pendapatan harus 
menjadi prioritas untuk mengurangi risiko perubahan kebijakan 
fiskal negara yang tidak terduga. Universitas perlu 
mengembangkan model bisnis yang mampu menghasilkan 
pendapatan mandiri selain dari grant pemerintah yang terbatas. 
Strategi exit plan harus disiapkan sejak awal untuk transisi yang 
mulus ketika program bantuan berakhir secara resmi. 
Pembangunan kapasitas internal adalah investasi jangka panjang 
yang lebih berharga daripada bantuan jangka pendek yang bersifat 
sementara. 

Pertimbangan ini menyoroti perlunya keterlibatan strategis 
dan strategi adaptif dalam hubungan universitas-pemerintah yang 
dinamis. Universitas harus terus-menerus mengevaluasi risiko dan 
peluang dalam setiap interaksi dengan entitas regulator yang 
berwenang. Fleksibilitas dalam strategi engagement 
memungkinkan universitas untuk menavigasi perubahan politik 
yang tidak terduga dengan baik dan sigap. Kolaborasi dengan 
asosiasi universitas nasional dapat memberikan dukungan kolektif 
dalam menghadapi tantangan regulasi yang sulit dan 
memberatkan. Pembelajaran dari pengalaman universitas lain 
dalam mengelola hubungan pemerintah sangat berharga untuk 
menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Dokumentasi 
best practices dalam engagement pemerintah harus menjadi bagian 
dari pengetahuan organisasi dan institusi yang diakses oleh semua 
pimpinan. Pada akhirnya, keseimbangan antara memanfaatkan 
peluang pemerintah dan menjaga independensi adalah kunci 
kesuksesan jangka panjang institusi. Hubungan yang sehat dengan 
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pemerintah adalah aset strategis yang harus dikelola dengan bijak 
dan bertanggung jawab oleh semua pihak. 

 

3.5 Community Engagement dan Dampak Sosial 

Keterlibatan masyarakat dan dampak sosial adalah 
komponen penting dari penelitian modern dan inisiatif pendidikan 
yang relevan. Pendekatan ini menekankan kolaborasi antara 
universitas dan masyarakat untuk mengatasi tantangan lokal 
secara bersama-sama. Tujuannya adalah mendorong 
pembangunan berkelanjutan yang dapat dirasakan langsung oleh 
warga sekitar kampus. Barrett et al. (2023) menyatakan bahwa 
penelitian berbasis masyarakat memastikan relevansi hasil 
akademik bagi kehidupan nyata. Sanchez-youngman et al. (2023); 
menambahkan bahwa kolaborasi ini harus melibatkan anggota 
masyarakat sejak awal perencanaan. Tanpa keterlibatan awal, 
penelitian berisiko tidak menjawab kebutuhan mendesak yang 
dihadapi komunitas setempat. Universitas memiliki tanggung 
jawab moral untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak 
hanya menara gading. Oleh karena itu, integrasi dampak sosial 
menjadi indikator kinerja utama institusi pendidikan tinggi 
modern. 

Pembelajaran layanan mengintegrasikan pengabdian 
masyarakat dengan instruksi akademik untuk tujuan pendidikan 
yang lebih luas. Brown & Bauer (2021) menekankan bahwa metode 
ini menekankan refleksi dan pembelajaran pengalaman bagi 
mahasiswa. Mahasiswa meningkatkan pemahaman mereka 
tentang isu-isu sosial melalui interaksi langsung dengan 
masyarakat. Peran mereka dalam mengatasi masalah sosial 
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menjadi lebih nyata dan terukur dampaknya. Hal ini 
mempersiapkan lulusan untuk menjadi agen perubahan yang 
peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Universitas harus 
merancang kurikulum yang memungkinkan fleksibilitas untuk 
kegiatan pengabdian tersebut. Dosen juga perlu dilatih untuk 
membimbing mahasiswa dalam konteks pembelajaran berbasis 
komunitas. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya transfer 
pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter sosial yang kuat. 

Membina ekosistem simbiosis sangat penting untuk 
membangun kemitraan berkelanjutan yang mengatasi tantangan 
sosial yang kompleks. This et al. (2022) enjelaskan bahwa 
melibatkan beragam pemangku kepentingan adalah kunci 
keberhasilan jangka panjang. Setiap pihak harus merasa memiliki 
kepentingan yang sama dalam pencapaian tujuan pembangunan 
masyarakat. Hubungan yang saling menguntungkan akan 
mencegah eksploitasi satu pihak terhadap pihak lainnya dalam 
kemitraan. Universitas harus menghindari pendekatan karitatif 
yang bersifat satu arah dan sementara. Sebaliknya, pendekatan 
pemberdayaan yang berkelanjutan lebih dihargai oleh komunitas 
mitra. Evaluasi terhadap hubungan kemitraan harus dilakukan 
secara berkala untuk menjaga kesehatan ekosistem. Komitmen 
terhadap kesetaraan menjadi fondasi utama dalam setiap interaksi 
antara akademisi dan warga. 

Penelitian Berbasis Masyarakat dan Pembelajaran Layanan 

Penelitian Partisipatif Berbasis Masyarakat (CBPR) 
melibatkan kolaborasi antara peneliti dan anggota masyarakat 
secara intensif. Barrett et al.(2023) menjelaskan bahwa metode ini 
mengatasi masalah lokal dengan memastikan penelitian relevan. 
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Sanchez-Youngman et al. (2023); Menegaskan bahwa manfaat bagi 
masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam desain penelitian. 
Peneliti tidak boleh hanya mengambil data tanpa memberikan 
kembali nilai bagi partisipan komunitas. Proses penelitian harus 
transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam 
proyek. Hal ini membangun kepercayaan yang diperlukan untuk 
kolaborasi jangka panjang di masa depan. Masyarakat dilibatkan 
dalam analisis data sehingga interpretasi hasil tidak bias oleh 
pandangan akademis semata. Hasil penelitian kemudian 
digunakan untuk advokasi kebijakan yang menguntungkan 
komunitas tersebut secara langsung. 

Pembelajaran layanan mengintegrasikan pengabdian 
masyarakat dengan instruksi akademik dalam struktur kurikulum 
yang formal.  Brown & Bauer (2021); menyatakan bahwa metode ini 
menekankan refleksi dan pembelajaran pengalaman untuk siswa. 
Mahasiswa diajak untuk memahami peran mereka dalam 
mengatasi isu sosial yang kompleks. Refleksi kritis membantu 
mereka menghubungkan teori kelas dengan realitas lapangan yang 
sering kali keras. Pengalaman ini meningkatkan empati sosial dan 
keterampilan komunikasi interpersonal mahasiswa secara 
signifikan. Universitas perlu menyediakan dukungan logistik 
untuk memastikan keamanan mahasiswa di lapangan. Mitra 
komunitas juga harus dilibatkan dalam penilaian kinerja 
mahasiswa selama program berlangsung. Sinergi antara akademik 
dan pengabdian menciptakan lulusan yang kompeten secara teknis 
dan sosial. 

Dengan mengintegrasikan pembelajaran layanan dan 
penelitian berbasis masyarakat ke dalam kurikulum, universitas 
meningkatkan kesadaran sosial. Brown & Bauer (2020) 
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menambahkan bahwa hal ini mempersiapkan mereka untuk 
berkontribusi pada pembangunan daerah. Mahasiswa menjadi 
lebih peka terhadap ketidakadilan sosial yang mungkin terjadi di 
sekitar mereka. Mereka juga memperoleh keterampilan praktis 
yang tidak dapat diajarkan sepenuhnya di dalam ruang kelas. 
Dosen bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan sumber 
daya universitas dengan kebutuhan komunitas. Proyek-proyek 
yang dihasilkan sering kali menjadi solusi inovatif untuk masalah 
lokal yang spesifik. Keberhasilan program ini diukur dari 
perubahan perilaku mahasiswa dan dampak nyata bagi 
masyarakat. Integrasi ini mengubah universitas dari penyedia jasa 
pendidikan menjadi mitra pembangunan masyarakat yang aktif. 

Strategi Kemitraan Universitas-Komunitas 

Kemitraan universitas-komunitas yang efektif 
membutuhkan saling percaya sebagai fondasi utama hubungan 
kerja sama. Tujuan bersama harus dirumuskan secara jelas agar 
semua pihak bergerak ke arah yang sama. Komunikasi yang jelas 
mencegah miskomunikasi yang dapat merusak hubungan 
kemitraan di tengah jalan. Akintobi et al. (2023) menyarankan 
bahwa kemitraan ini dapat diperkuat melalui evaluasi 
berkelanjutan. Adaptasi strategi untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat yang berubah juga sangat diperlukan seiring waktu. 
Han et al. (2021) menekankan bahwa program harus berulang dan 
dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan komunitas. 
Fleksibilitas dalam pengelolaan proyek memungkinkan respons 
cepat terhadap krisis yang mungkin muncul tiba-tiba. Tanpa 
kepercayaan, kolaborasi hanya akan bersifat transaksional dan 
tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. 
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Melibatkan beragam pemangku kepentingan dan membina 
ekosistem simbiosis sangat penting untuk keberlanjutan. This et al. 
(2022) menekankan bahwa tantangan sosial yang kompleks 
memerlukan solusi dari berbagai sudut pandang. Pemerintah lokal, 
organisasi non-profit, dan sektor swasta harus dilibatkan dalam 
ekosistem kemitraan. Setiap aktor membawa sumber daya unik 
yang dapat saling melengkapi kekurangan pihak lainnya. 
Koordinasi antar pemangku kepentingan memerlukan platform 
dialog yang teratur dan terstruktur dengan baik. Universitas sering 
kali bertindak sebagai netralis yang memfasilitasi pertemuan 
berbagai kepentingan tersebut. Pembagian peran yang jelas 
mencegah tumpang tindih tugas yang dapat menyebabkan 
inefisiensi operasional. Kemitraan yang inklusif memastikan 
bahwa suara kelompok marginal juga terdengar dalam proses 
pengambilan keputusan. 

Evaluasi berkelanjutan dan adaptasi strategi untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat adalah siklus yang tidak boleh 
putus. Akintobi et al. (2023) menyatakan bahwa evaluasi 
partisipatif memastikan peningkatan berkelanjutan dalam inisiatif 
keterlibatan. Umpan balik dari masyarakat harus menjadi dasar 
untuk revisi program di periode berikutnya. Han et al. (2021) 
menambahkan bahwa transparansi dalam evaluasi membangun 
akuntabilitas bagi universitas mitra. Mekanisme pelaporan harus 
mudah diakses oleh semua anggota komunitas yang terlibat dalam 
proyek. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau 
kemajuan komitmen yang telah disepakati bersama sebelumnya. 
Jika strategi tidak berhasil, universitas harus berani mengakui 
kegagalan dan belajar dari kesalahan tersebut. Proses adaptasi ini 
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menunjukkan respek universitas terhadap dinamika kehidupan 
masyarakat yang terus berubah. 

Kerangka Kerja untuk Mengukur Dampak Sosial dan 
Pengembangan Masyarakat 

Pendekatan Lima Pilar memberikan kerangka kerja untuk 
pembangunan masyarakat yang berkelanjutan secara 
komprehensif. O'Hara et al. (2023) merinci fokus pada pendidikan, 
kesehatan, kualitas lingkungan, fasilitas sosial dan budaya. Akses 
informasi dan transportasi juga menjadi pilar penting dalam 
kerangka kerja pembangunan ini. Setiap pilar saling berkaitan dan 
tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup 
warga. Universitas dapat menggunakan kerangka ini untuk 
memetakan area intervensi yang paling dibutuhkan masyarakat. 
Indikator kinerja untuk setiap pilar harus ditetapkan secara spesifik 
dan terukur dampaknya. Pendekatan holistik ini mencegah solusi 
yang bersifat parsial dan tidak menyentuh akar masalah. 
Implementasi kerangka kerja ini memerlukan kolaborasi lintas 
disiplin ilmu di dalam universitas itu sendiri. 

Kerangka evaluasi partisipatif menilai efektivitas inisiatif 
keterlibatan masyarakat secara objektif dan inklusif. Akintobi et al. 
(2023) menjelaskan bahwa metode ini memastikan peningkatan 
berkelanjutan dan keselarasan dengan prioritas komunitas. 
Masyarakat dilibatkan dalam menentukan kriteria keberhasilan 
sehingga evaluasi tidak bias dari atas ke bawah. Data kualitatif dan 
kuantitatif dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran utuh 
tentang dampak sosial yang terjadi. Hasil evaluasi digunakan 
untuk melaporkan akuntabilitas penggunaan sumber daya kepada 
donor dan publik. Transparansi dalam evaluasi memperkuat 
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legitimasi universitas di mata pemangku kepentingan eksternal. 
Proses ini juga menjadi alat pembelajaran organisasi bagi staf 
universitas yang mengelola program. Keselarasan dengan prioritas 
komunitas memastikan bahwa universitas tidak memaksakan 
agenda sendiri kepada masyarakat. 

Memastikan peningkatan berkelanjutan dan keselarasan 
dengan prioritas komunitas adalah tujuan akhir pengukuran 
dampak. O'Hara et al. (2023) menekankan bahwa fasilitas sosial 
dan budaya sering kali terlupakan dalam pembangunan ekonomi. 
Padahal aspek ini penting untuk kesejahteraan psikologis dan 
kohesi sosial masyarakat setempat. Akses informasi dan 
transportasi menentukan seberapa jauh masyarakat dapat 
mengakses peluang ekonomi yang tersedia. Universitas harus 
membantu masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap 
infrastruktur dasar tersebut melalui Advocacy. Pengukuran 
dampak tidak boleh berhenti setelah proyek selesai tetapi harus 
berlanjut jangka panjang. Dampak jangka panjang menunjukkan 
keberlanjutan intervensi yang dilakukan oleh universitas mitra. 
Dengan demikian, kerangka kerja ini menjadi panduan strategis 
untuk perencanaan program pengabdian masyarakat. 

Peran Universitas dalam Sistem Inovasi Regional 

Universitas memainkan peran penting dalam sistem inovasi 
regional dengan mendorong kolaborasi penelitian yang strategis. 
Toomey et al.,(2023) menyatakan bahwa universitas memberikan 
peluang pendidikan dan mendukung inisiatif berbasis masyarakat. 
Inisiatif ini mengatasi tantangan lokal yang spesifik bagi wilayah 
tempat universitas berada.  
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Gambar 3.5 berikut adalah Gambaran Universitas bertindak 
sebagai hub pengetahuan yang menghubungkan aktor inovasi di 
dalam region tersebut. Transfer teknologi dari kampus ke industri 
lokal dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi regional secara 
signifikan. Penelitian yang dilakukan harus relevan dengan potensi 
dan masalah yang ada di wilayah tersebut. Hal ini mencegah brain 
drain karena lulusan menemukan peluang kerja di daerah sendiri. 
Sistem inovasi regional yang kuat memerlukan keterlibatan aktif 
dari pimpinan universitas dalam kebijakan daerah. 

Dengan mengintegrasikan pembelajaran layanan dan 
penelitian berbasis masyarakat ke dalam kurikulum mereka, 
universitas meningkatkan kesadaran. Brown & Bauer (2020) 
menambahkan bahwa hal ini mempersiapkan mereka untuk 
berkontribusi pada pembangunan daerah. Mahasiswa yang terlibat 
dalam proyek lokal cenderung memilih karir di wilayah tersebut 
setelah lulus. Mereka memahami potensi daerah sehingga dapat 
mengembangkan bisnis atau inovasi yang sesuai konteks lokal. 
Dosen juga didorong untuk melakukan penelitian terapan yang 
dapat diadopsi oleh industri setempat. Sinergi antara kurikulum 
dan kebutuhan regional menciptakan ekosistem pendidikan yang 
relevan dan aplikatif. Universitas menjadi mitra strategis 
pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan wilayah 
jangka panjang. Kontribusi ini memperkuat posisi universitas 
sebagai aset vital bagi kemajuan region tersebut.
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Gambar 3.5 Inovasi regional melalui kolaborasi Universitas 
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Mendukung inisiatif berbasis masyarakat yang mengatasi 
tantangan lokal adalah mandat sosial universitas modern. Toomey 
et al. (2023) menjelaskan bahwa kolaborasi penelitian harus 
melibatkan aktor regional lainnya secara aktif. Perusahaan lokal 
dapat menjadi mitra dalam menyediakan tempat magang atau 
pendanaan riset terapan. Organisasi masyarakat sipil membantu 
memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan tepat sasaran bagi 
warga. Universitas harus membuka akses fasilitas laboratorium 
bagi komunitas untuk mendorong inovasi akar rumput. Kebijakan 
universitas harus mendukung dosen yang terlibat dalam kegiatan 
pengabdian masyarakat ini. Pengakuan akademik untuk kegiatan 
pengabdian perlu disetarakan dengan publikasi jurnal ilmiah. 
Dengan demikian, sistem inovasi regional menjadi lebih inklusif 
dan berdampak luas bagi kesejahteraan bersama. 

Praktik Terbaik dan Tantangan Implementasi 

Program keterlibatan masyarakat yang sukses ditandai 
dengan peran yang jelas untuk mitra masyarakat dalam setiap 
tahap. Han et al. (2021) menekankan bahwa saling percaya dan 
transparansi adalah kunci utama keberhasilan program. Mitra 
masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan bukan 
hanya sebagai objek penelitian saja. Program-program ini harus 
berulang dan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan 
komunitas yang dinamis. Fleksibilitas memungkinkan program 
tetap relevan meskipun terjadi perubahan kepemimpinan di 
tingkat komunitas. Dokumentasi peran masing-masing pihak 
mencegah konflik yang mungkin timbul akibat ekspektasi yang 
tidak jelas. Komunikasi rutin antara manajer program dan mitra 
masyarakat menjaga_alignment tujuan strategis kedua pihak. 
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Keberhasilan program diukur dari kepuasan mitra masyarakat 
terhadap proses kolaborasi yang dijalankan. 

Studi kasus proyek pembelajaran layanan di komunitas 
terpinggirkan menunjukkan manfaat pendidikan langsung yang 
berfokus. Brown & Bauer (2020) mencatat bahwa manfaat ini 
dirasakan oleh siswa dan penduduk lokal secara simultan. Siswa 
mendapatkan pengalaman nyata sementara penduduk lokal 
mendapatkan bantuan sumber daya dari universitas. Proyek ini 
sering kali mengisi kekosongan layanan publik yang tidak 
terjangkau oleh pemerintah setempat. Namun, universitas harus 
berhati-hati agar tidak menciptakan ketergantungan masyarakat 
pada bantuan mahasiswa. Keberlanjutan proyek harus 
direncanakan sejak awal agar manfaat tetap ada setelah mahasiswa 
pergi. Pendekatan berbasis aset masyarakat lebih disarankan 
daripada pendekatan berbasis kekurangan atau defisit. Hal ini 
memberdayakan masyarakat untuk mengenali dan memanfaatkan 
potensi yang sudah mereka miliki sendiri. 

Sementara keterlibatan masyarakat dan inisiatif dampak 
sosial menawarkan manfaat yang signifikan, mereka juga 
menghadapi tantangan. Dinamika kekuasaan antara akademisi 
dan warga sering kali menjadi hambatan dalam kolaborasi yang 
setara. Kendala sumber daya seperti waktu dan dana juga 
membatasi skala program yang dapat dilaksanakan. Akintobi et al. 
(2023) menyatakan bahwa kebutuhan untuk evaluasi dan adaptasi 
berkelanjutan sering kali terabaikan. Mengatasi tantangan ini 
membutuhkan komitmen terhadap kesetaraan dalam setiap 
interaksi proyek. Pengambilan keputusan bersama harus menjadi 
norma yang berlaku dalam seluruh tahapan kegiatan. 
Pembelajaran berkelanjutan dari keberhasilan dan kegagalan 
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diperlukan untuk meningkatkan kualitas program di masa depan. 
Dengan membina kemitraan yang kuat dan memanfaatkan 
perspektif yang beragam, universitas dan masyarakat dapat secara 
kolaboratif mendorong perubahan sosial yang berarti. 
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BAB 7: 

TATA KELOLA ORGANISASI DAN 
KEPEMIMPINAN 

 
 
 
 

7.1 Struktur Tata Kelola untuk Technopreneur 
University 

Struktur tata kelola untuk Universitas Technopreneur harus 
dirancang untuk mendorong inovasi dan kewirausahaan sambil 
memastikan manajemen dan koordinasi yang efektif di berbagai 
unit. Ini melibatkan pembuatan struktur organisasi yang 
mendukung teknopreneurship, mendefinisikan peran dan 
tanggung jawab yang jelas, membangun kerangka pengambilan 
keputusan, dan menerapkan mekanisme koordinasi. Selain itu, 
belajar dari praktik terbaik dalam tata kelola dari universitas 
terkemuka dapat memberikan wawasan yang berharga bagi 
institusi yang sedang berkembang. Tanpa struktur yang tepat, 
upaya kewirausahaan sering kali terfragmentasi dan tidak 
mencapai potensi maksimal yang diharapkan oleh pemangku 
kepentingan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai 
elemen-elemen tata kelola ini menjadi fondasi utama bagi 
transformasi universitas menuju model technopreneur. Setiap unit 
dalam universitas harus memiliki kejelasan arah agar tidak terjadi 
tumpang tindih wewenang yang dapat menghambat inovasi. 



 

 
 

354 

Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa sumber daya yang 
terbatas dapat dialokasikan secara efisien untuk program-program 
prioritas. Dengan demikian, bab ini akan menguraikan secara rinci 
komponen-komponen vital dalam membangun tata kelola yang 
robust dan berkelanjutan. 

Struktur Organisasi yang Mendukung Technopreneurship 

Struktur organisasi yang mendukung technopreneurship 
harus mampu mengintegrasikan industri dan pendidikan untuk 
menjembatani kesenjangan antara pelatihan akademik dan 
kebutuhan industri. Hal ini seperti yang terlihat di universitas 
teknik Tiongkok yang berhasil menyelaraskan kurikulum dengan 
dinamika pasar kerja yang berubah cepat. Lv et al. (2022) 
menekankan bahwa integrasi ini memerlukan perubahan 
organisasi yang signifikan agar tidak hanya bersifat simbolis 
semata. Universitas harus merombak hierarki tradisional yang 
kaku menjadi lebih fleksibel untuk merespons peluang 
kewirausahaan yang muncul secara tiba-tiba. Struktur yang datar 
memungkinkan komunikasi yang lebih lancar antara dosen, 
mahasiswa, dan mitra industri tanpa birokrasi yang berlebihan. 
Fleksibilitas ini juga memungkinkan pembentukan tim proyek 
lintas disiplin yang dapat bekerja secara agile dalam 
mengembangkan produk teknologi. Tanpa integrasi yang kuat, 
lulusan akan kesulitan beradaptasi dengan budaya kerja industri 
yang sebenarnya setelah mereka lulus nanti. Oleh karena itu, 
desain struktur organisasi harus memprioritaskan konektivitas 
eksternal sebagai bagian dari fungsi utamanya. 

Universitas juga harus mengadopsi model kewirausahaan 
yang menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar tenaga 
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kerja dan menumbuhkan hubungan masyarakat. Borrello (2023) 
mencontohkan Universitas Politeknik Palestina yang berhasil 
menerapkan orientasi kewirausahaan dalam struktur akademik 
mereka. Model ini menuntut adanya unit khusus yang bertugas 
memantau tren industri dan merekomendasikan penyesuaian 
program studi secara berkala. Struktur organisasi harus 
memfasilitasi kemitraan strategis dengan berbagai sektor industri 
untuk memastikan relevansi pendidikan yang berkelanjutan. 
Hubungan masyarakat yang kuat akan membuka akses bagi 
mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis melalui 
program magang yang terstruktur. Kemitraan ini juga menjadi 
saluran bagi universitas untuk mendapatkan umpan balik 
langsung mengenai kualitas lulusan yang mereka hasilkan. Dengan 
demikian, struktur organisasi bukan hanya tentang bagan hierarki, 
tetapi tentang aliran nilai antara kampus dan masyarakat. 
Implementasi model ini memerlukan komitmen pimpinan puncak 
untuk mengubah budaya organisasi secara menyeluruh dan 
mendasar. 

Membangun platform inkubasi dapat mendukung kegiatan 
kewirausahaan dengan menyediakan sumber daya dan bimbingan 
bagi mahasiswa dan dosen. Toledano et al. (2022) menyoroti bahwa 
platform ini sangat penting dalam konteks spin-off universitas 
yang membutuhkan dukungan infrastruktur khusus. Platform 
inkubasi harus berada di bawah struktur governance yang jelas 
agar dapat mengakses dana dan fasilitas universitas secara efektif. 
Unit ini berfungsi sebagai hub yang menghubungkan ide-ide 
inovatif dari laboratorium dengan investor yang mencari peluang 
bisnis potensial. Struktur yang mendukung inkubasi akan 
memungkinkan proses komersialisasi penelitian berjalan lebih 
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cepat dan efisien tanpa hambatan administratif. Mahasiswa yang 
bergabung dengan inkubator mendapatkan akses ke mentor bisnis 
yang berpengalaman dan jaringan industri yang luas. Keberadaan 
platform ini menunjukkan keseriusan universitas dalam 
mendukung ekosistem kewirausahaan yang tumbuh dari dalam 
kampus. Tanpa struktur pendukung yang dedicated, ide-ide brilian 
sering kali gagal mencapai tahap komersialisasi karena kekurangan 
sumber daya. 

Integrasi ketiga elemen struktur ini menciptakan ekosistem 
yang kondusif bagi pertumbuhan technopreneurship di 
lingkungan universitas. Sinergi antara integrasi industri, orientasi 
kewirausahaan, dan platform inkubasi memperkuat posisi 
universitas sebagai pusat inovasi regional. Struktur organisasi 
harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa ia tetap 
relevan dengan perkembangan teknologi dan bisnis terbaru. 
Perubahan struktur mungkin diperlukan ketika universitas 
memutuskan untuk memperluas cakupan kemitraan industri ke 
skala internasional yang lebih luas. Dosen dan staf administrasi 
perlu dilatih untuk memahami peran baru mereka dalam struktur 
organisasi yang berorientasi pada kewirausahaan ini. Komunikasi 
internal harus diperkuat agar semua warga universitas memahami 
visi dan misi dari perubahan struktur yang dilakukan. Dukungan 
teknologi informasi juga diperlukan untuk mengelola data 
kemitraan dan aktivitas inkubasi dalam struktur yang 
terdigitalisasi. Dengan struktur yang tepat, universitas dapat 
bertransformasi menjadi mesin penggerak ekonomi berbasis 
pengetahuan yang berkelanjutan. 

 



 

 
 

357 

Peran dan Tanggung jawab dalam Model Tata Kelola 

Seorang Chief Innovation Officer atau CIO dapat 
memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dengan 
menyelaraskan sumber daya organisasi dengan tujuan strategis. 
Cheng & Love (2022) menyarankan bahwa peran ini sangat krusial 
dalam kerangka kontingensi strategis yang dihadapi universitas 
modern saat ini. CIO bertugas memastikan bahwa setiap investasi 
dalam penelitian dan pengembangan memiliki jalur yang jelas 
menuju komersialisasi dan dampak sosial. Tanggung jawab ini 
meliputi pengawasan terhadap portofolio inovasi universitas dan 
identifikasi peluang baru yang berpotensi tinggi secara ekonomi. 
CIO juga bertindak sebagai jembatan antara fakultas akademik dan 
unit bisnis yang mengelola harta kekayaan intelektual universitas. 
Tanpa kepemimpinan yang jelas di tingkat ini, upaya inovasi sering 
kali tersebar dan tidak terkoordinasi dengan baik 
antardepartemen. Oleh karena itu, posisi CIO harus memiliki 
otoritas yang cukup untuk mengambil keputusan strategis terkait 
alokasi sumber daya inovasi. Keberhasilan peran ini diukur dari 
jumlah inovasi yang berhasil dikomersialisasikan dan dampak 
ekonomi yang dihasilkan bagi universitas. 

Dekan fakultas harus mengelola tuntutan yang meningkat 
dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen yang efektif dan 
efisien dalam operasional sehari-hari. Hagerer (2020) mencatat 
bahwa hal ini terlihat di universitas Jerman yang selaras dengan 
Model Pengarah Baru atau New Steering Model yang diterapkan. 
Prinsip manajemen ini menuntut kepala fakultas untuk tidak hanya 
fokus pada akademik, tetapi juga pada aspek kewirausahaan dan 
keberlanjutan finansial. Mereka bertanggung jawab untuk 
mengembangkan strategi fakultas yang mendukung tujuan 
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technopreneurship universitas secara keseluruhan dan terintegrasi. 
Kepala fakultas juga harus memastikan bahwa dosen memiliki 
waktu dan sumber daya yang cukup untuk terlibat dalam kegiatan 
kewirausahaan yang produktif. Evaluasi kinerja kepala fakultas 
harus memasukkan indikator keberhasilan dalam membangun 
kemitraan industri dan mendukung startup mahasiswa. Tanggung 
jawab ini memerlukan keseimbangan yang halus antara kebebasan 
akademik dan tuntutan efisiensi manajerial yang ketat. Dengan 
demikian, kepala fakultas menjadi kunci dalam menerjemahkan 
kebijakan universitas menjadi aksi nyata di tingkat departemen. 

Komite tata kelola dapat mengawasi praktik tata kelola dan 
memastikan konsistensi di seluruh universitas. Shen & Marca 
(2022) menjelaskan bahwa komite seperti ini berfungsi untuk 
menjaga standar kualitas dan etika dalam seluruh aktivitas inovasi. 
Komite ini bertugas meninjau kebijakan yang ada dan 
merekomendasikan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas 
model governance yang diterapkan. Anggota komite harus 
mewakili berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, 
industri, dan perwakilan mahasiswa untuk memastikan 
keberagaman perspektif. Mereka juga bertanggung jawab untuk 
memastikan kepatuhan terhadap regulasi eksternal yang berlaku 
bagi kegiatan kewirausahaan universitas. Rapat komite harus 
diadakan secara rutin untuk membahas isu-isu strategis yang 
memengaruhi arah pengembangan technopreneurship. Keputusan 
komite harus didokumentasikan dengan baik dan 
dikomunikasikan kepada seluruh unit terkait untuk pelaksanaan 
yang konsisten. Keberadaan komite ini memberikan lapisan 
akuntabilitas tambahan yang penting untuk menjaga kepercayaan 
mitra industri dan publik. 
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Kolaborasi antara CIO, dekan fakultas, dan komite tata 
kelola menciptakan sistem checks and balances yang sehat dalam 
organisasi. Setiap peran memiliki fokus yang berbeda, namun 
saling melengkapi dalam mencapai tujuan strategis universitas 
technopreneur. CIO fokus pada strategi inovasi, kepala fakultas 
pada operasional akademik, dan komite pada pengawasan 
kebijakan dan standar. Komunikasi yang efektif antara ketiga peran 
ini sangat penting untuk menghindari konflik kepentingan yang 
dapat menghambat kemajuan. Deskripsi pekerjaan untuk setiap 
peran harus diperbarui secara berkala sesuai dengan 
perkembangan kebutuhan ekosistem kewirausahaan. Pelatihan 
kepemimpinan khusus diperlukan untuk mempersiapkan individu 
yang akan menempati peran-peran kunci dalam model governance 
ini. Transparansi dalam pelaksanaan tanggung jawab akan 
meningkatkan kepercayaan internal dan eksternal terhadap 
manajemen universitas. Dengan pembagian peran yang jelas, 
universitas dapat mengelola kompleksitas kegiatan 
technopreneurship secara lebih terstruktur dan profesional. 

Framework Proses Pengambilan Keputusan dan Otoritas 

Dalam lingkungan sistem yang kompleks, kemampuan 
pengambilan keputusan yang tepat menjadi kunci utama untuk 
mencapai kinerja optimal. Proses ini memerlukan analisis data 
yang akurat, evaluasi alternatif yang komprehensif, dan pemilihan 
strategi yang paling sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Tanpa 
mekanisme pengambilan keputusan yang efektif, sistem akan 
kesulitan merespons perubahan dan memanfaatkan sumber daya 
yang tersedia secara maksimal. Gambar 7.1 mengilustrasikan 
kerangka kerja pengambilan keputusan yang efektif dalam 
arsitektur sistem. 
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Gambar 7.1 Pengambilan Keputusan yang Efektif 

 

Tata kelola harus menyeimbangkan konsultasi dan kontrol, 
mirip dengan peran ganda inkubator dalam memberikan saran dan 
menegakkan struktur yang ada. Flanschger et al. (2023) 
menjelaskan bahwa mekanisme ini penting untuk memastikan 
bahwa startup mahasiswa mendapatkan bimbingan tanpa 
kehilangan otonomi kreatif. Proses pengambilan keputusan harus 
melibatkan masukan dari berbagai pihak, namun tetap memiliki 
jalur eskalasi yang jelas untuk keputusan kritis. Konsultasi yang 
luas membantu mengidentifikasi risiko potensial sebelum 
keputusan final diambil oleh pihak yang berwenang dalam 
struktur. Namun, kontrol yang terlalu ketat dapat menghambat 
kecepatan inovasi yang diperlukan dalam lingkungan bisnis 
teknologi yang kompetitif. Keseimbangan ini memerlukan 
kebijakan yang fleksibel namun tetap memiliki batasan yang jelas 
terkait penggunaan sumber daya universitas. Otoritas 
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pengambilan keputusan harus didelegasikan ke tingkat yang 
paling sesuai dengan jenis keputusan yang harus diambil secara 
cepat. Dengan demikian, framework ini mendukung agility 
organisasi tanpa mengorbankan akuntabilitas manajemen yang 
diperlukan untuk keberlanjutan. 

Pengambilan keputusan harus dipandu oleh kerangka kerja 
strategis yang mempertimbangkan strategi inti universitas dan 
selaras dengan tujuan kewirausahaan. Cheng & Love (2022) 
menekankan bahwa alignment ini penting agar setiap keputusan 
mendukung visi jangka panjang institusi secara konsisten. 
Kerangka strategis berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan 
prioritas investasi dan pengembangan program di seluruh unit 
universitas. Keputusan yang tidak selaras dengan strategi inti 
dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan kebingungan 
arah bagi seluruh warga kampus. Otoritas untuk menyimpang dari 
strategi inti harus dibatasi hanya pada situasi eksepsional yang 
memerlukan respons cepat terhadap peluang pasar. Review 
strategis harus dilakukan secara tahunan untuk memastikan bahwa 
kerangka kerja tetap relevan dengan perubahan lingkungan 
eksternal. Semua pemangku kepentingan harus memahami 
kerangka strategis ini agar dapat mengambil keputusan harian 
yang konsisten dengan tujuan besar. Tanpa panduan strategis yang 
jelas, pengambilan keputusan akan menjadi reaktif dan tidak 
terarah dalam jangka panjang. 

Proses pengambilan keputusan juga harus 
mempertimbangkan dampak terhadap ekosistem kewirausahaan 
yang lebih luas di luar tembok universitas. Keputusan mengenai 
alokasi dana hibah atau akses fasilitas harus didasarkan pada 
potensi dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan. Transparansi 
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dalam proses pengambilan keputusan meningkatkan legitimasi 
universitas di mata mitra industri dan pemerintah yang mendanai 
kegiatan. Mekanisme appeal harus tersedia bagi pihak yang merasa 
dirugikan oleh keputusan yang diambil oleh otoritas universitas. 
Kecepatan pengambilan keputusan sering kali menjadi faktor 
penentu keberhasilan dalam menangkap peluang bisnis yang 
muncul secara tiba-tiba. Oleh karena itu, birokrasi harus dipangkas 
seminimal mungkin untuk proses keputusan yang berkaitan 
dengan inovasi dan kewirausahaan. Dokumentasi keputusan harus 
disimpan dengan rapi untuk keperluan audit dan pembelajaran 
organisasi di masa mendatang. Dengan framework yang jelas, 
universitas dapat merespons tantangan dan peluang dengan cepat 
dan tepat sasaran. 

Otoritas dalam pengambilan keputusan harus 
didistribusikan secara adil untuk mendorong rasa kepemilikan di 
antara dosen dan mahasiswa. Desentralisasi otoritas 
memungkinkan unit-unit di tingkat bawah untuk berinovasi tanpa 
menunggu persetujuan dari tingkat atas yang lambat. Namun, 
desentralisasi ini harus disertai dengan sistem pelaporan yang kuat 
untuk memastikan akuntabilitas penggunaan wewenang yang 
diberikan. Pelatihan mengenai etika pengambilan keputusan 
diperlukan untuk memastikan bahwa otoritas digunakan untuk 
kepentingan institusi dan bukan pribadi. Konflik kepentingan 
harus dikelola dengan ketat untuk menjaga integritas proses 
pengambilan keputusan dalam seluruh aktivitas 
technopreneurship. Evaluasi terhadap efektivitas proses 
pengambilan keputusan harus dilakukan secara berkala untuk 
mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Umpan balik dari 
pengguna proses keputusan harus dikumpulkan untuk 
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meningkatkan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan 
sistem governance. Dengan demikian, framework decision-making 
menjadi alat strategis untuk mempercepat transformasi universitas 
menuju model technopreneur yang agile. 

Mekanisme Koordinasi Antar Unit dan Departemen 

Mekanisme koordinasi yang efektif sangat penting untuk 
mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan 
antardepartemen dalam universitas. Wever et al. (2023) menyoroti 
hal ini seperti yang terlihat dalam program penelitian terpadu yang 
menghubungkan berbagai disiplin ilmu secara sinergis. Koordinasi 
yang buruk sering kali menyebabkan duplikasi upaya dan 
pemborosan sumber daya yang sebenarnya dapat digunakan untuk 
inovasi baru. Platform digital dapat digunakan untuk memfasilitasi 
komunikasi dan berbagi sumber daya antardepartemen yang 
terpisah secara fisik. Pertemuan rutin antarkepala departemen 
diperlukan untuk menyelaraskan jadwal dan prioritas kegiatan 
yang melibatkan mahasiswa secara bersama-sama. Insentif harus 
diberikan bagi departemen yang berhasil melakukan kolaborasi 
lintas disiplin dalam proyek technopreneurship yang kompleks. 
Hambatan birokrasi antardepartemen harus diidentifikasi dan 
dihilangkan untuk memperlancar aliran informasi dan sumber 
daya. Dengan mekanisme koordinasi yang kuat, universitas dapat 
memanfaatkan kekuatan kolektif dari seluruh unit untuk mencapai 
tujuan strategis. 

Universitas harus menetapkan posisi dan struktur 
pendukung yang memfasilitasi koordinasi dan manajemen seperti 
yang ditunjukkan oleh universitas teknis di Jerman. Hagerer (2020) 
menjelaskan bahwa struktur pendukung ini berfungsi sebagai lem 
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yang menyatukan berbagai unit akademik dan administratif 
menjadi satu kesatuan. Posisi koordinator program 
technopreneurship diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas 
di berbagai fakultas berjalan secara harmonis dan terarah. Struktur 
pendukung juga bertanggung jawab untuk mengelola data 
bersama yang diperlukan untuk evaluasi kinerja seluruh ekosistem 
kewirausahaan. Mereka bertindak sebagai titik kontak tunggal bagi 
mitra industri yang ingin berkolaborasi dengan beberapa 
departemen sekaligus. Tanpa struktur pendukung yang dedicated, 
beban koordinasi sering kali jatuh pada dosen yang sudah memiliki 
beban mengajar yang tinggi. Investasi dalam struktur pendukung 
ini akan memberikan pengembalian yang signifikan dalam bentuk 
efisiensi operasional dan peningkatan inovasi. Oleh karena itu, 
anggaran untuk posisi koordinasi harus diprioritaskan dalam 
rencana strategis universitas setiap tahunnya. 

Koordinasi juga diperlukan dalam pengelolaan sumber 
daya bersama seperti laboratorium dan ruang inkubasi yang 
digunakan oleh berbagai program studi. Jadwal penggunaan 
fasilitas harus dikelola secara terpusat untuk mencegah konflik dan 
memastikan akses yang adil bagi semua mahasiswa. Sistem 
reservasi online dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi 
dalam penggunaan sumber daya fisik yang terbatas dan berharga. 
Protokol keamanan dan keselamatan harus dikoordinasikan secara 
ketat untuk melindungi aset universitas dan pengguna fasilitas 
tersebut. Pelatihan penggunaan fasilitas harus diberikan secara 
standar kepada semua pengguna dari berbagai departemen untuk 
menjaga kualitas operasional. Evaluasi utilisasi fasilitas harus 
dilakukan secara berkala untuk menentukan apakah perlu 
penambahan atau pengurangan kapasitas yang ada. Kolaborasi 



 

 
 

365 

dalam pemeliharaan fasilitas mengurangi biaya operasional dan 
memperpanjang umur aset universitas yang strategis tersebut. 
Dengan koordinasi yang baik, sumber daya fisik menjadi enabler 
utama bagi aktivitas technopreneurship yang intensif sumber daya. 

Mekanisme koordinasi harus mampu beradaptasi dengan 
perubahan struktur organisasi dan kebutuhan proyek yang 
berkembang secara dinamis. Fleksibilitas dalam koordinasi 
memungkinkan pembentukan tim tugas khusus untuk menangani 
proyek strategis yang bersifat sementara namun kritis. Komunikasi 
yang terbuka antarunit membangun kepercayaan yang diperlukan 
untuk kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan dalam jangka 
panjang. Teknologi informasi memainkan peran vital dalam 
mendukung mekanisme koordinasi melalui sistem manajemen 
proyek yang terintegrasi dan real-time. Laporan koordinasi harus 
disajikan kepada pimpinan universitas secara rutin untuk 
memberikan gambaran holistik tentang aktivitas 
technopreneurship. Masalah koordinasi yang muncul harus 
diselesaikan secara konstruktif dengan fokus pada solusi yang 
menguntungkan semua pihak yang terlibat. Budaya kolaborasi 
harus ditanamkan sejak awal agar mekanisme koordinasi tidak 
dianggap sebagai beban administratif yang menghambat kerja. 
Dengan demikian, koordinasi menjadi tulang punggung yang 
menjaga integritas operasional universitas technopreneur yang 
kompleks. 

Best Practices Tata kelola dari Universitas Terkemuka 

Universitas terkemuka mengadopsi model yang 
menekankan budaya kewirausahaan, internasionalisasi, dan 
dukungan kepemimpinan yang kuat dan konsisten. Borrello (2023) 
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membuktikannya melalui kasus Universitas Politeknik Palestina 
yang berhasil membangun ekosistem kewirausahaan yang resilient 
di tengah tantangan. Budaya kewirausahaan ditumbuhkan melalui 
penghargaan terhadap inovasi dan toleransi terhadap kegagalan 
yang wajar dalam proses belajar mahasiswa. Internasionalisasi 
diperkuat melalui kemitraan dengan universitas luar negeri untuk 
pertukaran pengetahuan dan akses pasar global yang lebih luas. 
Dukungan kepemimpinan terlihat dari komitmen rektorat dalam 
mengalokasikan anggaran khusus untuk program-program 
technopreneurship yang strategis. Praktik ini menunjukkan bahwa 
kesuksesan governance tidak hanya bergantung pada struktur, 
tetapi juga pada budaya organisasi yang mendukung. Universitas 
lain dapat meniru elemen-elemen budaya ini untuk mempercepat 
transformasi mereka menuju model technopreneur yang 
kompetitif. Adaptasi praktik terbaik ini harus disesuaikan dengan 
konteks lokal dan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh 
masing-masing institusi. 

Membangun praktik terbaik tata kelola di seluruh 
masyarakat seperti yang dipraktikkan oleh IEEE ComSoC dapat 
memastikan tata kelola yang efektif di semua unit universitas. Shen 
& Marca (2022) menyarankan bahwa standardisasi praktik 
governance mengurangi variasi kualitas manajemen 
antardepartemen yang berbeda karakteristiknya. Praktik terbaik 
mencakup prosedur audit internal yang rutin untuk memastikan 
kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku. 
Dokumentasi proses kerja yang standar memudahkan pelatihan 
staf baru dan memastikan kontinuitas operasional saat terjadi 
pergantian personel. Benchmarking dengan universitas lain 
diperlukan untuk mengetahui posisi relatif institusi dalam hal 
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kualitas tata kelola technopreneurship. Komunitas praktik dapat 
dibentuk untuk berbagi pelajaran yang dipelajari dari keberhasilan 
dan kegagalan implementasi model governance. Adopsi praktik 
terbaik harus menjadi proses berkelanjutan dan bukan acara sekali 
yang dilakukan hanya untuk kepentingan akreditasi semata. 
Dengan standar yang tinggi, universitas dapat meningkatkan 
reputasinya sebagai institusi yang dikelola secara profesional dan 
akuntabel. 

Universitas harus mengatasi tantangan sumber daya dengan 
meningkatkan dukungan untuk kegiatan kewirausahaan dan 
memastikan struktur tata kelola dapat disesuaikan. Toledano et al. 
(2022) menegaskan bahwa struktur tata kelola harus fleksibel untuk 
menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan konteks yang 
dinamis. Tantangan seperti kendala anggaran dapat diatasi dengan 
mencari sumber pendanaan alternatif dari industri dan pemerintah 
yang peduli pada inovasi. Keseimbangan antara keterampilan 
teknis dan manajerial harus dijaga dalam komposisi tim 
governance untuk memastikan keputusan yang komprehensif. 
Monitoring terhadap kinerja governance harus dilakukan secara 
terus-menerus untuk mengidentifikasi area yang memerlukan 
intervensi perbaikan segera. Keberlanjutan model governance 
bergantung pada kemampuan universitas untuk belajar dan 
beradaptasi dari pengalaman operasional sehari-hari. Dukungan 
dari pemangku kepentingan eksternal sangat penting untuk 
memvalidasi arah pengembangan governance yang diambil oleh 
universitas. Dengan belajar dari tantangan ini, universitas dapat 
membangun sistem governance yang lebih robust dan tahan 
terhadap guncangan eksternal. 
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Implementasi best practices memerlukan komitmen jangka 
panjang dari seluruh lapisan organisasi untuk berhasil secara 
maksimal dan berkelanjutan. Pimpinan universitas harus menjadi 
teladan dalam menerapkan nilai-nilai governance yang baik 
kepada seluruh warga kampus secara konsisten. Evaluasi terhadap 
penerapan best practices harus dilakukan secara objektif dengan 
melibatkan pihak eksternal untuk menjaga independensi penilaian. 
Hasil evaluasi harus digunakan sebagai dasar untuk penyusunan 
rencana perbaikan yang konkret dan terukur dampaknya. 
Komunikasi keberhasilan implementasi best practices kepada 
publik akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap 
universitas. Pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan 
bahwa semua anggota organisasi memahami dan mampu 
menerapkan praktik terbaik tersebut. Jaringan dengan universitas 
lain yang telah sukses menerapkan governance technopreneur 
dapat menjadi sumber belajar yang berharga. Dengan demikian, 
adopsi best practices menjadi kunci untuk mencapai keunggulan 
dalam pendidikan dan penelitian technopreneurship di tingkat 
global. 

 

7.2 Kompetensi Kepemimpinan dan Pengembangan 

Kepemimpinan transformasional merupakan komponen 
penting dalam mendorong inovasi dan kemampuan beradaptasi, 
terutama di lingkungan seperti universitas technopreneur yang 
berada di garis depan gangguan digital. Gaya kepemimpinan ini 
ditandai dengan kemampuan untuk menginspirasi dan 
memotivasi pengikut untuk melebihi kepentingan diri mereka 
sendiri demi organisasi yang lebih besar dan mulia. Hal ini 
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menumbuhkan lingkungan kreativitas dan inovasi yang sangat 
diperlukan untuk menghadapi persaingan global yang semakin 
ketat setiap harinya tanpa henti. Dalam konteks universitas 
technopreneur, kepemimpinan transformasional dapat sangat 
efektif dalam menavigasi tantangan digital disruption yang 
kompleks dan penuh ketidakpastian. Pendekatan ini 
mempersiapkan para pemimpin masa depan untuk memiliki visi 
yang jauh ke depan dan strategis bagi kemajuan institusi.  

Bagian berikut akan mengeksplorasi karakteristik 
kepemimpinan transformasional, kompetensi kepemimpinan di 
era digital, dan kerangka kerja untuk pengembangan 
kepemimpinan yang efektif. Eksplorasi ini juga akan membahas 
perencanaan suksesi dan strategi untuk membangun jalur 
kepemimpinan yang berkelanjutan bagi universitas. Pemahaman 
mendalam tentang topik ini sangat krusial bagi para pemangku 
kepentingan yang ingin mengubah universitas menjadi pusat 
inovasi regional. Tanpa kepemimpinan yang kuat, sumber daya 
yang ada tidak akan dapat dioptimalkan untuk tujuan 
kewirausahaan yang maksimal dan berdampak. Oleh karena itu, 
fokus pada pengembangan kepemimpinan adalah investasi 
strategis yang tidak bisa diabaikan oleh institusi pendidikan tinggi 
modern. 

Karakteristik Kepemimpinan Transformasional untuk 
Technopreneur University 

Karakteristik kepemimpinan transformasional untuk 
universitas technopreneur dimulai dengan motivasi inspirasi yang 
kuat dari para pemimpin puncak universitas. Pemimpin 
transformasional mengartikulasikan visi yang jelas, menarik dan 
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menginspirasi pengikut untuk bergerak bersama menuju tujuan 
yang sama secara solid. Hal ini sangat penting dalam lingkungan 
universitas untuk memotivasi siswa dan staf menuju inovasi dan 
kewirausahaan yang nyata dan terukur. Ravet-Brown et al. (2023) 
dan Fu et al. (2022) menegaskan bahwa visi tersebut harus mampu 
membakar semangat kolektif untuk menciptakan perubahan 
positif yang signifikan. Tanpa motivasi yang inspiratif, anggota 
organisasi mungkin hanya bekerja sesuai tugas minimal tanpa 
passion yang mendalam untuk berkembang. Karakteristik kedua 
adalah stimulasi intelektual yang mendorong kreativitas dan 
inovasi dengan menantang asumsi yang sudah ada selama ini. 
Klaic et al. (2020) menyatakan bahwa hal ini penting dalam 
lingkungan teknopreneurial yang menuntut solusi baru secara 
terus-menerus tanpa henti. Pemimpin harus berani 
mempertanyakan status quo dan mendorong ide-ide baru dari 
berbagai lapisan organisasi untuk kemajuan bersama yang nyata. 
Proses ini menciptakan budaya di mana kesalahan dianggap 
sebagai bagian dari pembelajaran yang berharga bagi semua pihak 
yang terlibat. Dengan demikian, stimulasi intelektual menjadi 
mesin penggerak utama bagi inovasi yang berkelanjutan di dalam 
kampus yang dinamis. 

Karakteristik ketiga adalah pertimbangan individual yang 
memberikan dukungan dan dorongan yang dipersonalisasi kepada 
pengikut individu secara spesifik dan tepat. Thu & Xuân (2022) 
menjelaskan bahwa hal ini membina lingkungan yang mendukung 
pertumbuhan pribadi dan profesional setiap anggota organisasi 
secara optimal. Perhatian terhadap kebutuhan individu 
meningkatkan loyalitas dan komitmen terhadap tujuan universitas 
yang lebih besar dan mulia untuk dicapai. Pemimpin yang peduli 
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akan mengetahui potensi tersembunyi dari setiap dosen dan 
mahasiswa yang mereka bimbing secara langsung dan intensif. 
Mereka menyediakan sumber daya yang tepat untuk membantu 
individu tersebut mencapai potensi maksimal mereka dalam 
berkarya dan berinovasi. Hubungan personal yang kuat antara 
pemimpin dan pengikut menciptakan kepercayaan yang menjadi 
fondasi kerja sama tim yang solid dan kokoh. Dalam konteks 
technopreneurship, dukungan individu sangat penting karena 
setiap inovator memiliki jalur unik yang berbeda satu sama lain 
secara fundamental. Pemimpin harus fleksibel dalam pendekatan 
mereka untuk mengakomodasi keberagaman gaya kerja dan 
kebutuhan pengembangan diri yang bervariasi. Tanpa 
pertimbangan individual, talenta potensial mungkin merasa tidak 
dihargai dan akhirnya memilih untuk meninggalkan organisasi 
dan mencari tempat lain. Oleh karena itu, empati dan perhatian 
pribadi adalah kunci dari kepemimpinan transformasional yang 
efektif dan manusiawi bagi semua. 

Kompetensi Leadership di Era Digital Disruption 

Kompetensi kepemimpinan di era digital disruption 
memerlukan literasi digital yang memadai dari para pemimpin 
puncak universitas secara wajib. Pemimpin harus mahir dalam alat 
dan teknologi digital untuk secara efektif memandu organisasi 
mereka melalui transformasi digital yang kompleks dan 
menyeluruh. Gru-zi-na et al. (2020) menyoroti bahwa tanpa 
pemahaman teknologi, pemimpin akan kesulitan membuat 
keputusan strategis yang tepat dan akurat setiap saat. 
Ketidaktahuan terhadap teknologi dapat menyebabkan kesalahan 
investasi yang mahal, menghambat kemajuan institusi secara 
signifikan, dan merugikan. Kemampuan beradaptasi dan 
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kegigihan juga menjadi syarat mutlak bagi pemimpin di era yang 
berubah cepat ini setiap saat tanpa jeda. Hashim et al. (2022) 
mendefinisikan kemampuan ini sebagai kapasitas untuk dengan 
cepat beradaptasi dengan perubahan dan membuat keputusan 
berdasarkan informasi yang valid. Lanskap digital yang 
berkembang pesat menuntut pemimpin untuk tidak kaku dalam 
prosedur operasional standar yang lama dan usang yang ada. 
Mereka harus siap untuk mengubah arah strategi ketika data 
menunjukkan adanya peluang atau ancaman baru yang signifikan 
bagi organisasi. Fleksibilitas mental ini memungkinkan universitas 
untuk tetap relevan di tengah disrupsi yang terjadi di berbagai 
sektor industri secara global. Pemimpin yang adaptif akan melihat 
perubahan sebagai peluang, bukan sebagai ancaman yang harus 
ditakuti secara berlebihan dan menghambat progres. 

Kepemimpinan kolaboratif menekankan kerja tim dan 
kolaborasi yang sangat penting dalam pengaturan interdisipliner 
dan transdisipliner yang kompleks dan menantang. Boone et al. 
(2020) mencatat bahwa kompleksitas masalah technopreneurship 
tidak dapat diselesaikan oleh satu individu saja secara terisolasi. 
Kolaborasi memungkinkan penggabungan berbagai keahlian 
untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan inovatif 
bagi masyarakat luas yang membutuhkan. Pemimpin harus 
mampu memfasilitasi kerja sama ini tanpa terhambat oleh sekat-
sekat departemen yang kaku dan birokratis. Mereka perlu 
membangun jembatan komunikasi antara fakultas teknik, bisnis, 
dan seni untuk menciptakan produk yang utuh dan bernilai tinggi. 
Dalam ekosistem digital, kolaborasi sering kali terjadi secara virtual 
yang memerlukan keterampilan manajemen tim jarak jauh yang 
khusus dan canggih. Pemimpin harus memastikan bahwa semua 
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suara didengar dan kontribusi setiap anggota tim dihargai secara 
adil dan transparan oleh semua pihak. Budaya kolaboratif 
mengurangi silo informasi dan mempercepat proses inovasi dari 
ide hingga menjadi produk nyata yang siap pasar. Tanpa 
kepemimpinan yang mampu menyatukan berbagai pihak, upaya 
technopreneurship akan terfragmentasi dan tidak mencapai 
dampak maksimal yang diharapkan. Oleh karena itu, kemampuan 
membangun konsensus adalah kompetensi kritis bagi pemimpin di 
era digital disruption ini yang sangat kompetitif. 

Tabel 7.2 Transformasi Kepemimpinan: (Tradisional vs. Digital Disruption) 

Aspek 

 
Gaya Kepemimpinan  

Tradisional 
 

Gaya Kepemimpinan  
Digital 

Literasi 
Teknologi 

Menyerahkan urusan IT 
kepada staf teknis. 

Wajib mahir; memahami 
alat digital secara 
mendalam. 

Keputusan 
Berdasarkan intuisi atau 
hierarki. 

Berdasarkan data valid dan 
strategi yang akurat. 

Prosedur 
Kaku pada SOP lama yang 
birokratis. 

Adaptif & Agil; berani 
mengubah arah strategi. 

Struktur 
Organisasi 

Sekat departemen (Silo) 
yang ketat. 

Kolaboratif; lintas disiplin 
(Teknik, Bisnis, Seni). 

Manajemen 
Tim 

Harus tatap muka (fisik). 
Cakap dalam manajemen 
tim jarak jauh (virtual). 

Pandangan 
Perubahan 

Dianggap sebagai ancaman 
yang menakutkan. 

Dianggap sebagai peluang 
untuk kemajuan. 

 

Framework Program Pengembangan Kepemimpinan 

Kerangka untuk program pengembangan kepemimpinan 
harus dirancang secara sistematis untuk menghasilkan dampak 
yang maksimal bagi organisasi secara keseluruhan. Pelatihan 
interdisipliner adalah komponen utama di mana program harus 
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menggabungkan pendekatan interdisipliner untuk 
mempersiapkan pemimpin menghadapi tantangan. Boone et al. 
(2020) menjelaskan bahwa pendekatan ini diperlukan untuk 
menghadapi tantangan yang kompleks dan multifaset di dunia 
nyata yang dinamis. Pemimpin perlu memahami perspektif dari 
berbagai disiplin ilmu agar dapat mengelola universitas 
technopreneur secara holistik dan terintegrasi dengan baik. 
Mentoring dan pelatihan memberikan kesempatan untuk 
bimbingan dan pembinaan untuk mengembangkan keterampilan 
dan kompetensi kepemimpinan yang praktis dan aplikatif. Gutu et 
al. (2022) menyarankan bahwa hubungan mentor-mentee 
mempercepat transfer pengetahuan praktis yang tidak tersedia di 
buku teks akademik yang teoritis. Mentor yang berpengalaman 
dapat memberikan nasihat berbasis pengalaman nyata yang sangat 
berharga bagi calon pemimpin muda yang sedang berkembang. 
Program ini harus dirancang untuk mencakup berbagai skenario 
kepemimpinan yang mungkin dihadapi di masa depan secara 
realistis. Evaluasi terhadap efektivitas mentoring perlu dilakukan 
secara berkala untuk memastikan kualitas hubungan tersebut tetap 
terjaga dan bermanfaat. Dengan demikian, kerangka 
pengembangan ini menjadi fondasi bagi terciptanya pemimpin 
yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. 

Pembelajaran berkelanjutan mendorong pembelajaran 
seumur hidup dan pengembangan profesional untuk 
mengimbangi kemajuan teknologi yang sangat cepat dan masif. 
Hashim et al. (2022) menegaskan bahwa berhenti belajar berarti 
tertinggal secara signifikan dan fatal dalam ekosistem digital yang 
dinamis ini. Program pengembangan harus dievaluasi secara 
berkala untuk memastikan relevansi materi dengan kebutuhan 
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industri terkini yang berubah setiap saat. Investasi dalam 
pengembangan kepemimpinan adalah investasi jangka panjang 
untuk keberlanjutan institusi pendidikan yang mulia dan strategis. 
Pemimpin harus didorong untuk mengikuti konferensi, lokakarya, 
dan kursus singkat untuk memperbarui pengetahuan mereka 
secara terus-menerus tanpa henti. Institusi harus menyediakan 
anggaran khusus untuk mendukung aktivitas pembelajaran 
berkelanjutan bagi para pemimpin mereka secara memadai dan 
cukup. Budaya belajar harus ditularkan dari pemimpin puncak 
kepada seluruh anggota organisasi agar menjadi norma yang 
berlaku dan dihormati. Teknologi pembelajaran online dapat 
dimanfaatkan untuk memudahkan akses materi pengembangan 
kepemimpinan bagi semua tingkatan staf dan dosen. Tanpa 
komitmen pada pembelajaran berkelanjutan, kompetensi 
pemimpin akan mengalami degradasi seiring berjalannya waktu 
yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, pembelajaran 
berkelanjutan adalah napas bagi pengembangan kepemimpinan di 
universitas technopreneur yang modern dan maju. 

Perencanaan Suksesi untuk Kepemimpinan Berkelanjutan 

Perencanaan suksesi untuk kepemimpinan berkelanjutan 
dimulai dengan mengidentifikasi pemimpin potensial dalam 
organisasi secara objektif dan transparan. Al-Husseini et al. (2021) 
menyarankan menetapkan kriteria dan proses yang jelas untuk 
mengidentifikasi dan memelihara pemimpin potensial tersebut 
dengan baik. Proses identifikasi harus objektif dan transparan agar 
mendapatkan kepercayaan dari seluruh warga universitas yang 
beragam dan kritis. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan 
dilakukan dengan menawarkan pelatihan yang ditargetkan dan 
peluang pengembangan untuk mempersiapkan individu secara 
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matang. Thu & Xuân (2022) menekankan bahwa persiapan ini 
penting untuk mempersiapkan individu untuk peran 
kepemimpinan masa depan yang strategis dan krusial. Individu 
yang terpilih harus diberikan tanggung jawab bertahap untuk 
menguji kesiapan mereka sebelum promosi penuh diberikan secara 
resmi. Mereka perlu dibimbing melalui berbagai rotasi jabatan 
untuk memahami keseluruhan operasi universitas secara 
mendalam dan komprehensif. Umpan balik yang konstruktif harus 
diberikan secara rutin untuk membantu mereka memperbaiki 
kelemahan yang dimiliki dan meningkatkan kekuatan. Proses ini 
memastikan bahwa hanya individu yang benar-benar siap yang 
akan menduduki posisi kunci di masa depan yang lebih baik. 
Dengan demikian, kualitas kepemimpinan universitas dapat 
terjaga dari generasi ke generasi tanpa penurunan standar yang 
merugikan institusi. 

Memastikan kelangsungan berarti membuat rencana 
terstruktur untuk memastikan kelangsungan kepemimpinan dan 
stabilitas organisasi yang kuat dan kokoh. Gru-zi-na et al. (2020) 
mengingatkan bahwa tanpa rencana suksesi, organisasi rentan 
terhadap guncangan saat pemimpin utama pergi tiba-tiba dan 
mendadak. Stabilitas organisasi sangat penting untuk menjaga 
kepercayaan mitra industri dan investor yang berkolaborasi 
dengan universitas secara erat dan intensif. Rencana suksesi harus 
ditinjau ulang secara berkala untuk menyesuaikan dengan 
perubahan strategi universitas yang dinamis dan berkembang. 
Dokumen rencana suksesi harus disimpan dengan aman dan 
diakses hanya oleh pihak yang berwenang secara ketat dan rahasia. 
Komunikasi mengenai rencana suksesi harus dikelola dengan hati-
hati untuk menghindari spekulasi yang tidak perlu di internal 
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organisasi yang sensitif. Pemimpin saat ini memiliki tanggung 
jawab moral untuk mempersiapkan penggantinya agar organisasi 
tetap berjalan lancar dan efisien. Transisi kepemimpinan harus 
dilakukan secara bertahap untuk memungkinkan transfer 
pengetahuan yang efektif dan efisien bagi semua pihak. Kegagalan 
dalam perencanaan suksesi dapat menyebabkan krisis 
kepemimpinan yang merugikan reputasi universitas di mata 
publik secara luas. Oleh karena itu, perencanaan suksesi adalah 
aspek kritis dari tata kelola universitas yang baik dan bertanggung 
jawab bagi masa depan. 

Strategi Membangun Leadership Pipeline 

Gambar 7.2 menyajikan Kerangka Kerja Kepemimpinan 
Universitas di Era Disrupsi Digital yang terdiri dari tiga pilar 
utama. Pertama, penguatan Kompetensi Digital bagi pemimpin 
puncak; kedua, strategi pembangunan Pipeline Kepemimpinan 
melalui identifikasi bakat yang inklusif; dan ketiga, penerapan 
Model Kepemimpinan Hybrid yang mengintegrasikan aspek 
transformasional dan transaksional. Sinergi ketiga pilar ini 
bertujuan untuk memastikan universitas tetap relevan, inovatif, 
dan kompetitif.  
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Gambar 7.3 Tiga pilar leadership pipeline technopreneur university 

 

 Gutu et al. (2022) menambahkan bahwa lingkungan yang 
tidak mendukung akan menyebabkan kebocoran talenta ke 
institusi lain yang kompetitif dan merugikan. Sementara 
kepemimpinan transformasional sangat efektif dalam mendorong 
inovasi dan kemampuan beradaptasi ada tantangan yang perlu 
dikenali secara serius. Penting untuk mengenali tantangan yang 
dihadapi dalam lingkungan online eksklusif yang semakin umum 
saat ini secara global dan luas.  

Penelitian menunjukkan bahwa instrumen kepemimpinan 
transformasional mungkin kehilangan efektivitasnya ketika 
disesuaikan dengan pengaturan online yang terbatas. Gutu et al. 
(2022) menunjukkan perlunya membentuk kembali alat-alat ini 
agar lebih sesuai dengan lingkungan digital yang ada dan berubah. 
Selain itu integrasi elemen kepemimpinan transaksional dapat 
melengkapi pendekatan transformasional untuk meningkatkan 
efektivitas kepemimpinan secara keseluruhan dan utuh. Hal ini 
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penting dalam mendorong kinerja dan keterlibatan pekerjaan yang 
optimal di universitas technopreneur yang kompetitif dan 
menantang. 

 

7.3 Manajemen Perubahan dan Transformasi 

Manajemen perubahan dan transformasi organisasi adalah 
proses penting yang memerlukan pendekatan strategis untuk 
memastikan keberhasilan implementasi secara menyeluruh dan 
terukur bagi seluruh pemangku kepentingan. Ini melibatkan 
pemahaman teori dan model manajemen perubahan yang ada 
untuk memandu langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh 
pimpinan puncak organisasi dalam menghadapi disrupsi. 
Mengelola resistensi menjadi bagian krusial karena setiap 
perubahan pasti akan menimbulkan reaksi dari berbagai pihak 
yang terlibat di dalamnya yang mungkin merasa terancam. 
Mengembangkan peta jalan transformasi diperlukan agar 
organisasi memiliki arah yang jelas dan terukur dalam setiap 
tahapannya yang kompleks dan penuh tantangan. Menerapkan 
strategi komunikasi yang efektif sangat penting untuk menjaga 
transparansi dan kepercayaan selama proses berlangsung yang 
penuh ketidakpastian dan kecemasan. Masing-masing komponen 
ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi perubahan 
dalam organisasi yang kompleks dan dinamis saat ini agar tetap 
relevan. Tanpa koordinasi yang baik antar komponen tersebut, 
upaya transformasi berisiko gagal di tengah jalan sebelum tujuan 
tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu 
pemahaman mendalam tentang setiap elemen manajemen 
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perubahan menjadi fondasi utama bagi pemimpin organisasi yang 
ingin berhasil mengubah budaya kerja. 

Teori dan Model Managemen Perubahan 

Teori dan model manajemen perubahan menyediakan 
kerangka kerja yang terstruktur untuk memandu organisasi 
melalui transisi yang sulit dan penuh dengan ketidakpastian. 
Model Manajemen Perubahan Lewin adalah salah satu yang paling 
dasar dan melibatkan tiga tahap utama yaitu membuka mengubah 
dan membekukan ulang secara berurutan. Tahap pertama 
menekankan perlunya mempersiapkan perubahan dengan cara 
mencairkan mindset lama yang sudah mengakar kuat dalam 
budaya organisasi yang ada. Tahap kedua adalah menerapkan 
perubahan tersebut secara nyata dalam operasional sehari-hari 
organisasi yang ada untuk menciptakan kebiasaan baru. Tahap 
ketiga kemudian memperkuat keadaan baru sebagai norma yang 
berlaku tetap dan tidak mudah berubah kembali ke kondisi semula. 
Model Perubahan 8 Langkah Kotter memberikan panduan lebih 
detail seperti menciptakan urgensi bagi semua anggota organisasi 
agar sadar akan kebutuhan berubah. Langkah selanjutnya 
membentuk koalisi yang kuat untuk memimpin gerakan 
perubahan ini secara bersama-sama dengan visi yang jelas dan 
inspiratif. Menghasilkan kemenangan jangka pendek juga penting 
untuk membimbing organisasi melalui perubahan dengan 
motivasi yang terjaga di tengah tekanan. Model ADKAR berfokus 
pada perubahan individu dan mencakup Kesadaran Keinginan 
Pengetahuan Kemampuan dan Penguatan sebagai elemen kunci 
untuk mendorong perubahan. Voica & Stancu (2022) menyatakan 
bahwa elemen-elemen ini penting untuk mendorong perubahan 
yang berkelanjutan dari level individu menuju level organisasi 
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yang lebih luas. Berikut adalah ringkasan teori dan model 
manajemen perubahan dalam bentuk tabel 7.3 berikut: 

 

 

Penerapan model-model tersebut memerlukan penyesuaian 
dengan konteks spesifik organisasi agar dapat berjalan efektif dan 
tidak menimbulkan gesekan yang berlebihan. Pemimpin harus 
memilih model yang paling sesuai dengan skala perubahan yang 
ingin dilakukan apakah bersifat incremental atau transformasional 
secara radikal. Kombinasi antara model Lewin dan Kotter sering 
digunakan untuk memberikan struktur makro sementara ADKAR 
digunakan untuk memastikan adopsi individu. Setiap tahap dalam 
model tersebut harus dikomunikasikan dengan jelas agar semua 

Tabel 7.3 ringkasan Teori dan Model Managemen Perubahan 
 

Model Fokus Utama Tahapan Deskripsi 

Model Lewin Transisi 
Terstruktur 

3 Tahap:  
Membuka, 
Mengubah, 
Membekukan 
Ulang 

Mencairkan mindset lama, 
implementasi operasional 
nyata, dan penguatan 
keadaan baru sebagai norma 
tetap. 

Model Kotter Panduan 
Detail 

8 Langkah: 
Urgensi, Koalisi, 
Kemenangan 
Jangka Pendek 

Menciptakan urgensi, 
membentuk koalisi kuat 
dengan visi inspiratif, dan 
menjaga motivasi di tengah 
tekanan. 

Model 
ADKAR 

Perubahan 
Individu 

5 Elemen:  
Kesadaran, 
Keinginan, 
Pengetahuan, 
Kemampuan, 
Penguatan 

Mendorong perubahan 
berkelanjutan dari level 
individu menuju level 
organisasi yang lebih luas  

Implementasi Penyesuaian 
Konteks 

Kombinasi Model, 
Komunikasi, 
Evaluasi, 
Dokumentasi 

Pilih model sesuai skala 
perubahan, gabungkan 
Lewin/Kotter (makro) dan 
ADKAR (individu), serta 
evaluasi setiap tahap. 
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anggota organisasi memahami posisi mereka dalam proses 
perubahan yang sedang berjalan. Evaluasi terhadap setiap tahap 
diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi tidak melompat 
ke tahap berikutnya sebelum fondasi tahap sebelumnya kokoh dan 
kuat. Kegagalan dalam menerapkan salah satu tahap dapat 
menyebabkan regresi ke kondisi lama yang justru menghambat 
progres transformasi yang diharapkan. Dokumentasi proses 
penerapan model menjadi penting untuk pembelajaran organisasi 
di masa depan ketika menghadapi perubahan serupa lainnya. 
Dengan demikian pemilihan dan penerapan model change 
management yang tepat adalah langkah pertama yang kritis 
menuju keberhasilan transformasi organisasi. 

Strategi Mengelola Resistensi terhadap Perubahan 

Strategi untuk mengelola resistensi terhadap perubahan 
memerlukan pemahaman mendalam tentang psikologi manusia 
dalam organisasi yang kompleks dan beragam. Perlawanan 
seringkali merupakan respons terhadap ancaman yang dirasakan 
terhadap status quo yang sudah nyaman bagi karyawan selama ini. 
DuBose et al. (2020) menjelaskan bahwa resistensi ini dapat 
dikurangi dengan mengatasi ketakutan dan ketidakpercayaan yang 
mendasari perasaan mereka secara empatik. Keterlibatan dan 
partisipasi adalah strategi lain yang efektif untuk melibatkan 
karyawan dalam proses perubahan secara aktif dan bermakna. 
Melibatkan karyawan dalam proses perubahan dapat mengurangi 
resistensi dengan menumbuhkan rasa kepemilikan dan komitmen 
terhadap hasil akhir yang diinginkan. Corica (2020) menyoroti 
bahwa ketika karyawan merasa dilibatkan mereka cenderung lebih 
mendukung inisiatif perubahan yang diajukan oleh pimpinan 
puncak. Komunikasi dan transparansi juga menjadi kunci utama 
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dalam membangun kepercayaan di antara karyawan yang 
mungkin ragu terhadap motif perubahan tersebut. Komunikasi 
yang jelas dan konsisten membantu mengurangi ketidakpastian 
dan membangun kepercayaan di antara karyawan selama transisi 
yang penuh tekanan. Malhotra et al. (2021) menekankan bahwa 
tanpa transparansi isu-isu kecil dapat berkembang menjadi 
penolakan besar yang merugikan stabilitas organisasi. Dengan 
demikian mengelola resistensi bukan tentang menekan opposition 
tetapi tentang memahami dan melibatkan mereka secara 
konstruktif untuk mencapai tujuan bersama. 

Selain pendekatan psikologis strategi teknis juga diperlukan 
untuk memitigasi dampak negatif dari resistensi yang muncul di 
lapangan. Pelatihan keterampilan baru harus disediakan agar 
karyawan merasa mampu beradaptasi dengan sistem atau 
prosedur kerja yang baru diterapkan. Dukungan emosional melalui 
konseling atau sesi diskusi terbuka dapat membantu karyawan 
melepaskan beban mental terkait perubahan yang terjadi. 
Pemimpin harus siap mendengarkan keluhan tanpa bersikap 
defensif agar karyawan merasa dihargai pendapatnya dalam 
proses transformasi ini. Insentif dapat diberikan kepada mereka 
yang cepat beradaptasi untuk menciptakan contoh positif bagi 
karyawan lain yang masih ragu-ragu. Monitoring terhadap tingkat 
resistensi harus dilakukan secara berkala untuk mengukur 
efektivitas strategi yang telah diterapkan oleh manajemen. Jika 
resistensi masih tinggi maka pendekatan harus dievaluasi ulang 
dan disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh 
karyawan. Keberhasilan mengelola resistensi akan terlihat dari 
meningkatnya produktivitas dan moral kerja seiring berjalannya 
waktu transformasi organisasi. 
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Framework Peta Jalan Transformasi Organisasi 

Kerangka untuk peta jalan transformasi organisasi harus 
dirancang untuk mengakomodasi dinamika lingkungan eksternal 
yang berubah cepat dan tidak terduga. Kerangka Kemampuan 
Dinamis menekankan perlunya organisasi untuk mengembangkan 
kemampuan yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan 
perubahan terus-menerus tanpa henti. Ini melibatkan 
mengidentifikasi area manajerial kritis yang berdampak pada 
keberhasilan perubahan secara signifikan dan terukur bagi kinerja 
organisasi. Voica & Stancu (2022) menegaskan bahwa kemampuan 
dinamis ini adalah aset strategis bagi organisasi yang ingin 
bertahan lama dalam persaingan. Fase Transformasi juga 
memerlukan perhatian khusus dari kelompok kepemimpinan 
strategis yang ada di puncak organisasi untuk mengarahkan 
jalannya perubahan. Kelompok kepemimpinan strategis 
memainkan peran penting dalam mengelola aspek emosional dan 
politik perubahan yang sensitif dan rawan konflik. Mereka 
memberikan pendekatan terstruktur untuk menavigasi melalui 
fase transformasi yang berbeda dengan bijak dan hati-hati agar 
tidak terjadi guncangan. Jarrett & Vince (2023) mencatat bahwa 
navigasi ini memerlukan kepekaan terhadap budaya organisasi 
yang sudah terbentuk sebelumnya dan sulit diubah. Peta jalan 
harus fleksibel, namun tetap memiliki milestone yang jelas untuk 
mengukur progres yang dicapai sepanjang perjalanan 
transformasi. Tanpa peta jalan yang jelas, organisasi akan 
kehilangan arah di tengah kompleksitas proses transformasi yang 
panjang dan melelahkan. 

Implementasi peta jalan memerlukan alokasi sumber daya 
yang memadai baik dari segi finansial maupun sumber daya 
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manusia yang kompeten. Setiap fase dalam peta jalan harus 
memiliki pemilik tanggung jawab yang jelas agar akuntabilitas 
dapat dijaga dengan baik selama proses berlangsung. Risiko yang 
mungkin terjadi di setiap fase harus diidentifikasi sejak awal dan 
rencana mitigasinya harus disiapkan dengan matang. Komunikasi 
mengenai peta jalan harus disampaikan secara visual agar mudah 
dipahami oleh seluruh lapisan organisasi dari bawah hingga atas. 
Review terhadap peta jalan harus dilakukan secara berkala untuk 
memastikan bahwa jalur yang diambil masih relevan dengan 
kondisi eksternal yang berubah. Fleksibilitas dalam peta jalan 
memungkinkan organisasi untuk mengambil jalan pintas atau 
mengubah rute jika ditemukan hambatan yang tidak terduga. 
Keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam penyusunan 
peta jalan dapat memberikan perspektif baru yang berharga bagi 
organisasi. Dengan kerangka kerja yang robust, peta jalan 
transformasi menjadi kompas yang menuntun organisasi menuju 
visi masa depan yang diinginkan. 

Strategi Komunikasi Selama Proses Transformasi 

Strategi komunikasi selama proses transformasi memegang 
peranan vital dalam menyelaraskan persepsi seluruh anggota 
organisasi terhadap tujuan perubahan. Pendekatan pembuatan 
cerita memanfaatkan mendongeng sebagai alat komunikasi yang 
powerful untuk menyampaikan visi perubahan dengan cara yang 
menarik. Memanfaatkan dongeng sebagai alat komunikasi dapat 
membantu dalam menyebarkan pengetahuan dan menumbuhkan 
pemahaman bersama tentang proses perubahan yang kompleks. 
Pendekatan ini mendorong keterlibatan dan mendukung 
munculnya perilaku baru yang diharapkan dari seluruh staf 
melalui inspirasi emosional. Trabucchi et al. (2022) menjelaskan 
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bahwa cerita yang baik dapat menyentuh sisi emosional karyawan 
lebih efektif daripada data kering yang membosankan. Jaringan 
komunikasi Intra-Organisasi juga perlu diperhatikan karena 
perubahan struktur organisasi dapat memengaruhi pola 
komunikasi yang ada secara signifikan. Perubahan struktur 
organisasi seperti bergerak menuju model pengelolaan diri dapat 
memengaruhi pola komunikasi secara signifikan dan fundamental. 
Memastikan bahwa komunikasi kurang bergantung pada hierarki 
formal dapat memfasilitasi transisi yang lebih lancar dan cepat di 
seluruh divisi. Maurer et al. (2023) menyarankan bahwa aliran 
informasi yang bebas hambatan mempercepat adaptasi terhadap 
perubahan yang terjadi di lapangan. Dengan strategi komunikasi 
yang tepat, pesan transformasi dapat diterima dengan baik tanpa 
distorsi makna yang berbahaya bagi organisasi. 

Saluran komunikasi harus beragam untuk menjangkau 
berbagai segmen karyawan dengan preferensi informasi yang 
berbeda-beda satu sama lain. Penggunaan media digital seperti 
email intranet dan aplikasi pesan instan dapat mempercepat 
distribusi informasi penting kepada seluruh karyawan. Pertemuan 
tatap muka tetap diperlukan untuk diskusi mendalam yang 
memerlukan interaksi langsung dan umpan balik seketika dari 
peserta. Pemimpin harus menjadi contoh dalam berkomunikasi 
secara terbuka dan jujur untuk membangun budaya transparansi 
yang kuat dalam organisasi. Umpan balik dari karyawan mengenai 
komunikasi harus dikumpulkan secara rutin untuk memastikan 
pesan yang disampaikan dipahami dengan benar. Krisis 
komunikasi harus diantisipasi dengan memiliki protokol 
penanganan isu yang cepat dan tepat sasaran untuk mencegah 
penyebaran misinformasi. Konsistensi pesan dari semua level 



 

 
 

387 

pemimpin sangat penting agar tidak terjadi kebingungan di tingkat 
karyawan operasional yang melaksanakan perubahan. Dengan 
demikian, strategi komunikasi menjadi urat nadi yang 
menghubungkan visi pimpinan dengan eksekusi di tingkat akar 
rumput organisasi. 

Faktor Keberhasilan Kritis untuk Inisiatif Perubahan 

Mengidentifikasi faktor keberhasilan kritis untuk Inisiatif 
Perubahan memerlukan sintesis dari berbagai elemen manajemen 
perubahan yang telah dibahas sebelumnya secara komprehensif. 
Keberhasilan inisiatif perubahan sangat bergantung pada 
kemampuan organisasi untuk memahami konteks unik mereka 
sendiri tanpa meniru organisasi lain secara membabi buta. 
Sementara strategi dan kerangka kerja ini memberikan pendekatan 
terstruktur untuk mengubah manajemen dan transformasi, penting 
untuk menyadari bahwa setiap organisasi adalah unik. Efektivitas 
model dan strategi ini dapat bervariasi berdasarkan budaya 
organisasi, sifat perubahan dan lingkungan eksternal yang 
dihadapi oleh institusi. Resistensi terhadap perubahan, meskipun 
sering dipandang negatif, juga dapat berfungsi sebagai mekanisme 
umpan balik yang berharga bagi pimpinan. Hal ini menyoroti area 
yang memerlukan perhatian dan penyesuaian lebih lanjut sebelum 
melanjutkan ke tahap berikutnya dalam roadmap. Oleh karena itu, 
pendekatan yang fleksibel dan adaptif sangat penting untuk 
manajemen perubahan yang sukses dan berkelanjutan dalam 
jangka panjang. Pemimpin harus mampu membaca sinyal dari 
organisasi dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan 
kebutuhan yang berkembang setiap saat. Faktor keberhasilan kritis 
lainnya adalah konsistensi dalam penerapan model yang dipilih 
sepanjang durasi proyek perubahan yang ditetapkan. Tanpa 
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konsistensi, upaya perubahan akan terlihat sebagai program sesaat 
yang tidak serius oleh seluruh anggota organisasi yang kritis. 

Keberlanjutan perubahan juga bergantung pada 
kemampuan organisasi untuk melembagakan perubahan tersebut 
menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari. Perayaan 
keberhasilan kecil harus dilakukan untuk menjaga semangat tim 
tetap tinggi di tengah proses transformasi yang panjang dan berat. 
Pembelajaran dari proses perubahan harus didokumentasikan 
sebagai pengetahuan organisasi untuk referensi masa depan yang 
berharga bagi generasi pemimpin berikutnya. Dukungan dari 
pemangku kepentingan eksternal juga dapat memperkuat 
legitimasi proses transformasi yang sedang berjalan di mata publik 
dan investor. Sumber daya yang memadai harus dialokasikan 
untuk mendukung setiap tahap dari rencana perubahan yang telah 
disusun dengan matang sebelumnya. Kepemimpinan yang kuat 
diperlukan untuk menjaga momentum perubahan agar tetap 
terjaga hingga budaya baru terbentuk sepenuhnya dan mengakar 
kuat. Keberhasilan transformasi bukan hanya tentang hasil akhir, 
tetapi juga tentang bagaimana proses tersebut dikelola dengan baik 
dan manusiawi. Dengan memperhatikan semua faktor ini, 
organisasi dapat meningkatkan peluang keberhasilan transformasi 
mereka secara signifikan dan terukur dampaknya. 

 

7.4 Sistem Manajemen Kinerja 

Sistem manajemen kinerja di universitas adalah kerangka 
kerja multifaset yang mengintegrasikan berbagai komponen untuk 
meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kelembagaan secara 
menyeluruh. Sistem ini melibatkan pengembangan indikator 
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kinerja utama atau KPI sebagai alat ukur utama dalam menilai 
pencapaian tujuan strategis institusi. Penerapan kartu skor 
seimbang atau balanced scorecard menjadi metode penting untuk 
menerjemahkan visi menjadi aksi nyata di lapangan. Tinjauan 
kinerja dan mekanisme umpan balik juga menjadi bagian integral 
yang tidak dapat dipisahkan dari siklus manajemen ini. 
Penyelarasan kinerja dengan sistem penghargaan diperlukan 
untuk memastikan motivasi staf tetap tinggi selama proses 
transformasi berlangsung. Masing-masing komponen ini 
memainkan peran penting dalam memastikan bahwa universitas 
dapat memenuhi tujuan strategis mereka dengan akurat. 
Universitas harus mampu beradaptasi dengan lanskap pendidikan 
yang berubah tanpa kehilangan fokus pada misi utama mereka. 
Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang sistem ini menjadi 
kunci bagi pemimpin universitas yang ingin mencapai keunggulan 
operasional. 

Framework Manajemen Kinerja untuk Universitas 

 

Gambar 7.4 Menuju managemen Kinerja yang Kokoh 
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Kerangka kerja manajemen kinerja di universitas sering 
melibatkan penyelarasan strategis dan pemantauan melalui alat 
seperti Balanced Scorecard (BSC) yang efektif. Alat ini membantu 
dalam menerjemahkan tujuan strategis menjadi tujuan operasional 
yang dapat diukur oleh setiap unit kerja di dalamnya. Fabac (2022) 
dan Oliveira et al. (2022) menegaskan bahwa alat ini sangat vital 
untuk koordinasi lintas departemen yang kompleks. Kerangka 
kerja harus menjawab kebutuhan unik universitas kewirausahaan 
yang berbeda dari universitas konvensional pada umumnya. 
Cunningham et al. (2021) menyatakan bahwa sistem ini harus 
mendukung berbagai tahap kewirausahaan dari tahap laten hingga 
tahap pertumbuhan melalui struktur organisasi yang sesuai. 
Struktur organisasi yang fleksibel memungkinkan aliran sumber 
daya yang lebih efisien menuju proyek-proyek inovatif yang 
berpotensi tinggi. Tanpa kerangka yang jelas, upaya 
kewirausahaan akan terfragmentasi dan sulit untuk dikelola secara 
terpusat oleh pimpinan puncak. Evaluasi berkala terhadap 
kerangka kerja diperlukan untuk memastikan relevansinya dengan 
dinamika eksternal yang terus berubah setiap saat. 

Model evaluasi pengembangan berkualitas tinggi atau 
HQD, seperti yang menggunakan manajemen berdasarkan tujuan 
atau MBO, sangat penting untuk menilai kekuatan komprehensif 
sekolah universitas. Chen (2023) menjelaskan bahwa model ini 
membantu mengidentifikasi hambatan untuk perbaikan yang 
mungkin tidak terlihat oleh analisis permukaan saja. Penilaian 
kekuatan komprehensif mencakup aspek akademik maupun aspek 
kewirausahaan yang dikembangkan oleh fakultas terkait. Integrasi 
MBO dalam kerangka kinerja memastikan bahwa setiap individu 
memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan besar universitas. Hal 
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ini menciptakan akuntabilitas pribadi yang kuat di antara dosen 
dan staf administrasi yang bekerja sehari-hari. Proses evaluasi 
harus transparan agar hasilnya dapat diterima oleh semua pihak 
yang terlibat dalam sistem tersebut. Dokumentasi hasil evaluasi 
menjadi basis data untuk perencanaan strategis pada periode 
berikutnya. Dengan demikian, kerangka kerja ini menjadi fondasi 
bagi sistem manajemen kinerja yang robust dan berkelanjutan 
jangka panjang. 

Implementasi kerangka kerja memerlukan komitmen dari 
seluruh lapisan organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan 
rencana yang telah ditetapkan. Pimpinan universitas harus menjadi 
contoh dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen kinerja 
yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sosialisasi mengenai 
kerangka kerja harus dilakukan secara intensif agar tidak terjadi 
miskomunikasi di tingkat operasional lapangan. Pelatihan 
penggunaan alat-alat manajemen kinerja perlu diberikan kepada 
staf yang bertanggung jawab atas pengumpulan data kinerja. 
Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk otomatisasi proses 
pemantauan kinerja sehingga lebih efisien dan akurat datanya. 
Hambatan birokrasi harus diminimalkan agar proses evaluasi tidak 
menjadi beban administratif yang berlebihan bagi dosen dan 
peneliti. Kolaborasi antara unit akademik dan unit bisnis 
diperlukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja mencakup 
kedua aspek tersebut secara seimbang. Keberhasilan implementasi 
kerangka kerja akan terlihat dari peningkatan kinerja institusi 
secara keseluruhan dalam jangka waktu tertentu. 
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KPI Development untuk Berbagai Level Organisasi 

KPI di universitas harus dikembangkan untuk 
mencerminkan kinerja keuangan dan nonkeuangan dengan 
proporsi yang seimbang dan adil. Jeong et al. (2022) menekankan 
fokus pada pembelajaran pertumbuhan dan perspektif pelanggan 
sebagai bagian integral dari indikator tersebut. Kinerja keuangan 
penting untuk keberlanjutan operasional, namun tidak boleh 
mengorbankan misi pendidikan yang utama bagi mahasiswa. 
Perspektif pelanggan dalam konteks ini mencakup kepuasan 
mahasiswa dan mitra industri yang berkolaborasi dengan 
universitas. Indikator pembelajaran dan pertumbuhan mengukur 
kapasitas organisasi untuk berinovasi dan meningkatkan 
kompetensi sumber daya manusianya. Pengembangan KPI harus 
mempertimbangkan kebutuhan spesifik unit organisasi yang 
berbeda di dalam universitas secara detail dan spesifik. 
Cunningham et al. (2021) mengingatkan bahwa keselarasan dengan 
tujuan strategis yang lebih luas harus tetap menjadi prioritas utama 
dalam penyusunan KPI. Unit yang berbeda mungkin memiliki 
target yang berbeda, namun harus berkontribusi pada visi besar 
institusi secara kolektif. 

Dalam konteks pendidikan tinggi, KPI juga harus 
membahas indikator keberlanjutan dan efektivitas seperti yang 
disorot oleh Baldrige Excellence Model. Mattos et al. (2022) 
menyatakan bahwa indikator ini penting untuk menilai dampak 
jangka panjang dari aktivitas universitas terhadap masyarakat. 
Keberlanjutan mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi 
yang dipengaruhi oleh keberadaan universitas di wilayah tersebut. 
Efektivitas diukur melalui pencapaian output dan outcome yang 
telah ditetapkan dalam rencana strategis tahunan institusi. KPI 
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harus dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif untuk 
memberikan gambaran yang holistik tentang kinerja universitas. 
Fleksibilitas dalam penentuan KPI memungkinkan adaptasi 
terhadap perubahan kebijakan pemerintah atau tuntutan pasar 
kerja yang baru. Review terhadap KPI harus dilakukan secara 
tahunan untuk memastikan bahwa indikator tersebut masih 
relevan dengan kondisi terkini. Tanpa KPI yang tepat, universitas 
akan kesulitan mengukur progres mereka menuju status sebagai 
universitas technopreneur yang unggul. 

Proses pengembangan KPI memerlukan partisipasi aktif 
dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal untuk 
mendapatkan perspektif yang luas. Masukan dari dosen, 
mahasiswa dan alumni sangat berharga dalam menentukan 
indikator yang benar-benar mencerminkan kualitas pendidikan. 
Mitra industri dapat memberikan wawasan mengenai 
keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja untuk dimasukkan 
sebagai indikator kinerja lulusan. Komite pengarah KPI harus 
dibentuk untuk mengawasi proses pengembangan dan validasi 
indikator sebelum diterapkan secara resmi. Standardisasi definisi 
setiap KPI diperlukan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi di 
antara berbagai fakultas yang ada. Sistem pelaporan KPI harus 
mudah diakses oleh manajer tingkat menengah untuk keperluan 
monitoring harian dan bulanan. Data KPI harus diverifikasi 
keakuratannya sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan 
keputusan strategis oleh pimpinan puncak. Dengan KPI yang 
komprehensif, universitas dapat mengelola kinerjanya dengan 
lebih transparan dan akuntabel di mata publik. 
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Balanced Scorecard (BSC) untuk Technopreneur University 

Kartu skor seimbang untuk universitas technopreneur harus 
mencakup perspektif seperti keuangan pelanggan, proses internal 
dan pembelajaran serta pertumbuhan dengan penekanan khusus. 
Oliveira et al. (2022) dan Jeong et al. (2022) menyarankan 
penekanan khusus pada inovasi dan pengembangan sebagai daya 
saing utama institusi. Perspektif keuangan memastikan bahwa 
universitas memiliki sumber daya yang cukup untuk mendanai 
kegiatan akademik dan kewirausahaan yang mahal. Perspektif 
pelanggan berfokus pada nilai yang diterima oleh mahasiswa dan 
mitra industri dari layanan yang diberikan universitas. Proses 
internal mengukur efisiensi operasional dalam mendukung 
kegiatan inti universitas tanpa pemborosan sumber daya yang ada. 
Pembelajaran dan pertumbuhan mengukur kapasitas inovasi dan 
pengembangan kompetensi dosen serta staf pendukung lainnya. 
BSC dapat disesuaikan untuk mendukung inisiatif transformasi 
digital yang sedang gencar dilakukan oleh banyak universitas saat 
ini. Fabac (2022) mencatat bahwa hal ini memastikan bahwa tujuan 
strategis secara konsisten ditafsirkan dan dikoordinasikan di 
seluruh universitas dengan baik. 

Peringkat perspektif BSC dapat bervariasi, tetapi biasanya 
perspektif keuangan diprioritaskan, diikuti oleh pelanggan dan 
perspektif pembelajaran serta pertumbuhan. Oliveira et al. (2022) 
menjelaskan bahwa prioritas ini mencerminkan kebutuhan dasar 
keberlanjutan finansial sebelum aspek lainnya dapat 
dikembangkan lebih lanjut. Namun dalam konteks technopreneur 
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mungkin perlu 
dinaikkan prioritasnya untuk mendorong inovasi radikal. 
Penyesuaian bobot setiap perspektif harus dilakukan sesuai 
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dengan strategi spesifik yang diadopsi oleh universitas pada 
periode tertentu. Implementasi BSC memerlukan perangkat lunak 
yang mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber secara 
real-time dan akurat. Dashboard visual dapat digunakan untuk 
menampilkan status kinerja setiap perspektif kepada pimpinan 
universitas secara mudah dan cepat. Pelatihan mengenai 
interpretasi BSC diperlukan agar manajer dapat mengambil 
tindakan korektif yang tepat berdasarkan data yang tersedia. 
Dengan BSC yang disesuaikan, universitas dapat menyeimbangkan 
tuntutan jangka pendek dan jangka panjang secara lebih efektif dan 
efisien. 

Integrasi BSC dengan sistem perencanaan strategis lainnya 
memperkuat koherensi arah pengembangan universitas secara 
keseluruhan dan terpadu. Tujuan yang ditetapkan dalam BSC 
harus diterjemahkan menjadi rencana kerja tahunan untuk setiap 
unit organisasi di dalamnya. Monitoring terhadap pencapaian 
target BSC harus dilakukan secara berkala untuk mendeteksi 
penyimpangan sejak dini sebelum menjadi masalah besar. Evaluasi 
terhadap efektivitas BSC itu sendiri perlu dilakukan untuk 
memastikan bahwa alat ini masih relevan dengan kebutuhan 
organisasi. Perubahan dalam lingkungan eksternal mungkin 
memerlukan penyesuaian perspektif atau indikator dalam kartu 
skor seimbang tersebut. Komunikasi mengenai hasil BSC kepada 
seluruh warga universitas meningkatkan transparansi dan 
pemahaman tentang arah strategis institusi. Keterlibatan karyawan 
dalam penyusunan target BSC meningkatkan rasa kepemilikan 
terhadap pencapaian tersebut secara kolektif. Dengan demikian, 
BSC menjadi alat manajemen strategis yang vital bagi universitas 
technopreneur yang ingin bersaing di tingkat global. 
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Tinjauan Kinerja dan Mekanisme Umpan Balik 

Mekanisme peninjauan kinerja yang efektif di universitas 
melibatkan penilaian reguler dan loop umpan balik yang 
membantu dalam mengidentifikasi area untuk perbaikan. Sheikh 
et al. (2022) menyatakan bahwa hal ini membantu menyelaraskan 
kinerja individu dengan tujuan kelembagaan yang lebih besar dan 
strategis. Penilaian reguler mencegah penumpukan masalah 
kinerja yang dapat menghambat produktivitas organisasi secara 
signifikan dan merugikan. Loop umpan balik memungkinkan 
karyawan untuk memahami ekspektasi pimpinan dengan jelas dan 
tanpa ambiguitas yang membingungkan. Proses peninjauan harus 
adil dan objektif berdasarkan data kinerja yang telah dikumpulkan 
sepanjang periode penilaian tersebut. Keterlibatan karyawan 
dalam proses penilaian meningkatkan penerimaan mereka 
terhadap hasil evaluasi yang diberikan oleh atasan langsung. Hasil 
peninjauan kinerja harus didokumentasikan dengan rapi untuk 
keperluan pengembangan karier dan perencanaan suksesi di masa 
depan. Tanpa mekanisme ini, universitas akan kesulitan 
mengetahui apakah strategi mereka dijalankan dengan benar oleh 
sumber daya manusia yang ada. 

Mekanisme umpan balik harus disusun untuk mendukung 
pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan bagi seluruh 
karyawan di universitas. Nafari & Rezaei (2022) menekankan 
bahwa hal ini menumbuhkan lingkungan komunikasi dan 
kolaborasi terbuka yang sehat dan produktif. Umpan balik 
konstruktif membantu karyawan mengenali kekuatan mereka dan 
area yang memerlukan peningkatan kompetensi secara spesifik. 
Budaya memberikan umpan balik harus dinormalisasi agar tidak 
dianggap sebagai kritik negatif yang menjatuhkan mental 
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karyawan. Pelatihan bagi manajer tentang cara memberikan umpan 
balik yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kualitas 
interaksi tersebut. Saluran umpan balik dua arah memungkinkan 
karyawan untuk memberikan masukan kepada pimpinan 
mengenai hambatan yang mereka hadapi di lapangan. Tindak 
lanjut dari umpan balik harus terlihat dalam bentuk dukungan 
pelatihan atau sumber daya yang diberikan oleh institusi. Dengan 
mekanisme umpan balik yang baik, universitas dapat menciptakan 
budaya perbaikan terus menerus yang menjadi ciri organisasi 
pembelajar. 

Teknologi dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi proses 
peninjauan kinerja dan pengumpulan umpan balik secara lebih 
efisien dan terstruktur. Platform digital memungkinkan 
penyimpanan data kinerja yang aman dan mudah diakses oleh 
pihak yang berwenang saja. Notifikasi otomatis dapat 
mengingatkan manajer dan karyawan tentang jadwal penilaian 
kinerja yang akan datang secara tepat waktu. Analitik data dari 
sistem peninjauan kinerja dapat mengidentifikasi pola kinerja yang 
mungkin tidak terlihat oleh pengamatan manual biasa. Keamanan 
data kinerja harus dijaga untuk melindungi privasi karyawan dan 
mencegah penyalahgunaan informasi sensitif tersebut. Integrasi 
sistem peninjauan kinerja dengan sistem manajemen sumber daya 
manusia lainnya menyederhanakan proses administrasi bagi 
departemen terkait. Pengguna sistem harus diberikan pelatihan 
yang memadai agar dapat memanfaatkan fitur teknologi tersebut 
secara optimal. Dengan dukungan teknologi, proses peninjauan 
kinerja menjadi lebih transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara institusional. 
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Link Antara Performance dan Reward System 

Hubungan antara kinerja dan sistem penghargaan di 
universitas sangat penting untuk memotivasi staf dan 
menyelaraskan upaya mereka dengan tujuan kelembagaan. Nafari 
& Rezaei (2022) menegaskan bahwa sistem ini menjadi pengungkit 
utama dalam mendorong perilaku yang diinginkan oleh organisasi. 
Sistem penghargaan harus dirancang untuk mengenali dan 
memberi insentif atas kontribusi terhadap kinerja keuangan dan 
non-keuangan secara seimbang. Fokus pada pelatihan staf 
pengembangan dan strategi kompensasi menjadi bagian integral 
dari sistem penghargaan yang komprehensif dan holistik. 
Penghargaan tidak hanya berupa finansial, tetapi juga berupa 
pengakuan non-material seperti sertifikat atau peluang promosi 
jabatan. Insentif harus dikaitkan langsung dengan pencapaian KPI 
yang telah disepakati sebelumnya agar memiliki dampak motivasi 
yang kuat. Transparansi dalam kriteria pemberian penghargaan 
mencegah perasaan ketidakadilan di antara karyawan yang 
berkinerja tinggi dan rendah. Dengan sistem penghargaan yang 
tepat, universitas dapat mempertahankan talenta terbaiknya di 
tengah persaingan pasar kerja yang ketat. 

Integrasi kinerja dan sistem penghargaan dapat 
meningkatkan kinerja organisasi dengan menumbuhkan budaya 
keunggulan dan akuntabilitas yang kuat. Nafari & Rezaei (2022) 
kembali menyebutkan bahwa budaya ini penting untuk 
keberlanjutan universitas dalam jangka panjang yang tidak pasti. 
Karyawan yang merasa dihargai akan cenderung lebih 
berkomitmen untuk mencapai target organisasi yang telah 
ditetapkan bersama. Program penghargaan harus bervariasi untuk 
mengakomodasi preferensi yang berbeda di antara generasi 
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karyawan yang beragam saat ini. Evaluasi terhadap efektivitas 
sistem penghargaan perlu dilakukan secara berkala untuk 
memastikan bahwa insentif masih relevan dan menarik. Anggaran 
untuk sistem penghargaan harus dialokasikan secara memadai 
dalam rencana keuangan tahunan universitas untuk menjamin 
kelancarannya. Komunikasi mengenai program penghargaan 
harus jelas agar semua karyawan memahami cara untuk memenuhi 
kualifikasi menerima hadiah tersebut. Dengan demikian, sistem 
penghargaan menjadi alat strategis untuk mendorong kinerja 
tinggi di seluruh level organisasi universitas. 

Tantangan dalam merancang sistem penghargaan termasuk 
menyeimbangkan antara penghargaan individu dan penghargaan 
tim yang kolaboratif. Penghargaan individu dapat memicu 
kompetisi sehat, namun penghargaan tim diperlukan untuk 
mendorong kerja sama lintas departemen yang efektif. Universitas 
harus menemukan titik keseimbangan yang tepat agar tidak terjadi 
konflik kepentingan di antara unit kerja yang berbeda. 
Keterbatasan anggaran sering menjadi hambatan dalam 
memberikan penghargaan finansial yang signifikan kepada 
seluruh karyawan berprestasi. Kreativitas dalam bentuk 
penghargaan nonfinansial dapat menjadi solusi untuk mengatasi 
keterbatasan sumber daya keuangan yang ada. Dukungan dari 
pimpinan puncak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa 
sistem penghargaan dijalankan dengan konsisten dan adil. Umpan 
balik dari karyawan mengenai sistem penghargaan harus 
dikumpulkan untuk perbaikan berkelanjutan dari waktu ke waktu. 
Dengan mengatasi tantangan ini, universitas dapat membangun 
sistem penghargaan yang berkelanjutan dan memotivasi secara 
efektif. 



 

 
 

400 

Sementara sistem manajemen kinerja di universitas 
dirancang untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan, penting 
untuk mempertimbangkan tantangan dan ketegangan yang 
mungkin timbul. Cunningham et al. (2021) mencatat bahwa 
kebutuhan akan struktur organisasi formal untuk mendukung 
kewirausahaan dapat menciptakan sinergi sumber daya dan 
kompetensi. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan tata 
kelola yang kompleks bagi manajemen puncak universitas yang 
harus diatasi dengan bijak. Koordinasi antara unit akademik dan 
unit bisnis sering kali memerlukan negosiasi yang intensif untuk 
membagi sumber daya yang terbatas. Konflik kepentingan dapat 
muncul ketika tujuan pendidikan berbenturan dengan tujuan 
komersialisasi teknologi yang mengejar profit semata. Manajemen 
perubahan diperlukan untuk mengatasi resistensi terhadap sistem 
kinerja baru yang mungkin dianggap membebani oleh sebagian 
dosen. Dukungan teknologi harus memadai untuk memastikan 
bahwa sistem manajemen kinerja tidak menjadi hambatan birokrasi 
yang berlebihan. Oleh karena itu, pendekatan yang hati-hati dan 
terencana sangat diperlukan dalam implementasi sistem ini di 
lingkungan universitas. 

Selain itu, penekanan pada kinerja keuangan di BSC dapat 
menutupi perspektif kritis lainnya seperti pembelajaran dan 
pertumbuhan yang penting untuk keberlanjutan jangka panjang. 
Oliveira et al. (2022) memperingatkan bahwa ketidakseimbangan 
ini dapat merugikan potensi inovasi universitas di masa depan 
yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pendekatan seimbang 
yang mempertimbangkan kebutuhan segera dan masa depan 
sangat penting untuk keberhasilan penerapan sistem manajemen 
kinerja di universitas. Pimpinan harus berani mengambil 
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keputusan yang mungkin tidak populer secara finansial dalam 
jangka pendek demi investasi jangka panjang dalam sumber daya 
manusia. Monitoring terhadap dampak sistem kinerja terhadap 
budaya organisasi harus dilakukan secara terus-menerus untuk 
mencegah degradasi nilai akademik. Kolaborasi dengan 
universitas lain dapat memberikan wawasan mengenai best 
practices dalam mengelola tantangan sistem manajemen kinerja ini. 
Adaptasi terhadap perubahan regulasi pemerintah juga harus 
menjadi pertimbangan dalam menyusun sistem kinerja yang 
compliant dan legal. Dengan memperhatikan semua aspek ini, 
universitas dapat membangun sistem manajemen kinerja yang 
robust dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. 

7.5 Manajemen Sumber Daya dan Optimasi 

Manajemen dan pengoptimalan sumber daya strategis 
sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan di 
berbagai sektor organisasi modern yang kompleks. Ini melibatkan 
perencanaan strategis dan alokasi sumber daya yang matang untuk 
memastikan tidak ada pemborosan dalam operasional sehari-hari 
yang berjalan. Manajemen keuangan menjadi tulang punggung 
dalam mendukung setiap inisiatif yang memerlukan dana besar 
untuk implementasinya secara efektif. Optimalisasi sumber daya 
manusia juga diperlukan agar talenta yang ada dapat bekerja sesuai 
dengan potensi maksimal mereka secara konsisten. Manajemen 
infrastruktur dan fasilitas harus diperhatikan agar aset fisik tetap 
berfungsi dengan baik dalam jangka panjang yang berkelanjutan. 
Strategi mobilisasi sumber daya dan diversifikasi menjadi kunci 
untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan eksternal yang 
dinamis dan menantang. Masing-masing komponen ini 
memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sumber daya 



 

 
 

402 

dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. 
Bagian berikut mempelajari aspek-aspek ini dengan menarik 
wawasan dari makalah penelitian yang disediakan untuk aplikasi 
yang lebih luas. 

Perencanaan Sumber Daya Strategis dan Alokasi 

Perencanaan dan alokasi sumber daya strategis memerlukan 
model yang mampu mengoptimalkan kapasitas produksi dan 
tingkat pemanfaatan aset yang ada secara maksimal. Gu et al. 
(2023) menjelaskan bahwa model pemrograman matematika dapat 
mengoptimalkan kapasitas produksi dan tingkat bijih dengan 
mempertimbangkan kendala seperti kuota karbon. Pendekatan ini 
sangat relevan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya 
dalam sektor yang padat modal seperti pertambangan atau industri 
berat lainnya. Dalam konteks organisasi yang lebih luas, prinsip ini 
dapat diadaptasi untuk mengelola alokasi sumber daya yang 
terbatas secara efisien dan tepat sasaran. Pertimbangan terhadap 
kendala lingkungan menjadi semakin penting seiring dengan 
tuntutan keberlanjutan global yang semakin ketat dan mengikat. 
Organisasi harus mampu menyeimbangkan antara target produksi 
dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku di 
wilayah operasional mereka. Model matematika memberikan dasar 
kuantitatif yang kuat untuk pengambilan keputusan yang objektif 
dan terukur oleh pimpinan puncak. Dengan demikian, 
perencanaan strategis harus berbasis data untuk meminimalkan 
risiko kesalahan alokasi sumber daya yang fatal bagi organisasi. 

Efisiensi penanganan sumber daya juga dapat ditingkatkan 
melalui model pengoptimalan untuk alokasi sumber daya di 
terminal kontainer yang sibuk. Zhang et al. (2022) menyatakan 
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bahwa model ini meningkatkan efisiensi penanganan dan 
mengurangi biaya dengan mengoptimalkan operasi derek derak 
secara signifikan. Prinsip optimasi operasi mesin atau alat berat 
dapat diterjemahkan ke dalam optimasi penggunaan fasilitas 
umum di organisasi pendidikan atau bisnis. Pengurangan biaya 
operasional adalah hasil langsung dari alokasi sumber daya yang 
tepat pada waktu dan tempat yang sesuai dengan kebutuhan. 
Operasi yang teroptimasi mencegah terjadinya antrian atau 
kemacetan dalam alur kerja yang dapat menghambat produktivitas 
keseluruhan tim. Teknologi otomatisasi memainkan peran kunci 
dalam mendukung model pengoptimalan ini agar berjalan secara 
real-time dan akurat. Implementasi sistem semacam ini 
memerlukan investasi awal namun memberikan pengembalian 
jangka panjang yang signifikan bagi kesehatan finansial. Oleh 
karena itu perencanaan strategis harus mencakup analisis biaya 
manfaat dari teknologi otomatisasi yang diterapkan dalam sistem 
sumber daya. 

Manajemen Keuangan dan Sistem Penganggaran 

Manajemen keuangan dan sistem penganggaran 
memerlukan pendekatan sistematis untuk mengelola 
ketidakpastian arus kas yang terjadi setiap saat. Salas-Molina et al. 
(2020) mengemukakan bahwa model pemrograman tujuan 
stokastik membahas beberapa tujuan keuangan seperti biaya risiko 
dan stabilitas saldo kas. Model ini memberikan pendekatan 
sistematis untuk manajemen kas di bawah ketidakpastian yang 
sering dihadapi oleh organisasi kompleks di berbagai industri. 
Pertimbangan terhadap multiple tujuan keuangan mencegah fokus 
sempit hanya pada satu aspek seperti profitabilitas semata yang 
seringkali menyesatkan. Stabilitas saldo kas sangat krusial untuk 



 

 
 

404 

menjaga likuiditas organisasi dalam menghadapi guncangan 
ekonomi mendadak yang tidak terduga sebelumnya. Manajemen 
risiko keuangan harus terintegrasi dalam proses penganggaran 
tahunan agar dapat diantisipasi sejak dini sebelum masalah 
muncul. Pengambilan keputusan keuangan harus didasarkan pada 
probabilitas dan skenario yang mungkin terjadi di masa depan 
yang penuh variasi. Dengan demikian sistem penganggaran 
menjadi alat navigasi yang handal bagi pimpinan dalam mengelola 
kesehatan finansial organisasi secara prudent. 

Alokasi sumber daya dalam sektor layanan seperti 
perawatan kesehatan melibatkan model nonlinier untuk 
memaksimalkan akses layanan bagi masyarakat. menyoroti 
pentingnya mempertimbangkan dinamika permintaan jangka 
panjang dalam perencanaan sumber daya yang ada. Model 
nonlinier ini memungkinkan organisasi untuk merespons 
perubahan permintaan yang tidak bersifat linear atau tetap 
sepanjang waktu. Memaksimalkan akses layanan menjadi prioritas 
utama dalam alokasi sumber daya yang berorientasi pada 
pelayanan publik yang inklusif. Dinamika permintaan jangka 
panjang harus dianalisis secara cermat untuk menghindari 
kelebihan atau kekurangan kapasitas layanan yang merugikan. 
Fleksibilitas dalam alokasi sumber daya memungkinkan 
penyesuaian cepat terhadap lonjakan permintaan yang tiba-tiba 
dan mendesak. Organisasi harus memiliki mekanisme monitoring 
yang kuat untuk mendeteksi perubahan pola permintaan secara 
dini sebelum menjadi krisis. Hal ini memastikan bahwa sumber 
daya keuangan dialokasikan ke area yang paling membutuhkan 
secara efektif dan tepat sasaran. 
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Framework Optimasi Sumber Daya Manusia 

Kerangka kerja untuk optimalisasi sumber daya manusia 
dapat diintegrasikan ke dalam sistem manajemen yang lebih luas 
seperti sistem manajemen yang canggih. Rijavec et al. (2023) 
menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia 
diintegrasikan ke dalam TMS untuk mengoptimalkan alokasi 
karyawan dengan mempertimbangkan insiden. Pertimbangan data 
infrastruktur dan insiden memungkinkan alokasi karyawan yang 
lebih responsif terhadap kondisi lapangan yang berubah setiap 
saat. Integrasi ini meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan 
dengan memastikan orang yang tepat berada di tempat yang tepat 
pada waktu yang tepat. Data real-time menjadi kunci dalam 
mendukung keputusan alokasi sumber daya manusia yang 
dinamis dan adaptif terhadap situasi. Kemampuan beradaptasi dan 
responsif terhadap insiden menjadi kompetensi penting bagi 
manajer sumber daya manusia modern yang kompeten. Sistem 
yang terintegrasi mengurangi waktu respon terhadap masalah 
operasional yang memerlukan intervensi manusia segera untuk 
penyelesaian. Dengan demikian optimalisasi SDM tidak hanya 
tentang jumlah orang tetapi juga tentang penempatan strategis 
berbasis data yang akurat. 

Manajemen kinerja akademik menyediakan kerangka kerja 
berbasis data untuk manajemen sumber daya manusia di 
akademisi yang fokus pada pengenalan bakat unggul. Grigoriev & 
Mondrus (2022) menyatakan bahwa kerangka kerja ini berfokus 
pada pengenalan bakat dan pengukuran kinerja untuk 
mengoptimalkan alokasi sumber daya. Pengenalan bakat yang 
tepat memungkinkan organisasi untuk menempatkan individu 
pada peran yang paling sesuai dengan kompetensi mereka secara 
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alami. Pengukuran kinerja yang objektif menjadi dasar untuk 
keputusan promosi dan pengembangan karir yang adil dan 
transparan bagi semua. Optimasi alokasi sumber daya manusia di 
akademisi memerlukan pemahaman mendalam tentang 
produktivitas penelitian dan pengajaran yang berkualitas. Data 
kinerja harus dikumpulkan secara konsisten untuk membangun 
profil kompetensi yang akurat bagi setiap anggota organisasi yang 
ada. Investasi dalam pengembangan bakat harus diarahkan kepada 
individu yang menunjukkan potensi pertumbuhan tertinggi untuk 
masa depan. Hal ini memastikan bahwa sumber daya manusia 
menjadi aset strategis yang memberikan nilai tambah bagi 
organisasi dalam jangka panjang. 

Infrastruktur dan Manajemen Fasilitas 

Manajemen infrastruktur dan fasilitas harus menekankan 
praktik pemeliharaan dan operasi jangka panjang yang 
mempertimbangkan manfaat sosial lingkungan dan ekonomi 
secara seimbang. Opoku & Lee (2022) menyarankan agar praktik 
ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang 
menjadi standar global saat ini dan mendesak. Pertimbangan 
manfaat sosial memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun 
memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar organisasi 
yang terdampak. Aspek lingkungan harus dijaga agar operasional 
fasilitas tidak merusak ekosistem yang ada di sekitarnya secara 
permanen dan irreversible. Manfaat ekonomi dari manajemen 
fasilitas terlihat dari efisiensi biaya operasional dan peningkatan 
nilai aset dalam jangka panjang yang stabil. Keberlanjutan menjadi 
prinsip utama dalam setiap keputusan terkait pembangunan atau 
renovasi infrastruktur fisik yang dilakukan oleh organisasi. 
Evaluasi kinerja fasilitas harus dilakukan secara berkala untuk 
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memastikan standar keberlanjutan tetap terjaga sesuai dengan 
regulasi yang berlaku. Dengan demikian manajemen infrastruktur 
berkontribusi langsung pada reputasi organisasi sebagai entitas 
yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. 

Kerangka kerja konseptual untuk manajemen kinerja 
sumber daya alam di China menyoroti perlunya pemanfaatan 
berkelanjutan dan sistem evaluasi yang lebih baik. Zhang et al. 
(2022) menekankan bahwa sistem evaluasi yang baik diperlukan 
untuk memantau dampak penggunaan sumber daya alam secara 
akurat dan detail. Pemanfaatan berkelanjutan memastikan bahwa 
sumber daya yang ada tidak habis untuk generasi masa depan yang 
akan datang dan membutuhkan. Sistem evaluasi harus mencakup 
indikator yang mengukur kesehatan lingkungan dan efisiensi 
ekstraksi sumber daya secara bersamaan untuk hasil optimal. 
Transparansi dalam pelaporan kinerja sumber daya alam 
meningkatkan akuntabilitas pengelola terhadap pemangku 
kepentingan yang terkait secara langsung. Pembelajaran dari 
kerangka kerja ini dapat diadaptasi untuk manajemen aset 
organisasi lainnya yang bersifat terbatas dan berharga. Koordinasi 
antara berbagai pihak diperlukan untuk memastikan bahwa 
evaluasi berjalan secara objektif dan independen dari kepentingan 
politik. Hal ini mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat 
merugikan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang yang 
sangat vital. 

Strategi Mobilisasi Sumber Daya dan Diversifikasi 

Strategi untuk mobilisasi sumber daya dan diversifikasi 
dapat dilakukan dengan menggunakan platform produk untuk 
mengurangi biaya dan mengakses beberapa segmen pasar yang 
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luas. Harland et al. (2020) menjelaskan bahwa perusahaan 
menggunakan platform produk untuk memanfaatkan modul 
umum dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang nyata dan 
sulit ditiru. Penggunaan modul umum memungkinkan organisasi 
untuk memproduksi variasi produk tanpa harus memulai dari nol 
setiap saat yang menghemat waktu. Pengurangan biaya produksi 
meningkatkan margin keuntungan yang dapat diinvestasikan 
kembali untuk pengembangan sumber daya lainnya yang lebih 
strategis. Akses ke beberapa segmen pasar memperluas basis 
pendapatan organisasi sehingga mengurangi ketergantungan pada 
satu sumber saja yang berisiko. Keunggulan kompetitif diperoleh 
melalui kecepatan dalam meluncurkan produk baru yang sesuai 
dengan kebutuhan pasar yang beragam dan berubah. Fleksibilitas 
platform produk memungkinkan respons cepat terhadap 
perubahan tren konsumen yang terjadi secara global dan masif. 
Oleh karena itu diversifikasi melalui platform menjadi strategi 
efektif untuk mobilisasi sumber daya yang efisien dan 
menguntungkan. 

Alokasi sumber daya darurat memerlukan model 
multiperiode untuk memastikan distribusi yang adil dan efisien di 
bawah ketidakpastian yang tinggi. Wang & Sun (2022) menyatakan 
bahwa model ini menggunakan metode seperti nomor interval dan 
angka fuzzy untuk menangani variabilitas permintaan yang 
kompleks. Distribusi yang adil menjadi prinsip etis yang penting 
dalam situasi krisis yang memerlukan sumber daya terbatas untuk 
penyelamatan nyawa. Efisiensi distribusi memastikan bahwa 
bantuan atau sumber daya sampai kepada penerima yang 
membutuhkan dalam waktu sesingkat mungkin untuk 
meminimalkan kerugian. Ketidakpastian kondisi lapangan harus 
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diakomodasi dalam model perencanaan agar tidak terjadi 
kekacauan saat eksekusi di lapangan yang berbahaya. Metode 
angka fuzzy memungkinkan penanganan data yang tidak presisi 
namun tetap memberikan arahan yang berguna bagi pengambil 
keputusan dalam tekanan. Variabilitas permintaan harus 
diprediksi berdasarkan skenario terburuk yang mungkin terjadi 
selama periode krisis yang mengancam stabilitas. Dengan 
demikian strategi mobilisasi sumber daya harus memiliki rencana 
kontingensi yang robust untuk berbagai situasi darurat yang 
mungkin terjadi. 

Tantangan dan Adaptasi dalam Manajemen Sumber Daya 

beban kerja sering berubah secara tidak terduga dan sangat cepat. 
Namun, pendekatan manajemen sumber daya yang kaku gagal 
merespons fluktuasi ini dengan adaptif. Akibatnya, terjadi 
ketidakseimbangan alokasi di mana beberapa node mengalami 
kelebihan beban sementara sumber daya lain justru menganggur 
percuma. Kondisi ini menghambat efisiensi sistem secara 
keseluruhan dan menurunkan kinerja layanan secara drastis. 
Ilustrasi berikut menunjukkan dampak negatif dari 
ketidakfleksibelan tersebut dalam arsitektur sistem terdistribusi. 
Gambar 8.5 menunjukkan Manajemen Sumber Daya Tidak Efektif 
Akibat Kekakuan. 
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Gambar 8.5 Manajemen Sumber Daya yang Kaku 

  

Strategi komprehensif untuk manajemen dan 
pengoptimalan sumber daya penting untuk mempertimbangkan 
sifat dinamis dari permintaan sumber daya yang fluktuatif. 
Misalnya integrasi sumber daya manusia dalam sistem manajemen 
sumber daya, menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dan 
responsif terhadap insiden yang terjadi. Rijavec et al. (2023) 
mengingatkan bahwa sistem yang kaku akan gagal merespons 
perubahan mendadak yang terjadi di lingkungan operasional yang 
cepat. Kemampuan beradaptasi memerlukan pelatihan 
berkelanjutan bagi staf yang mengelola sistem sumber daya 
tersebut agar tetap kompeten dan siap. Responsivitas terhadap 
insiden menjadi ukuran keberhasilan dari sistem manajemen 
sumber daya yang diterapkan di lapangan secara nyata. Organisasi 
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harus membangun budaya yang mendukung perubahan cepat 
tanpa birokrasi yang menghambat proses pengambilan keputusan 
yang krusial. Teknologi pendukung harus mampu memproses data 
insiden secara real-time untuk memicu respons yang tepat dan 
terukur dampaknya. Tanpa kemampuan ini strategi optimasi 
sumber daya hanya akan menjadi teori yang tidak aplikatif dalam 
situasi nyata yang penuh tekanan. 

Demikian pula optimalisasi unit perawatan kesehatan 
seluler menggarisbawahi perlunya strategi alokasi fleksibel yang 
dapat menyesuaikan dengan perubahan pola permintaan. Strategi 
alokasi fleksibel memungkinkan organisasi untuk shifting sumber 
daya dari area yang kurang prioritas ke area yang kritis dan 
mendesak. Perubahan pola permintaan sering kali dipengaruhi 
oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi 
sepenuhnya namun harus diantisipasi. Monitoring terhadap pola 
ini harus dilakukan secara terus menerus untuk mendeteksi 
anomali yang memerlukan intervensi segera dari manajemen 
puncak. Fleksibilitas dalam anggaran diperlukan untuk 
mendukung strategi alokasi yang dinamis ini tanpa melanggar 
prosedur keuangan yang ketat dan berlaku. Organisasi harus siap 
untuk merevisi rencana awal mereka ketika data menunjukkan 
perubahan arah yang signifikan dan memerlukan tindakan. Hal ini 
memastikan bahwa sumber daya tetap digunakan untuk tujuan 
yang paling relevan pada saat tertentu yang kritis. 

Contoh-contoh ini menggambarkan perlunya memasukkan 
fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi ke dalam kerangka kerja 
manajemen sumber daya untuk mengatasi tantangan yang 
berkembang secara efektif. Manajemen sumber daya tidak bisa lagi 
bersifat statis melainkan harus menjadi proses yang terus 



 

 
 

412 

berevolusi seiring waktu dan perubahan zaman. Integrasi antara 
perencanaan strategis dan eksekusi operasional harus dijaga agar 
tidak terjadi kesenjangan implementasi yang merugikan organisasi 
secara keseluruhan. Kolaborasi antar departemen menjadi kunci 
dalam memastikan bahwa alokasi sumber daya dilakukan secara 
holistik dan terkoordinasi dengan baik antar unit. Pimpinan 
organisasi harus memiliki visi yang jelas mengenai prioritas 
penggunaan sumber daya di tengah keterbatasan yang ada dan 
menekan. Komunikasi yang terbuka mengenai strategi sumber 
daya membantu menyelaraskan ekspektasi seluruh anggota 
organisasi terhadap tujuan bersama yang ingin dicapai. Evaluasi 
pasca implementasi diperlukan untuk belajar dari keberhasilan dan 
kegagalan dalam pengelolaan sumber daya sebelumnya untuk 
perbaikan terus menerus. Dengan demikian organisasi dapat 
membangun ketahanan yang kuat terhadap berbagai guncangan 
eksternal yang mungkin terjadi di masa depan. 

Pada akhirnya keberhasilan manajemen dan pengoptimalan 
sumber daya strategis bergantung pada keseimbangan antara 
efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang yang stabil. Setiap 
komponen mulai dari perencanaan keuangan hingga manajemen 
fasilitas harus saling mendukung untuk menciptakan sinergi yang 
maksimal bagi organisasi. Organisasi yang mampu 
mengoptimalkan sumber daya mereka akan memiliki keunggulan 
kompetitif yang signifikan di pasar yang semakin ketat dan 
kompetitif. Investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia 
menjadi fondasi utama untuk mencapai tingkat optimasi yang 
diinginkan dan diharapkan oleh pemangku kepentingan. 
Tantangan yang ada harus dipandang sebagai peluang untuk 
memperbaiki sistem manajemen yang telah berjalan saat ini 
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menjadi lebih baik lagi. Komitmen dari pimpinan puncak 
diperlukan untuk memastikan bahwa strategi sumber daya 
dijalankan dengan konsisten dan disiplin tinggi oleh semua pihak. 
Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan juga vital untuk 
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi optimasi sumber 
daya yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang komprehensif 
organisasi dapat mencapai tujuan strategis mereka secara efektif 
dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. 
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BAB 8: 

PENGUKURAN, EVALUASI, DAN 
PERBAIKAN BERKELANJUTAN 

 
 
 
 

8.1 Performance Metrics dan KPI 

Pengukuran kinerja merupakan elemen fundamental dalam 
pengembangan universitas technopreneur yang bertujuan 
menyelaraskan pendidikan dengan industri secara strategis. Tanpa 
kerangka kerja yang jelas, universitas akan kesulitan menilai 
apakah misi inovasi dan kewirausahaan telah tercapai secara 
optimal di setiap fakultas. Kerangka kerja ini biasanya melibatkan 
pilar strategis yang memandu misi dan tujuan universitas dengan 
indikator kinerja utama yang khusus dan terukur. Universitas 
terkemuka sering berfungsi sebagai tolok ukur bagi institusi lain 
yang ingin mengembangkan ekosistem kewirausahaan yang kuat 
dan berkelanjutan. Memahami perbedaan antara indikator 
terkemuka dan tertinggal sangat penting untuk pengukuran 
kinerja yang efektif di lingkungan akademik yang kompleks. Hal 
ini termasuk mengidentifikasi metrik yang secara khusus 
mengukur inovasi dan hasil kewirausahaan secara akurat dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penyusunan sub 
bab ini akan menguraikan secara detail komponen-komponen 
utama dalam sistem pengukuran kinerja tersebut. Pembahasan 
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akan dimulai dari kerangka dasar hingga metrik spesifik yang 
dapat diadopsi oleh universitas technopreneur modern. 

Fokus utama dari universitas technopreneur adalah 
mengintegrasikan industri dan pendidikan untuk mempromosikan 
inovasi dan kewirausahaan secara berkelanjutan dan relevan. 
Integrasi ini membutuhkan kerangka kerja pengukuran kinerja 
yang menyelaraskan hasil pendidikan dengan kebutuhan industri 
yang dinamis dan berubah cepat. Kerangka kerja harus mencakup 
indikator kinerja spesifik seperti paten yang diajukan dan publikasi 
ilmiah yang dihasilkan oleh dosen serta mahasiswa. Selain itu, 
penghargaan dalam kompetisi dan pendanaan yang diperoleh juga 
menjadi tanda nyata dari keberhasilan program yang dijalankan 
oleh institusi. Indikator non-spesifik seperti pengaturan organisasi 
dan tingkat kepuasan stakeholders juga tidak boleh diabaikan 
dalam evaluasi keseluruhan kinerja. Menurut Lv et al. (2022), 
kombinasi indikator spesifik dan non-spesifik ini memberikan 
gambaran holistik tentang kinerja institusi pendidikan tinggi. 
Pendekatan ini memastikan bahwa universitas tidak hanya 
mengejar angka statistik tetapi juga kualitas lingkungan akademik 
yang mendukung inovasi. Dengan demikian, dasar pengukuran 
kinerja telah diletakkan untuk pembahasan lebih lanjut mengenai 
indikator yang lebih teknis dan operasional. 

Implementasi kerangka kerja ini memerlukan komitmen 
dari seluruh lapisan manajemen universitas untuk memastikan 
data dikumpulkan dengan konsisten dan valid. Kerangka kerja 
pengukuran kinerja untuk universitas technopreneur sangat 
penting untuk menyelaraskan tujuan pendidikan dengan 
kebutuhan industri dan mendorong inovasi. Kerangka kerja ini 
biasanya melibatkan pilar strategis yang memandu misi dan tujuan 
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universitas, dengan indikator kinerja utama khusus untuk 
mengukur keberhasilan. Universitas terkemuka sering berfungsi 
sebagai tolok ukur, memberikan metrik yang dapat dicita-citakan 
oleh institusi lain yang sedang berkembang. Memahami perbedaan 
antara indikator terkemuka dan tertinggal sangat penting untuk 
pengukuran kinerja yang efektif, seperti mengidentifikasi metrik 
yang secara khusus mengukur inovasi. Hasil kewirausahaan harus 
dipantau secara berkala agar universitas dapat menyesuaikan 
strategi mereka dengan kondisi pasar yang aktual. Tanpa kerangka 
yang kuat, upaya technopreneurship hanya akan menjadi program 
tambahan tanpa dampak strategis yang signifikan bagi 
perkembangan universitas. Oleh sebab itu, penetapan kerangka 
kerja adalah langkah pertama yang krusial sebelum menentukan 
indikator yang lebih rinci. 

Key Performance Indicators untuk Setiap Pilar Strategis 

Sistem kurikulum merupakan pilar pertama yang sangat 
vital dalam menentukan keberhasilan universitas technopreneur 
dalam mencetak lulusan yang siap berwirausaha. KPI termasuk 
jumlah kursus kewirausahaan yang ditawarkan, pendaftaran siswa 
dalam kursus ini, dan integrasi proyek industri ke dalam 
kurikulum akademik. Menurut Cai et al. (2022), metrik ini penting 
untuk memastikan bahwa materi pembelajaran relevan dengan 
tantangan dunia usaha yang sebenarnya. Jumlah kursus yang 
banyak tidak akan berarti jika tidak diikuti oleh tingkat 
pendaftaran siswa yang tinggi dan antusias dalam program 
tersebut. Integrasi proyek industri ke dalam kurikulum 
memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis yang 
langsung dapat diterapkan di lapangan kerja. Evaluasi terhadap 
sistem kurikulum harus dilakukan secara berkala untuk 
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menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan 
sektor industri terkait. Dosen perlu dilibatkan dalam perancangan 
kurikulum agar materi yang disampaikan tidak tertinggal dari 
inovasi terbaru di masyarakat. Dengan demikian, sistem 
kurikulum menjadi fondasi utama dalam membangun kompetensi 
kewirausahaan mahasiswa sejak dini di bangku kuliah. 

Kepemimpinan organisasi dan konstruksi fakultas juga 
memegang peranan penting dalam mendorong budaya inovasi di 
seluruh lingkungan kampus universitas. Metrik seperti 
keterlibatan kepemimpinan dalam inisiatif kewirausahaan dan 
pembentukan kemitraan dengan para pemimpin industri sangat 
penting untuk keberlanjutan program. Indikator termasuk 
partisipasi fakultas dalam pelatihan kewirausahaan dan jumlah 
proyek kewirausahaan yang dipimpin fakultas secara aktif dan 
mandiri. Menurut Cai et al. (2022), keterlibatan aktif dari pimpinan 
universitas memberikan sinyal kuat bahwa kewirausahaan adalah 
prioritas strategis institusi. Kemitraan dengan pemimpin industri 
membuka akses bagi mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan 
sumber daya dan jaringan yang diperlukan untuk sukses. 
Partisipasi fakultas dalam pelatihan menunjukkan komitmen 
dosen untuk terus mengembangkan kompetensi mereka dalam 
membimbing mahasiswa berwirausaha. Jumlah proyek yang 
dipimpin fakultas menjadi bukti nyata dari kapasitas penelitian 
terapan yang dapat dikomersialisasikan oleh universitas. Tanpa 
dukungan kepemimpinan dan fakultas yang kuat, program 
kewirausahaan akan kesulitan mendapatkan momentum yang 
diperlukan untuk berkembang pesat. 

Manajemen pengajaran dan jaminan kelembagaan 
melengkapi pilar strategis lainnya untuk menciptakan ekosistem 
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yang kondusif bagi pertumbuhan technopreneur. KPI mungkin 
melibatkan umpan balik siswa tentang kursus kewirausahaan dan 
efektivitas metode pengajaran yang digunakan oleh dosen di kelas. 
Metrik meliputi ketersediaan dana untuk kegiatan kewirausahaan 
dan adanya kebijakan yang mendukung inovasi secara struktural 
dan administratif. Menurut Cai et al. (2022), umpan balik siswa 
memberikan wawasan langsung mengenai kualitas pengalaman 
belajar yang mereka terima selama perkuliahan. Efektivitas metode 
pengajaran harus diukur untuk memastikan bahwa pedagogi yang 
digunakan mampu memicu kreativitas dan jiwa bisnis mahasiswa. 
Ketersediaan dana menjadi faktor kritis karena ide inovasi sering 
kali membutuhkan modal awal untuk dikembangkan menjadi 
prototipe atau produk. Adanya kebijakan yang mendukung inovasi 
menghilangkan hambatan birokrasi yang sering kali menghambat 
kecepatan komersialisasi hasil penelitian dosen. Dengan kelima 
pilar ini, universitas dapat memastikan bahwa seluruh aspek 
operasional mendukung visi technopreneurship yang telah 
ditetapkan. 

Benchmark Metrics dari Universitas Terkemuka 

Universitas terkemuka sering menggunakan pendekatan 
kartu skor seimbang untuk mengukur kinerja di berbagai dimensi, 
termasuk hasil keuangan dan kepuasan pelanggan. Pendekatan ini 
mencakup proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan 
sebagai bagian integral dari evaluasi kinerja tahunan institusi. 
Menurut Fabac (2022), pendekatan kartu skor seimbang 
memungkinkan universitas untuk melihat kinerja dari berbagai 
perspektif yang saling melengkapi. Hasil keuangan menunjukkan 
keberlanjutan ekonomi dari program kewirausahaan yang 
dijalankan oleh unit bisnis universitas atau spin-off. Kepuasan 
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pelanggan dalam konteks ini dapat diartikan sebagai kepuasan 
mahasiswa dan mitra industri terhadap layanan yang diberikan. 
Proses internal mengukur efisiensi operasional dalam mendukung 
kegiatan inovasi dari hulu hingga hilir secara terstruktur dan 
sistematis. Pembelajaran dan pertumbuhan fokus pada 
pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi 
motor penggerak inovasi universitas. Dengan menggunakan 
pendekatan ini, universitas dapat menghindari fokus sempit hanya 
pada satu aspek kinerja saja. 

Metrik seperti jumlah startup sukses yang diluncurkan oleh 
siswa dan jumlah modal ventura yang ditarik dapat berfungsi 
sebagai tolok ukur utama. Menurut Alsos et al. (2022), jumlah 
startup sukses mencerminkan kemampuan universitas dalam 
menginkubasi ide bisnis menjadi perusahaan yang viable. Jumlah 
modal ventura yang ditarik menunjukkan kepercayaan investor 
eksternal terhadap kualitas inovasi yang dihasilkan oleh ekosistem 
kampus. Universitas terkemuka sering berfungsi sebagai tolok 
ukur, memberikan metrik yang dapat dicita-citakan orang lain 
untuk mencapai standar global. Membandingkan diri dengan 
universitas lain membantu institusi untuk mengetahui posisi 
mereka dalam peta kompetisi pendidikan tinggi global. 
Benchmarking ini tidak dimaksudkan untuk meniru secara 
membabi buta tetapi untuk mengadaptasi praktik terbaik sesuai 
konteks lokal. Metrik benchmark harus disesuaikan dengan 
kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh universitas yang 
melakukan pengukuran. Hal ini memastikan bahwa target yang 
ditetapkan realistis namun tetap menantang untuk mendorong 
perbaikan kinerja yang signifikan. 
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Penggunaan metrik benchmark dari universitas terkemuka 
harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan 
yang tidak perlu pada dosen. Beberapa institusi mungkin memiliki 
konteks sejarah dan sumber daya yang berbeda sehingga 
perbandingan langsung mungkin tidak selalu adil. Namun, 
mengetahui standar yang dicapai oleh pemimpin industri 
pendidikan memberikan arah yang jelas untuk pengembangan 
strategis jangka panjang. Universitas perlu membangun budaya 
penelitian yang mengutamakan integritas ilmiah di atas angka 
statistik semata dalam proses benchmarking. Transparansi dalam 
bagaimana metrik ini dihitung dan digunakan sangat penting 
untuk kepercayaan dosen terhadap sistem evaluasi. Dosen harus 
memahami bagaimana kinerja mereka diukur agar dapat bekerja 
sesuai dengan ekspektasi institusi yang mengacu pada standar 
global. Dengan pemahaman ini, konflik antara manajemen dan 
peneliti dapat diminimalkan secara signifikan di lingkungan 
kampus yang kompetitif. Pada akhirnya, benchmarking adalah alat 
untuk belajar dan berkembang, bukan sekadar alat untuk 
menghakimi kinerja masa lalu. 

Indikator Utama vs Indikator Tertinggal 

Indikator utama bersifat prediktif dan dapat mencakup 
metrik seperti jumlah kursus baru yang dikembangkan atau 
kemitraan yang terbentuk. Metrik ini menunjukkan keberhasilan 
masa depan dalam inovasi dan kewirausahaan sebelum hasil nyata 
tersebut terlihat secara finansial. Menurut Fabac (2022), indikator 
memimpin membantu manajemen universitas untuk mengambil 
tindakan korektif sebelum masalah kinerja yang serius terjadi. 
Jumlah kursus baru yang dikembangkan menunjukkan 
responsivitas universitas terhadap tren industri yang sedang 
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berkembang pesat saat ini. Kemitraan yang terbentuk menjadi 
dasar bagi aliran sumber daya dan pengetahuan yang akan 
bermanfaat di masa mendatang. Indikator ini memungkinkan 
universitas untuk proaktif dalam mengelola strategi mereka 
daripada hanya bereaksi terhadap hasil yang sudah terjadi. Fokus 
pada indikator memimpin mendorong budaya inovasi yang 
berkelanjutan karena proses diukur sama pentingnya dengan hasil. 
Dengan memantau indikator ini, universitas dapat memastikan 
bahwa pipa inovasi mereka tetap terisi dengan ide-ide potensial 
yang menjanjikan. 

Indikator Lagging (tertinggal) mencerminkan kinerja masa 
lalu, seperti jumlah paten yang diajukan atau pendapatan yang 
dihasilkan dari spin-off universitas. Menurut Lv et al. (2022), metrik 
ini memberikan bukti konkret tentang dampak yang telah 
dihasilkan oleh kegiatan penelitian dan pengajaran. Jumlah paten 
yang diajukan menunjukkan output intelektual yang telah 
dilindungi secara hukum dan siap untuk dikomersialisasikan lebih 
lanjut. Pendapatan yang dihasilkan dari spin-off universitas adalah 
ukuran langsung dari keberhasilan komersialisasi teknologi yang 
dikembangkan di kampus. Meskipun penting, indikator tertinggal 
tidak dapat digunakan sendiri karena hanya menceritakan kisah 
tentang apa yang sudah terjadi. Ketergantungan berlebihan pada 
indikator tertinggal dapat menyebabkan universitas terlambat 
menyadari penurunan kinerja hingga terlalu untuk diperbaiki. 
Oleh karena itu, indikator h sebaiknya digunakan bersama metrik 
lain untuk penilaian yang lebih komprehensif dan adil bagi semua 
pihak. Kombinasi kedua jenis indikator ini memberikan gambaran 
yang lebih utuh tentang kesehatan ekosistem inovasi universitas 
secara keseluruhan. 
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Keseimbangan antara indikator memimpin dan tertinggal 
sangat penting untuk pemahaman kinerja yang komprehensif di 
lingkungan universitas technopreneur. Indikator utama dapat 
membantu memprediksi keberhasilan di masa depan, sementara 
indikator yang tertinggal memberikan pandangan retrospektif 
tentang pencapaian. Universitas harus memastikan bahwa 
pengumpulan data publikasi dilakukan secara sistematis dan 
terverifikasi kebenarannya untuk kedua jenis indikator ini. 
Perbedaan disiplin ilmu juga harus diperhitungkan karena budaya 
publikasi bervariasi antar bidang keilmuan yang ada di dalam 
universitas. Mengandalkan angka-angka ini saja dapat 
menyesatkan tanpa konteks dan normalisasi yang tepat terhadap 
kondisi spesifik setiap fakultas. Kombinasi kedua metrik ini 
memberikan gambaran awal yang cukup kuat tentang output 
penelitian suatu universitas yang sebenarnya. Namun, konteks 
penggunaan metrik kinerja penelitian harus disesuaikan dengan 
tujuan strategis universitas masing-masing secara fleksibel. 
Beberapa institusi mungkin lebih menekankan pada jumlah 
publikasi sedangkan yang lain fokus pada dampak kutipan dan 
komersialisasi. 

Metrik untuk Inovasi dan Hasil Kewirausahaan 

Metrik untuk hasil inovasi meliputi jumlah paten yang 
diajukan, publikasi penelitian, dan penghargaan yang 
dimenangkan dalam kompetisi inovasi. Menurut Lv et al. (2022), 
indikator ini secara langsung mengukur output intelektual yang 
dihasilkan dari kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa. Jumlah 
paten yang diajukan menjadi indikator kuat dari potensi 
komersialisasi teknologi yang dikembangkan di laboratorium 
universitas. Publikasi penelitian menunjukkan kontribusi terhadap 
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tubuh pengetahuan global dan pengakuan dari komunitas 
akademis internasional yang relevan. Penghargaan yang 
dimenangkan dalam kompetisi inovasi memberikan validasi 
eksternal terhadap kualitas dan kebaruan ide yang dihasilkan. 
Metrik ini penting untuk menilai seberapa efektif universitas dalam 
mengubah ide abstrak menjadi aset intelektual yang berharga. 
Namun, fokusnya sering pada metrik kuantitatif, aspek kualitatif 
seperti kepuasan siswa dan pergeseran budaya universitas menuju 
kewirausahaan sama pentingnya. Metrik yang lebih lembut ini 
dapat memberikan wawasan tentang lingkungan universitas dan 
dukungannya untuk inovasi dan kewirausahaan yang 
berkelanjutan. 

Untuk hasil kewirausahaan, metrik mungkin termasuk 
jumlah startup yang dibuat, tingkat keberhasilan startup ini, dan 
tingkat keterlibatan siswa dalam kegiatan wirausaha. Menurut 
Alsos et al. (2022), jumlah startup yang dibuat mencerminkan 
kemampuan universitas dalam memfasilitasi pembentukan bisnis 
baru oleh lulusan. Tingkat keberhasilan startup ini mengukur 
keberlanjutan bisnis tersebut dalam menghadapi tantangan pasar 
yang kompetitif dan dinamis. Tingkat keterlibatan siswa dalam 
kegiatan wirausaha menunjukkan minat dan partisipasi aktif 
mahasiswa dalam ekosistem kewirausahaan kampus. Sementara 
fokusnya sering pada metrik kuantitatif, aspek kualitatif seperti 
kepuasan siswa dan pergeseran budaya universitas menuju 
kewirausahaan sama pentingnya. Metrik yang lebih lembut ini 
dapat memberikan wawasan tentang lingkungan universitas dan 
dukungannya untuk inovasi dan kewirausahaan. Selain itu, 
keseimbangan antara indikator memimpin dan tertinggal sangat 
penting untuk pemahaman kinerja yang komprehensif. Karena 
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indikator utama dapat membantu memprediksi keberhasilan di 
masa depan, sementara indikator yang tertinggal memberikan 
pandangan retrospektif tentang pencapaian. 

Pengukuran hasil inovasi dan kewirausahaan harus 
dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan relevansi data 
dengan kondisi pasar saat ini. Universitas perlu membangun 
budaya penelitian yang mengutamakan integritas ilmiah di atas 
angka statistik semata dalam pelaporan hasil. Transparansi dalam 
bagaimana metrik ini dihitung dan digunakan sangat penting 
untuk kepercayaan dosen terhadap sistem penilaian kinerja. Dosen 
harus memahami bagaimana kinerja mereka diukur agar dapat 
bekerja sesuai dengan ekspektasi institusi yang telah ditetapkan. 
Dengan pemahaman ini, konflik antara manajemen dan peneliti 
dapat diminimalkan secara signifikan di lingkungan kampus yang 
berorientasi pada hasil. Stock et al. (2022) menyarankan agar metrik 
ini tidak menjadi satu-satunya penentu keberhasilan penelitian 
akademis yang kaku. Kualitas penelitian sering kali lebih penting 
daripada sekadar mengejar jumlah artikel yang diterbitkan secara 
massal tanpa dampak nyata. Dengan pemahaman ini, konflik 
antara manajemen dan peneliti dapat diminimalkan secara 
signifikan di lingkungan kampus yang sehat. 

 

8.2 Monitoring dan Sistem Pelaporan 

Sistem pemantauan dan pelaporan sangat penting untuk 
melacak kemajuan menuju tujuan strategis dalam organisasi 
modern yang kompleks dan dinamis. Merancang dasbor untuk 
berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah awal dalam 
membangun transparansi data yang akuntabel dan dapat 
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dipercaya oleh semua pihak. Menetapkan kerangka kerja untuk 
pelaporan berkala memastikan bahwa evaluasi kinerja dilakukan 
secara konsisten tanpa adanya kelalaian yang signifikan dalam 
prosesnya. Memanfaatkan teknologi pemantauan waktu nyata 
memungkinkan respons cepat terhadap perubahan kondisi yang 
terjadi di lapangan secara dinamis dan tidak terduga. 
Mengidentifikasi praktik terbaik dalam pelaporan kinerja 
membantu organisasi menghindari kesalahan umum yang sering 
dilakukan oleh banyak institusi sejenis. Sistem ini sangat penting di 
berbagai sektor termasuk perawatan kesehatan minyak dan gas 
dan tata kelola perkotaan untuk memastikan efisiensi operasional. 
Transparansi dan pengambilan keputusan yang terinformasi 
menjadi hasil utama dari implementasi sistem yang dirancang 
dengan baik dan matang secara teknis. Bagian berikut mempelajari 
aspek-aspek ini dengan menarik wawasan dari makalah penelitian 
yang disediakan untuk aplikasi yang lebih luas dan relevan. 

Sistem Monitoring Kemajuan Terhadap Strategic Goals 

Memantau kemajuan menuju tujuan strategis memerlukan 
sistem informasi yang kuat seperti Sistem Informasi DHIS2 yang 
teruji. Sistem ini digunakan di sub-Sahara Afrika untuk melacak 
indikator kesehatan yang terkait dengan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan atau SDGs secara efektif dan terukur. Hal ini 
menyoroti pentingnya kualitas data dan konsistensi dalam 
memantau kemajuan menuju tujuan kesehatan strategis yang telah 
ditetapkan oleh pimpinan. Tanpa kualitas data yang tinggi 
keputusan yang diambil berdasarkan sistem tersebut dapat 
menyesatkan pimpinan organisasi dalam jangka panjang yang 
kritis. Konsistensi input data dari berbagai unit menjadi kunci agar 
gambaran kemajuan yang dihasilkan akurat dan dapat 
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dipertanggungjawabkan secara institusional kepada publik. 
Penerapan sistem serupa dapat diadaptasi untuk universitas 
technopreneur dalam melacak indikator inovasi dan 
kewirausahaan yang kompleks dan multidimensi. Evaluasi berkala 
terhadap kualitas data diperlukan untuk memastikan bahwa 
sistem tetap berfungsi sesuai dengan harapan penggunaannya 
setiap saat. Dengan demikian integritas data menjadi fondasi 
utama bagi keberhasilan monitoring progress terhadap tujuan 
strategis organisasi yang ingin dicapai. 

Digital Balanced Scorecard diusulkan sebagai kerangka 
kerja untuk mendukung transformasi digital dengan 
menyelaraskan tujuan strategis dengan metrik kinerja yang jelas. 
Fabac (2022) memastikan bahwa organisasi dapat melacak dan 
mencapai tujuan mereka secara efektif melalui alat ini yang 
terintegrasi penuh. Penyelarasan ini mencegah terjadinya 
kesenjangan antara visi pimpinan dan eksekusi operasional di 
tingkat unit kerja yang berbeda secara signifikan. Metrik kinerja 
yang terhubung dengan strategi memungkinkan identifikasi dini 
terhadap area yang memerlukan perbaikan atau intervensi khusus 
dari manajemen. Transformasi digital memerlukan alat ukur yang 
juga berbasis digital agar dapat menangkap dinamika perubahan 
yang terjadi dengan cepat dan tepat. Organisasi harus memastikan 
bahwa setiap anggota tim memahami bagaimana kontribusi 
mereka diukur dalam skor keseimbangan digital ini secara 
transparan. Pelatihan mengenai penggunaan alat ini diperlukan 
agar adopsi teknologi berjalan lancar tanpa resistensi yang berarti 
dari staf yang ada. Dengan demikian kerangka kerja ini menjadi 
jembatan antara perencanaan strategis dan realitas operasional 
sehari-hari yang dihadapi organisasi secara nyata. 
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Dashboard Design untuk Berbagai Tingkat Pemangku 
Kepentingan 

Desain dasbor untuk berbagai tingkat pemangku 
kepentingan harus mempertimbangkan kebutuhan informasi yang 
berbeda antara level manajemen dan staf operasional. NBS 
mencontohkan bagaimana dasbor dapat dirancang untuk 
memvisualisasikan data kinerja untuk pemangku kepentingan 
yang berbeda. Fitur penelusuran data mempromosikan 
transparansi dan peningkatan kualitas karena setiap pihak dapat 
memverifikasi informasi yang disajikan secara mandiri tanpa 
hambatan. Visualisasi yang jelas mengurangi kesalahpahaman 
dalam interpretasi data yang sering terjadi pada laporan berbasis 
teks yang panjang dan rumit untuk dibaca. Fleksibilitas desain 
dasbor memungkinkan penyesuaian tampilan sesuai dengan 
preferensi pengguna tanpa mengubah sumber data dasar yang ada 
secara fundamental. Oleh karena itu desain dasbor yang baik 
adalah yang mampu melayani berbagai audiens dengan kebutuhan 
informasi yang beragam secara efektif dan efisien. 

Sistem QualDash dalam perawatan kesehatan 
memungkinkan desain dasbor yang dapat disesuaikan yang 
melayani tingkat organisasi yang berbeda dengan fleksibilitas 
tinggi. Elshehaly et al. (2021) menggunakan Struktur Spesifikasi 
Metrik untuk mengonfigurasi metrik khusus unit sambil 
mempertahankan pola umum di seluruh dasbor yang ada. 
Pendekatan ini memastikan bahwa setiap unit dapat fokus pada 
indikator yang paling relevan bagi operasional mereka sehari-hari 
tanpa gangguan. Namun pola umum yang dipertahankan 
memungkinkan konsolidasi data untuk laporan tingkat organisasi 
yang lebih tinggi dan strategis bagi pimpinan puncak. Kemampuan 
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kustomisasi ini meningkatkan penerimaan pengguna karena 
mereka merasa memiliki kontrol terhadap informasi yang mereka 
lihat setiap hari secara aktif. Konfigurasi metrik harus dilakukan 
dengan hati-hati agar tidak menimbulkan inkonsistensi definisi 
antar unit yang berbeda dalam organisasi yang sama. Dukungan 
teknis diperlukan untuk membantu pengguna dalam mengatur 
dasbor mereka sesuai dengan kebutuhan spesifik yang berubah 
seiring waktu berjalan. Dengan demikian sistem dasbor yang 
adaptif menjadi alat vital dalam komunikasi kinerja antar level 
hierarki organisasi yang kompleks dan besar. 

Framework Pelaporan Berkala dan Siklus Tinjauan 

Kerangka kerja untuk siklus pelaporan dan tinjauan berkala 
memerlukan mekanisme yang terstruktur seperti Sistem 
Manajemen Kinerja Terpadu yang komprehensif. Sistem ini seperti 
yang terlihat dalam proyek Jimmy menggunakan papan visual dan 
rapat lembar status untuk memfasilitasi pelaporan berkala dan 
siklus peninjauan. Alat visual ini memudahkan tim untuk melihat 
progres secara sekilas tanpa harus membaca laporan detail yang 
memakan waktu lama untuk diproses. Sistem ini mendukung 
integrasi horizontal dan vertikal sehingga informasi mengalir 
lancar antar departemen dan level manajemen yang ada dalam 
struktur. Hal ini meningkatkan aksesibilitas dan kontinuitas 
layanan karena semua pihak memiliki pemahaman yang sama 
tentang status terkini dari setiap proyek. Rapat tinjauan harus 
dijadwalkan secara rutin agar menjadi kebiasaan yang tertanam 
dalam budaya kerja organisasi secara menyeluruh dan disiplin. 
Dokumentasi hasil rapat menjadi referensi penting untuk evaluasi 
kinerja di periode berikutnya yang akan datang nanti bagi seluruh 
tim. Dengan demikian siklus pelaporan yang teratur menciptakan 
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ritme kerja yang disiplin dan terarah bagi seluruh anggota 
organisasi yang terlibat. 

Di Zhangjiakou sistem indikator dikembangkan untuk 
memantau keberlanjutan kota yang melibatkan penilaian berkala 
dan tinjauan sejawat untuk memastikan keselarasan tujuan. Zhu et 
al. (2022) menekankan bahwa proses ini memastikan keselarasan 
dengan tujuan pembangunan jangka panjang yang telah 
direncanakan sebelumnya dengan matang. Penilaian berkala 
memungkinkan organisasi untuk mengukur dampak dari 
kebijakan yang diterapkan terhadap lingkungan dan masyarakat 
sekitar secara objektif. Tinjauan sejawat memberikan perspektif 
eksternal yang objektif terhadap kinerja yang dilaporkan oleh unit 
internal organisasi yang mungkin bias. Keselarasan dengan tujuan 
jangka panjang mencegah fokus berlebihan pada pencapaian 
jangka pendek yang mungkin merugikan masa depan organisasi 
secara signifikan. Indikator keberlanjutan harus diperbarui secara 
berkala untuk mencerminkan perubahan prioritas pembangunan 
yang terjadi di wilayah tersebut setiap saat. Partisipasi pemangku 
kepentingan dalam proses tinjauan meningkatkan legitimasi hasil 
laporan yang diterbitkan kepada publik secara luas dan terbuka. 
Oleh karena itu kerangka kerja pelaporan harus mencakup 
mekanisme validasi eksternal untuk menjaga kredibilitas informasi 
yang disampaikan kepada semua pihak. 

Real-Time Monitoring Menggunakan Technology 

Pemantauan real-time menggunakan teknologi menjadi 
semakin krusial dalam lingkungan operasional yang menuntut 
kecepatan respons yang tinggi dan signifikan. Ramzey et al. (2023) 
menyatakan bahwa pendekatan ini meningkatkan efisiensi 



 

 
 

431 

keamanan dan transparansi dalam operasi yang kompleks dan 
berisiko tinggi. Komputasi tepi memungkinkan pemrosesan data 
dilakukan closer ke sumber sehingga mengurangi latency dalam 
pengiriman informasi kritis kepada pengambil keputusan. 
Integrasi IoT memungkinkan koneksi perangkat yang lebih luas 
untuk mencakup seluruh aset fisik yang dimiliki oleh organisasi 
secara menyeluruh dan terhubung. Keamanan data menjadi 
prioritas utama dalam implementasi teknologi ini untuk mencegah 
akses tidak sah oleh pihak eksternal yang berbahaya dan tidak 
bertanggung jawab. Dengan demikian teknologi real-time 
mengubah cara organisasi memantau operasi mereka dari reaktif 
menjadi proaktif dalam menghadapi potensi masalah yang 
muncul. 

Keputusan kebijakan yang didasarkan pada data real-time 
cenderung lebih akurat dalam merespons dinamika krisis yang 
berkembang cepat dan tidak pasti. Publikasi data secara terbuka 
juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap langkah-
langkah yang diambil oleh pemerintah selama krisis berlangsung 
dengan transparan. Teknologi dashboard real-time harus memiliki 
kapasitas server yang memadai untuk menangani lonjakan trafik 
pengguna yang mengakses informasi tersebut secara bersamaan. 
Pembaruan data harus terjadi secara otomatis untuk memastikan 
bahwa informasi yang ditampilkan selalu yang terbaru dan valid 
bagi pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa pemantauan real-time 
bukan hanya tentang teknologi tetapi juga tentang manajemen 
informasi yang disiplin dan ketat secara operasional. 
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Best Practices Pelaporan Kinerja 

Praktik terbaik dalam pelaporan kinerja termasuk 
penggunaan dasbor yang dapat disesuaikan memungkinkan 
penyesuaian luas. Elshehaly et al. (2021) menyatakan bahwa 
penyesuaian ini berdasarkan kebutuhan pengguna dan konteks 
organisasi yang spesifik dan unik bagi setiap unit. Fleksibilitas ini 
memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan 
struktur atau prioritas tanpa harus mengganti sistem secara 
keseluruhan yang mahal. Pengguna merasa lebih terlibat ketika 
mereka dapat mengatur tampilan informasi sesuai dengan 
preferensi kerja mereka masing-masing secara pribadi dan 
nyaman. Namun standarisasi tertentu tetap diperlukan agar data 
dapat dibandingkan antar unit yang berbeda dalam organisasi 
yang sama secara adil. Dokumentasi mengenai konfigurasi dasbor 
harus disimpan dengan baik untuk keperluan audit dan pemulihan 
sistem jika terjadi kerusakan yang tidak terduga. Pelatihan 
pengguna mengenai fitur kustomisasi diperlukan agar mereka 
dapat memanfaatkan potensi sistem secara maksimal dan optimal 
bagi produktivitas. Dengan demikian praktik terbaik ini 
menyeimbangkan antara fleksibilitas individu dan konsistensi 
organisasi dalam pelaporan kinerja yang akuntabel dan terpercaya. 

Integrasi prinsip-prinsip ESG dalam logistik kota pintar 
menyoroti pentingnya menyelaraskan pelaporan kinerja dengan 
tujuan keberlanjutan yang global dan mendesak. Barykin et al. 
(2023) memastikan bahwa alat digital digunakan secara efektif 
untuk mencapai tujuan bisnis dan lingkungan secara seimbang dan 
harmonis. Pelaporan kinerja tidak lagi hanya tentang keuangan 
tetapi juga tentang dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan 
oleh organisasi secara nyata. Penyelarasan ini menarik investor 
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yang semakin peduli terhadap aspek keberlanjutan dalam 
keputusan investasi mereka pada perusahaan modern yang 
kompetitif. Alat digital memungkinkan pelacakan indikator ESG 
yang kompleks secara lebih akurat dibandingkan dengan metode 
manual yang rentan kesalahan manusia. Transparansi dalam 
pelaporan ESG meningkatkan reputasi organisasi di mata 
masyarakat dan regulator yang mengawasi kepatuhan lingkungan 
secara ketat dan detail. Organisasi harus berkomitmen untuk terus 
memperbaiki metodologi pengukuran ESG seiring dengan 
berkembangnya standar internasional yang berlaku secara global. 
Dengan demikian praktik terbaik pelaporan kinerja modern harus 
mencakup dimensi keberlanjutan sebagai bagian integral dari 
strategi bisnis yang holistik. 

Sementara sistem pemantauan dan pelaporan sangat 
penting untuk mencapai tujuan strategis tantangan seperti kualitas 
data integrasi sistem dan keterlibatan pemangku kepentingan tetap 
ada. Mengatasi tantangan ini membutuhkan peningkatan 
berkelanjutan dan adaptasi sistem untuk memenuhi kebutuhan 
dan konteks yang berkembang setiap saat tanpa henti. Kualitas 
data yang buruk dapat merusak kepercayaan terhadap seluruh 
sistem pemantauan yang telah dibangun dengan investasi yang 
besar dan signifikan. Integrasi sistem yang rumit memerlukan 
keahlian teknis yang tinggi untuk memastikan aliran data yang 
lancar antar platform yang berbeda secara teknis. Keterlibatan 
pemangku kepentingan harus dijaga melalui komunikasi yang 
transparan mengenai manfaat sistem bagi mereka secara langsung 
dan nyata bagi pekerjaan. Makalah penelitian memberikan 
wawasan berharga tentang bagaimana berbagai sektor menangani 
masalah ini dengan solusi yang telah teruji dan valid secara ilmiah. 
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Menawarkan kerangka kerja dan contoh yang dapat disesuaikan 
dengan berbagai pengaturan organisasi menjadi kunci 
keberhasilan implementasi sistem yang efektif. Organisasi harus 
siap untuk berinvestasi dalam pelatihan dan infrastruktur untuk 
mendukung sistem pemantauan yang efektif dan berkelanjutan 
bagi masa depan. 

 

8.3 Penilaian Dampak dan Evaluasi 

Penilaian dan evaluasi dampak terutama dalam konteks 
universitas ekosistem kewirausahaan dan investasi sosial 
melibatkan berbagai metodologi dan kerangka kerja yang 
kompleks. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur pengaruh 
institusi dan inisiatif terhadap masyarakat dan ekonomi secara 
menyeluruh dan akurat. Memberikan wawasan tentang efektivitas 
dan bidang perbaikan mereka menjadi tujuan utama dari proses 
evaluasi yang dilakukan secara berkala. Tanggapan ini akan 
mengeksplorasi metode untuk mengukur dampak universitas serta 
kerangka kerja untuk evaluasi dampak penelitian yang relevan. 
Teknik untuk menilai ekosistem kewirausahaan juga akan dibahas 
secara mendalam untuk memahami dinamika yang terjadi di 
lapangan. Analisis pengembalian investasi sosial atau SROI akan 
diuraikan sebagai alat ukur nilai sosial yang dihasilkan oleh 
intervensi kebijakan. Sementara itu identifikasi metode evaluasi 
kualitatif dan kuantitatif diperlukan untuk mendapatkan 
gambaran yang lengkap tentang dampak yang terjadi. Pemahaman 
yang komprehensif tentang topik ini sangat krusial bagi para 
pemangku kepentingan yang ingin mengubah universitas menjadi 
pusat inovasi regional. Tanpa evaluasi yang tepat sumber daya 
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yang ada tidak akan dapat dioptimalkan untuk tujuan 
kewirausahaan yang maksimal dan berdampak. Oleh karena itu 
fokus pada penilaian dampak adalah investasi strategis yang tidak 
bisa diabaikan oleh institusi pendidikan tinggi modern. 

Metode Mengukur Dampak Universitas pada Masyarakat dan 
Ekonomi 

Universitas berdampak pada masyarakat dan ekonomi 
melalui hasil penelitian kontribusi pendidikan dan keterlibatan 
masyarakat yang luas dan beragam. Pengukuran dampak ini sering 
melibatkan analisis faktor input dan output seperti hibah penelitian 
publikasi dan kontribusi masyarakat yang nyata. Metode 
benchmarking perbatasan praktik terbaik digunakan untuk menilai 
efisiensi penelitian dengan mempertimbangkan pengeluaran dan 
indikator bibliometrik untuk menghasilkan hasil yang valid. Ahn 
et al. (2022) menegaskan bahwa validitas hasil pengukuran sangat 
bergantung pada kualitas data yang dimasukkan ke dalam sistem 
analisis tersebut. Konsep universitas kewirausahaan menyoroti 
peran alumni dalam pembangunan sosial ekonomi daerah 
terutama melalui keterlibatan mereka dalam pembuatan kebijakan 
inovasi. Klingler-Vidra & Chalmers (2023) menjelaskan bahwa 
alumni sering menjadi jembatan antara pengetahuan akademik dan 
aplikasi praktis di industri yang sebenarnya. Keterlibatan alumni 
ini tidak hanya terbatas pada donasi finansial tetapi juga pada 
transfer pengetahuan dan jaringan bisnis yang strategis. Oleh 
karena itu universitas harus melacak karir alumni mereka untuk 
memahami dampak jangka panjang dari pendidikan yang 
diberikan kepada mahasiswa. Data tentang kontribusi alumni 
menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan universitas 
dalam mencetak pemimpin masa depan yang kompeten. Tanpa 
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metrik yang jelas mengenai dampak alumni sulit bagi universitas 
untuk membuktikan nilai mereka bagi pembangunan ekonomi 
regional yang berkelanjutan. 

Selain itu dampak ekonomi dapat diukur melalui 
penciptaan lapangan kerja oleh lulusan yang mendirikan usaha 
sendiri setelah menyelesaikan studi mereka. Universitas perlu 
bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memetakan 
kontribusi ekonomi dari aktivitas kewirausahaan yang dilakukan 
oleh alumni mereka. Analisis input output juga dapat diterapkan 
untuk menghitung multiplier effect dari pengeluaran universitas 
terhadap ekonomi lokal di sekitarnya. Hal ini mencakup belanja 
operasional universitas gaji staf dan pengeluaran mahasiswa yang 
tinggal di sekitar kampus selama masa studi. Pengukuran yang 
akurat memerlukan sistem database yang terintegrasi antara 
bagian alumni dan bagian kemahasiswaan untuk tracking yang 
efektif. Kerjasama dengan badan statistik nasional dapat 
membantu universitas dalam mendapatkan data makro ekonomi 
yang relevan untuk analisis dampak. Transparansi dalam 
pelaporan dampak ekonomi meningkatkan kepercayaan publik 
terhadap institusi pendidikan tinggi yang dikelola secara 
profesional. Dengan demikian pengukuran dampak universitas 
menjadi alat strategis untuk legitimasi sosial dan ekonomi di mata 
pemangku kepentingan eksternal yang kritis. 

Framework Evaluasi Dampak Penelitian 

Kerangka evaluasi dampak penelitian sering 
menggabungkan tiga garis bawah keberlanjutan dengan fokus 
pada dimensi sosial ekonomi dan lingkungan yang seimbang. Kah 
& Akenroye (2020) menyatakan bahwa pendekatan triple bottom 
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line ini penting untuk memastikan bahwa penelitian tidak hanya 
menguntungkan secara finansial semata. Dimensi sosial mencakup 
dampak penelitian terhadap kualitas hidup masyarakat setempat 
yang terkena langsung oleh hasil inovasi tersebut. Dimensi 
ekonomi mengukur kontribusi penelitian terhadap pertumbuhan 
industri dan penciptaan nilai tambah bagi perusahaan yang 
mengadopsi teknologi baru. Dimensi lingkungan menilai apakah 
penelitian tersebut mendukung upaya pelestarian alam dan 
pengurangan emisi karbon yang berbahaya bagi bumi. Integrasi 
ketiga dimensi ini mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya 
yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa 
memikirkan masa depan. Evaluasi dampak penelitian harus 
dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa arah penelitian 
tetap sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global. 
Universitas perlu menyusun indikator khusus untuk setiap 
dimensi agar pengukuran dapat dilakukan secara objektif dan 
terukur dengan jelas. Pelibatan masyarakat dalam evaluasi dampak 
penelitian meningkatkan relevansi hasil penelitian terhadap 
kebutuhan nyata yang dihadapi oleh komunitas tersebut. Dengan 
kerangka kerja yang komprehensif universitas dapat memastikan 
bahwa penelitian mereka memberikan manfaat nyata bagi 
kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. 

Kerangka kerja sistematis untuk menilai dampak sosial 
seperti yang berasal dari platform berbagi mencakup indikator 
seperti kepercayaan pemberdayaan keadilan sosial dan 
inklusivitas. Curtis et al. (2020) menekankan bahwa indikator sosial 
ini sering kali terabaikan dalam evaluasi penelitian yang berfokus 
pada output teknis semata. Kepercayaan masyarakat terhadap 
institusi penelitian menjadi modal sosial yang penting untuk 
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keberlanjutan program pengabdian masyarakat di masa depan. 
Pemberdayaan masyarakat melalui penelitian partisipatif 
memungkinkan warga lokal untuk memiliki kendali atas 
perkembangan wilayah mereka sendiri secara mandiri. Keadilan 
sosial memastikan bahwa manfaat penelitian dapat diakses oleh 
semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi yang merugikan 
kelompok tertentu. Inklusivitas dalam penelitian menjamin bahwa 
suara kelompok marginal terdengar dalam proses pengambilan 
keputusan berdasarkan hasil riset yang ada. Integrasi Health 
Impact Assessment atau HIA dan metodologi SROI dapat 
memberikan evaluasi intervensi yang komprehensif menangkap 
dampak nilai kesehatan dan sosial. Ashton et al. (2020) menjelaskan 
bahwa kombinasi ini memungkinkan penilaian yang lebih holistik 
terhadap dampak kebijakan publik yang berbasis bukti penelitian. 
Evaluasi yang komprehensif memerlukan kerjasama lintas disiplin 
ilmu untuk mencakup semua aspek dampak yang mungkin timbul 
dari suatu intervensi. Hal ini memastikan bahwa tidak ada dimensi 
dampak yang tertinggal dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh 
tim peneliti yang kompeten. 

Teknik Mengukur Dampak Ekosistem Kewirausahaan 

Dampak ekosistem kewirausahaan dapat dinilai dengan 
memeriksa kegiatan kewirausahaan alumni universitas dan 
pengaruhnya terhadap kebijakan inovasi yang berlaku. Klingler-
Vidra & Chalmers (2023) menyatakan bahwa aktivitas alumni 
merupakan cerminan langsung dari keberhasilan program 
kewirausahaan yang dijalankan oleh kampus. Pengaruh terhadap 
kebijakan inovasi menunjukkan sejauh mana universitas mampu 
membentuk regulasi yang mendukung pertumbuhan startup di 
wilayah tersebut. Metrik untuk mengevaluasi dampak 
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kewirausahaan meliputi jumlah startup output inovasi dan tingkat 
keterlibatan alumni dalam kebijakan dan pembangunan ekonomi. 
Jumlah startup yang bertahan lebih dari tiga tahun menjadi 
indikator kualitas dari dukungan ekosistem yang diberikan oleh 
universitas kepada pendiri usaha. Output inovasi diukur melalui 
jumlah produk baru yang berhasil diluncurkan ke pasar dan 
diterima oleh konsumen dengan baik. Tingkat keterlibatan alumni 
dalam kebijakan dapat dilihat dari jumlah alumni yang duduk di 
dewan penasihat pemerintah atau organisasi industri yang 
berpengaruh. Data ini harus dikumpulkan secara sistematis 
melalui survei tahunan yang ditujukan kepada alumni yang 
tersebar di berbagai sektor industri. Analisis jaringan sosial alumni 
juga dapat mengungkapkan seberapa kuat koneksi antara lulusan 
dan ekosistem bisnis lokal yang ada. Dengan metrik yang jelas 
universitas dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki 
untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan yang mereka 
bangun. 

Selain metrik kuantitatif dampak ekosistem juga dapat 
dilihat dari budaya kewirausahaan yang tumbuh di dalam dan 
sekitar lingkungan universitas. Budaya ini tercermin dari jumlah 
acara kewirausahaan yang diadakan dan tingkat partisipasi 
mahasiswa dalam kompetisi bisnis yang diselenggarakan. 
Kolaborasi antara universitas dan inkubator bisnis lokal menjadi 
indikator lain dari kekuatan ekosistem kewirausahaan yang 
terbangun secara organik. Dukungan pemerintah daerah terhadap 
program kewirausahaan universitas juga menjadi tanda adanya 
sinergi yang baik antara akademisi dan pembuat kebijakan. 
Universitas harus aktif dalam memfasilitasi pertemuan antara 
investor dan mahasiswa yang memiliki ide bisnis potensial untuk 
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dikembangkan lebih lanjut. Jaringan mentor dari kalangan praktisi 
industri perlu diperluas untuk memberikan bimbingan yang 
relevan bagi mahasiswa yang sedang merintis usaha. Evaluasi 
terhadap ekosistem harus mencakup perspektif dari berbagai 
pemangku kepentingan termasuk investor pemerintah dan 
mahasiswa itu sendiri. Hal ini memastikan bahwa pengembangan 
ekosistem tidak hanya berpusat pada universitas tetapi melibatkan 
seluruh aktor yang berperan dalam kewirausahaan. Dengan 
demikian dampak ekosistem kewirausahaan dapat dirasakan 
secara luas oleh masyarakat dan bukan hanya terbatas pada 
kalangan akademik saja. 

Social Return on Investment (SROI) Analysis 

Analisis SROI memonetisasi nilai sosial memberikan 
perkiraan keuangan manfaat sosial ekonomi dan lingkungan yang 
dihasilkan oleh intervensi atau kebijakan yang ada. Ashton et al. 
(2020) menjelaskan bahwa metode ini memungkinkan organisasi 
untuk mengkomunikasikan dampak mereka dalam bahasa yang 
dipahami oleh investor dan donor. Monetisasi nilai sosial 
membantu dalam membandingkan efisiensi berbagai program 
intervensi yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang 
terbatas. Perkiraan keuangan ini harus didasarkan pada data yang 
valid agar tidak terjadi overklaim terhadap dampak yang 
sebenarnya dihasilkan oleh program. Prinsip transparansi dalam 
perhitungan SROI sangat penting untuk menjaga kredibilitas 
laporan yang diterbitkan kepada publik secara luas dan terbuka. 
Stakeholder perlu dilibatkan dalam proses penentuan nilai proxy 
yang digunakan untuk memonetisasi outcome sosial yang sulit 
diukur secara langsung. Metodologi ini menekankan keterlibatan 
pemangku kepentingan dan prinsip-prinsip bersama menawarkan 



 

 
 

441 

pendekatan terstruktur untuk menangkap dampak inisiatif yang 
lebih luas. Keterlibatan stakeholder memastikan bahwa nilai yang 
dihitung mencerminkan perspektif mereka yang menerima 
manfaat dari intervensi tersebut secara langsung. Prinsip-prinsip 
bersama menciptakan standar yang konsisten dalam pelaporan 
SROI antar organisasi yang berbeda namun bergerak di sektor yang 
sama. Dengan demikian SROI menjadi alat yang powerful untuk 
advokasi kebijakan dan penggalangan dana berbasis dampak yang 
nyata dan terukur. 

Implementasi SROI memerlukan kapasitas analitis yang 
memadai dari tim evaluasi yang bertugas mengelola proses 
pengukuran dampak sosial yang kompleks. Pelatihan mengenai 
metodologi SROI harus diberikan kepada staf yang bertanggung 
jawab atas pengumpulan dan analisis data dampak program. 
Perangkat lunak khusus dapat digunakan untuk memfasilitasi 
perhitungan rasio SROI yang akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara audit. Dokumentasi asumsi yang 
digunakan dalam perhitungan harus disimpan dengan rapi untuk 
keperluan verifikasi oleh pihak eksternal yang independen. Review 
berkala terhadap metodologi SROI diperlukan untuk memastikan 
bahwa pendekatan yang digunakan tetap relevan dengan 
perkembangan standar internasional. Komunikasi hasil SROI harus 
dilakukan dengan hati-hati agar tidak disalahartikan sebagai satu-
satunya ukuran keberhasilan program sosial yang ada. Kombinasi 
SROI dengan metode evaluasi lainnya memberikan gambaran yang 
lebih lengkap tentang nilai yang diciptakan oleh organisasi bagi 
masyarakat. Hal ini mencegah reduksionisme dalam penilaian 
dampak yang hanya mengandalkan angka finansial semata tanpa 
konteks kualitatif yang mendalam. Oleh karena itu SROI harus 
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dipandang sebagai salah satu alat dalam kotak peralatan evaluasi 
bukan sebagai solusi tunggal untuk semua masalah pengukuran. 
Dengan penggunaan yang tepat SROI dapat meningkatkan 
akuntabilitas dan transparansi organisasi dalam mengelola sumber 
daya sosial yang dipercayakan kepada mereka. 

Metode Evaluasi Qualitative dan Quantitative 

Metode kualitatif meliputi wawancara pemangku 
kepentingan studi kasus dan analisis tematik yang memberikan 
wawasan mendalam tentang dampak sosial dan budaya dari 
inisiatif. Ashton et al. (2020) dan Bessette & Gregory (2020) 
menyatakan bahwa pendekatan ini penting untuk memahami 
nuansa yang tidak dapat ditangkap oleh angka statistik semata. 
Wawancara mendalam memungkinkan evaluator untuk menggali 
cerita di balik data yang sering kali mengungkapkan dampak 
transformasional bagi individu tertentu. Studi kasus memberikan 
konteks spesifik tentang bagaimana suatu intervensi bekerja dalam 
setting nyata yang penuh dengan kompleksitas sosial dan budaya. 
Analisis tematik membantu mengidentifikasi pola umum dari 
berbagai narasi yang dikumpulkan selama proses evaluasi dampak 
yang berlangsung cukup lama. Pendekatan kualitatif sangat 
berguna untuk mengevaluasi perubahan perilaku dan sikap yang 
merupakan outcome jangka panjang dari program kewirausahaan. 
Fleksibilitas metode kualitatif memungkinkan adaptasi pertanyaan 
selama proses pengumpulan data untuk mengejar temuan yang 
tidak terduga sebelumnya. Namun metode ini memerlukan waktu 
yang lebih lama untuk analisis dibandingkan dengan metode 
kuantitatif yang dapat diproses secara otomatis oleh komputer. 
Triangulasi data kualitatif dengan sumber lain meningkatkan 
validitas temuan yang dihasilkan dari proses evaluasi yang 
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dilakukan secara rigor. Dengan demikian metode kualitatif 
melengkapi metode kuantitatif untuk memberikan pemahaman 
yang holistik tentang dampak suatu program bagi masyarakat. 

Metode kuantitatif melibatkan penggunaan metrik dan 
indikator untuk mengukur dampak seperti analisis bibliometrik 
pemodelan ekonomi dan evaluasi statistik. Ahn et al. (2022) dan 
Styliadis et al. (2022) menekankan bahwa metode ini memberikan 
objektivitas dalam pengukuran dampak yang dapat dibandingkan 
antar waktu dan lokasi. Analisis bibliometrik digunakan untuk 
mengukur dampak penelitian melalui jumlah sitasi dan indeks h 
yang dicapai oleh peneliti universitas. Pemodelan ekonomi 
memungkinkan estimasi dampak makro ekonomi dari aktivitas 
universitas terhadap produk domestik regional bruto yang ada. 
Evaluasi statistik menggunakan uji hipotesis untuk menentukan 
signifikansi dari perubahan yang terjadi setelah intervensi program 
dilakukan. Keunggulan metode kuantitatif terletak pada 
kemampuannya untuk menggeneralisasi temuan ke populasi yang 
lebih luas dari sampel yang diteliti. Namun ketergantungan pada 
data sekunder dapat menjadi kelemahan jika kualitas data tersebut 
tidak terjamin keakuratannya secara memadai. Kombinasi metode 
kuantitatif dan kualitatif atau mixed methods sering kali menjadi 
pilihan terbaik untuk evaluasi dampak yang komprehensif dan 
kuat. Hal ini memungkinkan evaluator untuk menjawab 
pertanyaan apa dan berapa banyak serta pertanyaan mengapa dan 
bagaimana secara bersamaan. Dengan identifikasi metode yang 
tepat universitas dapat menghasilkan laporan evaluasi yang 
kredibel dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis di 
masa depan. 
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Meskipun metodologi ini memberikan kerangka kerja yang 
kuat untuk penilaian dampak tantangan tetap ada dalam 
mengintegrasikannya ke dalam praktik sehari-hari. Kompleksitas 
pengukuran dampak sosial dan budaya serta kebutuhan akan 
metrik yang komprehensif sering menyebabkan kesenjangan 
dalam evaluasi yang dilakukan. Selain itu penekanan pada dimensi 
ekonomi dan lingkungan dapat menutupi pertimbangan sosial 
yang memerlukan pendekatan yang seimbang untuk penilaian 
dampak. Bessette & Gregory (2020) memperingatkan bahwa 
ketidakseimbangan ini dapat mengarah pada kebijakan yang tidak 
inklusif bagi kelompok masyarakat yang rentan. Penelitian lebih 
lanjut dan pengembangan kerangka kerja terintegrasi sangat 
penting untuk meningkatkan efektivitas dan penerapan 
metodologi ini dalam konteks yang beragam. Universitas harus 
berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem evaluasi mereka 
seiring dengan berkembangnya metodologi pengukuran dampak 
yang baru. Kolaborasi dengan lembaga penelitian lain dapat 
mempercepat pembelajaran mengenai best practices dalam 
penilaian dampak yang efektif dan efisien. Dukungan pendanaan 
untuk pengembangan metodologi evaluasi diperlukan agar 
universitas dapat mengakses alat ukur yang canggih dan terkini. 
Dengan mengatasi tantangan ini sistem penilaian dampak dapat 
menjadi lebih robust dan mampu menangkap nilai nyata dari 
aktivitas universitas bagi masyarakat. 

 

8.4 Loop Umpan Balik dan Sistem Pembelajaran 

Umpan balik loop dan sistem pembelajaran sangat penting 
untuk perbaikan berkelanjutan dalam organisasi karena mereka 
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memfasilitasi adaptasi dan peningkatan proses. Mekanisme umpan 
balik memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan wawasan 
dari berbagai pemangku kepentingan yang dapat digunakan untuk 
menyempurnakan strategi. Proses ini merupakan bagian integral 
dari pembelajaran organisasi dan manajemen pengetahuan yang 
memungkinkan entitas untuk tetap kompetitif. Bagian berikut 
menyelidiki pentingnya mekanisme umpan balik strategi untuk 
mengumpulkan umpan balik dan kerangka kerja untuk 
pembelajaran organisasi. Proses mengubah umpan balik menjadi 
tindakan juga akan dibahas secara mendalam untuk memahami 
implementasinya dalam konteks nyata. Hambatan untuk umpan 
balik yang efektif akan diidentifikasi beserta solusi yang mungkin 
diterapkan oleh manajemen puncak. Sistem ini sangat krusial di 
berbagai sektor termasuk perawatan kesehatan dan tata kelola 
organisasi untuk memastikan efisiensi operasional. Transparansi 
dan pengambilan keputusan yang terinformasi menjadi hasil 
utama dari implementasi sistem yang dirancang dengan baik dan 
matang. 

Pentingnya Mekanisme Umpan Balik dalam Peningkatan 
Berkelanjutan 

Mekanisme umpan balik sangat penting untuk pencarian 
tujuan pembelajaran dan kemunculan dalam proses desain dan 
pengembangan yang kompleks. Hal ini berkontribusi pada 
kompleksitas dan kemampuan beradaptasi proyek yang dikelola 
oleh organisasi yang dinamis dan selalu berubah. Wynn & Maier 
(2022) menekankan bahwa tanpa mekanisme ini proyek akan 
kehilangan arah dan sulit beradaptasi dengan perubahan 
lingkungan yang cepat. Dalam perawatan kesehatan sistem umpan 
balik sangat penting untuk meningkatkan kinerja keperawatan dan 
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hasil pasien secara signifikan dan terukur. Mereka berkomitmen 
tim untuk meningkatkan praktik mereka berdasarkan data yang 
diterima dari lapangan setiap hari secara konsisten. Rapin et al. 
(2022) menjelaskan bahwa komitmen ini membangun budaya 
perbaikan yang kuat di antara staf medis yang terlibat langsung. 
Lingkaran umpan balik dalam program perubahan sosial dan 
perilaku memastikan bahwa kegiatan mencerminkan kebutuhan 
dan preferensi masyarakat lokal. Hal ini meningkatkan efektivitas 
program karena solusi yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan 
konteks penerima manfaat yang sebenarnya. Gillum et al. (2023) 
menyatakan bahwa relevansi kegiatan adalah kunci keberhasilan 
intervensi sosial yang berkelanjutan dan berdampak luas. 

Pentingnya umpan balik juga terlihat dari kemampuannya 
untuk mendeteksi penyimpangan sejak dini sebelum menjadi 
masalah besar yang sulit diperbaiki. Organisasi yang mengabaikan 
umpan balik cenderung stagnan dan kehilangan relevansi di pasar 
yang kompetitif dan menuntut inovasi. Sistem yang baik 
memungkinkan pembelajaran dari kesalahan masa lalu untuk 
mencegah terulangnya kegagalan yang sama di masa depan. Hal 
ini menciptakan memori institusional yang berharga bagi generasi 
pemimpin berikutnya yang akan memimpin organisasi menuju visi 
baru. Umpan balik yang konstruktif mendorong inovasi karena staf 
merasa aman untuk mencoba hal baru tanpa takut dihukum secara 
tidak adil. Keamanan psikologis ini penting untuk menciptakan 
lingkungan di mana ide-ide kreatif dapat muncul secara alami dan 
dihargai oleh pimpinan. Tanpa mekanisme yang jelas, organisasi 
akan kesulitan mengukur apakah tujuan strategis mereka tercapai 
atau tidak secara objektif. Oleh karena itu, investasi dalam sistem 
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umpan balik adalah investasi dalam keberlanjutan organisasi 
jangka panjang yang sangat vital. 

Strategi Mengumpulkan Umpan Balik dari Berbagai 
Stakeholders 

Melibatkan beragam pemangku kepentingan di seluruh 
desain proyek, implementasi dan evaluasi memastikan 
pengumpulan umpan balik yang komprehensif dan akurat. Gillum 
et al. (2023) menyarankan bahwa keterlibatan awal mencegah bias 
yang mungkin muncul jika hanya satu pihak yang didengar 
suaranya. Hal ini memastikan umpan balik yang relevan dan dapat 
ditindaklanjuti oleh manajemen puncak dengan segera dan tepat 
sasaran. Lierop et al. (2022) mencatat bahwa keterlibatan staf 
operasional meningkatkan kepemilikan mereka terhadap solusi 
yang dihasilkan bersama. Dalam perawatan primer praktik audit 
dan umpan balik digunakan untuk mengamankan kepatuhan 
terhadap pedoman yang berlaku secara nasional. Meskipun 
mereka dapat dianggap sebagai koersif jika tidak terintegrasi 
dengan baik dengan pendekatan bottom-up yang partisipatif dan 
inklusif. Glenngård & Anell (2021) memperingatkan bahwa 
pendekatan otoriter dapat memicu resistensi dari penerima umpan 
balik yang merasa dipaksa. Oleh karena itu strategi pengumpulan 
harus dirancang untuk meminimalkan persepsi paksaan dan 
memaksimalkan keterlibatan sukarela dari semua pihak. 

Strategi pengumpulan harus memanfaatkan berbagai 
saluran komunikasi untuk menjangkau semua jenis pemangku 
kepentingan yang ada dalam ekosistem organisasi. Survei online 
wawancara mendalam dan forum diskusi dapat digunakan secara 
kombinasi untuk mendapatkan data yang kaya dan bervariasi. 
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Diversifikasi metode pengumpulan mencegah dominasi suara 
tertentu yang mungkin tidak mewakili keseluruhan populasi 
pengguna layanan. Teknologi digital dapat memfasilitasi 
pengumpulan data secara real-time sehingga respons dapat 
diberikan lebih cepat kepada yang membutuhkan. Namun 
teknologi harus digunakan dengan bijak agar tidak menggantikan 
interaksi manusia yang penting untuk nuansa emosional. Pelatihan 
bagi pengumpul umpan balik diperlukan agar mereka dapat 
mengajukan pertanyaan yang tepat dan tidak memancing jawaban 
yang bias. Anonimitas sering kali diperlukan untuk mendapatkan 
umpan balik yang jujur terutama dari bawahan kepada atasan yang 
berkuasa. Sistem harus menjamin kerahasiaan data agar peserta 
merasa aman dalam menyampaikan kritik yang membangun tanpa 
takut akan represaliasi. 

Framework Pembelajaran Organisasi dan Manajemen 
Pengetahuan 

Model Kirkpatrick ketika diintegrasikan dengan budaya 
kualitas pembelajaran dan teknologi digital membentuk ekosistem 
metallearning yang meningkatkan pelatihan perusahaan secara 
signifikan. Barile et al. (2023) menjelaskan bahwa ekosistem ini 
memungkinkan pembelajaran terjadi di berbagai level organisasi 
secara simultan dan terkoordinasi. Ketahanan organisasi didukung 
oleh sistem pembelajaran yang berfokus pada antisipasi, koping 
dan adaptasi terhadap guncangan eksternal yang tiba-tiba. 
Pembelajaran yang efektif terkait dengan pembelajaran 
pengalaman dan pendekatan sistemik yang holistik dalam 
memandang masalah yang kompleks. Evenseth et al. (2022) 
menekankan bahwa organisasi yang tangguh mampu belajar dari 
krisis untuk menjadi lebih kuat dan siap menghadapi masa depan. 
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Pembelajaran loop ganda dalam manufaktur mendorong untuk 
mempertanyakan dan memodifikasi premis yang ada secara 
fundamental dan mendasar. Hal ini memfasilitasi pengambilan 
keputusan strategis dalam pelayanan yang tidak hanya bersifat 
tambal-sulam untuk jangka pendek. Tsutsui et al. (2022) 
menyatakan bahwa perubahan premis dasar diperlukan untuk 
inovasi yang disruptif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. 
Kerangka kerja ini memerlukan kepemimpinan yang berani untuk 
menantang status quo yang sudah nyaman bagi banyak orang di 
organisasi. 

Manajemen pengetahuan harus terintegrasi dengan sistem 
pembelajaran agar informasi tidak hilang saat karyawan berpindah 
atau pensiun dari instansi. Dokumentasi pengetahuan tacit menjadi 
eksplisit melalui proses sistematis yang didukung oleh teknologi 
informasi yang canggih dan mudah diakses. Repositori 
pengetahuan harus mudah diakses oleh seluruh anggota organisasi 
untuk mendorong berbagi informasi secara bebas dan terbuka. 
Budaya belajar harus dihargai sama pentingnya dengan budaya 
kinerja dalam sistem penilaian karyawan yang berlaku saat ini. 
Investasi dalam pelatihan berkelanjutan adalah wujud nyata dari 
komitmen organisasi terhadap pembelajaran organisasi yang 
mendalam dan bermakna. Evaluasi terhadap efektivitas program 
pembelajaran harus dilakukan secara berkala untuk memastikan 
relevansi materi dengan kebutuhan industri. Umpan balik dari 
peserta pelatihan digunakan untuk memperbaiki kurikulum 
pembelajaran di masa depan agar lebih tepat sasaran. Dengan 
demikian, siklus pembelajaran menjadi terus-menerus dan tidak 
pernah berhenti sepanjang hayat organisasi yang dinamis. 
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Proses Mengubah Umpan Balik menjadi Tindakan 

Umpan balik diubah menjadi tindakan melalui siklus 
perbaikan seperti siklus Plan-Do-Check-Act atau PDCA yang 
digunakan dalam alat seperti alat LINC. Siklus ini digunakan 
untuk meningkatkan kualitas perawatan secara bertahap dan 
terukur dampaknya bagi pasien yang dilayani. Lierop et al. (2022) 
menjelaskan bahwa struktur siklus memberikan kejelasan langkah 
bagi tim yang melaksanakan perbaikan di lapangan. Dalam 
perawatan kesehatan, umpan balik memobilisasi tim dengan 
menyediakan mekanisme kontekstual yang menghasilkan 
tindakan dan agensi yang nyata. Hal ini mengarah pada 
peningkatan kinerja yang dapat diamati secara nyata dalam 
operasional sehari-hari yang padat dan menuntut. Rapin et al. 
(2022) menekankan bahwa mobilisasi tim memerlukan 
kepemimpinan yang mampu menerjemahkan data menjadi aksi 
yang konkret. Kerangka kerja manajemen adaptif dalam program 
sosial menggunakan umpan balik untuk menyempurnakan teori 
perubahan dan menyesuaikan kegiatan. Prioritas yang muncul 
harus diakomodasi agar program tetap relevan dengan kondisi 
lapangan yang dinamis dan tidak pasti. Gillum et al. (2023) 
menyatakan bahwa fleksibilitas dalam eksekusi adalah kunci 
keberhasilan manajemen adaptif yang responsif. 

Proses transformasi umpan balik menjadi aksi memerlukan 
alokasi sumber daya yang memadai untuk implementasi solusi 
yang diusulkan. Tanpa anggaran dan waktu yang dialokasikan, 
rencana perbaikan hanya akan menjadi dokumen yang tidak 
pernah dilaksanakan secara nyata. Tanggung jawab untuk setiap 
tindakan perbaikan harus ditetapkan kepada individu atau tim 
yang spesifik agar jelas akuntabilitasnya. Timeline pelaksanaan 



 

 
 

451 

harus realistis agar target dapat dicapai tanpa membebani staf 
secara berlebihan dan menyebabkan kelelahan. Monitoring 
terhadap progres tindakan perbaikan diperlukan untuk 
memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai rencana yang 
telah disepakati. Jika terjadi hambatan, mekanisme eskalasi harus 
tersedia untuk menyelesaikan masalah dengan cepat sebelum 
terlambat. Celebrasi keberhasilan kecil penting untuk menjaga 
motivasi tim selama proses perbaikan yang mungkin memakan 
waktu lama. Dokumentasi hasil tindakan menjadi bahan 
pembelajaran untuk siklus perbaikan berikutnya yang akan datang 
dan lebih baik. 

Hambatan untuk Umpan Balik yang Efektif dan Solusinya 

Umpan balik dapat dianggap sebagai paksaan jika dari atas 
ke bawah dan tidak selaras dengan motivasi penerima yang 
beragam. Hal ini membatasi efektivitasnya karena penerima akan 
cenderung menolak masukan yang diberikan oleh atasan secara 
defensif. Glenngård & Anell (2021) mengidentifikasi bahwa 
hambatan seperti ukuran organisasi, kontinuitas staf dan 
fleksibilitas kepemimpinan dapat memengaruhi keberhasilan. 
Organisasi yang terlalu besar sering kali mengalami birokrasi yang 
memperlambat aliran umpan balik dari bawah ke atas secara 
signifikan. Kontinuitas staf yang rendah menyebabkan hilangnya 
memori institusional tentang sejarah umpan balik sebelumnya 
yang berharga. Fleksibilitas kepemimpinan diperlukan untuk 
menyesuaikan gaya manajemen dengan kebutuhan tim yang 
beragam dan unik. Solusi termasuk memupuk budaya 
pengembangan pengetahuan bersama dan memastikan sistem 
umpan balik dianggap sah dan berguna. Barile et al. (2023) 
menyarankan bahwa legitimasi sistem meningkat ketika pengguna 
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melihat manfaat nyata bagi pekerjaan mereka sehari-hari. 
Glenngård & Anell (2021) menambahkan bahwa keterlibatan 
dalam desain sistem meningkatkan rasa kepemilikan terhadap 
proses umpan balik yang berjalan. 

Sementara loop umpan balik dan sistem pembelajaran 
sangat penting untuk peningkatan berkelanjutan, mereka harus 
dirancang dengan hati-hati untuk menghindari resistensi. Umpan 
balik yang dianggap koersif atau tidak relevan dapat menghambat 
efektivitasnya dan menyoroti kebutuhan akan sistem yang inklusif. 
Dengan mengatasi tantangan ini, organisasi dapat memanfaatkan 
potensi penuh mekanisme umpan balik untuk mendorong 
perubahan. Desain sistem harus mempertimbangkan konteks 
budaya organisasi agar tidak terjadi penolakan dari akar rumput 
yang menolak perubahan. Pelatihan mengenai cara memberikan 
dan menerima umpan balik diperlukan untuk meningkatkan 
keterampilan komunikasi seluruh anggota organisasi. Teknologi 
pendukung harus user-friendly agar tidak menjadi hambatan 
teknis dalam proses pengumpulan data yang vital. Evaluasi berkala 
terhadap sistem umpan balik itu sendiri diperlukan untuk 
memastikan bahwa ia tetap berfungsi dengan baik. Hanya dengan 
sistem yang robust, organisasi dapat benar-benar belajar dan 
berkembang di tengah perubahan yang konstan dan menantang. 

 

8.5 Framework Peningkatan Berkelanjutan  

Peningkatan berkelanjutan di universitas adalah 
pendekatan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan dan kinerja kelembagaan secara menyeluruh dan 
terukur. Ini melibatkan upaya sistematis untuk meningkatkan 
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proses, sistem, dan hasil secara berkelanjutan tanpa henti setiap 
saat demi kemajuan institusi. Konsep ini sangat penting bagi 
universitas untuk beradaptasi dengan tuntutan pendidikan yang 
berubah dan mempertahankan keunggulan akademik di tingkat 
global yang kompetitif. Kerangka perbaikan berkelanjutan di 
universitas dapat diterapkan secara efektif melalui metodologi 
seperti siklus Plan-Do-Check-Act atau PDCA yang terstruktur. 
Metodologi ini membantu dalam mempertahankan momentum 
perbaikan dan mencapai tujuan jangka panjang yang telah 
ditetapkan oleh pimpinan puncak universitas. Tanpa kerangka 
kerja yang jelas, upaya peningkatan akan terfragmentasi dan tidak 
memberikan dampak yang signifikan bagi institusi pendidikan 
tinggi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep ini 
menjadi fondasi utama bagi pemimpin universitas yang ingin 
bertransformasi menjadi lebih baik. Bagian berikut akan 
menguraikan secara rinci komponen-komponen vital dalam 
kerangka peningkatan berkelanjutan tersebut untuk pemahaman 
yang komprehensif bagi semua. 

Universitas harus memandang peningkatan kualitas bukan 
sebagai proyek sekali waktu, melainkan sebagai budaya yang 
tertanam dalam setiap aktivitas sehari-hari yang rutin. Adaptasi 
terhadap perubahan eksternal memerlukan fleksibilitas dalam 
struktur organisasi yang mendukung inovasi dari berbagai lapisan 
staf dan dosen yang ada. Kinerja kelembagaan yang optimal hanya 
dapat dicapai jika setiap unit kerja memiliki komitmen yang sama 
terhadap standar excellence yang tinggi dan jelas. Tuntutan pasar 
kerja yang dinamis memaksa universitas untuk terus mengevaluasi 
relevansi kurikulum yang ditawarkan kepada mahasiswa setiap 
semester akademik. Evaluasi ini harus berbasis data yang akurat 
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agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat 
dipertanggungjawabkan kepada publik. Keterlibatan seluruh 
pemangku kepentingan dalam proses peningkatan kualitas 
memastikan bahwa perspektif yang beragam dapat diakomodasi 
dengan baik oleh manajemen. Hal ini mencegah terjadinya 
kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas layanan yang 
diberikan oleh universitas kepada mahasiswa yang belajar. Dengan 
demikian, konsep continuous improvement menjadi mesin 
penggerak utama bagi keberlanjutan institusi pendidikan tinggi di 
era modern yang serba cepat. 

Implementasi konsep ini memerlukan sumber daya yang 
memadai baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia 
yang kompeten di bidangnya masing-masing. Pelatihan 
berkelanjutan bagi dosen dan staf administrasi diperlukan agar 
mereka memahami metode peningkatan kualitas yang berlaku 
secara internasional dan standar. Dokumentasi proses peningkatan 
harus dilakukan secara rapi untuk memudahkan audit internal dan 
eksternal yang dilakukan oleh badan akreditasi yang berwenang. 
Transparansi dalam pelaporan hasil peningkatan kualitas 
meningkatkan kepercayaan publik terhadap manajemen 
universitas yang profesional dan akuntabel bagi semua pihak. 
Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk otomatisasi 
pengumpulan data kinerja sehingga lebih efisien dan akurat 
hasilnya setiap saat tanpa kesalahan manusia. Hambatan birokrasi 
harus diminimalkan agar proses evaluasi tidak menjadi beban 
administratif yang berlebihan bagi dosen dan peneliti yang sibuk. 
Kolaborasi antara unit akademik dan unit bisnis diperlukan untuk 
memastikan bahwa indikator kinerja mencakup kedua aspek 
tersebut secara seimbang dan adil. Keberhasilan implementasi 
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konsep akan terlihat dari peningkatan kinerja institusi secara 
keseluruhan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 

Metodologi Plan-Do-Check-Act (PDCA) Cycle 

Siklus PDCA adalah proses berulang empat langkah yang 
digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam berbagai konteks 
organisasi pendidikan tinggi yang kompleks. Ini melibatkan 
perencanaan perbaikan yang matang, penerapannya di lapangan, 
pemeriksaan hasil secara objektif, dan bertindak berdasarkan apa 
yang dipelajari untuk perbaikan. Dalam konteks universitas, siklus 
PDCA dapat diterapkan pada pengembangan kurikulum, metode 
pengajaran dan proses administrasi untuk meningkatkan kualitas 
layanan. Memiah et al. (2021) menegaskan bahwa penerapan ini 
penting untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pendidikasi 
yang diberikan kepada mahasiswa secara langsung dan nyata. 
Siklus ini mendorong budaya penilaian dan penyempurnaan 
berkelanjutan yang penting untuk mempertahankan standar tinggi 
dalam pendidikan tinggi yang berkualitas. Abeygunasekera et al. 
(2022) menyatakan bahwa budaya ini memerlukan komitmen dari 
pimpinan puncak untuk mengarahkan seluruh sumber daya yang 
ada secara efektif. Tahap perencanaan harus melibatkan analisis 
risiko yang komprehensif agar hambatan potensial dapat 
diantisipasi sejak awal sebelum eksekusi dilakukan. Tanpa siklus 
yang disiplin, organisasi akan kesulitan mengukur apakah tujuan 
strategis mereka tercapai atau tidak secara objektif dan terukur 
dampaknya. 

Tahap pelaksanaan atau Do memerlukan koordinasi yang 
erat antara berbagai departemen agar implementasi berjalan sesuai 
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dengan rencana yang telah disusun dengan matang. Monitoring 
selama tahap pelaksanaan diperlukan untuk mendeteksi 
penyimpangan sejak dini sebelum menjadi masalah besar yang 
sulit diperbaiki nanti di kemudian hari. Tahap pemeriksaan atau 
check harus dilakukan oleh pihak yang independen untuk 
memastikan objektivitas hasil evaluasi yang didapatkan dari 
lapangan kerja. Data yang dikumpulkan selama pemeriksaan harus 
diverifikasi keakuratannya sebelum digunakan sebagai dasar 
pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan puncak 
universitas. Tindak lanjut atau Act merupakan fase kritis di mana 
perbaikan permanen diterapkan berdasarkan pembelajaran dari 
siklus sebelumnya yang telah selesai dilaksanakan. Jika hasil tidak 
sesuai target, maka siklus harus diulang dengan penyesuaian pada 
tahap perencanaan untuk memperbaiki kelemahan yang 
ditemukan selama proses. Dokumentasi setiap siklus menjadi 
penting untuk pembelajaran organisasi di masa depan ketika 
menghadapi perubahan serupa lainnya yang kompleks dan 
menantang. Dengan demikian, pemilihan dan penerapan model 
PDCA yang tepat adalah langkah pertama yang kritis menuju 
keberhasilan transformasi organisasi pendidikan yang 
berkelanjutan. 

Integrasi PDCA dengan sistem manajemen kinerja lainnya 
memperkuat koherensi arah pengembangan universitas secara 
keseluruhan dan terpadu dengan baik bagi semua unit. Tujuan 
yang ditetapkan dalam siklus harus diterjemahkan menjadi 
rencana kerja tahunan untuk setiap unit organisasi di dalamnya 
secara rinci dan spesifik. Monitoring terhadap pencapaian target 
siklus harus dilakukan secara berkala untuk mendeteksi 
penyimpangan sejak dini sebelum menjadi masalah besar yang 
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merugikan. Evaluasi terhadap efektivitas siklus itu sendiri perlu 
dilakukan untuk memastikan bahwa alat ini masih relevan dengan 
kebutuhan organisasi yang berubah. Perubahan dalam lingkungan 
eksternal mungkin memerlukan penyesuaian langkah dalam siklus 
perbaikan tersebut agar tetap relevan dengan kondisi terkini yang 
ada. Komunikasi mengenai hasil siklus kepada seluruh warga 
universitas meningkatkan transparansi dan pemahaman tentang 
arah strategis institusi yang jelas dan terbuka. Keterlibatan 
karyawan dalam penyusunan target siklus meningkatkan rasa 
kepemilikan terhadap pencapaian tersebut secara kolektif dan solid 
bagi tim. Dengan demikian, PDCA menjadi alat manajemen 
strategis yang vital bagi universitas technopreneur yang ingin 
bersaing di tingkat global yang kompetitif. 

Framework Benchmarking dan Adopsi Praktik Terbaik 

Benchmarking melibatkan membandingkan proses 
universitas dan metrik kinerja dengan institusi terkemuka untuk 
mengidentifikasi area perbaikan yang spesifik dan jelas. 
Mengadopsi praktik terbaik dari universitas sukses lainnya dapat 
mengarah pada peningkatan yang signifikan dalam pengajaran 
penelitian dan fungsi administrasi yang vital. Sütőová et al. (2022) 
menjelaskan bahwa adopsi ini memerlukan analisis mendalam 
terhadap konteks lokal agar tidak terjadi kesenjangan 
implementasi yang merugikan organisasi. Pendekatan ini 
membantu universitas untuk tetap kompetitif dan selaras dengan 
standar pendidikan global yang terus berkembang setiap saat tanpa 
henti. Casprini et al. (2023) menekankan bahwa standar global 
menjadi acuan utama bagi universitas yang ingin diakui secara 
internasional oleh mitra strategis yang berpengaruh. Universitas 
dapat memilih beberapa universitas pembanding yang memiliki 
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karakteristik serupa untuk analisis yang lebih relevan dan akurat 
bagi manajemen. Data benchmark harus diperbarui secara berkala 
untuk memastikan bahwa standar yang digunakan tetap relevan 
dengan perkembangan terbaru di industri pendidikan. 
Perbandingan tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga 
dengan institusi internasional untuk mendapatkan perspektif yang 
lebih luas dan global bagi pimpinan. 

Pembelajaran dari universitas terkemuka dapat diadopsi 
secara selektif sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki 
oleh institusi yang bersangkutan secara memadai dan cukup. 
Evaluasi terhadap kesenjangan kinerja harus menjadi dasar untuk 
penyusunan rencana perbaikan yang konkret dan terukur 
dampaknya secara nyata bagi semua. Dengan demikian, 
benchmarking menjadi alat strategis untuk mendorong 
peningkatan kinerja yang berkelanjutan dan kompetitif di tingkat 
nasional maupun internasional. Proses benchmarking harus 
melibatkan tim khusus yang bertugas mengumpulkan data dan 
menganalisis perbedaan kinerja antarinstitusi yang dibandingkan 
secara objektif. Kunjungan studi banding dapat menjadi metode 
efektif untuk memahami secara langsung praktik terbaik yang 
diterapkan oleh universitas mitra yang sukses dan maju. Namun, 
biaya untuk kegiatan tersebut harus diperhitungkan dalam 
anggaran tahunan agar tidak membebani keuangan universitas 
secara berlebihan dan merugikan operasional. Hasil benchmarking 
harus dikomunikasikan kepada seluruh staf agar mereka 
memahami posisi universitas dan target yang harus dicapai 
bersama-sama secara solid. Tanpa benchmarking, universitas 
berisiko berjalan di tempat tanpa menyadari bahwa metode yang 
digunakan sudah usang dan tidak relevan lagi bagi mahasiswa. 
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Kolaborasi dengan lembaga akreditasi dapat memberikan 
wawasan mengenai standar terbaik yang harus dipenuhi untuk 
mendapatkan pengakuan resmi yang bergengsi dan diakui. 
Indikator kinerja utama yang digunakan dalam benchmarking 
harus selaras dengan visi dan misi universitas agar tidak terjadi 
konflik arah strategis yang membingungkan. Fleksibilitas dalam 
adaptasi praktik terbaik memungkinkan universitas untuk 
memodifikasi metode agar sesuai dengan budaya organisasi yang 
unik dan berbeda karakteristiknya. Resistensi terhadap perubahan 
dari staf senior sering kali menjadi hambatan dalam adopsi praktik 
baru yang berasal dari institusi lain yang lebih maju. Oleh karena 
itu, manajemen perubahan harus menyertai proses benchmarking 
untuk memastikan penerimaan yang luas dari seluruh warga 
kampus yang terlibat aktif. Penghargaan dapat diberikan kepada 
unit yang berhasil mengimplementasikan praktik terbaik dengan 
hasil yang signifikan dan terukur dampaknya bagi kinerja 
organisasi. Review tahunan terhadap praktik yang diadopsi 
diperlukan untuk memastikan bahwa mereka masih memberikan 
nilai tambah bagi organisasi yang berkelanjutan. Dengan 
pendekatan yang hati-hati, benchmarking dapat menjadi 
katalisator bagi transformasi universitas menuju keunggulan yang 
berkelanjutan dan nyata bagi masyarakat. 

Inovasi dalam Proses dan Sistem 

Inovasi dalam proses dan sistem pendidikan sangat penting 
untuk mengatasi kebutuhan siswa dan pasar kerja yang 
berkembang dengan cepat setiap saat tanpa henti. Universitas 
dapat menerapkan metode pengajaran yang inovatif seperti 
penggunaan platform digital dan alat simulasi untuk 
meningkatkan hasil belajar mahasiswa secara signifikan. Lin et al. 
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(2022) menyatakan bahwa teknologi ini memungkinkan 
personalisasi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar 
masing-masing mahasiswa secara individu dan spesifik. Inovasi 
proses juga mencakup pengembangan sistem administrasi baru 
yang meningkatkan efisiensi operasional dan layanan mahasiswa 
secara signifikan dan terasa manfaatnya. Suwignjo et al. (2022) 
menjelaskan bahwa sistem administrasi yang efisien mengurangi 
beban birokrasi yang sering menghambat produktivitas dosen dan 
staf yang sibuk. Digitalisasi layanan memungkinkan mahasiswa 
mengakses informasi kapan saja tanpa terbatas oleh jam 
operasional kantor yang kaku dan tradisional yang lama. 
Keamanan data menjadi prioritas utama dalam implementasi 
teknologi ini untuk mencegah akses tidak sah oleh pihak eksternal 
yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, 
teknologi real-time mengubah cara organisasi memantau operasi 
mereka dari reaktif menjadi proaktif dalam menghadapi potensi 
masalah yang muncul. 

Pengembangan sistem terintegrasi memungkinkan aliran 
data yang lancar antardepartemen sehingga mengurangi duplikasi 
pekerjaan yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi organisasi. 
Pelatihan bagi pengguna sistem baru diperlukan agar mereka 
dapat memanfaatkan fitur teknologi tersebut secara optimal bagi 
produktivitas kerja sehari-hari mereka. Umpan balik dari 
pengguna harus dikumpulkan secara rutin untuk memastikan 
bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar menjawab 
kebutuhan mereka yang sebenarnya dan nyata. Inovasi tidak hanya 
terbatas pada teknologi, tetapi juga pada model bisnis yang 
mendukung keberlanjutan finansial universitas di masa depan 
yang tidak pasti. Kemitraan dengan industri teknologi dapat 
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mempercepat adopsi inovasi terbaru yang relevan dengan 
kebutuhan dunia kerja yang sebenarnya dan menuntut 
keterampilan baru. Universitas harus berani mengambil risiko 
terukur dalam mencoba metode baru yang belum pernah 
diterapkan sebelumnya di lingkungan akademik yang konservatif. 
Kegagalan dalam inovasi harus dipandang sebagai pembelajaran 
berharga, bukan sebagai alasan untuk menghentikan eksperimen 
yang bermanfaat bagi kemajuan institusi. Budaya inovasi harus 
dihargai sama pentingnya dengan budaya kinerja dalam sistem 
penilaian karyawan yang berlaku saat ini secara adil dan 
transparan. 

Alokasi dana khusus untuk penelitian dan pengembangan 
inovasi diperlukan untuk mendukung eksperimen yang 
memerlukan sumber daya finansial yang besar dan signifikan. Tim 
inovasi lintas disiplin dapat dibentuk untuk menggabungkan 
berbagai keahlian dalam menciptakan solusi yang komprehensif 
dan holistik bagi masalah kompleks yang ada. Hak kekayaan 
intelektual yang dihasilkan dari inovasi harus dikelola dengan baik 
untuk melindungi aset intelektual universitas dari pelanggaran 
pihak lain yang tidak berhak. Komersialisasi hasil inovasi dapat 
menjadi sumber pendapatan baru yang mendukung keberlanjutan 
program pendidikan yang mahal dan berkualitas tinggi bagi 
mahasiswa. Evaluasi terhadap dampak inovasi harus dilakukan 
secara berkala untuk memastikan bahwa investasi yang 
dikeluarkan memberikan pengembalian yang wajar bagi institusi. 
Komunikasi keberhasilan inovasi kepada publik meningkatkan 
reputasi universitas sebagai institusi yang maju dan berpikir ke 
depan secara strategis dan visioner. Jejaring dengan universitas lain 
yang inovatif dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan 
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sistem baru yang lebih canggih dan efektif bagi semua. Dengan 
fokus pada inovasi, universitas dapat mempertahankan 
relevansinya di tengah disrupsi teknologi yang terjadi secara global 
dan masif saat ini yang menantang. 

Strategi Mempertahankan Momentum Peningkatan 

Untuk mempertahankan momentum perbaikan perguruan 
tinggi, perlu melembagakan perubahan proses sehingga menjadi 
bagian dari budaya organisasi yang kuat dan mengakar dalam. 
Strategi termasuk menumbuhkan budaya pembelajaran dan 
adaptasi yang berkelanjutan, melibatkan pemangku kepentingan 
dalam proses perbaikan dan meninjau rencana secara berkala. 
Abeygunasekera et al. (2022) menekankan bahwa keterlibatan 
pemangku kepentingan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap 
perubahan yang terjadi secara signifikan dan positif bagi semua. 
Kepemimpinan memainkan peran penting dalam 
mempertahankan fokus pada peningkatan berkelanjutan dan 
memotivasi staf dan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam upaya 
ini. Suwignjo et al. (2022) menyatakan bahwa tanpa dukungan 
pimpinan, upaya perbaikan akan kehilangan arah dan momentum 
di tengah jalan nanti yang merugikan. Komunikasi yang terbuka 
mengenai progres perbaikan membantu menyelaraskan ekspektasi 
seluruh anggota organisasi terhadap tujuan bersama yang ingin 
dicapai secara kolektif. Evaluasi pasca-implementasi diperlukan 
untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan 
sumber daya sebelumnya untuk perbaikan terus-menerus yang 
efektif. Dengan demikian, organisasi dapat membangun ketahanan 
yang kuat terhadap berbagai guncangan eksternal yang mungkin 
terjadi di masa depan yang tidak pasti dan dinamis. 
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Sementara kerangka kerja perbaikan berkelanjutan sangat 
penting bagi universitas, juga penting untuk mempertimbangkan 
tantangan dan keterbatasan yang terkait dengan implementasinya. 
Faktor-faktor seperti resistensi terhadap perubahan sumber daya 
yang terbatas dan kompleksitas sistem pendidikan dapat 
menghambat efektivitas kerangka kerja ini secara signifikan. Selain 
itu, konteks unik dari setiap universitas memerlukan pendekatan 
yang disesuaikan untuk perbaikan berkelanjutan karena strategi 
satu ukuran tidak efektif bagi semua. Oleh karena itu, universitas 
harus fleksibel dan adaptif dalam penerapan metodologi perbaikan 
berkelanjutan mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan secara 
optimal. Resistensi sering kali muncul karena ketidakpahaman 
terhadap tujuan perubahan yang dianggap sebagai beban 
tambahan bagi pekerjaan sehari-hari yang padat dan menyita 
waktu. Edukasi mengenai manfaat peningkatan berkelanjutan 
diperlukan untuk mengubah mindset staf dari menolak perubahan 
menjadi mendukung inovasi yang positif dan konstruktif bagi 
organisasi. Keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan 
memprioritaskan inisiatif yang memberikan dampak terbesar 
dengan biaya yang paling efisien dan terukur dampaknya bagi 
institusi. Kompleksitas sistem memerlukan pendekatan bertahap 
agar tidak terjadi kebingungan di tingkat operasional yang dapat 
menghambat progres yang signifikan dan berarti bagi semua. 

Dukungan dari pemangku kepentingan eksternal juga vital 
untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi optimasi 
sumber daya yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terkait. 
Komitmen dari pimpinan puncak diperlukan untuk memastikan 
bahwa strategi sumber daya dijalankan dengan konsisten dan 
disiplin tinggi oleh semua pihak yang terlibat. Investasi dalam 
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teknologi dan sumber daya manusia menjadi fondasi utama untuk 
mencapai tingkat optimasi yang diinginkan dan diharapkan oleh 
pemangku kepentingan yang beragam. Tantangan yang ada harus 
dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki sistem manajemen 
yang telah berjalan saat ini menjadi lebih baik lagi secara terus-
menerus dan berkelanjutan. Organisasi yang mampu 
mengoptimalkan sumber daya mereka akan memiliki keunggulan 
kompetitif yang signifikan di pasar yang semakin ketat dan 
kompetitif bagi semua. Setiap komponen mulai dari perencanaan 
keuangan hingga manajemen fasilitas harus saling mendukung 
untuk menciptakan sinergi yang maksimal bagi organisasi yang 
besar. Pada akhirnya, keberhasilan manajemen dan pengoptimalan 
sumber daya strategis bergantung pada keseimbangan antara 
efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang yang stabil dan kuat. 
Dengan pendekatan yang komprehensif, organisasi dapat 
mencapai tujuan strategis mereka secara efektif dan berkelanjutan 
untuk generasi mendatang yang akan datang dan membutuhkan. 
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